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PENGANTAR

KEBIJAKAN DAN INVESTASI PERTANIAN

UNTUK KESEJAI-{TERAAN SOSIAL

erbagar kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian di Indonesia
afitatalain adalah kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pangan,

kebijakan harga domestik dan efisiensi produlsi. Liberalisasi perdagangart

mencapai puncak pada persetujuan (Jruguay Round (UR) dan dibentuknya World

Trade Organization(IVTO) 1 Januari 1995. Unsurutama dalamUR adalah adanya

persetujuan akses pasar untuk semua komoditi, menghapus semua hambatan non

taiffdansubsidi. Berkembang pula kerjasama regional seperti AFTA (ASEAN Free

fride Area) untuk Asia Tenggara dan organisasi regional lainnya (NAFTA, EU,

APEC). Namun, di sisi lain terdapat hambatan baru yang bertentangan dengan

liberalisasi seperti afii dumping tbiff, petsetuiuan sanitary and phytosanitary (SPS),

persetujuan technical barrier to trade (TBT), isu kualitas dan lingkungaq genetically

modified organism (GMO).

Bagaimanapun, Indonesia telah terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional.

Kebijakan internasional tersebut berimplikasi ganda, yaitu: (a) memberikan
peluang untuk menata diri meningkatkan daya saing bangsa di era global, dan (b)

menjadi tantangan dan ancaman terhadap kelangsungan pembangunan nasional
jika Indonesia tak mampu meningkatkan daya saingnya di kancah global. Fokus

utama yang harus dilakukan Indonesia dalam merespon perkembangan tersebut

adalah melakukan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan (RPPK) guna

mewujudkan visi pertanian 2025, yaitu "tenvujudnya sistem pertanian industrial
berkelanjutan yangberdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan

kesej ahteraan petani" .

Teori ekonomi mengajarkan bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan
alokasi sumberdaya dan meningkatkan kesejahteraan semua rregala. Akan tetapi

semua pemerintah, tanpa kecuali, mengadakan campur tangan padapasat dengan

alasan utama melindungi infont industry, mendukung pendapatan usaha kecil,
menjamin ketahanan pangan, redistribusi pendapatan, d11. Banylrk pemerintah
mulai menyadaiberatnya beban proteksi yang makin besar dan proteksi jangka
panjang tidak sustainable.

Dampak liberalisasi perdagangan beras pada negarapengekspor pada umumnya
menguntungkan produsen dan mengurangi surplus konsumen. Pada negara
pengimpor tergantung pada kebijakan yang diambil. Kebijakan penurunan tarif akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen dengan mengorbankan
produsen seperti halnya di Indonesia. Sebaliknya, keb(jakan menaikkan harga
ikan menurunkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen tetapi menguntungkan
produsen (Filipina).

Kebijakan fiskal dalam hatr tarif impor untuk proteksi produlsi domestik masih

diperlukan sepanjang tidak bertentangardengan kesepakatan global WTq selama

niguru lain (terutama fiagara maju) masih memprotelsi produksi pertaniannya.

Protelsi akan menghasilkan inefisiensi, tetapi protel$i diperlukan untukkomoditas
yang belum siap bersaing secara global, untuk melindungi persaingan yang tidak
fair, melindungi petani, dan melindungi ketahanan pmgarliafigkapanjang. Subsidi

input bertentangafl dengan WTO tetapi subsidi lain di luar batasan WTO dapat

dilakukan melalui investasi untuk p ublic good (inftastruktur) seperti prasarana jalan,

komunikasi, irigasi, pendidikan, reserach and development (R & D), penyrluhan,
fasilitas kredit, termasuk pengembangan kelemb agaan pertanian yang telah
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mengakar di masyarakat (subak di Bali) dan peningkatan kapasitas sumberdaya
manusianya. Banyak r,egara maju mensubsidi pemasarun du, ekspor dengan
kemudahan kredit elspor. Dengan peningkatan lnfrastruktur, efisiensi prodriksi
dan pemasaran akan meningkat sehingga akan lebih mampu bersaing di pasar
bebas.

untuk tujuan introduksi teknologi pemuptkan berimbang kepada 50.000 RT
petani, maka pemberian double subsidy NpK phonska untuk is.ooo ha sawah
(di 404 subak di Bali) tampak cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas
dan pendapatan; sekaligus kebijakan subsidi pupuk tersebut dapai mendukung
program ketahanan par'gar.di Propinsi Bali. Namun, pengalaman selama revolus-i
hijau pltut dijadikan pelajaranberharga bahwa pemberian subsidi input (pupuk,
pestisida, dan irigasi) yang sangat besar oleh pemerintah telah mengatitaitan
alokasi sumberdaya tersebut secara ekonomi tidak efisien. Hal ini diindikasikan
oleh harga input (pupuk, pestisida, air irigasi) danhargaoutput padiyangditerima
petani tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Biaya yang dikeluarkan
pemerintah untuk membiayai subsidi juga sangat besar. Sebagai contoh, anggararl
yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk subsidi pupuk pada tahun 19g6-
1987 mencapatus$z2},1 juta, dan untuk mengairi 4 jtfiaha siwah, pemerintah
Indonesia telah mensubsidi sebesar US$440 juta.

Subsidi input yang cukup besar telah membuat petani kurang menyadari kelmgkaan
surnberdaya sehingga terkesan sumberdaya tersubsidi tersebut kurang dihargii dan
pen€guna?nnya cenderung terus-menerus dan berlebihan sehingga akan berd-ampak
pada masalah degradasi lingkungan terutama degradasi keiuburan tanah dan
sumberdaya air serta masalah kesehatan. Isu masalah kesehatan muncul karena
adanya dugaan bahwa residu bahan kimia anorganik dalam bahan makanan
dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti kanker
pada manusia.

oleh karena itu, di masa mendatang sangat perlu kebijakan pengembangan
model-model sistem usahatani berkelanjutan untuk peningkatan keiejahterian
getani sekaligus pemeliharaan sumberdaya alam dan tingkungan. Model pertanian
berkelanjutan menekankan pada optimasi penggunuun srr-b.rd,aya paia sistem
usahatani yang secara ekonomi menguntungkan, ramah ringkungan, menggunakan
teknologi yang sepadan atau sesuai dengan budaya dan kimairpuan pet;ni, dan
dapat diterima oleh masyarakat.

Redaksi
IGAA Ambarawati
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ECONOMIC EFFECTS OF TRADE LTBERALIZATION: AN EXPERTENCE

,ON THE INDONESIAN COCONUT INDUSTRIES

RATYA ANINDITA
Department of Socio-economics, Faculty of Agrtculture, Brawijaya tJniuersity

Email: ratyaa@gahoo.com a.

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu alggotaWTO harus menghadapi liberalisasi perdagnryafi. Berdasarkan trend
tersebut, sejumlah reformasi kebijakan telah dilaftsanakan. Pengurangan tariff dan hambatan non tariff telah
menimbulkan beberapa konsekuensi yang mempengaruhi keberadaan dan keunggulan kompetitif dari elspor
kelapa. Studi membuktikan bahwa industri kelapa Indonesia memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan.
Liberalisasi perdagangan mempunyai efek positive terhadap produksi, konsumsi, volume ekspor, perdagatgan
bersih, competitiveness infux (CM) dan revealed comparative advantage (RCA) dari kelapa.

Analisis membuktikan bahwa CM, liberalisasi perdagangan, produksi, dan nilai tukar secara positive
mempengaruhi volume elspor dari tepung kelapa, minyak kelapa dan kopra. Harga ekspor mempunyai efek
negative terhadap ekspor kopra karena tingginya permintaan.kopra sebagai bahan baku minyak kelapa. RCA
secara negative mempengaruhi ekspor tepung kelapa dan kopra sedangkan tingkat bunga mempengaruhi
secara negative hanya pada elspor minyak kelapa danharga produsen mempunyai efek negative harryapada
ekspor kopra. Keberhasilan ekspor kelapa Indonesia tidak hanya tergantung dari liberalisasi perdag4ngan
tetapi pada kemampuan bersaing di pasar ekspor. Keunggulan kompetitif perlu ditingkatkan melalui perbaikan
produktivitas dan kualitas. Depresiasi dari nilai tukar dan tingkat bunga yang rendah akan meningkatkan
volume elspor kelapa.

Kata kunci: efek ekonomi dan liberalisasi perdagangan.

ABSTRACT

Indonesia, being a member of WTO is moving unavoidably towards aade l:fieralization. In line with this
trend, a number of poliry reforms were conducted. The reduction of tariff and non-tariff barriers would raise
some consequences that would affect the performance and competitiveness of coconut exports. The study
revealed that Indonesian coconut industries benefited from trade hberalization. Trade liberalization has a
positive effect on the production, consumption, volume of export, net trade, CM and RCA of coconut.

The regression analysis idenffied the factors that influenced the export volumes of coconut meal, coconut
oil and copra. The analysis showed that CM, trade liberalization dummy, production, and exchange rate
positively affected export volumes of coconut meal, coconut oil and copra. The export price has a negative
effect on copra since high domestic demand of raw material for coconut oil. RCA negatively affected thE
export volume of coconut meal and copra while interest rate negatively affected cocorrut oil only. Producer
price has a negative effect for copra.

The zuccess of the Indonesian coconut export was not only dependent on the trade liberalizaion,but on its
ability to compete in the export market. The competitiveness of coconut products in the export market could
be strengthened through the improvement of its productivity and quality. The depreciation of exchange rate
and offering of low interest rate by the banks will increase the export volume of this commodity.

Key words: economic ffias and trade liberalization

INTRODUCTION

Background
In welcoming the era of globalization.and trade

liberalization, Indonesia started adjusting some of
its trade policies. Prior to GATT-Uruguay Round
agreement, the Indonesian government's commitment
on agriculture encompasses four different types
of obligations for agricultural reform including:
improvement in market access, reduction in domestic

support to agriculture, reduction in export subsidies,
and sanitary and phytosanitary mea$ues (Nainggolan,
1996; Anindita and Reed, 2008). In the context of the
GATT/WTO and the growing blocls of free trade
regions, ASEAN, where Indonesia is a member, set
up economic cooperation among the members by
establishing the ASEAN Free Trade Area (AFTA).
Under AFTA, the Common Effective Preferential
Tariff (CEPT) scheme was instituted to reduce tariff
to a range of 0 - Soh on all manufactured goods and
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agricultural products. Erwidodo (1999) stated that
the CEPT includes the elimination of agricultural
subsidies, tariff and nofl-tariff protections that used
to be limited on imported agricultural commoiities.

After independence n t945,Indonesia adopted a
protectionist stance for agriculture trade. High import
tariffs and exchange rate incentives for exporters were
the policies used to boost the export of agri-based
products, such as coconut. The exporters of agri-
based products er{oyed a preferential exchange rate
that was 10 percent higher than official exchange rate.
The period between 1970 to 1980s was characieized
by policies aimed to develop domestic processing
industries where the traditional exports was banned
or taxed to pursue self-sufficiency in rice and used oil
revenues to set up import substituting manufacturing
industries (Nainggolan, 1996 atdFane, 1996). In 1969,
the government subsidized the price of fertilizers to
influence the rice farmers' usage while the tree crops
enjoyed fertnizer subsidies only after 1973. In 1978,
the agriculture sector also enjoyed the pesticide
subsidies.

Since the early 1980s, Indonesia had undertaken
a series of trade reforms that sffied Indonesia from
having an inward-looking to an outward-looking
development strategy (Kustiari et al., 1998). The
need to speed up trade and economic reforms is
now a must, particularly in relation to Indonesia's
commitrnent under the CEPT scheme of the AFTA,
which is to be fully implemented by 2003. Accordingly,
the government announced a major tariff reduction
schedule in its deregulation package of May 1995. In
the more recent deregulation packages of 1996 zirird

1997, the government consistently reduced import
and export tariff rates on capital goods, eliminated
export and import tariff surcharges for most products,
simplified import regulations and facilitated exports.

In 1986, the government reduced the fertilizer and
pesticide zubsidies. The pesticide zubsidy was abolished
in 1990 but the fertltzer was eliminated in 1993. At
the same time, the government re-opened the pesticide
and fertilizer trade. The goveflrmerrt maintained a tariff
at 5o/o and a VAT at l0o/o for pesticide import but
the fertilizer import imposed only a VAT at 10% in
t993.

The export duty of copra and coconut oil was 10
percent of fob price in t976 and it was reduced at 5
percent of standard fob price in 1980. The standard
fob price was determined by the Ministry of Industry
and Trade. In 1981, the minimum standard fob price
was US$ 285/MT for copra and US$ 438/MT for
coconut oil but it was practically without export duty
when the price fell below the standard fob price.

In the context of trade liberatization, a reduction of
protection will reduce the trade ba:riers and thereafter,
the volume of trade will increase. The increase in
the volume of trade, however, does not mean that
the participating countries will gain from trade. The
benefits derived from the trade liberalization depend

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

on the openness and the economic reforms of each
country (Anderson and Tyers, 1990). Goldin and
Knudsen (1990) stated that the developing countries
will be among the most affected, either positively or
negatively, by the outcome of the GAIT negotiations
on agricultural trade liberalizaion. The result in the
Asia-Pacific regidrr showed that the impact of trade
llberabzation on each participating country depends
on at least four factors. The first is the scope of
liberalization, whether this is multilateral, regional,
or unilateral in nature. The second is the form of
the commitment to conduct liberalization, whether
this is based on a request-offer approach, involuntary
or voluntary commitments. The third is coverage of
the liberalization scheme; for example, whether this
involves removal of domestic distortions, elimination of
non-tariff baJriers, or merely reduction in border tariff;
and finally, the speed with which the liberalization
schemes ppceed. The interaction among these factors
will determine the changes in resource allocation and
the amount of benefit or loss accrued by each country
(Feridhanusetyawan,1999). Matin a al. (1990) showed
that the result of the trade llberahzatton in Uganda is
not only dependent on the trade reforms but also on
the appropriate macroeconomic policies or indirect
protection instruments, especially the exchange rate
reform. The exchange rate reforms will directly or
indirectly affect overvalued (or undervalued) currency
andthis couldbe traced through the nominalprotection
coefiicient of the commodity (Goldin and Knudsen,
1990).

Agricultural importables, with some exceptions,
are likely to benefit from liberalization. Surcharges
maintain the levels of direct nominal protection for
agricultural importables, which also benefit from lower
negative protection as protection is reduced for the
rest of the importables. The exceptions are products
whose level of protection will be reduced, but these
products have little weight among importables. In
strort, agricultural importables are likely to be more
favored than exportables (Hachette, et al., 1992).

On the demand side, trade llberalization affects ttre
consumption through increasing exports and imports.
The lowering of tradable prices through eliminating
the trade barriers will raise the consumption.

Study Objectives
The general objective of the study was to

identifu and describe the economic effects of trade
liberalization on the Indonesian coconut industries.
Specifically, the study aimed to: (1) assess the effects
of trade liberaltzation on production, consumption
and trade of coconut products; (2) determine the
export competitiveness of coconut; (3) determine the
factors that influence the volume of export of coconut
products and (a) recommend trade poliry reformi to
address the problems and constraints affecting the
coconut industries.
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METHODOLOGY

This study analyzed the economic effects of pre-
and post-tradellberahzanon on the coconut industries
from 1969 to 1999. The periods before and after trade
liberalization were from 1969-1985 and 1986-1999,
respectively.

Primary and secondary data were used in this study.
Primary data were collected at the exporters' level to
determine the marketing costs, identiff and analyze
the problems related to Export Parity Price. Secondary
data collected comprised of the time series data (1969-
1999) on production and domestic wholesale prices
of Indonesian coconut. The data were gathered
from the Directorate General of Estate Crops of the
Department of Agriculture and the Statistic Office
in Indonesia.

The empirical analysis involved the rneasurement
of degree of trade liberalization and export
competitiveness. The poliry effects was determined
by regression analysis.

The degree of trade llberalization was implicitly
measured by the Nominal Protection Rate (NpR). The
NPR was estimated with the followjng formula:

NpR = eo - \) .rcsy .

In most literature, post-trade observations are
often used in an attempt to approximate comparative
advantage or the so-called revealed comparative
advantage (RCA). Balassa's (1965) RCA index has
already been used by Yanagida (1997), Wongsgulgeard
(1998), and Chang and Hsu (1999) which is defined
below: 1

RCA: = ( x! / xi) / ( x: / x*)- (M!/M)/(M;/M)

;; ; tffi; ;;; ; il;,;il;,h; ;";fl
import and the superscript & denotes the commodity
group; the nvo subscripts i and w are, respectively, the
exporting country and the world. A value greater than
unity indicates a stronger comparative advantage for
the country in the export of a given commodity. Note
that this index cannot capture the potential "t trrre"
comparative advantage. The RCA can be interpreted
as follews:
(I)RCA S 0 implies no competitive advantage
(2)RCA > 0 implies there is competitive advantage;
(3)The larger the RCA, the higher is the competitive

advantage.
In the context of competitive analysis using primary

data, export paity price are the measures of the
level of competitiveness by comparing the domestic
wholesale price and the world price (Gonzales in
Larfiican,2000). The export pmtty price of coconut
producs using analysis of the ratio between the export
parity (Pe) and the domestic wholesale price @d) has
two general interpretations: , .,r

(l)If PelPd >1, this implies that the agri-based
products are competitive in the expOrt'market;

(2)Conversely,If Pe/Pd <1, this implies that the agri-
based products, are not competitive in the export
market.

The effects of trade ljfleralizatron were determined
using regression analysis. The volume of export
function for coconut product was regressed follbwing
the same methodology- adopted by Athukorala (1998)
and Lantican (2000).

The multiple regression model of fhe,:volume of
export expressed in linear form is as follow:
Y, = c0 +_c, CM, + c, RCA, + ca RERI + cn T * cs Dt

, * co C, * cz P, + c, { + c, NPQ, + c. fnq-.(4)
where:
Y, = Vofume of export of coconut products at year t

(million MT)
CM, = Competitive index of the coconut products at yeat

t
RC4 = Revealed .comparative advantage of the coconut

products at year t
RE& = Real exchange rate at year t (Rp/US$)
T = Dummy variables with value of 0 before trade

liberalization and I after trade liberalization
Dt = Eomestic production of the coconut products at year t

(million MT)
C, = Domestic consumption of coconut products at year t

(million MT)
P, = Real producer price of coconut products at year t (Rp,/

kg)

\
where :

Pu = domestic wholesale prices in domestic currenry (Rp/
ke)

P* = world prices in domestic qurency Ep/kg)
The NPR has three general interpretations:
(1) NPR < 0 implies that the government gives penalty or

provides no incentives to domestic producers
(2) NPR = 0 implies that there is no distortion; and
(3) NPR > 0 implies that government provides protection or

incentives to domestic producers

The export competitiveness was measured using
three types of analyses: the competitiveness index,
revealed comparative advantage index and export
pafty price index.

Athukorala (1998) proposed the competitiveness
index to identify products that are substitutes or
competitive to each other. In the export and import
markets, the comparative advantage is measured by
the formula:

f " I
cM, =rool>,rp, ,>p,**,) ...........(2)

where CM, is the competitiveness index for each
i-th principal commodiry Xp* is the export earnings
of the given country, XW,, rEpresents world export
earnings, and p. is the initial period,s world market
share (1961-1962 annual average). The CM, can be
interpreted as follows:
(l)CM, = 0 implies no competitive advarfiage
(2)CM, > 0 implies there is competitive advantage;
(3)The larger the CIrd,, the higher is the competitive

advarfiage.
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FE, = Real export price of the coconut products at year t (Rp/
ke)

NPC, = Nominal protection coefficient of the coconut products
atyear t '

Intt =Nominal interest rute at year t (%/year)

REST.ILTS AND DISCUSSION

The economic effects of trade liberalizatior- area
are shown in Table 1. After trade liberalization, the
NPR for coconut was positive and higher than before
trade liberalaationimplying that this product received
government protection. The government provided
protection to the coconut industry to address the need
for cooking oil, such as coconut oil, in Indonesia.

The average productivity of coconut increased from
0.93 ton/ha n 1969-1985 to 1.04 ton/ha in 1986-
1999. This result conforms to the hypothesis that
the average productivity would be higher after trade
hberalization.

The per capita consumption of coconut meal
increased after trade llberuLization, from 0.50 kg/
capita/yer n 1969-1985 to 0.69 kg/capita/year n
1986-1999, respectively. The per capita consumption
of coconut oil declined from 3.51k9/capita/year rn
L969-1985 to 2.26 kg/capita/year rn 1986-1999. T\e
per capita consumption of coconut oil decreased due
to an upsurge in the production of palm oil.

The average export volume for coconut rose after
trade hberalaation, although that of copra declined.
The decline in the average export volume for copra
decreased as the domestic demand for copra was
relatively high on account of the large domestic
consumption of coconut oil. The high population
growth in Indonesia and high consumption of cooking
oil led to a rise in domestic demand for coconut
oil despite of a more than a kilogram reduction in
consumption on a per capita basis.

The net trade increased for all commodities, except
that of copra, after trade liberalization. The net trade
of all coconut increased from US$ 28.76 million in
1969-1985 to US$ 186.23 million n t986-t999. The
decline in the net trade for copra was due to *re high
domestic demand for copra as the raw material for
coconut oil.

The level of RCA differed from the results of the
CM for two reasons. First, the CM is weighted by
the initial period's share. If the initial period's share
is greater than the latter period, this will result to a
greater CM value. Trade llberalization resulted to
increases in both exports and imports. The value of
the CM will not be affected, but the RCA value will
be lesser if the import share of the country increases.
If the export share of the commodity in the world
market increases, the CM will also increase but RCA
will remain the same.

The results of the analysis indicated that the CM
and RCA for all commodities increased after trade
liberalization. The CM of all coconut increased from
17.84 in 1969-1985 to 101.92 n 1986-1999. The
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Table 1. The different economic indicators of coconut by products,
lndonesia, 1969-1999.

lndicators

Before
Trade Li-

ceralizatior
1969-1985

After Trade
Liberaliza-

tion
11986-1999

T-value

1. Nominal Protection Rate (%) 0.15 1.85 0.84ns

2- Productivitv lton/hala 0.93 L.O4 7.32***
3. Consumption (K$y'capitalyear)
- Coconut meal
- Coconut oil

0.50
3.51

0.69
2.26

2374r
-5.75t*r

4. Export Volume (MT/year)
- Coconut meal
- Coconut oil
- Fresh coconut
- Desiccated coconut
- Copra
Total

23.64
296.99

-0.01
1.09

34.58
356.29

272.76
342.48

0.09
13.81
t2.45

640.99

6.035***
L.7L4+
1.570ns

4.715***
-1.362ns

5.093***
5. Net trade (Us$/year)
- Coconut meal
- Coconut oil
- Fresh coconut
- Desiccated coconut
- Copra
Total

6.94
25.35
- 0.01

0.99
- 5.s2
28.76

t40.75
35.93

1.99
11.18
-3.62

186.23

4.930***
2.153*+
1.972'

4.300***
- 0.676n5

5.457t*+
6. Corhpbtitiveness lndex

- Coconut meal
- Coconut oil
- Fresh coconut
- Desiccated coconut
- Copra
Total

4,466.8t
t07.29

9.12
69.77
23.78
L7.84

43,267.15
tL4.76

5,343.50
575.O4
3t.42
56.56

6.525*+t
0.842n!

2.169*r
4.544***

0.488ns
6.512i+i

7. RCA
- Coconut meal
- Coconut oil
- Fresh coconut
- Desiccated coconut
- Copra
Total

2.69
60.37
0.03
o.62
9.94

10.52

L9.23
38.86
4.63
5.89
4.52

18.09

6.661***
-t.272ns
2.12L**

4.881++t
-1.062ns
2.332**

a)- The weight of coconut is converted to its equivalent weight of coprai*r, ** and I indicate significant relationship at !%,SYo and 10% probability
levels.

ns-not significant at 10% probability level.

RCA increased from 10.52 in 1969-1985 to 18.09 in
t986-1999. However, the RCA of coconut meal and
copra declined after aadellberalization but it was not
statistically significant. This evidence showed that
after trade liberaltzation the increase in export was
followed by a similar increase in import. This also
suggested that if the government intends to improve
the competitiveness of its agri-based products, it should
examine its supply and demand side policies.

The results of the price competitiveness analysis
showed that the export parity price ratio of copra and
coconut oil were 0.84 and 0.89, respectively (Table
2). This reflected the price control potlcy enforced by
the Indonesian government on copra and coconut oil
in order to protect the consumers. Nevertheless, such
intervention could result to a higher domestic price
compared to the world price. The sensitivity analysis
of price competitiveness was done by depreciating the
rupiahto US dollar. Results indicatedthatthe exchange
rate has an important role in the competitiveness of
copra and coconut oil export. (Table 2)-

The behavior patterns of the factors that influenced
the export volume of coconut reflected the policies
implemented by Indonesia. Not all variables were
included in the analysis due to the multicollinearity
problem.

The regression results on the export volumes of

146



Particulars

,Exchange Rate,
Rp 9,635/USSa

Exchange Rate,
Rp 11.562/USSb

Copra
Coconut

oil Copra
Coconut

oil
FOB Price (USS/ks) 0.162 o.275 0.t62 o.275
Foreign Exchange Rate (Rp/
us(l

9,535.00 9,635.00 11,562.00 11,562.00

Export Price in Local
Currencv (Ro/ksl

1,560.87 2,649.63 1,863.00 3,t62.50

Port Costs (Rp/ke) 15.00 15.00 15.00 15.00

Storaee Costs (Rp/ks) 30.00 34.00 30.00 34.00

Trdnsport Costs (Rp/ks) L7.92 16.00 17.92 16.00

Other Costs (Rp/ke) 10.00 15.00 10.00 15.00

Packasine Costs (Rp/ks) 12.00 15.00 12.00 15.00

Certificate of SPS (Rp/ke) 3.33 3.42 3.33 3.42

Certificate of Weight
(Rn/ksl

3.90 1.50 3.90 1.50

lnsurance (Ro/ke) 45.83 78.04 55.19 93.39

Export PariW Price (Rp/ke) L,42L.49 2,47r.67 t,724.70 2.984.24

Domestic Wholesale Price
lRn/ksl

1,700.00 2,750.OO 1,700.00 2,750.OO

ExDort Paritv Ratio 0.84 0.89 1.01 1.09

I
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Table 2. Export parity price of copra and coconut oil, Muara Sabak,
Jambi Province, lndonesia, September 2001.

Table 3. Results of the regression analysis on the export volumes of
coconut products, lndonesia, 1969-1999.

a The actual exchange rate in September 2001
b Exchange rate is depreciated by 20 %
Source of basic data: Primary data from exporterc, shipping line company and
Quality control agency under the MOIT (Ministry on lndustry and Trade).

coconut meal, coconut oil and copra arc shown in
Table 3. The regression analysis for coconut meal and
coconut oil did not include the NPC and producer
price due to the data limitations and not all equations
were statistically significant. In terms of the standard
F-test, model 1 for copra was not statistically significant.
The Durbin-Watson test indicated no evidence of a
significant serial corelation. The regression results,
together with standard test statistics relating to the
OLS error process such as the coefficient for the
dummy representing the periods before and after trade
liberalization, were not statistically significant. The
production for copra had a negative effect in model 1,
but positive effect in model 2 after some variables were
deleted (Table 3). The colrelation matrix is shown in
Appendix Tables 1-3 to aid in the interpretation of
the results.

Regression results for coconut meal indicated that
the dummy was not statistically significant due to
the multicollinearity problem between dummy and
exchange rate (r = 0.89), dummy and production (r -
0.67), dummy and interest mte (r = 0.59), dummy and
consumption (r = 0.76), and between the dummy and
the export price (r = 0.90) compared to the correlation
between the dummy and the dependent variable (r =
0.26). (Appendix Table 1). Based on these conditions,
the variables'were deleted in model 2.The results for
model 2 are shown to support the analysis.

Results of coconut oil regression have the same
problem with the coconut meal, the dummy coefficient
was not statistically significant due to multicollinearity
problembetween dummy and exchange rate (r =0.88),
dummy and production (r = 0.67), dummy and con-
sumption (r = -0.273), and between dummy and export
price (r = 0.76).The deletion of these variables gave

Note: Figures in parentheses are t-values
a The model shows that all the variables in logarithmic form.
++t, rr and I indicate significant relationship at !o/o, 5% and 10% probability

levels.
ns-not significant at 10% probability level.

beffer result on the model 2. (Appendix Table 2).
Results of regression for copra using model 1 was

not statistically significant and suggested that the model
has a specification effor in terms of the standard F-test.
The deletion of variables which have multicollinearity
problems with the dummy resulted to the significance
in terms of the standard F-test. Strong multicollinearity
were indicated between the exchange rate and dummy
(r = 0.89), consumption and production (r = 0.99),
consumption and dummy (r = 0.88) and between the
export price and exchange rate (r = 0.92). (Appendix
Table 3) The NPC was deleted from the model since
this variable was not expected as hypothesized due to
a multicollinearity problem with the RCA. However,
the deletion of this variable increased the standard
F-test indicating that model 2 was more appropriate
in estimating the regression for copra. Model 2 was
used in the discussions of results for coconut meal,
coconut oil and copra.

The degree of trade llberalizatron, as reflected by
NPC, was not statistically significant. This implied that
the degree of trade llbera1.jlzation has no significant
influence on the volume of exports for coconut oil
owing to Indonesia's policy of controlling the domestic
price of cooking oil.

The increase in the export volume of coconut prod-
ucts before trade liberalization and after trade liberal-
izationis reflected in the regression coefiicients of the
dummy variable. The trade llf,eralization dummy for

Item Coconut Meal COCONUTOIL COPRA

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Mode
L

Mode
2

Constant 0.04gni
l0_07)

-1.37* **
G 4.01)

-9.61**r
G7.06)

-5.40***
l-8.2s1

0.58ns
(o.3gl

-0.47ns

t4.461

NPC 0.20ns
Io.36l

{.01ns
{-() o8l

0.14ns
11 )41

Dummy 0.04n5
(o 1R|

0.21tt
(2.301

0.09ns
lo lcl

0.79**i
14.121

0.45ns
(1.s21

0.40ns
(1.43)

Produc-
tion

1.30*+t
t4.781

0.70t
(1.76)

-1.05ns
l-0.621

0.33**+
(s.281

Con-
sumntion

-0.37t**
l-3_681

-0.29**
G2.6s)

- 0.01n5
l-o.04l

1.30ns
{o 86}

CM 0.35ns
11 r)61

0.58i*r
(4.39)

1.46
112 ()Sl

o.77***
02.781

o.12ns
lo qnl

0.19*
ll 6tl

RCA -0.07ns
(-0.561

-0.17r*
(-2.241

-0,50irt
(-s.76)

-0.13ns
({).86)

-0.21*
G1.70)

Export
Price

-0.20nt
t-0-841

-0.60***
(-s.02)

{.06n5
(-0.26)

Producer
Price

-0.23ns
l-o 1R'l

-o.2L'
(-1.56)

Exchang&
Rate

ii 0.35*' 11 761
0.60*'
12.tol

-0.41ns
(-1.331

lnterest
rate

-0.12ns
(-0.4s)

-o.12ns
l-0.461

-0.48*t*
G1.e2)

-o.14ns
{-o.4sl

-o.36ns
(-1.41)

R2 o.79 0.51 0.99 0.99 o.44 0.35

Adjusted
R2

o.77 o.M o_99 0.99 0.15 0.19

F-value 0.32+t+ 6.945*** 2659.1*** 1901.3*+i 1.54ns 2.19*
DW sta-
tistic

2.520 Ls28 7.337 1.306 1.915 1.977
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coconut meal and coconut oil was statistically signifi-
cantati%andl%probabrlitylevels,respectively.This
implied that trade lberahzaaon has a positive effect
in increasing the volume of export of these coconut
products.

An increase in the production of coconut meal,
coconut oil and copra likewise increased their export
volumes. However, only the production elasticity of
copra was considered in the analysis. The elasticity of
the export volume for copra with respect to its produc-
tion was 0.33 o/o and is statistically significant at the
lo/o probabrlity lwel. This implied that the increase in
the export volume of copra was predominantly due
to an increase in its production.

CONCLUSION AND REC OMMENDATIONS

The study revealed that trade llberalization has, a
positive effect on the coconut industries. Domestic
production, conzumption, export price, competitiveness
(CM and RCA), exchange rate, interest rate, producer
price and e4portprice has played arole to determine the
export volume of the coconut product. The protection
of coconut oil price as the Indonesian basic food of
cooking oil indicated by the high value of NPR and
the in-competitiveness of coconut oil and copra in
terms of export parity ratio.

The following recommendations are made for trade
policy reforms to address the problems and constraints
affecting the coconut industries.

First, improvement in the quality of coconut
products should be pioitized to increase its export
competitiveness and revenues. The improvement in
qualiry should be strengthened to produce better
quality products to increase their value added. The
development of quality control standards and the
management of the same must be done starting from
the farmers' lwel up to the exporters level.

Second, since the export performance of coconut
was not solely dependent on trade bberalization, the
government should consider others factors such as
exchange rate arrd interest rate. The depreciation of
exchange rate and offering of low interest rates by the
banls will encourage more investments in the coconut
industry resulting in an increase in the export volume
for the commodities. Policies on these aspects should
be strengthened to create a favorable export-oriented
environment.

Further research and development must be done
focusing on improved processing technologies and
quality control to improve the quality and productivity
of the coconut industries. The key research and
development area should focus on creation of
alternative uses for these agri-based products to
increase their value.

Lastly, further study must be conducted using more
sophisticated models, such as computable general
equilibrium model, to determine other dynamics in
the economy.
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Appendix Table 1. Correlation matrix among variables used in estimating the export volume function for coconut meal, lndonesia, 1969-1999.

Pearson Correlation

Volume CM RCA
Exchange

Rate Dummy Produc tion Consump
tion Export Price nterest Rat(

Volume 1.000 0.554 -0.041 0.264 o.t24 0.615 -0.040 0.351 -0.156
CM 0.554 1.000 0.341 o.172 0.089 0.505 o.L26 o.423 -o.to2
RCA -0.041 0.341 1.000 -o.7s7 -0.368 -0.343 -0.295 -0.383 0.380
Exchanse Rate o.264 o.t72 -o.r57 1.000 0.884 0.601 o.647 0.810 0.593
Dummv 0.L24 0.089 -0.368 0.884 1.000 0.640 0.738 0.899 o.442
Production 0.61s 0.505 -0.343 0.601 0.640 1.000 0.555 0.818 -o.026
Consumption -0.040 0.126 -0.295 o.647 0.738 0.655 1.000 o.714 0.311
Export Price 0.351 o.423 -0.383 0.810 0.899 0.818 o.7L4 1.000 0.145
lnterest Rate -0.156 -0.102 0.380 0.593 o.M2 -0.025 0.311 0.146 1.000

Appendix Table 2. Correlation matrix among variables used in estimating the export volume function for coconut oil, lndonesia, 1969-1999.

Pearson Correlation

Volume CM RCA
Exchange

Rate Dummy Production Consump-
tion :xport Pric( NPC

lnterest
Rate

Volume 1.000 0.997 0.988 o.572 0.525 0.383 -o.137 0.390 o.o71 o.404
CM 0.997 1.000 0.996 0.536 0.489 0.332 -o.147 0.3s6 0.080 0.403
RCA 0.988 0.996 1.OOO o.476 0.438ii o.267 -0.159 0.283 0.083 0.408
Exchanse Rate o.572 0.536 o.476 1.000 0.884 o.752 -o.225 0.920 -0.015 o.M2
Dummv 0.52s 0.489 0.438 0.884 1.OOO o.674 -o.273 0.760 -0.100 0.s93
Production 0.383 0.332 o.267 o.752 o.674 1.000 0.205 o.747 -0.230 0.058
Consumotion -o.t37 4.t47 -0.159 -o.225 -o.2t3 0.205 1.OO0 -0.065 -0.013 4.743
Exoort Price 0.390 0.356 0.283 0.920 0.760 0.747 -0.065 1.000 -0.003 0.205
NPC 0.071 0.080 o_083 {.015 -0.100 -0.230 -0.013 -o.oo3 1_OO0 -o.014
lnterest Rate o.404 0.403 0.408 o.442 0.593 0_058 -o.743 0.205 -0.014 1.000

Appendix Table 3. Correlation matrix among variables used in estimating the export volume function for copra, lndonesia, 1969-1999.

Pearson Correlation

Volume CM RCA
Ex

change
Rate

Dum-my Produc
tion

Consump-
tion

Export
Price

Producer
Price

NPC
lnterest

Rate

Volume 1.OOO -0.240 -0.265 o.t24 o.254 o.276 0.313 o.207 o.272 -o.t76 -0.155
CM -0.240 1.000 0.998 0.150 0.081 0.061 -o.006 0.049 -0.115 0.305 o.M5
RCA -0.25s 0.998 1.000 0.120 0.050 0.023 -0.04s 0.019 -0.161 0.313 o.452
Exchanse Rate o.124 0.150 o.L20 1.000 0.884 0.94s 0.926 0.922 o.870 -0.01s o.442
Dummv o.264 0.081 0.050 0.884 1.000 0.881 0.869 0.783 o.704 -0.100 0.593
Production o.276 0.061 0.023 0.945 0.881 1.000 0.992 0.903 0.906 -0.056 0.312
Consumption 0.313 -0.006 -0.045 0.926 0.859 0.992 1.000 0.882 o.92L -0.080 o.263
Export Price o.207 0.049 0.019 o.922 0.783 0.903 0.882 1.000 0.859 o.o24 o.267
Producer Price o.272 -0.11s -0.151 0.870 o.704 0.905 o.927 0.859 1.000 -o.o74 0.005
NPC -0.176 0.305 0.313 -0.01s -0.100 -0.066 -0.080 0.o24 -o.o74 1.O00 -0.014
lnterest Rate -0.156 0.445 o.462 o.442 0.593 0.312 0.263 o.267 0.006 -0.014 1.000
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ABSTRACT

A main purpose of migration policy in Indonesia is to solve population distribution problem. The policy
is also expected to solve labor market problem and to improve macroeconomic condition in Indonesia. The
objective of this resqrrch is to analyze the factors affecting internal and international migration in Indonesia, and
to artalyze the expost Q00l-2006) impact of some alternatives internal and international migration policies on
labor market and macroeconomic condition in Indonesia. To reach these objectives, a simultaneous equations
model coataining 58 strudural equations and.30 identities equations are constructed. The analysis used time
series 1985-2006 data. The model was estimated by 2SLS metho{ and SYSLIN procedure. Simulation used
the Newton method and the SIMNLIN procedure.

Results of the research indicate that factor influence migration from other islands to Java is the amount of
migrant at the previous period, but from Java to the other islands is the wages in Java and demand for labor
in destination regions. Generally, the impact of internal migration policies on labor market can solve labor
market problem by way of decreasing pnemployment in each island, then the policies increasing investment
and consumption in each island, with the result that GRDP in each island is also increasing. The impact of
combination internal and international migration policies on labor market and macroeconomic condition in
each island is better than of the impact of single internal migration poliry.

Krywords: internal and international migration, labor market, rnacroeconomic condition

ABSTRAK

Tujuan utama kebijakan migrasi di Indonesia adalah mengatasi masalah distribusi penduduk ian pas arkerja,
selta meningkatkan kondisi makroekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi internal dan internasional di Indonesia dan menganalisis dampak
beberapa alternatif simulasi kebiiakan migrasi internal dan eksternal terhadap pasar kerja dan perekonomian
Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut disusun model persamaan simultan yang terdiri dari 58 penamaan
struktural dan 30 persamaan identitas. Analisis ini menggunakan data time series tahun 1985-2006. Model
diestimasi dengan metode 2SLS dan prosedur SYSLIN. Simulasi menggunakan metode Newton dan prosedur
SIMNLIN.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi migrasi dari pulau-pulau lain ke jawa adalah
jumlah migran pada periode sebelumnya, tetapi danJawa ke pulau-pulau lain adalah upah di Jawa dan
permintaan tenaga kerja di daerah tujuan. Umumnya kebijakan migrasi internal mampu mengatasi masalah
pasar kerja rnelalui penurunan jumlah pengangguranpada setiap pulau, meningkatkan investasi dan konsumsi
rumah tangga sehingga GRDP masing-masing pulau juga meningkat. Dampak kombinasi kebijakan migrasi
internal dan internasional terhadap pasar kerja dan kondisi makroekonomi pada setiap pulau menunjulkan
hasil yang lebih baik dari dampak kebijakan migrasi internal secara tunggal.

Kata kunci : migrasi internal dan internasional, pasar kerja, kondisi makroekonomi

PENDAHTJLUAN

Latar Belakang Penelitian
Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari

tempat asal ke tempat tujuan. Keputusan untuk
migrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi
faktor ekonomi merupakan penyebab utamanya.
Martin (2003) menyatakan bahwa migrasi adalah

perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat
lain, yang terjadi karena adarrya perbedaan kondisi
dua daerah. Perbedaan terbesar yang mendorong
terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan
non ekonomi. Berdasarkan pengelompokannya,
faktor-faktor yang mendorong migran untuk pindah
dibedakan dalam tiga kategori, yaitu faktor demand
pull, sapply push dar net'work. Faktor denand pull terjadi
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jka ada permintaan terbga kerja dari daeruh tujuan
migran, seperti tenaga kerja Meksiko yang direkrut
untuk bekerja pada sektor pertanian di Amerika.
Faktor supply push terjadi jika terlaga kerja sudah tidak
memungkinkan lagi untuk memperoleh pekerjaan di
daerahnya sendiri, sehingga mendorong mereka untuk
migrasi ke tempat lan. Networkfaaormerupakan faktor
yangdapat memberikan informasi bagi migran untuk
memutuskan apakah mereka lebih baik untuk migrasi
atau tidak.

Arus tujuan migrasi yang terjadi di Indonesia saat
ini adalah pulau Jawa, meskipun 60 persen dari jumlah
penduduk dan pengangguran di Indonesia terdapat di
pulau Jawa. Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk
dan pengangguran di Indonesia berdasarkan pulau
tahun 2001-2005.

Tabel 1. Jumlah Pendudukdan Penganggur:an di lndonesia Berdasarkan
Pulau Tahun 2001-2005

Pulau
Penduduk

1000 omnsl
Pertum-
buhan

t%l

Pengangguran
(OOO oransl

Pertum-
buhan

(%)2001 2005 2001 2005

Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Pulau Lain

39139
t27621
L1t17
14500
15154

46294
127793

12583
15998
16535

3.4
1.0
2.5
1.8
1.8

146r
5227
299
619
398

2L47
6884

428
.856
561

8.0
5.7
7.4
6.7
7.1

Sumber : Badan Pusat Statistik 2001-2005

Menurut Todaro (1998), migrasi merupakan
fenomena ekonomi, dimana keputusan migrasi
merupakan keputusan rasional. Artinya migran tetap
memutuskan untuk migrasi, meskipun pengangguran
cukup tinggi di daerah tujuan. Tindakan ini dilakukan
migran karena mereka mempunyai alasan yang kuat
yaitu adanya perbedaan upah dan pendapatan di
daerah asal dan tujuan. Tetapi jika ditiqjau dari sisi
perkembangan upah rata-rara di Indonesia, asumsi
Todaro ini belum sesuai dengan kondisi yang terjadi
di Indonesia, karena rata-rata upah di Jawa masih
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata apah
yang berlaku di pulau-pulau lain. Tetapi Jawa tetap
menjadi kawasan yang paling diminati para migran
dari pulau lain di Indonesia. Tabel2 menunjukkan
rata-rata upah/gaji bersih pekerja selama sebulan
menurut pulau.

Tabel 2. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Selama Sebulan Menurut
Pulau Tahun 2OO2-2OOG

Oleh karena itu sejak masa pemerintahan Belanda,
berbagai kebiiakan sudah digalalkan untuk meningkat-
kan arus migrasi dari Jawa ke pulau-pulau lainnya.
Tujuan sosialnya adalah menolong mkyat Indonesia

yang termiskin, yaitu petani tanpa lahan, penganggur
di kota dan gelandangan. Migrasi ini juga bernrjuan
untuk membangun daerahluar Jawa dengan meman-
faatkan lahan-lahan luas yang belum diolah, dan men-
gubah lahan yang belum digarap menjadi lahanyarrg
lebih produktif (Levang, 2003).

Hingga saat ini kebijakan migrasi internal ini masih
diupayakan, antara lain Undang-undang Nomor 3

Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Transmigrasi, kebijakan umum penyelenggaraarl
Transmigrasi yang diatur dalam GBHN 1983,
Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang
ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Transmigrasi,
bahkan pada era otonomi daerah, pemerintah
mengeluarkan kebijakan bahwa pemerintah pusat
hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan
mediator. Pada era otonomi daerah ini migrasi
dipos,isikan pada program masyarakat bersama
minimal dua pemerintahan setempat, dan bukan
pemerintahan pusat (Pusdatintrans, 2004).

Tujuan utama dari kebijakan migrasi tersebut
adalah meningkatkan penyebaran penduduk dan
tetaga kerja serta pembukaan dan pengembangan
daerah produksi baru, terutama daerah pertanian
dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di
luar Jawa, yang dapat menjamin peningkatan taraf
hidup para migran dan masyarakat disekitarnya.
Namun demikian kebijakan ini masih belum mampu
membatasi arus migrasi dari pulau-pulau lain untuk
migrasi ke Jawa. Oleh karena itu diperlukan suatu
analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa yarLg
sebenarnya mempengaruhi keinginan penduduk luar
Jawa untuk migrasi ke Jawa atau sebaliknya.

Sebagai suatu negara dengan tingkat pertumbuhan
penduduk dan tingkat pengangguran yang tinggi, maka
migrasi internasional merupakan salah satu cara
untuk memecahkan permasalahan tersebut. Migrasi
internasional merupakan fenomena menarik dalam
memecahkan masalah terLagakerja di Indonesia. Pada
situasi tingkat pengangguran yang terus meningkat,
Indonesia mendapatkan keuntungan dari pengiriman
tenaga kerja ke luar negeri, yaitu selain mampu mengatasi
masalah pengangguan, pengiriman tenaga kerja ini
juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya
dan menambah devisa negara melalui kiriman uang
(remittances) kepada anggota keluarganya. Oleh karena
itu pemerintah terus berupaya meningkatkan kuantitas
dan kualitas migran internasional untuk bekerja di
luar negeri. Tabel 3 menunjulkan jumlah devisa yang
diperoleh negara dengan pengiriman tenaga kerja
migran selama tahun 2002-2005.

Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah, salah
satu kebijakannya adalah Undang-Undang Nomor 39
tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan
terraga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam undang-
undang ini selain mengatur tentang landasan hukum
bagi perlindungarl teruaga kerja migran Indonesia di
luar negeri, juga mengatur tentang kompetensi calon

Pulau
I lnah/Gaii lRn/Rr rlanl

2002 2003 2ffi4 2005 2006
buhan

(o/"1

Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Pulau Lain

711585
753265
908281
623080
674670

754925.3
751787.6
927990.5
742939.2
797556.7

79826s
749700
947700
862800
916440

78r'945
755s50
975145
739025
903890

870985
802885

to2t670
80301s
949305

4.1
1.3
2.4
5.2
6.9

Sumber : Badan Pusat Statistik 2002-2006

151



Tabel 3' Penerimaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran lndonesia (TKl) Menurut Kawasan Tahun 20o2-2005
Kawasan 2002 2003 2004 2005

TKI '
IOrancl

Devisa
(000 us s)

TKI
(Oranol

Devisa
{000 ussl

TKI
lOranol

Devisa
(000 uss)

TKI
lOra no

Devisa
(000 uss)

Asia Pasifik
Amerika
Eropa
TimTeng
dan Afrika

238324
40
68

24L961

1812660.8
221.8
443.s

384693.7

109722
t7t
202

183770

834531.0
948.0

1317.5
29217s.8

150970
77
4

219699\

12243L6.5
119.7
123.8

349229.9

29729t
0
0

777019

226L156.O
0
0

281386.5

Total 480393 2198019.8 293855 1128972-3 380690 1573789.9 4743rO 2542542.5

Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN
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terLaga kerja. Dalam hal ini dinyatakan bahwa calon
tenaga kerja wajib memiliki sertiflkat kompetensi
kerja sesuai dengan prasyarat jabatan. Jika belum
memiliki, wajib mengikuti pendidikan dan latihan
yang diselenggarakan oleh pelaksana penempatan
tenaga kerja Indonesia (Sembiring, 2006). Kebijakan
ini dilakukan karena pemerintah Indonesia belum
mampu memenuhi tingginya permintaan jumlah
tenaga kerja profesional untuk bekerja di luar negeri.
Hingga saat ini sebagian besar tenaga kerja mrgran
yang bersedia bekerja ke luar negeri masih didominasi
oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah,
yang bekeda pada sektor informal sebagai pembantu
rumah tangga dan buruh di perkebunan. Oleh karena
itu diperlukan suatu analisis tentang faktor-faktor apa
yang mempengaruhi migrasi intemasional

Salah satu tahapan sederhana dalam memahami
pentingnya fenomena migrasi adalah memaklumi
bahwa setiap kebijakan ekonomi yang mempengaruhi
pendapatan riil penduduk juga akan mempengaruhi
proses migrasi. Selanjutnya migrasi juga akan
mengubah pola-pola kegiatan ekonomi, dan mengubah
pola distribusi pendapatan penduduk. Migrasi memberi
jalan yang lebih baik bagi kehidupan rumah tangga
migran, melalui kiriman :uang (remittances) unitk
arLggota keluarganya. Hal ini tidak dapat diabaikan
dalam perkembangan ekonomi, karena kiriman uang
tersebut menjadi sumber pendapatan rumah tarlgga,
yang dapat meningkatkan konsumsi dan tabungan
rumah tarLgga, memfasilitasi perdagan gan barafig
dan mengubah distribusi pendapatan lokal (Osaki,
2003). Namun demikian diperlukan suatu analisis
untuk mengetahui apakah kondisi ini juga terjadi di
Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis
berkeinginan untuk mengakaji lebih dalam tentang: (1)
faktor apa saja yang mempengaruhi migrasi internal
dan internasional di Indonesia dan (2) bagaimana
dampak penerapan kebijakan migrasi internal dan
internasional terhadap pasar kerja dan perekonomian
di Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah,

penelitian bertujuan untuk:
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

migrasi internal dan internasional di Indonesia.
Mengwaluasi dampak penerapan kebijakan migrasi

Akreditasi: No. 108/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

internal dan internasional terhadap pasar kerja dan
kondisi makroekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

ModelMigrasi
Model Migrasi Todaro
TM4ro (1998) merumuskan suatu model migrasi

yang dikenal dengan Expected Income Model of
Rural-Urban Migration. Model ini berawal dari
asumsi bahwa keputusan pertama untuk bermigrasi
merupakan fenomena ekonomi yang menggambarkan
tafiggapat. migran terhadap perbedaan pendapatan
yang diharapkan di daerah tujuan. Oleh karena itu,
keputusan seseorang untuk melakukan migrasi juga
merupakan keputusan rasional yang didasarkan pada
penghasilan yang diharapkan (expeaed income). Model
dasar mengenai migrasi dirumuskan sebagai berikut:

- \gq= f {PINCI, f(>wut / Q+t)t,(>w& / (r+1)

kfult .... . ...(t)
MIq : tingkat migrasi desa kota
PfNq : peluang pendapatan seorang migran disektor

pekerjaan modern di kota, dimana :

AKT(1-tt \
PrNCt 

:t;:.=1z'o<PINC, .1 
._..Q)

AKT : tingkat pertumbuhan angkatan kerja di sektor modern
di kota

U, : tingkat pengangguran dikota waku t
(tWUr / $+l)t: upah nyata di daerah tujuan pada tingkat

discount tertentu pada waku t
(rW\ / (r+l)t : upah nyata di daerah asal padatngat discotmt

tertentu pada waktu t
Zt : fakor lain

Asumsi dasar dari model ini adalah para migran
selalu mempertimbangkan dan membandingkan pasar
kerja di daerah asal dan daerah tujuan. Apabila pasar
kerja di daerahtujuan lebih besar dali daerahasal dan
kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih
besar di daerah tujuan maka keputusannya adalah
melakukan migrasi.

Model Migrasi Dreher danPoutvaam
Ketika memilih di mana harus menetap dan

bekerja, maka migran akan membandingkan konsumsi
utama dan aqpek-aspeklain yang membuat kehidupan
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mereka menjadi lebih baik. Berdasarkan model migrasi
Pedersen (2004), acpected utility seorang individu &

untuk negaraj padatahun t adalah
Utjn= U (S ijkt,D i;n, X*,, X;n).........................(3)

Dimana S,,* adalah vektu dari karakteristik yang
mempengaruhi utilitas individu & untuk tinggal di
negara j pada tahun t. Tetapi individu tersebut masih
tinggal di negara i pada tahun r-1. Vektor D merupakan
biaya migrasi. Vektor X merupakan faktor penarik
dan pendorong dari migrasi yaitu pendapatan (GDP)
perkapita penduduk arrtara negara asal dan negara
tujuan. Dalam beberapa spesifikasi, yang termasuk
dalam vektor X adalah pertumbuhan ekonomi dan
pengangguran di negara tujuan.

Dreher dan Poutvaara (2005) mengasumsikan
utilitas individu berbentuk linier dan memasukkan
e'rror term e, sehingga fungsi utilitas menjadi : ,

U,j* = o, S;r,* + o2 Di;L + cr, X* + oa {r, + sijkr..(4)

Berdasarkan fungsi utilitas tersebut, maka diturunkan
model migrasi dari negara asal ke sembilan negara
OECD, yaitu :

MIGI6 = F1S1ro + F2 Dgt + BIX** + Fn 4* + ti:r,r..(5)

dimana MIG adalah jumlah migran, p adalah
parameter estimasi dan p adalah error terffi. Secara
spesifik migrasi ke Amerika Serikat adalah:
MGtm* = YrSrusat + Yz Drusar + YrX*. + Ya Xusar
* Diusat ......................(6)

Dengan menambahkan variabel lag migrasi dalam
persamaan tersebut, maka persamaan (6) menjadi :

MGt ro* = Yrsiuser, + Yz Drusar + Y:Xm + Ya Xusar
+ y, MlGrrar_r * Diusar ...............(7)

Berdasarkan model-model migrasi tersebut, maka
model migrasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model migrasi yang dimodifikasi antmamodel
migrasi Todaro (1998) dan model migrasi Dreher dan
Poutvaara (2005).

Datadan SumberData
Datayang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Jenis data yangdigunakan adalah data
rangkaian waktu (time series) dari tahun 1985-2006.
Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik,
Depnakertrans, Laporan Tahunan Bank Indonesia,
World Bank,ILO, ADB dan sumber lainnya yang
terkait dengan penelitian ini.

Model Ekonomi Mgrasi di Indonesia
Model Ekonomi Migrasi Indonesia disusun dalam

bentuk persamaan simultan yang terdiri tiga blok yaitu:
(1) blok migrasi terdiri dan $ persamaan struklural
dan 15 persamaan identitas, (2) blok pasar kerja
terdiri dai 15 persamaan struktural dan 5 persamaan
identitas, dan (3) blok makroekonomi yang terdiri
dari 15 persamaan struktural dan 5 identitas. Secara

keseluruhan model ini terdiri dari 58 persamaan
struktural dan 30 persamaan identitas. Khusus dalam
tulisan ini, hanya difokuskan pada persamaan blok
migrasi yang terdiri dari: (1) migrasi internal yaitu
migrasi masuk dan keluar Jawa dan (2) migrasi
intemasional yaitu migrasi dari Jawa ke Malaysia, Arab
Saudi, Singafrua dan Hongkong. Bentuk persamaan
dalam blok migrasi tersebut adalah:

l. MigrasiMasukke Jawa
MIGSJT = 80 * a, WS, + a, DTKJ, + a, DIKTS, + a,

LMIGSJT * Ur,.. .... (1)
IvIIGI(J, = bo * b, WJ, + b2 DTK4 + b3 DIKTIq +

b4 LMIGKJ, * Ur, ..,....,,.,........ (2)
MIGSLJT = c0 * c, WSL, + c, DTKJ, + c, DIKTSL,

+ c, LMIGSLJ, + Ur, .................................. (3)
MIGPJT = do * dl WPt + d2 DTKJT + q DIKTPT +

dn DIKRp+ds LMIGPJ, * Ur, ..................... (4)
IvflGS{J, = MIGSJT + MIGKJT + MIGSLJ, + MIGPJ,

2.h,ri;;iK;tu*il; """"" (s)

MIGJST = €0 * e, GRDPJ, + e, DTKJ, + erDTKSI +
e, POPJ, + e, GEXIS, *Us,............................(6)

MIGJIq = t + fl DTKKT + f2 WJt + f3 POPJT + q
PGEXIKI + fs LMIGJI1 + U0,...................... (i)

MIGJSLT = & + gl DTKSLT + g, STKJ, + g, GEXISL,
*Ur,. ......... .............. (8)

MIGJPT = ho * hl L\ryJt + h2 PWPt + h3 UJt + h4

GEXIpt * Ua,.... ................... (9)
MIGOUTJT = MIGJST + MIGJK.I + MIGJSLT +

MIGJPT ..................(10)

3. Migrasi Internasional Asal Jawa
MIGItut = h * ir WMlt + i2 GRDPJT + i3 DTKIvII +

in STKMT + is DTKJT+ i6 DIKRIT + i7 DIKTJT +
uft........... ..........(11)

MIGJAST = o0 * or LGDPCASI, + o, GRDPJ, + o,
STKJT + on DIKRJ, + o, DIKTJ, * Ura, . .....(12)

MIGJSPT = to * tr GDPCSPII + tz LDTKSPT + t3
psTKJt + t4 DIKTJT + ts LMIGJSPt + Ulft ..(13)

IvIIGII{ = y0 * ylWHlt + y, STKJ, + y, PDTKI{ +
y4 DIKTJT * Uz+, .....(14)

MIGEXJT = MIGJMT + MIGJAST + MIGJSPT +
r\trcrrl .................(15)

Berdasarkan kriteria order condition, model dalam
penelitian ini menunjul*an setiap persamaan sftukrural
adalah over identified. Estimasi model dilakukan dengan
metode ZSLS (Two State Least Squares). Validasi
menggunakan kriteria Root Mean Squares Percent Error
(R.MSPE) dan Theil's Inequality Coefficient (U).

Simulasi kebijakan yang dilakukan adalah
simulasi historis (ex-post simulation) pada tahun 2001-
2006. Alternatif simulasi kebijakan yang dilakukan
menggunakan instrumen kebijakan yang mendorong
tercapainya tujuan kebijakan migrasi internal dan
internasional :

Simulasi 1 : Kebijakan nilai tukar pada kondisi Februari
2008, yaitu nilai tukar : 1 US$ seharga 9250 rupiah,
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1 SGD seharga 6530 rupiah, 1 HKD seharga 1230
rupiah, dan 1 RM seharga 3452 rupiah.

Simulasi 2 : Kombinai simulasi kebijakan 1 dan suku
bunga turun 200 basis point (2 persen).

Simulasi 3 : Simulasi kebijakan peningkatan pengeluaran
infrastruktur di Jawa(GEXIJ) 10 persen, dan di
Sumatera GEXIS), Kalimantan (GEXIK), Sulawesi
(GEXISL) dan Pulau Lain(GEXIP) 20 persen.

Simulasi 4 : Kebijakan peningkatan UMP mta-mta
di Jawa (UMPI) 10 persen dan UMP rata-rata di
Sumatera (UMPS), Kalimantan (UMPK), Sulawesi
([IMPSL) dan Pulau Lain (IJMPP) 15 Persen.

Simulasi 5 : Kombinasi simulasi kebiiakan 2 dan inflasi
turun 5 persen

Simulasi 6 : Kombinasi simulasi kebijakan 3 dan 5.

IIASIL DAN PEMBAIIASAN

Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Mgrasi Internal
dan Intemasional

Hasil estimasi modelyang digunal@n dalampenelitian
ini cukup representatif menjelaskan fenomena ekonomi
migrasi, pasar kerja dan perekonomian Indonesia.
Nilai koefisien determinasi (R2) sec:uA umum cukup
besar antara 0.699 hngga 0.998 yang menunjul*an
bahwa variabel-variabel penjelas yang terdapat dalam
persamaan struktural mampu menjelaskan flukruasi
setiap variabel endogennya secara baik. Nilai uji
F, sebagian besar nilai Prop>F bernilai <.0001
yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama
semua variabel penjelas dapat menjelaskan variabel
endogennya secara nyata. Selanjutnya hasil estimasi
juga menunjukkan seluruh tanda parameter estimasi
dari variabel penjelas sesuai hipotesis.

Berdasarkan hasil uji statistik t, secara umum
faktor yang sangat mempengaruhi migrasi ke Jawa
adalahjumlah migran sebelumnya, hal ini terjadi
karena umumnya para generasi migran terdahulu
mampu rnembentuk jaringan-jaringan yang bebas
antara daerah asal dan daerah tujuan, sehingga
jaringan-jaringan yang sudah terbentuk tersebut
sangat sukar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
apalagi menghentikannya. Sedangkan faktor yang
sangat mempengaruhi migrasi dari Jawa ke Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi adalah upah atau pendapatan
daerah asal dan kesempatan kerja di daerah tujuan.
Artinya jika terjadi peningkatan pendapatan di daerah
asal, maka pilihan mereka akan tetap berada di Jawa.
Tetapi jika kesempatan kerja yang lebih terbuka di
daerah lain, maka mereka akan migrasi ke daerah
tujuan tanpa memperhitungkan terlebih dahulu
berapa pendapatan yang akan mereka terima. Hal
ini menunjukkan kondisi surplus telaga kerla (labor
surylus) di Jawa. Lain halnya untuk migrasi ke pulau
lain, selain dua faktor tersebut, migrasi dari Jawa juga
dipengaruhi oleh upah di daerah rujuan. Artinya untuk
migrasi ke pulau lain, maka migran asal Jawa akan
memperhitungkan berapa upah atau pendapatat yang
akan mereka terima di daerah tujuan tersebut, karena
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kemungkinan biaya kebutuhan hidup di pulau lain
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau
lainnya dan kesempatan kerja di pulau tersebut juga
kecil.

Faktor yang umumnya mempengaruhi tenaga
kerja migran Indonesia ke Malaysia adalah upah
di negara tujuah dan pendapatan daerah asal, serta
jumlah penduduk berpendidikan rendah. Sementara
faktor yang mendorong mereka ke Arab Saudi adalah
penganggu[r atau penawaran tenaga kerja di daeruh
asal. Peningkatan tenaga kerja migran ke Singapura
umumnya dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja migran
yang sebelumnya bekerja di Singapura., dan upah di
rLegara tersebut. Sedangkan ke Hongkong, umumnya
dipegaruhi oleh upah di negara tersebut. Hanya
tenaga kerja migran asal Jawa saja yang dipengaruhi
oleh penawaran tenaga kerja dan jumlah penduduk
berpendidikan tinggi. Oleh karena itu faktor utama
yang mepdorong tenaga kerja migran Indonesia ke
luar negeri adalahupah yang tinggi di negara tujuan,
dan jumlah pengangguran yang juga tinggi di daerah
asal (supply push factor).

Evaluasi Dampak Altematif Kebliakan Migrasi Inter-
nal dan Internasional

Kemampuan prediksi model ekonomi migrasi
Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini
divalidasi dengan suatu simulasi dasar untuk periode
2001-2006. Hasil validasi memperlihatkan bahwa dari
88 persamaan, terdapat 66 persamaan yang memiliki
nilai RMSPE di bawah 50 persen dat22 persamaan
memiliki nilai RMSPE di atas 50 persen. Nilai
RMSPE yang lebih dari 50 persen umumnya terjadi
pada persamaan-persamaan identitas, sehingga error
yang terjad i p ada persamaan-persamaan struktural
terakumulasi pada persamaan identitas tersebut.
Dilihat dari koefisien ketidalsamaan Theil's, terlihat
bahwa bias (LM), Reg (UR), dan Var (US) secara
keseluruhan mendekati nol. Demikian juga dengan
nilai U-Theil, sebagian besar nilainya mendekati nol
(hanya 13 dari 88 persamaan memiliki nilai U-Theil >
30 persen). Hal ini menunjukkan bahwa model yang
telah dirumuskan dan telah diestimasi cukup valid
digunakan untuk analisis simulasi historis.

Simulasi kebijakan migrasi yang dilakukan pada
periode historis terdiri dari kebijakan migrasi internal
dan internasional. Kebijakan migrasi internal yang
ditetapkan pemerintah bertujuan untuk penyebaran dan
penyediaan ternga kerja serta pembukaan lapangan
kerja baru, melalui pembukaan dan pengembangarL
daerah produlsi baru, terutama daerah di luar Jawa.
Oleh karena itu simulasi kebijakan migrasi internal ini
dilakukan untuk meningkatkan jumlah migran keluar
dari Jawa dan mengurangi jumlah migran masuk
ke pulau tersebut, sehingga distribusi penduduk di
Indonesia lebih merata. Selarljutnya kebijakan ini juga
berrujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah
tujuan secara umum serta meningkatkan kesejahteraan
migran k*rususnya.

154



Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian lndonesia o Safrida dan Bonar M. Sinaga

Tabel 4. Rangkuman Dampak Alternatif Kebijakan Migrasi lnternal dan lnternasional

No. V ariabel Endogen Satuan
Nilai Simulasi

Dasar
Perubahan (%)

S1 s2 S3 S4 S5 S5
t.

7.

2.

3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
15.

lt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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10.
Lt.
t2.
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t4.
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L7.
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20.

ilt
1.

1.

3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
L4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
2L.
22
23.
24.
25_

BLOK MIGRASI
MIGSJ (Migran Sumateralawa)
MIGKI (Migran Kalimantan-Jawa)
MIGSU (Migran Sulawesi-Jawa)
MIGPJ (Migran Pulau Lain-Jawa)
MIGINJ (Total Migran Masuk Ke Jawa)
MIGJS (Migran Jawa-Sumatera)
MIGJK (Migran Jawa-Kalimantan)
MIGJS[ (Migran Jawa-Sulawesi)
MIGJP (Migran Jawa-Pulau Lain)
MIGOUT, (Ttl Migran Keluar dr Jawa)
MIGEXJ (Ttl Migran lnternasional Jawa)
MIGEXS (Ttl Migran lnternas Sumatera)
MIGEXX (Ttl Migran lnternas Kllmntan)
MIGEXSI (Ttl Migran lnternas Sulawesi)
MIGEXP (Ttl Migran lnternas P.Lain)

BLOK PASAR KERJA

DTKJ (Pemintaan Tenaga Kerja di Jawa)
DTKS (Permintaan TK di Sumatera)
DTKK (Permintaan TK di Kalimantan)
DTKSI (Permintaan TK di Sulawesi)
DTKP (Permintaan TK di Pulau Lain)
STKI (Penawaran TK di Jawa)
STKS (Penawaran TK di Sumatera)
STKK (Penawaran TK di Kalimantan)
STKSI (Penawaran TK di Sulawesi)
STKP (Penawaran TK di Pulau Lain)
UJ (Pengangguran di Jawa)
US (Pengangguran di Sumatera)
UK (Pengangguran di Kalimantan)
USI (Pengangguran di Sulawesi)
UP (Pengangguran di Pulau Lain)
WJ (Upah Rata-rata di Jawa)
WS (Upah Rata-rata di Sumatera)
WK (Upah Rata-rata di Kalimantan)
WSt (Upah Rata-rata di Sulawesi)
WP (Upah Rata-rata di Pulau Lain)

BIOK MAKROEKONOMl
GRDPJ (GRDP di Jawa)
GRDPS (GRDP di Sumatera)
GRDPK (GRDP di Kalimantan)
GRDPST (GRDP di Sulawesi)
GRDPP (GRDP di Pulau Lain)
DIO (Pendapatan Disposibel di Jawa)
DICS (Pendapatan Disposibel di Sumatera)
DICK (Pndapatan Disposibel di Klimantn)
DICSL (Pndapatan Disposibel di Sulawesi)
DICP (Pendapatan Disposibel di P.Lain)
CONJ (Konsumsi Rumah Tangga di Jawa)
CONS (Konsumsi RT di Sumatera)
CONK (Konsumsi RT di Kalimantan)
CONSI (Konsumsi RT di Sulawesi)
CONP (Konsumsi RT di Pulau Lain)
INVI (lnvestasi di Jawa)
INVS (lnvestasi di Sumatera)
INVK (lnvestasi di Kalimantan)
INVSL (lnvestasi di Sulawesi)
INVP (lnvestasi di Pulau Lain)
DEVJ2 (Devisa Migran lnternasional Jawa)
DEVS2 (Devisa Migran lnternas Sumatera)
DEVK2 (Devisa Migran lnternas Klimntan)
DEVSL2 (Devisa Migran lnternas Sulawesi)
DEVP2 (Devisa Migran lnternas P.Lain)

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang.
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

Orang

" Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rupiah
Rupiah
Rupiah
Rupiah
Rupiah

Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn
Milyar Rp/thn

1585741.00
250571.00
206130.00
250901.00

2293343.OO
4087132.00
t272193.OO
371233.00
328347.OO

5998905.00
429645.00

37155.00
50492.30

979.40
22667.80

55534083.00
18939400.00

5232402.00
G444e8l.rio
757t327.00

56526198.00
20954560.00

5606818.00
6866735.00
7719890.00

992tL4.OO
2015160.00

374417.OO
42L750.OO
148563.00
52tL79.OO
424L25.OO
559989.00
458258.00
632631.00

378961.00
32225t.00
L42667.OO
132002.00
1 84536.00
372692.00
321105.00
t42320.OO
L3172t.00
183866.00
253557.00
199128.00
60328.90
98141.00
79969.90
78922.20
20697.20
9495.50

21168.60
77520.50

8044661.00
1039811.00
1398792.00

22879.50
7242695.OO

0.08
0.01

-0.01
-0.01
o'oi'

-0.10
-0.01
-0.05
-0.38
-0.09
9.78

36.23
57.84
36.78
11.98

-0.01
-o.o7
-0.01
-o.o7
0.01

-0.05
-0.09
-0.33
-0.65
-0.25
-3.05
-0.25
-4.97
-9.56
-12.5
0.06
-o.L4
o.27
0.03
0.04

0.15
0.70

-0.01
0.04

-o.47
0.15
0.70

-0.01
0.01

-0.04
-0.48
0.33
L.27

-0.01
0.72

-0.30
-0.37
-1.34
-0.05
-0.29
-0.82
2.86
6.87
2.20
3.87
0.1

-o.32
-0.03
-0.01
-0.01
-0.23
-0.50
0.05

-0.01
0.66

-o.29
6.34

33.47
55.22
36.74
Lt.74

0.01
o.42
0.33

-0.01
-0.01
0.09
o.L7

-o.27
-0.65
-0.18
4.89
-2.t2
-8.60
-LO.4

-9.25
-0.11
7.79
0.55
0.04
0.03

7.91
2.95
1.20
1.24
0.10
8.04
2.96
t.20
1.24
0.10
8.07
3.45
r.26
1.60
0.25
11.0

12.74
9.99
0.28

-0.03
1.83
6.34
2.L0
3.86
0.1

-0.06
0.08
0.03
0.10

-0.02
1.58
o.29
1.50
3.98
1.44

,0.80

-0.66
-L.29
-0.19
-8.27

0.19
0.24
o.2t
o.92
o.74

-0.64
0.18
0.08
o.t7
o.44

-47.2
-0.34
-1.73

-LL.26
-t4.54

0.88
0.63
o.14
0.1s
0.19

0.01
o.77
o.37
0.52
2.26
0.02
o.17
o.37
0.52
2.27

-0.01
o.22
o.37
0.52
2.L5

-o.2L
-1.97
0.10
o.32
2.92

-o.23
-0.13
-0.05
-0.02
-0.08

-0.02
L.74

-t.52
-4.39
-0.s0
0.15

-0.76
-o.72
-1.23
-0.13
0.70

o.t2
-15.43
-10.80

4.15

-0.01
-0.01
-0.03
-0.18
-o.22
0.13
0.02
0.20
o.4t
1.18
7.58
0.25
3.39
9.45
7.75
9.01
0.06
5.15
6.87

lt.78

-,..24
-0.01
-0.14
-0.87
-9.01
-,..26
-0.01
-0.t4
-0.87
-9.O4

-,-.t2
0.01

-0.15
-0.63
-2.74
-2.24
-0.19
-1.09
-2.51

-18.60
0.20
0.02

-0.59
-1.14
0.03

-c.32
-0.04
0.01
0.01

-o.22
-0.50
0.06

-0.01
o.67

-0.30
6.33

33.46
55.25
36.80
tl.72

0.01
o.42
0.33

-0.01
0.01
0.09
o.77
-o.26
-0.6s
-0.18
4.U

-2.14
-8.59

-10.45
-9.52
-0.15
1.78
0.54
0.01

-0.02

7.91
2.95
1.20
t.24
0.13
8.05
2.96
1.20
1.24
0.13
8.07
3.45
L.26
1.61
0.26

tt.o4
12.77
9.99
o.29
0.04
1.83
6.33
2.10
3.87
0.11

-0.38
0.04
0.03
0.11
-o.24
t.07
0.35
1.50
4.65
1.15
5.53

32.80
53.9s
36.60
3.45

0.20
0.66
0.54
0.91
o.74

-o.55
0.35

-0.18
-0.48
0.26

-42.3s
-2.48

-10.31
-zL.7t
-24.06

o.72
2.42
0.68
0.15
o.L7

7.93
3.L2
7.57
L.76
2.40
8.06
3.L4
t.57

11.77
2.40
8.07
3.67
1.63
2.t3
2.4i

10.83
10.80
10.10
0.61
2.97
1.60
6.2t
2.05
3.85
0.03

Catt:
51 (simulasi 1): Nilai tukar pada posisi Februari 2008.
52 (simulasi 2): Kombinasi simulasi l dan suku bunga lwunZyo.
53 (simulasi 3): Peningkatan GEXIJ di.Jawa 10 %, dan GEXIS,GEX|K, GEXISL, GEXTP 20 %
54 (simulasi 4I: Peningkatan UMPJ 10% dan UMPS, UMP( UMPSL dan UMPP 15 %.
55 (simulasi 5): Kombinasi simulasi 2,dan inflasi turun 5 %
56 (simulasi 5): Kombinasi simulasi 3 dan 5
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Penetapan kebijakan migrasi internasional oleh
pemerintah bertujuan untuk meningkatkan jumlah
tnagakerlamigran kg luar negeri. Peningkatan jumlah
telaga kerja migran tersebut bertujuan selain untuk
kesejahteraan migran itu sendiri, dapat mengatasi
masalah pengangguran di dalam negeri juga untuk
meningkatkan devisa negara melalui pengiriman
remittances. Oleh karena itu simulasi kebijakan
yang dilakukan adalah kebijakan yang mendukung
tercapainya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.
Hasil simulasi berbagai kebijakan tersebut dapat dilihat
padaTabel4.

Tabel 4 memperlihatkan dampak migrasi inter-
nasional melalui penetapan nilai tukar pada posisi
Februari 2008 (simulasi 1) menunjukkan terjadinya
peningkatan migrasi internasional masing-masing
pulau dan persentase peningkatan jumlah tenaga
kerja migran terbanyak berasal Kalimantpn yaitu
57.84 persen. Dampak dari peningkatan jumlah tefiaga
kerja migran yang bekerja di luar negeri adalahterjadi
penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan
devisa di setiap pulau. Peningkatan devisa diharapkan
dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga pada
masing-masing pulau tersebut, tetapi oleh karena
konsumsi rumah tangga bukan hanya dipengaruhi
oleh devisa dat'^ tenaga kerja migran saja, maka ada
beberapa pulau yang konsumsi rumah tangganya justru
menurun, yaitu pulau lain dan Kalimantan. Salah
satu penyebabnya adalah menurunnya pendapatan
disposibel masing-masing pulau tersebut yang
merupakan akibat dari menurunnya investasi. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan ini jika
dijalankan secara parsial, maka dapat mengatasi
masalah pasar kerja di setiap pulau yang terlihat
dari menurunnya jurnlah pengangguran, tetapi masih
belum mampu memperbaiki kondisi makroekonomi
atau perekonomian pada setiap pulau.

Simulasi 2 merupakan kombinasi kebijakan migrasi
internal dan internasional, yaitu penetapan nilai tukar
dan penurunan suku bunga 2 persen. Hasil simulasi
memperlihatkan kebijakan ini dapat menurunkan
jurnlah migrasi masukke Jawa, meningkatkan jumlah
migran internasional pada setiap pulau dan tetapi
belum mampu meningkatkan jumlah migran yang
keluar dari Jawa. Sehingga jumlah pengangguran di
Jawa masih meningkat, sebaliknya pengangguran tiap
pulau menurun. Kondisi ini terjadi karena kebijakan
ini meningkatkan investasi dan kesempatan kerja
pada setiap pulau, sehingga menghambat penduduk
dari pulau-pulau lain untuk migrasi ke Jawa. Hal
yang sama ju.ga terjadi di Jawa, dimana kebijakan
ini meningkatkan investasi dan kesempatan kerja di
pulau tersebut. Akibat peningkatan kesempatan kerja
tersebut, maka direspon oleh penduduk usia kerja
untuk masuk kedalam pasar kerja dalam jumlah yang
besar. Oleh karena peningkatan penawaran tenaga
kerja (0.09 persen) lebih besar dari permintaaafl tenaga
kerja (0.01 persen) mengakibatkan pengangguran di
pulau ini semakin meningkat (4.89 persen).

Akreditasi: No. 108/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

Hasil simulasi kebijakan ini memperlih atkan adarry a
peningkatan jumlah migran internasional setiap
pulau, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan
penerimaan devisa melalui remitancess pada masing-
masing pulau, sehingga konsumsi rumah juga
meningkat. Oleh karena konsumsi rumah tarrgga
dan investasi rflerupakan komponen terbesar dalam
pendapatan daerah (GRDP), maka peningkatannya
menyebabkan peningkatan GRDP pada masing-
masing pulau. Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa kebijakan ini mampu membatasi jumlah
migran yang masuk ke Jawa, mampu mengatasi
masalah pasar kerja yang terlihat dari menurunnya
pengangguran pada setiap pulau, kecuali di Jawa,
dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian
Indonesia yang terlihat dari meningkatnya GRDP
pada masing-masing pulau.

Kebijakan migrasi internal yang lain adalah
meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan
pengeluaran infrastmktur pada masing-masing pulau
(simulasi 3), tetapi persentase kenaikan di Jawa lebih
kecil dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tujuannya
agar mengurangi jumlah migran masuk ke Jawa dan
meningkatkan jumlah migran yang keluar dari Jawa.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan
jurnlah mlgran masuk ke Jawa dan peningkatan jumlah
migran yang keluar dari pulau tersebut, sehingga
kebijakan ini mampu mengatasi masalah distribusi
penduduk. Ditinjau dari sisi pasar kerja, kebijakan
ini mampu mengurangi jumlah pengangguran di
setiap pulau. Selanjutnya dari sisi perekonomian,
peningkatan pengeluaran infrastruktur ini dapat
meningkatkan pengeluaran pembangunan. Oleh karena
pengeluaran pembangunan merupakan komponen
dari pengeluaran pemerintah, maka peningkatannya
secara tidak langsung meningkatkan GRDP masing-
masing pulau. Hasil simulasi menunjukkan pula
bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan investasi dan
konsumsi, sehingga secara langsung meningkatkan
GRDP pada setiap pulau. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa kebijakan ini mampu mengatasi
masalah distribusi penduduk di Indonesia, mampu
mengatasi masalah pasar kerja , yang terlihat dari
menurunnya jumlah pengangguran, dan dampaknya
terhadap perekonomi an adalah meningkatnya GRDP
pada masing-masing pulau.

Kebijakan migrasi internal berupa peningkatan
upah minimum (simulasi 4) mampu mengurangi
jumlah migrasi masuk ke Jawa, tetapi tidak
mampu meningkatkan jumlah migrasi keluar dari
Jawa. Ditinjau dari sisi pasar kerja, kebijakan ini
menurunkan kesempatan kerja pada setiap pulau,
sebaliknya mendorong penduduk usia kerja untuk
masuk dalam pasar kerja, sehingga pengangguran
semakin meningkat. Dari sisi perekonomian terlihat
bahwa peningkatan upah minimum menurunan
investasi dan konsumsi rumah tangga, sehingga GRDP
masing-masing pulau juga menlrun. Dengan demikian
peningkatan upah minimum hanya mampu membatasi
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jumlah migran masuk ke Jawa, tetapi tidak mampu Dampak kebijakan migrasi internal melalui
mengatasi masalah pengangguran dan perekonomian peningkatan pengeluaran infrastruktur adalahmampu
di setiap pulau. : lnengatasi masalah distribusi penduduk, mengatasi

Diantara semua kebijakan yang disimulasikan masalah pengangguran, dan meningkatkan GRDP
kombinasi simulasi 3 dan 5 merupakan kebijakan pada masing-masing pulau.
yang paling sesuai untuk diterapkan, karena kebijakan Dampak kombinasi kebijakan migrasi internal
ini mampu menurunkan jumlah migran masuk dari dan internasibnal adalah mampu mengatasi masalah
pulau-pulau lain ke Jawa dan meningkatkan jumlah distribusi penduduk di Indonesia, mampu mengatasi
migran keluar dari Jitwa, sehingga kebijakan ini masalah pasar kerja yang terlihat dari menurunnya
mampu mengatasi masalah distribusi penduduk di jumlah pengangguran dan meningkatkan upah pada
Indonesia. Selanjutnya dampak dari kebijakan ini masing-masing pulau. Dan dampaknya terhadap
juga mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja perekonomian adalah meningkatkan devisa dan
migran internasional setiap pulau sehingga mampu GRDP pada masing-masing pulau.
meningkatkan perolehan devisa bagi negara. Jika
ditinjau dari pasar kerja dampak kebijakan ini IMPLIKASI KEBIJAKAN
mampu mengurangi penganggrran pada masing-
masing pulau meskipun terjadi peningkatan upah, Untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi
sehingga masalah ketenagakerjaan mampu diatasi. penduduk, masalah pasar kerja dan perekonomian di
Dari sisi perekonomian di setiap pulau, terlihat bahwa Indonesia, maka kebijakan migrasi internal dengan
dampakkebrjakaninimampumeningkatkankonsumsi membuka kesempatan kerja yang lebih besar di
rumahtanggadaninvestasipadamasing-masingpulau wilayah luar Jawa seperti pengeluaran infrastruktur
sehingga mampu meningkatkan GRDP pada masing- merupakan alternatif kebijakan yang cukup baik untuk
masing pulau tersebut. diterapkan.

KESIMPULAN DAIV SAITAN

Kesimpulan
Migrasi dari pulau-pulau lain ke Jawa umumnya

dipengaruhi oleh jumlah migran sebelumnya yang
sudah menjadi migran di Jawa, yang menunjukkan
bahwa migran sebelumnya mampu membuka jaringan
bagi migranyanglarn untuk mengikuti jejak mereka
untuk migrasi ke Jawa.

Migrasi dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi dipengaruhi oleh pendapatan mereka di
daerah asal dan adanya kesempatan kerja di daerah
tujuan. Kondisi ini mencerminkan kondisi pasar kerja
di Jawa yang surplus tenaga kerja (labor surplus),
sehingga jika kesempatan kerja di wilayah lain tersedia,
mereka bersedia bekerja padaberapapun upah yang
akan mereka terima. Sedangkan migrasi dari Jawa ke
Pulau Lain selain dipengaruhi oleh dua faktor tersebut,
juga di pengaruhi oleh tingkat upah di Pulau Lain.

Peningkatanjumlah tenaga kerja migran intemasional
Indonesia yang bekerja di Malaysia, Singapura,
Hongkong dan Arab Saudi umumnya dipengaruhi
tingkat upah pada masing-masing negara tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama tenaga
kerja migran asal Indonesia adalahmemperoleh upah
yang tinggi di negara lain, tanpa memperhitungkan
berbagai resiko yang akan dihadapi.

Dampak kebijakan migrasi internasional melalui
penetapan nilai tukar terhadap pasar kerja adalah
terjadi pemlnrnan pengangguran pada masing-masing
pulau, peningkatan penerimaan devisa bagi negara.
Tetapi ditinjau dari sisi perekonomian, investasi setiap
pulau menurun, GRDP di Kalimantan dan Pulau Lain
juga menurun, sehingga konsumsi rumah tatggapada
kedua pulau tersebut juga menurun.

Alternatif kebijakan yang paling baik untuk
dilaksanakan adalah kebij akan kombinasi antar a
kebijakan migrasi internal dan internasional, karena
dengan kebijakan ini distribusi penduduk lebih merata,
masalah pengaflgguran dapat diatasi tanpa harus
menurunkan upah, serta dapat meningkatkan devisa
dan pendapatan daerah masing-masing pulau.

Pemerintah harus cermat dalam menetapkan
kebijakan peningkatan upah minimum, karena
peningkatan upah minimum tanpa dibarengi dengan
penciptaan kesempatan kerja baru akan menimbulkan
masalah pasar kerja yaitu peningkatan jumlah
pengangguran. Dan dari sisi perekonomian, akan
menurunkan konsumsi rumah tarLgga dan investasi
yang akhirnya menurunkan GRDP setiap pulau.

Penelitian Lanjutan
Oleh karena kebijakan upah minimum berdampak

pada peningkatan pengangguran dan menurunnya
kinerja perekonomian, disarankan untuk membuat
suatu kebijakan dengan mengkombinasikan kebijakan
upah minimum propinsi dengan kebijakan lain yang
dapat membuka kesempatan kerlapada setiap pulau di
luar Jawa, sehingga masalah distribusi penduduk yang
saat ini tidak merata dapat diatasi dengan baik.

Permintaan tefiaga kerja migran internasional oleh
tegata penerima adalahtenaga kerja migran dengan
tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena pada saat
penelitian ini berlangsung, tidak diperoleh data jumlah
tenaga kerja migran internasional berdasarkan tingkat
pendidikan, maka jika data tersebut sudah tersedia
disarankan untuk penelitian selanjutnya memasukkan
variabel jumlah terlaga kerja migran internasional
berdasarkan tingkat pendidikan.
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ABSTRACT

Since 2001, all regions in Bali Province have implemented fiscal decentralization or in other word autonomy.
Competency of local government in order to implement each function as the consequence of autonomy
depends on its regional financial ability. The lack of capacity and the ability to manage the performance of
regional finance will emerge negative effect rycle, which is the low standard of piblic services or even inability
to increase peoplets prosperity. Different implementation of local autonomy among regions depends on the
economic potential and human resources owned by each region and this also will affect the social welfare.

This research is aimed to figure out the impact of region financial performance discrepanry as a proxy of
fiscal decentralization toward the social welfare of regions inpali province within 200L-2006. The analysis
tool used is the combination of descriptive statistic, trend analysis and regression.

Trend analysis shows that both variables tend to decrease within 2001-2006. One way regression shows
that discrepanry of region's financial performance positively affects the discrepanry social welfare in regions
in Bali Province within 2001-2006. As the conclusion, less discrepancy in financial performance results in less
discrepanry in social welfare in regipns of Bali Province within the years 2O0l -2006.

Key words: fiscal decentralimtion, financial performance, discrepancy in social welfare.

ABSTRAK

Sejak tahun 2001 semua kabupaten/kota di Provinsi Bali melaksanakan desentralisasi fiskal atau otonomi
daerah. Keberhasilan Pemerintah daeruh dalam pembangunan sangat tergantung dari kemampuan keuangan
daerah sebagai konsekuensi dari otonomi tersebut. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan
daerah memiliki siklus efek negatif, yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat pelayanan pada masyarakat atau
ketidakmampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaan potensi ekonomi dan sumberdaya
manusia yang dimiliki masing-masing daerah dapat mengakibatkan perbedaan pelaksanaan otonomi daerah
yang selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan kinerja keuangan daerah sebagai proksi
dari pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan kesejahteraan di seluruh Kabrpaten/kota di prbvinsi
Bali selama tahun 2001 hingga 2006. Teknik analisis yang digunakan adalahanalisis deskriptif, analisis faktor,
analisis trmd, da;rr analisis regresi.

Hasil analisis trendmengindikasikan bahwa ketimpangan kinerja keuangan dan ketimpangan kesejahteraan
masyarakat dalam rangkapelaksanaan desentralisasi fiskal selama tahun 2001 sampai 2006 cenderung menurun
atau berkurang. Hasil regresi sederhana mengindikasikan bahwa ketimpangan kinerja keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap ketimpangan kesejahteraan pada kabup atet/kota di Provinsi Bali seiama tahun
2001 sampai 2006. Hal ini berarti bahwa semakin kecil ketimpatgan kinerja keuangan daerah, semakin
kecil ketimpangankesejahteraan masyarakat pada kabupatet/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 hingga
2006.

Kata kunci: desmtraliasi fiskal, ketimpangan kinerja keuangan daemh, ketimpangan kesejahteraan masyarakat

PENDAHTJLUAN

Saat ini banyak rlegara telah merubah tata peme-
rintahannya dari sentralistik menuju desenffalisasi, baik
pada negua-negra maju maupun juga pada negara-
negaraberkembang. Secaraumum desentralisasi diartikan
sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
ke tingkat pemerintahan WrLg ada dibawahnya. Oroso

(2003) menyebutkan ada beberapa tipe desentralisasi
secara teoritis, yainr desentralisasi politik, desentralisasi
administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal atau otonomi daerahdilalcukan
sebagai salah satu cara melepaskan diri daiberbagai
ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan,
ketidalstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan
pertumbuhan ekonomi, bahkan untuk kepentingan
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menghindari perpecahan wilayah (Khusaini, 2006).
}Jarapar. dilaksanakannya otonomi daerah atau
desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih
fleksibel dalam mengatur strategi pembangun aurtrlya,
karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih
dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak
keinginan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh
pemerintah.

Dengan desentralisasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanarr kepada masyarakat
dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia
pada masa yang akan datang. Sebab dengan makin
dekat pemerintah dengan masyarakat, desentralisasi
diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan bertanggung-
jawab atau occounta&/e (Suwandi, 2000). Diyakini bahwa
masyarakat lokal melalui kabupaten/kota memiliki
pengetahuan yang lebih tentang kebutuhan, kondisi
dan yang diprioritaskan. Mobilisasi sumberdayV
lebih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat yang
dekat dengan pengambil keputusan di tingkat lokal
(Simanjuntak, 2000). Dengan desentralisasi fiskal
pemerintah daerah akan lebih mudah memobilisasi
penggunaan sumberdaya yarlg dimiliki untuk
meningkatkan public service @etersoh, 1996). Yustika
(2007) juga mengatakan bahwa dengan otonomi
daerah, anggarmt daerah menjadi pintu penting yang
paling mungkin bagi setiap daerah mendinamisir
kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat
dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan
kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-
masing daeruh.

Para pakar politik dan ekonomi seperti Bahl dan
Linn, Oates, Bird, Giamlich, Bird dan Wallich, dan
Martinez dan McNab (Khusaini, 2006), serta pan ahli
dari World Bank (1997) mengatakan bahwa dengan
diserahkan beberapa kewenangan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, pelayanan masyarakat
semakin efisien daln pada gilirannya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian yang dilakukan terkait dengan
dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan
masyarakat seperti yang dilakukan Lindahman dan
Thurmaier (2002) menyimpulkan desentralisasi
fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah
daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Meskipun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga mengaki-
batkan dampak negatif. Huther dan Shah (1998)
mengamati bahwa desentralisasi fiskal memperlebar
altara daerah yang kaya dan yang miskin, zrss-
mnnagement mcctoeconorny, dan meningkatnya korupsi.
Lindahman dan Thurmaier (2002), juga mengatakan
bahwa desentralisasi fiskal dapat menimbulkan
ketidakstabilan makroekonomi, ketimpangan antar
daerah dan sebagainya.

Sebagai bagian dari Republik Indonesia, semua
kabupaten/kota di provinsi secara bersamaan juga

melaksanakan otonomi daerah sejak tahun 2001.
Kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi
seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat
Qtublic seryice function), melaksanakan fungsi
pembangunan (development furrction) dan melalsanakan
fungsi perlindungan masyarak at (protective funaion)
tergantung dpri kemampuan keuangan daerah.
Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan
keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus
efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi
masyarakat sehingga tidak mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena potensi alam,
sumberdaya ekonomi, dan zumberdaya manusia masing-
masing kabupaten/kota di provinsi relatif beragam,
maka hal ini dapat menyebabkan tingkat pelalsanaan
desentralisasi fiskal menjadi beragam, yang selar{utnya
mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan
masyarakat antar kabup atet/kota. Berkaitan dengan
hal itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai
ketimpangan kinerja keuangan daerah yang merupakan
proksi dari pelaksanaan desenftalisasi fiskal dikaitkan
dengan ketimpangan kinerja pembangunan.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumbernya
Penelitian ini mengunakan data sekunder yang

diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi
Bali.

TeknikAnalisis
Ukuran kinerja kzuangan daerah merupakan indels

komposit yang dihasilkan dari analisis faktor dengan
menggunakan variable indikator rasio keserasian,
rasio kemandirian, dan upaya pemungutan PAD.
Pengukuran kinerja keuangan ini mengaplikasikan
konsep yang dikemukakan Halim (2002). Di pihak
lain, ukuran kesejahteraan masyarakat merupakan
indeks komposit dari variabel pendapatan per kapita,
pendidikan masyarakat, dan usia harapan hidup
dengan mengadopsi konsep Program Pembangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam mengukur
kesejahteraam masyarakat dalam bentuk Indeks
Pembangunan Manusia atau Human Doelopmmt Index
= HDI (Todaro, 2000).

Analisis faktor digunakan dalam penelitian ini
untuk mendapatkan indeks komposit dan sekaligus
mengukur valididitas dari model pengukuran
(construa) kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan
masyarakat yang menggunakan beberapa indikator.
Validitas model pengukuran memperhatikan kriteria
yang dikemukakan Hair (1998), yaitu dengan melihat
korelasi KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett's
test minimal 0,50, anti image atau mesures of sampling
adequacy (MSA) minimal 0,50, eigen valuelebihbesar
dari satu (l > 1), dan varians kumulatifirya minimal 60
persen untuk penelitian ilmu-ilmu sosial, serta faktor
muatan (loading foctor) minimal 0,60 untuk pengamatan
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yang kurang dari 100.
Berdasarkan data gahunan indeks kinerja keuangan

daerah dan indeks kesejahteraan masyarakat tiap-trap
kabupaten/kota tersebut kemudian dihitung koefuien
variasinya unfuk mengetahui tingkat ketimpangan
antar daerah kabtpaten/kota, dengan rumus (Nata
Wirawan,2001):

Std DeviasiKV= x 100
Rata-rata

Variabel-variabel penelitian pada per tahun untuk
seluruh kabup aten / kota dihitu ng r ata-r atafiy a,
selanjutnya dianalisis kecenderun ganlya (trend)
dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dengan
menerapkan model regresi sederhana dengan waktu
sebagai variabel bebas, dengan rumus (Suyana IJtama,
2008):

Y.=u+b4+er
Keterangan:
Y = ketimpangan kinerja keuangan,/kesejahteraan ma-

syarakat
X = tahun
a = konstanta
b = koeefisien regresi (trad)
e = kesalahan pengganggu
t = tahun pengamatan (2001-2006)

Hubungan antara kinerja keuangan daerah de-
ngan kesejahteraan masyarakat dianalisis dengan
menggunakan model regresi sederhana dengan rumus
(Suyana tltama, 2008):

_-Y,=a*bX,+e,
Keterangan:
Y = ketimpangan kesejahteraan masyarakat
X = ketimpangan kinerja keuangan daerah
a = konstanta
b = koeefisien regresi
e = kesalahan pengganggu
t = tahun pergamatan (2001-2006)

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Kinerja Keuangan Daerah
Seperti yang diutarakan sebelumnya, ketimpangan

kinerja keuangan daerah dihitung dengan menggunakan
koefisien variasi, yaitu standar deviasi kinerja keuangan
daerah dibag] dengan rata-ratanya dikalikan dengan
100 persen. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian
ini menggunakan indikator: (a) rasio kemandirian, (b)
rasio keserasian, dan (c) upaya pemungutan pAD, yang
dihahas sebagai berikut.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal)
menuqjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Analisis
kemandirian keuangan daerah terhadap anggararl
pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun
anggaran 2001 - 2006 bertujuan untuk mengetahui pola
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang
bisa memperlihatkan tingkat kemandirian pemerintah
kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah
dan menilai kinerja pemerintah kabupaten/

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

kota dalam melaksanakan kinerja keuanganaya sesuai
dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan
daerah. Kemandirian keuangan daerah ditujukan oleh
rasio besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD)
dibandingkan dengan total pengeluaran belartja daerah
(TBD) atau yarLg diqebut derajat desentralisasi fiskal
(DDF), dengah folmulasi (Halim, 2002) sebagai
berikut.

DDF = tggr/.
Total Belanja Daerah (TBD)

Sesuai dengan perhitungan artggarafi pendapatan
dan belanja daerah, maka anggaran pendapatarL
penerimaan kabupaten/kota tahun arrggarar, 2001 -
2006 dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel
I apabila dihitung rata-ratanya, rasio kemandirian
keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Bali
selama tahun 2001 - 2006 adalah 16,68. Hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nataluddin
(Halim, 2002) dapat dikategorikan pola hubungan
instruktif, karena memiliki rasio kemandirian yang
kurang dai 25 persen. Namun tidak semua daerah
memiliki pola hubungan yang sama. Kabupaten
Badung misalnya, memiliki pola hubungan yafig
partisipatif karena memiliki rasio kemandiian rata-
rata60,68 persen, sedangkan Kota Denpasar memiliki
pola hubungan yang konsultatif, karena memiliki rasio
kemandirian pada rentarrgarr antara 25 - 50 persen.

Tabel 1. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten/kota di provisni Bali,

Tahun Anggaran 2@1. - 2006 (%l

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
rata

Bulelens 6.18 6.49 4.90 4,90 6,48 5.03 5.66
Jembrana 4.30 7.32 6,73 4.62 4.38 3.87 5,20
Tabanan 10,0s t2,L4 12.16 13.66 t]-,32 9.67 11.50
Baduns 69.59 52.t4 51,87 60.M 63.46 56.59 50.68
Gianvar 19.81 77,79 11.90 15.68 !7.99 15.48 16,44
Bangli 4,87 4.O7 4.9s 4.O3 3,91 3,38 4.t9
Klunskuns 8.51 7.27 7,57 6.49 8.t4 6.50 7.42
Karangasem 1o.47 ro,79 8.68 7.77 9,3s 7.?5 9,O7
Denpasar 43,2t 28.54 24,88 25,98 31.59 25.33 29.92

Rata-rata 79,67 t7,38 14.85 15.9s 77.40 14.81 16,68

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah propinsi Bali, 2OO7 (diolah)

Dari Tabel I juga dapat diketahui bahwa keman-
dirian keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi
Bali dari tahun 2001 - 2006 secara rata-rata
mengalami penurunan, meskipun secara statistik tidak
signifikan pada taraf 5 persen. Penurunan tersebut
karena semakin banyaknya dana perimbutgan yang
diterima pemerintah kabtpaten/kota selama kurun
waktu tersebut, dan juga lambatnya pertumbuhan
penerimaan PAD dibandingkan dengan kemampuan
potensial masyarakat, seperti yang akan dibahas dalam
sub bahasan Upaya Pemungutan PAD.

Rasio keserasian menggambarkan bagaimata
pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan alokasi
dananya padabelar$a baik belanja aparafir maupun
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belanja pelayanan publik. Sebaiknya, semakin besar
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja
publik adalah semakin baik. Sebab jika semakin tinggi
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja
aparatur berarti persentase dana pembangunan yang
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Patokan yang pasti atas besarnya belanja aparalx
dan belanja pelayanan publik yang ideal belum ada
karena sangat dipengaruhi oleh dominasi kegiatan
pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi
untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang
ditargetkan. Peranan pemerintah daerah untuk
memacu pelalsanaan pembangunan perlu ditingkatkan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Dengan demikian, meskipun alokasi belanja aparatlfi
pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan
alokasi belanja publik, namun diharapkan persentase
alokasi publik dibandingkan dengan persentase alokasi
belanja aparatur terus mengalami peningkatan untuk
lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan.

Rasio keserasian alokasi dana dapat dihitung dengan
menggunakan formula yang dikutip dari Abdul Halim
Q002):

Total Belanja Pelayanan Publik
Rasio Belanja Publik

Total Belanja Daerah

Tabel 2. Rasio keserasian alokasi dana Pemerintah Kabupaten/kota di
Propinsi Bali, Tahun Anggaran 200t -2006 (%)

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
rata

Buleleng t8.27 L7.48 18.00 27.74 18.57 43.99 23,O7

Jembrana 10.61 1,68 25,82 35,r2 34.79 44,38 26.97
Tabanan 23.69 30.56 30.44 33.30 37.69 40.77 32.74
Baduns 47.65 48.50 s0.01 55.27 53,53 sL,52 51,08
Gianvar 37,46 39,6s 40,00 47.37 a7 0A 54.74 44.38
Bansli 18.33 23,69 30.66 37.29 38.99 45.10 32.34
Klunskuns 32.60 37.90 39,00 50,01 45,00 50,42 42,49

24,86 29,4L 33,61 46.30 44.55 53.70 38.74
Denpasar 30.93 32.15 39.10 37.00 38.13 39.91 36,20

Rata-rata 27.16 30.11 34.O7 40.38 39,75 47,L7 36,44

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan Tabel2, rata-rata alokasi dana untuk
belanja publik atau pembangunan pada kabtpaten/
kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 - 2006 adalah
36,M persen Persentase rata+ata alokasi dana untuk
belanja publik yang paling kecil dimiliki Kabupaten
Buleleng, tertinggi Kabupaten Badung. Dengan
berjalannya wakhr, dana untuk belanja publik pada
kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001
* 2006 secara rata{ata mengalami peningkatan yang
signifikan, yaitu dari 27,16 persen pada tahun 2001,
menjadi 47,17 pesen pada tahun 2006. Peningkatan
tersebut tidak lepas dari semakin besarnya dana
perimbangan, lhususnya berupa Dana Alokasi Khusus
yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah kabupaten/kota untuk membiaya belanja
yang sifatnya spesifik. Pada awal dilaksanakan otonomi
daerah, yaitu pada tahun 200 I , hanya beberap a daerah

yang memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus,
namun padabeberapa tahun terakhir semua daerah
memperoleh dana tersebut, termasuk Kabupaten
Badung yang mempunyai PAD yang cukup besar.

Keberhasilan suatu daerah menggali sumber-
sumber keuangan untuk membiayai pemerintahannya
yang diperoleh dari daerah sendiri dan dipungut
berdasarkan peraturan daerah disebut Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan UU No. 33 Tahun
2004 jenis PAD adalah: 1) pendapatan asli daerah;
2) dana Perimbangan; 3) pinjaman Daerah; dan 4)
lain-lain petdapatan asli daerah yang sah. Potensi
PAD pada masing-masing daerah tergantung dari
kemampuan, usaha, integritas, dan kejujuran aparat
dalam memungut dan mengelola PAD. Di samping
itu, potensi PAD juga sangat dipengaruhi oleh
kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to
pay) yang wumnya dicerminkan oleh pendap atan per
kapita masyarakat. Oleh karena itu usaha pemungutan
PAD umumnya diukur berdasarkan rasio antara
PAD per kapita dengan PDRB per kapita. Secara
logika, pendapatan masyarakat yang tinggi, wajar
juga dikenakan pajak atau pungutan yang tinggi
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Upaya
pemungutan PAD dapat dirumuskan:

Upaya PAD - Pendapatan Asli Daerah Per Kapita 
x 100%

PDRB Per Kapita

Upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di
Propinsi Bali pada tahun 2001 - 2006 disajikan pada
Tabel 3. Dari tabel tersebu diketahui bahwa rata-rata
upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi
Bali selama tahun 2001 * 2006 adalah 1,70 persen.
Kabupaten yang mempunyai upaya pemungutan PAD
paling rendah adalah Kabupaten Buleleng, sedangkan
yang paling tinggi adalah Kabupaten Badung. Dengan
berjaLannya waktu dari tahun 2001 sampai dengan
tahun 2006 upaya pemungutan PAD di Kabupaten/
Kota di Propinsi Bali secara rata-rata mengalami
penurunan, meskipun tidak signifikan pada taraf
nyata 5 persen. Rata-rata upaya pemungutan PAD
2,14 persen pada tahun 2001 menjadi 1,52 percenpada
tahun 2006. Hal ini seyognyanya tidak terjadi, sebab
secara sederhana, tanpa melakukan ekstensifikasi,
kabupaten/kota dapat secara sederhana meningkatkan
PAD dengan melakukan penyesuaian tarif objek PAD
secara periodik sesuai dengan perkembangan inflasi
atau sesuai dengan pertumbuhan PDRB sesuai dengan
pendapat Mardiasmo Q002).

Hasil analisis faktor mengindikasikan bahwa variabel
rasio keserasian, rasio kemandirian, serta upaya
pemungutan PAD ternyata valid atau memenuhi
kriteria statistik dalam membentuk model pengukuran
kinerja keuangan daerah kabrpaten/ kota di Propinsi
Bali untuk tahun 200I - 2006. Dari informasi tersebut,
selanjutnya dihasilkan indeks komposit yang disebut
Indeks Kinerja Keuangan Daerah (tr<KD). Selaqjutnya,
drhitung standar deviasi dan ketimpangannya melalui
koefisien variasi seperti yang disajikan padaTabel4.

100%
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Tabel 3. Upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di propinsi Bali,
Tahun Anggaran zOft-2006 l%l

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
rata

Bulelene 0.61 0.55 0.59 0,55 0,56 0.58 0.58
Jembrana O,M 0,81 o.70 0.56 0,49 o.57 0.59
Tabanan L.29 t.73 r.64 1.47 L,52 t,43 1,58

BadunE 8,70 6,45 4,22 5.64 5.55 4.70 5.88
Gianvar 2,LL 2.Ot t.27 L.54 t.46 1.61 t,67
Baneli 0.61 0,63 o,77 0,6s 0,58 0.65 0.6s
Klungkuns 1.08 1.08 t.o7 0.93 1.10 1.15 L.O7

Karanssem 1.38 1,35 1,13 t,u 1,08 1.19 t.20
Denpasar 3.09 2.t9 1.88 1.69 1.85 1.80 2.08

Rata-rata 2.L4 La7 L.47 1.61 1,58 L,52 L,70

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Tabel 4. lndeks kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Bali, Tahun 2001 - 2006

Berdasarkan Tabel4, kinerja keuangan daerah yang
paling baik dimiliki oleh Kabupaten Badung pada
tahun 2001, yaitu dengan indeks 5,51, sedangkan yang
paling jelek oleh Kabupaten Jembmna, juga pada tahun
2001, dengan indels 1. Secara tata-rata selama tahun
2001 - 2006, daerah yang memiliki kinerja keuangan
paling baik adalah Kabupaten Badung, kemudian
disusul oleh Kota Denpasar, sedangkan yang paling
jelek adalah Kabupaten Buleleng dan diatasnya adalah
Kabupaten Jembrana.

Secara rata-rata indeks kinerja keuangan daerah
untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali
dari tahun 2001 sampai dengan 2006 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan hasil
analisis trend dengan tingkat signifikasi kurang dari
lima persen.

Kinerja keuangan yang semakin baik seperti ini
sesuai dengan perkembangan waktu merupakan
harapan semua pihak dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Hal ini karena kinerja keuangan yang baik
merupakan akuntabilitas atau pertanggung-jawaban
pemerintah daerah dalam keuangan daerah yang
merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan
pemerintah yang baik seperti yang dikemukakan oleh
Halim (2002).

Adanya peningkatan kinerja keuangan daerah
sesuai dengan perkembangan waktu sesuai dengan
pendapat Wagner (Guritno, 2001) yang mengatakan
bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat
dengan berkembangnya perekonomian. Dengan
semakin berkembangnya perekonomian terutama
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yang disebabkan karena industrialisasi menyebabkan
hubungan antar masyarakat semakin rumit. Hal ini
membutuhkan penanganan yang semakin komplek,
sehingga pengeluaran pemerintah berkembang.
Oleh karena itu dalam rangka untuk mengantisipasi
perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat
yang disebabkafi oleh perkembangan penduduk,
peningkatan pendapatan, perkembangan pendidikan
masyarakat dan perkemb angan dinamika sosial, maka
peningkatan kinerja keuangan pemerintah merupakan
suatu keharusan.

Ketimpangan kinerja keuangan daerah antar
kabtpaten/kota di Provinsi Bali seperti yang
ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan keadaan
yang menurun. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil
analisis trend dengan tingkat signifikansi yang kurang
dari 5 persen.

Penurunan ketimpangan kinerja keuangan tersebut
tidaklepaq dari keseriusan dari pemerintahpusat dalam
memperbesar dana perimbangan yang diberikan kepada
kabupaten/kota yang memiliki kapasitas keuangan
yang kecil, yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus @AK), serta meningkatnya
profesionalisme dan integritas aparatvr pengelola
keuangan daerah dalam mengelola keuangan, antara
lain dengan meningkatkan PAD dan memperbesar
alokasi anggaran untuk belanja publik.

Ketimpan gan Kinerj a Pembangunar
Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam

penelitian ini digunakan indikator: 1) PDRB perkapita,
2) rata-rata lama pendidikan, dan 3) usia harapan
hidup. Berdasarkan indeks kesejahteraan masyarakat
yang dihasilkan melalui analisis faktor, selanjutnya
dihitung ketimpangannya dengan menggunakan
koefisien variasi, yaitu standar deviasi dibagi dengan
rataiatatya dikalikan 100 persen.

Tingkat pendapatan per kapita merupakan
i:ndikator yang pating sering digunakan untuk melihat
kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau
negara, terutama untuk pembangunan ekonomi, baik
dari segi nominal atau perrumbuhannya.

Tabel 5. PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Propinsi Bali (Tahun 2001-
2006) menurut harga konstan Tahun 2000 (Rp 1.000)

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5,selama tahun 2001 - 2006 rara-
rata pendapatan per kapita pada kabupaten/kota di

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 200s 2006
ttata- Pering-

V^t
Bulelens 7.29 t,26 L,25 L,34 L,29 L,94 1An q

Jembrana 1.00 1.19 1.53 1.69 7.64 t.92 lqn a

Tabanan t.70 2.03 2.Ol 2.ta 2,ts 2,17 )tu q

Badung 5,51 4,85 4,10 4,79 4.79 4.37 A '1/4

Gianyar 2.49 2.48 2,t7 2.52 2.54 2.73 ,ro
Bansli t.26 1.39 1.53 1.76 L7a 1,95 161 7
Klungkuns LA4 1,95 t,99 L,79 2.77 2.29 7rl1 A

Karansasem L.76 1.88 1.89 2.18 2.LA 2.47 2nR

DenDasar 3.11 2.57 2.ffi 2.52 2,72 2,61. )Ra )
Rata-rata 2,22 2,t8 2,13 2.3t 2.36 2,49 ) 'r9
Standar deviasi 1,40 L,L2 0,84 1,01 1,01 o,76

Ketimoanean (%) tr 6. 1af 10 ?1 13.75 42.K ,o,74

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rata-
Rata

Per-
tbul
P/ol

Buleleng 3.830 3.944 3.8st 4.048 4.273 4.472 4.067 3,M
Jembrana 5.015 5.104 4 occ 5.189 5.430 5.560 5.2t7 2.17
Tabanan 4.1t9 4.250 t.734 4.473 4.655 4.810 4.414 3.36
Baduns t0.60 7.Ogt 9.909 i 1A( to.25t 9.753 -0.30
Gianvar 5.M7 5.546 : EA' 5.704 5.939 6.127 5.7lt 2.47
Bangli 3.8rt8 3.911 3.82( 3.947 4.095 4.t42 3.968 1,73
Klunekune 5.4t2 5.650 ;.58i 5.U7 6.163 6.388 5.473 3.61
Karanpasem 3.350 3.423 3.295 3.436 3.606 3.691 3.458 1.97
Denpasar 6.254 6.420 7.392 7.594 7.819 4.294 7.296 6.52

Rata-rata 5.299 5.424 : na/ 5.565 5.803 5.968 5.525 2.52
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Propinsi Bali menurut harga konstan tahun 2000 rata-
rata Rp 5.525.000. Selama periode tersebut rataiata
PDRB per kapita paling tinggi adalah di Kabupaten
Badung, yaitu sebesar Rp 9.753.000,-, sedangkan yang
paling rendah di Kabupaten Karangasem, yaitu Rp
3.468.000,-.

Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, tingkat
PDRB per kapita di kabupaten/kota di Propinsi
Bali secara tata-rata mengalami pertttmbthan 2,52
persen per tahun. Namun secara statistik PDRB
per kapita di kabupaten/kota di Propiirsi Bali
menunjukkan pernrmbuhan yang signifikan. Daerah .

yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah
Kota Denpasar, yaitu 6,52 persert, kemudian disusul
oleh Kabupaten Klungkung sebesar 3,61 persen,
sedangkan yang paling rendah pertumbuhannya adalah
Kabupaten Badung, yaitu dengan pertumbuhan yang
negatif sebesar 0,30 persen selama periode tersebut.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Badung disebabkan oleh menurunnya kinerja industri
pariwisata yang merupakan han dalan daerahini karena
kunjungan wisatawan ke Bali pada umumnya dan ke
Kabupaten Badung pada khususnya.

Kesejahteraan masyarakat dalam,bidang pendidikan
dalam penelitian ini adalah rata-rata lama pendidikan
masyarakat pada masing-masing di kabupaten/
kota di Propinsi Bali selama tahun 200t - 2006.
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata
lama pendidikan masyarakat di kabapaten/kota di
Propinsi Bali selama tahun 2001 -2006 adalahselama
7,06 tahun. Lamapendidikan masyarakat yang paling
tinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, yaittr dengarata-
rata 10,03 tahun. Hal ini terjadi karena Denpasar
merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan di
Propinsi Bali yang banyak dihuni oleh penduduk yang
berpendidikan tinggi. Kabupaten Karangasem dengan
lama pendidikan masyarakat paling rendah, dengan
rata-rata 4,65 tahun atau dengafi ratalata kurang
dari tamat sekolah dasar (SD). Rendahnya tingkat
pendidikat di Kabupaten Karangasem disebabkan
oleh tingkat pendapatan per kapita yang rendah ,yffig
dapat berimplikasi terhadap rendahnya alses terhadap
pendidikan dan juga kesehatan.

Tabel 5 Rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten/Kota di
Propinsi Bali, Tahun 2001 - 20O6 (tahun)

Kab/Kota 2007 2002 2003 2004 2005 2006
Rata-
Rata

Pertum-
brrhan I%

Bulelens 6.20 6,22 6,22 6,20 6.20 6.30 6.22 o.32
Jembrana 6,10 6.92 6.92 7.to 7.10 7.30 6,91 3,93
Tabanan 7.to 7.27 7_27 7,30 7,30 7.40 7.27 0.8s
Baduns 8,10 8.60 8,60 8.60 8.60 8.80 8.5s L,73
Gianvar 6.90 7.35 7.35 7.50 7,50 7,60 7,37 z.o3
Baneli 5,50 6,08 6,08 6.20 6.20 6.30 6.05 2,97
Klunskuns 6,10 6.t4 6.t4 5.80 6.80 7,OO 6,50 2.95
Karansasem 4,LO 4,65 4,65 4.80 4.80 4.90 4.65 3.90
Denpasar 9,70 10,34 t0.34 9.90 9.90 to.0( 10,03 0,62

Rata-rata 6.64 7.06 7.O5 7,16 7,16 7,29 70,6 1.94

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Dari Tabel 6 |uga diketahui pertumbuhan lama
pendidikan masyarakat paling pesat terjadi di

Kabupaten Jembrana, karena daerah ini banyak
diterapkan kebijakan bebas uang sekolah, seperti
sumbangan pembinaan-pendidikan (SPP) dan pungutan
lainnya. Sedangkan daerah yang perrumbuhan lama
pendidikan masyarakatnya paling lambat adalah
Kabupaten Buleleng. Dengan bertambahnya waktu,
tata-ratalaml pendidikan masyarakat di Propinsi Bali
dari tahun 2001 - 2006 mengalami peningkatan yang
signifikan.

Usia harapan hidup merupakan indikator penting
dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada
suatu negara ataa daerah. Dari Tabel 7 diketahui usia
harapan hidup penduduk kabupaten /kota di Propinsi
Bali pada tahun 2006 secara rata4atamencapai7l,Ol
tahun. Angka ini lebih trnggi l,7L tahun dibandingkan
dengan pada tahun 2001.

Secara statistik tata-tata usia harapan hidup
penduduk kabupaten/kota di Propinsi Bali dari tahun
2001,sampai tahun 2006 mengalami peningkatan
secara signifikan, sebagai akibat dari peningkatan
pendapatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan
kesadaran masyarakat akan kesehatan. Tabel 7 juga
mengindikasikan bahwa usia harapan hidup pada
tahun 2006 yang paling tinggi terdapat di Kabupaten
Tabanan, yaito 74,30 tahun, sedangkan yang paling
rendah terdapat di Kabupaten Karangsem, yaitu67,80
tahun.

Tabel 7. Usia harapan hidup penduduk pada Kabupaten/Kota di Propinsi
Bali,Iahun 2001 - 2@6 (tahun)

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan hasil olahan data dapat diketahui
bahwa PDRB perkapita, pendidikan, dan usia harapan
hidup secara statistik valid atau memenuhi kriteraia
sebagai variabel pengukur kesejahteraan masyarakat
kabtpaten/kota di Propinsi Bali untuk tahun 2001

- 2006. Selanjutnya, berdasarkarl score factor dari
analisis faktor ditransformasi menjadi minimal satu
yang menghasilkan indels kesejahteraan masyarakat
yang mana indeks kompositnya ditampilkan pada
Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8, tahun 2001 kesejahteraan
masyarakat tertinggi dimiliki Kabupaten Badung,
dengan indels 4,11, sedangkan yang terendah adalah
Kabupaten Karangasem dengan indeks sama dengan
1. Pada tahun 2006 kesejahteraan masyarakat yang
tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, dengan indeks
4,61, sedangkan yang terendah tetap dimiliki oleh

\c Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-
Rata

Pertum.
buhan

l%\
1 Bulelens :t na 66,1 )7,29 67.54 aa rr 37.2( 0.73
2 Jembrana 70,2! 71.33 70.8( 7t.4C 71.7C 70.8I 0,54
3 Tabanan 70.6C 72,7 73,2r 73,7( 74,2C t4,3C 73.0i 1.0s
4 Baduns 70,5C 7t,o( 72.24 71.2( 77.4C t1.6C 7r.33 0.31
5 Gianvar 70.7C 71.61 72.65 71.5( 77,8C t) it 7t,77 o.37
6 Bansli 70.5C 70,71 IL,L4 7L.7( 77.3C L,4C 7t.ot o.26
7 Klungkuns ;7.7 67.7t t8.93 58.3( aa ar ;9.10 aa ai 0,60
8 Karansasem acA 66.6! ;7,48 67,O( 37,6C ;7.80 57.23 o.42
9 Denoasar 1,5C 77,87 t2,33 72,7( 72,7t t2.8C 72.32 0.34

Rata-rata ;9,24 59,8i 70,78 70,42 70,82 7t,07 70,31 0,51
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Tabel 8. lndeks kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi
Bali, Tahun 2001 - 2006

lab/Kota 2001 2@2 2003 200E. 2005 2006
Rata-
rata

Pering-
kat

Bulelene 1.53 1,68 1,85 1.91 2.O7 2.r3 1,88 8
Jembrana 2,43 )76 2.9L 2.92 3,06 3,22 2.88 5
Tabanan 3.01 3.03 3,19 3,30 3.43 3.51 3.2s 4
Baduns 4,It 4.38 3.93 4.28 4.37 4,83 4,32 2
Gianvar 2.89 3.20 3,35 3,24 3.33 3,57 3.2'l 3
Bangli 2,16 2,39 2.43 2.48 2.s4 2.62 2,44 7
Klungkung 2.07 2.22 2.40 2,55 2,68 2,79 2.45 6
Karangasem 1,00 L,23 1,40 r.32 t.44 1.53 L,32 9
Denpasar 4.00 4.24 4.50 4.4a 4,52 4,67 4.39 1
Rata-rata 2.59 2,79 2,89 2.94 3.05 3.20 2.91
Standar deviasi 1,03 1,06 0,98 1.03 1_00 1,08
Ketimoanean {%l 19.8( laff 2' n( ]4,9( 12.95 t3.77
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signifikan (tingkat signifikansi kurang dari 5 persen)
terhadap ketimpangan kesejahteraan m.lsyarakat, yang
ditunjukkan oleh tingkat, seperti yang ditampilkan
padaTabel9.

Tabel 9. Hasil analisis regresi dampak ketimpangan kinerja keuangan
terhadap lqtimpangan kesejahteraan masyarakat di propinsi
Bali (2001-2006)

Cefficient..

Mod6l

Unstandardized Standardized

&la

Ketimpangan
Kinerja Keuanqan 220 .056 .891 3.928 .017

a. Dependent Variable: Kolimpangan Kineoa pembangunan

Keadaan tersebut berarti bahwa semakin menurun
ketimpangan kinerja keuangan daerah, menyebabkan
ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah pada
kabttpaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001

- 2006 juga semakin berkurang. Dari hasil analisis
diperole(r bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar
0,794 yang berarti bahwa variasi dari kesejahteraan
masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali
selama tahun 200 1 - 2006, 7 9,4 persen dijelaskan oleh
variasi kinerja keuangan daerah, sedangkan sisanya
sebesar 20,6 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar
model penelitian ini.

Adanya pengaruh yang positif dan signifikan
ketimpangan kinerja keuangan daerah terhadap
ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada
kabtrpaten/kota di Provinsi Bali selama tahun
2001 - 2006, membantah pendapat Huther dan
Shah (1998) yang mengamari bahwa desentralisasi
fiskal memperlebar afltara daerah yang kaya dan
yang miskin, dan Lindaman dan Thurmaier e002\
yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat
mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Pengaruh positif ketimpangan kinerja keuangan
daerah terhadap ketimpangan kesejahteraan
masyarakat daaahjuga sesuai dengan pendapat Todaro
(2000), bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan
antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat
mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk
kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa
"pembayaran transfer", dan secara tidak langsung
melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan,
zubsidi kesehatan, dan sebagainya. Pemberian DAU dan
DAK yang lebih besar kepada daerahyangmempunyai
kapasitas keuangan yang rendah merupakan salah satu
usaha pemerintah pusat mengurangi ketimpangan
kesejahteraan masyarakat aurtzu. daerah. Senada dengan
Todaro, Minassian (Blanchard dan Shleifea 2000)
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai
melalui keputusan-keputusan publik pemerintah yang
diimplementasikan dalam peran alokasi dan distribusi
atas sumber-Sumber ekonomi.

Sumber : Hasil penelitian

Kabupaten Karangasem dengan indels sama dengan
1,39. Dengat melihat tata-rata indeks kesejahteraan
masyarakat selama tahun 2001 - 2006, maka dapat
diketahui daerah yang memiliki kesejahteraan
masyarakat paling baik adalah Kota Denpasar,
kemudian disusul oleh Kabupaten Badung, sedangkan
yang paling jelek adalah Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian konsisten dengan publikasi yang
dilakukan oleh BPS Provinsi Bali tahgn 2006 tentang
"Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun
2005", yang menempatkan Kota Denpasar dengan
peringkat IPM tertinggi dan IPM terendah Kabupaten
Karangasem, meskipun indikator yang digunakan
sedikit berbeda. BPS menggunakan indikator yang
mengacu pada konsep UNDP, yaitu menggunakan
indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan,
dan ekonomi.

Secara rata-rata, indels kesejahteraan masyarakat
untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan
wakru dari tahun 2001 - 2006 mengalami peningkatan
yang sangat siginifikan (tingkat siginfikansi kurang dari
1 persen), yaitu dari 2,59 pada tahun 2001 menjadi
3,20 pada tahun 2006.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar
kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 ke
tahun 2006 menunjulkan keadaan yNrgmenurun. Hal
ini juga dibuktikan dengan hasil analisis trend dengan
tingkat signifikansi yang kurang dari 5 persen.

P*put Ketimpangan Kinerja Keuangan terhadap
Ketimpangran Kesejahteraan Masyarakat

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa
dengan dilaksanakan desentralisasi fiskal, kinerja
keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat
pada kabupaten/kota di Provinsi Bali cendrung
meningkat atau semakin baik selama tahun Z0OI -
2006. Di lain pihak ketimpangan kinerja keuangan
daerah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat
padakabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode
yang sama mengalami penurunan atau dalamkondisi
yang lebih baik. Hasil analisis data menggunakan
model regresi sederhana, ternyata ketimpangan kinerja
keuangan daerah padakabupatenlkota di provinsi Bali
selama tahun 2001 - 2006 berpengaruh positif dan
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KESIMPIJLAN DAN SARAN

Kesimpulan .
Berdasarkan bahasan dari bagqan-b agjan sebelumnya

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada

kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2001-
2006, kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan
masyarakat mengalami peningkatkan yang signifikan.
Di pihak lain, ketimparrgan kinerja keuangan daerah
dan ketimpatgan kesejahteraan masyarakat antar
kabupaten/kota menunjukkan kecenderung an (trend)
yang menurun atau semakin berkurang. Penurunan
ketimpangan kinerja kzuangan tersebut tidak lepas dari
uluran tangan pemerintah pusat dalam memperbesar
dana perimb afigan yang diberikan kepada kabtpaten/
kota yang memiliki kapasitas keuangan yang kecil,
yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU).dan Dana
Alokasi Khusus (DAK), serta meningkatnya keahlian
dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah
dalam mengelola keuangan, sehingga PAD dan
selalu meningkat, dan proporsi belaqja publik terus
membesar.

Ilasil analisis regresi sedahana menuqiul&an bahwa
ketimpangan kinerja keuangan daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masrTarakat
pada kabupatet/kota di Provinsi Bali selama tahun
2001 - 2006. Hal ini berarti bahwa semakin berkurang
ketimpangan kinerja keuangan daerah, maka semakin
berkurang ketimpangan kesejahteraan masyarakat
pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun
2001-2006. Hasil penelitian ini sesuai dengan amanat
dari Undang-undang Nomer 22 tahtxt 1999 yang
disempurnakan menjadi Undang-undang Nomer 32
tahun 2004 bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal
atau otonomi daerah adalah untuk mengurangi
ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar daerah.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat
Halim (2001), Simanjuntak (2000), Suwandi (2000),
Minassian (1997), dan Todaro (2000) yang pada intinya
mengatakan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah
Daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan
daerah menentukan kemampuan Pemerintah daerah
dalam rnenjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran
Berdasarkan bahasan dan kesimpulan disarankan

agar pemerintah daerah selalu meningkatkan kinerja
keuangan dengan meningkatkan PAD minimal
sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan PDRB,
memperbesar alokasi arLggatarl untuk belanja publik
atau pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat
meningkat. Pemerintah pusat juga diharapkan selalu
memperhatikan daerah yang mempunyai kemampuan
keuangan yang kecil untuk mengurangi ketimpangan
kinerja keuangan,yang dapat berimplikasi terhadap
ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah.
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ABSTRACT 
X

The objectives of this research are to examine the performance of community stock of rice at farmers,
collector traders, rice milling units, and retailers and to identiff factors affecting such stock at farmers, ffaders
and rice milling, and retailers at traditional markets place in Lampung Province.

Field survey was purposively conducted at Palas Sub-district, in the District of South Lampung as one of
main production centers of rice in the province and in the city of Bandar Lampung as the consumption center
in the province of Lampung. Total number of samples was 75 farmers, who were selbcted randomly from
the sampling frame of farmers in the sub-district. In addition, in-depth interviews were also conducted to 13

large-scale traders and rice retailers in seven traditional market places in the city of Bandar Lampung.
The resuls show that (1) the ayerage of p.addy stock at the household level in rural area is 1.9 ton of dried

paddy, rvhich is equivalent to 1,235 kg of rice per year. Collector traders usually have no stock of paddy or
rice. Rice milling units manage rice stock of 75-120 ton of dried paddy annually. The stock is usually very high
during the main harvest season in March-April and low during small harvest season in December-January.
Large-scale rice traders manage the trading stock for abort}A ton every month. Econometric analysis shows
that the variance of rice stock can be expiained by the variance of household member, paddy production
capaciry and capacity of warehouse, ceteris paibla. However, the rice stock at large-scale traders is affected
by the ratio of buyms to selling price, the amount of rice bought, and the amount of rice sold, the length of
harvest period, and specific time required to manage the stock.

Kqt word: ice stock, farm lnel, retail market, Lampung Proyince

ABSTRAK

Penelitian ini berttrjuan untuk mengetahui (1) keragaan cadangan beras di tingkat petani, pedagang pengumpul
dan penggilingan padi di sentra produksi beras, serta cadangan beras di pedagang beras grosir pada pasar
tradisional di Provinsi Lampung, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan beras di tingkat petani,
pedagang pengumpul dan di penggilingan padi, serta di tingkat pedagatg grosir pada pasar tradisional di
Provinsi Lampung.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan sebagai salah satu sentra produksi beras di
Provinsi Lampung dan di Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat konsumen beras terbesar di Provinsi
Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive). Sebanyak 75 petaru di Kecamatan Palas
diambil secara acak sederhana dat 13 pedaganggrosir beras diambil secara proporsionnl simple random sampling
dari tujuh pasar tradisional di Batdar Lampung.

Hasil penelitian menunjulkan bahwa: (1) cadangan gabahpetani rata-rata 1,9 ton gabahkering panen yang
setara dengan 1.235 kg beras per tahun yang digunakan untuk konsumsi pangan empat anL1gota keluarga.
Pedagang pengumpul tidak memiliki cadangan gabah. Para pengusaha penggilingan padi rata-rata mampu
menyerap 25 - 40% produlsi gabahpetani. Penggilingan padi menyimpan gabah pada bulan Maret - April dan
Desember - Januari rata-rata sebanyak 75 sampai 120 ton gabahkering panen per tahun yang digunakan sebagai
cadangan untuk keperluan operasional pabrik selama beberapa bulan. Pedagang grosir memiliki cadangan
beras sebanyak 2 sampai 4 ton per bulan yang siap untuk dijual kembahl (2) Cadangan beras di tingkat petani
dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga petani, produksi gabahyang dihasilkan petani, dan kapasitas gudang
penyimpanan, ceteris paribus. cadangan beras di pedagang grosir dipengaruhi oleh rasio harga pembelian dan
penjualan beras, jumlah pembelian, jumlah penjualan, masa panen, dan waktu khusus.

Kata kunci: cadangan beras, petani dan pedagang grosir beras

PENDAHT LUAN Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai skor
62oh melebrhi skor pola pangan harapan (PPH) yaitu

LatarBelakang 50o/o. }Ial ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan
Beras dalam beberapa dekade ke depan masih sebagian besar penduduk Indonesia masih tergantung

merupakan makanan pokok Bangsa Indonesia. pada beras (Kaman, 2007 dalamlampung Post Rabu,
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18 April 2007). Kondisi tersebut berimplikasi bahwa
Pemerintah harus menjamin cadangan pangan (beras)
bagi seluruh rumah tangga. Di samping itu, beras
merupakan makanan pokok utama sebagian besar
penduduk, stabilitas parugan (beras) sangat penting
dan tetunya akan berpengaruh terhadap stabilitas
social, ekonomi dan politik bangsa. Oleh karena itu,
jaminan cadangan dan distribusi beras serta harga yang
terjangkau daya beli masyarakat merupakan faktor
penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah
(BAPPENAS, 2008; Saitullah, 2008).

Jaminan cadangan beras akan mendukung
tenvujudnya tujuan ketahanan pangan yaitu menjamin
cadangan dan konsumsi pangan yang cukup, aman,
bermutu, dmbergSzi seimbang, pada tingkat nasional,
daerah hingga ke tingkat rumah tangga (Dewan
Ketahanan Pangan, 2006). Ketahanan pangan
merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem
cadangan, distribusi dan konsumsi. K-inerja dari
masing-masing subsistem tersebut tercermin dalam
stabilitas pasokan partgan, akses masyarakat terhadap
pangan, serta pemanfaatan pangan (food utulimtion).

Cadangan beras dapat dipenuhi dari tiga sumber,
yaitu produksi dalam negeri, lmpor beras, dan
pengelolaan cadangan (cadangan) beras. Nazara
(2008) menyatakan bahwa pada tahun 2007 jttmla};
penduduk Indonesia berjumlah 224,9 juta jiwa,
dengan laju pertambahan sebesar 1,3 persen per
tahun (periode 2000-2005) maka diperkirakan pada
tahw 2025 penduduk Indonesia akan mencap at 27 3,2
juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut
akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan
bahan pangar. (beras). Permintaan beras perkapita
penduduk juga akan meningkat seiring dengan terus
meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan
dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi
dan ragam aktivitas masyarakat.

Pada sisi lain, cadangan sumber daya lahan
semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta
persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian
dengan sektor non pertanian. Cadangan sumber daya
lahan yang produktif untuk penyediaan pangan
semakin sempit sedangkan program percetakan
sawah belum mampu menggantikan lahan-lahan
yang beralih fungsi tersebut. Berbagai upaya tElah
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyediaan
pangafl yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
penduduk, diantaranya dengan melal,sanakan upaya
khusus melalui program-program pemerintah untuk
menghindari kelangkaan beras. Keberhasilan program
tersebut diharapkan mampu meningkatkan cadangan
bahan pangafi (beras) nasional yang mengalami
penurunan cukup drastis selama musim kemarau
berkepanjangan, krisis ekonomi dan kesulitan sarana
produksi (Krisnamurti, 2008; Siregar dan Masyitho,
2008; Mulyana,1998).

Propinsi Lampung merupakan salah satu sentra
produlsi atau lumbung pangan (beras) di Indonesia
dengan areal panen tahun 2005 seluas 426.129 ha

Analisis Cadangan Beras Maslarakat di Provinsi Lampung . Wan Abbas Zakaria

dengan produktivita s rata-ratasebesar 4,55 tot/ha
sehingga total produksi mencapai 1.939.384ton (Dinas
Pertanian dan Ketahan an P angat Propinsi Lampung,
2006).

Salah satu sumber pasokan untuk mengisi keseqjan-
gan arfiNaproduksi dan konsumsi masyarakat dalam
negeri / daerhh adalah cadangan p angan nasional.
Cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan
beras pemerintah dan cadangan beras masyarakat.
Cadangan beras pemerintah berfungsi sebagai :-(1)
pengisian cadangan melalui pembelian gabah dari
petani untuk mencegah jatuhnya harga saat panen
raya (Februari-Juli), (2) mengisi cadangan yarry dapat
digunakan untuk menanggulangi bencana alam, (3)
penyaluran beras bagi orang miskin (raskin), (4) untuk
operasi pasar guna menstabilkan harga ditingkat kon-
sumen. Adapun cadangan pangan masyarakat terdiri
dari : (1) cadangan beras di rumah tafigga petani,
(2),cadmgan beras di rumah tarLgga konsumen, (3)
cadangan beras di rumah tarugga penggilingan, (4)
cadangat beras di rumah tarrgga pedagang.

Kecukupan parrgan merupakan prasyarat utama
(necessary condition) dan ketepatan kebijakan adalah
syarat kecukupan (suficimt condition) bagi terciptanya
ketahanan pangafl yang efektif dan berkelanjutan
(Saitullah, 2008).

Hargaberas yang fluktuatif (rendah saat panen raya
dan sangat tirrggS pada saat paceklik dengan selisih
harga arrtara Rp 500,00/kg hingga Rp 1.500/kg)
merupakan permasalahan yang serius. Pengendalian
tingginya harga beras saat paceklik melalui operasi
pasar beberapa tahun terakhir menunjul&an kinerja
yang kurang efektif sedangkan pengadaan beras saat
musim panen raya menunjukkan kinerja di bawah
harapmr(target pengadaan sulit dicapai karena hmgadr
tingkat petani masih lebih besar dibandingkan dengan
harga pembelian pemerintah). Lemahnya efektifitas
operasi pasar dan puryadaanberas tersebut disebabkan
karena belum diperolehnya infomasi tentang perilaku
cadangan beras masyarakat baik di tingkat petani
produsen besar maupun di tingkat pedagang. OIeh
karena itu penelitian ini sangat diperlukan.

Tujrran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)

keragaancadangart beras di tingkat petani, pedagang
pengumpul dan penggilingan padi di sentra produksi
beras, serta cadangan beras di pedagang beras grosir
pada pasar tradisional di Provinsi Lampung, dan
(2) faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan
beras di tingkat petani, pedagNtg pengumpul dan di
penggilingan padi, serta di tingkat pedagang grosir
pada pasar tradisional di Provinsi l-ampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung sebagai
salah satu lumbung pangan nasional. Kecamatan Palas,
Kabupaten Lampung Selatan dipilih sebagai salah satu
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senffa produksi padi di Provinsi Lampung dan tujuh
pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dipilih
sebagai salah satu lxrsat konsumen beras terbesar
di Provinsi Lampung. Sebanyak 75 orang petani di
Kecamatan Palas diambil secara acak sederhana dan
sebanyak 13 pedagang beras grosir diambil secara
proporsional simple random sampling yangtersebar pada
tujuh pasar tradisional di Bandar Lampung.

Data yang digunakan meliputi data primer dan
sekunder yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan model persamaan tunggal.
Analisis regresi menggunakan metode Ordinary Least
Squares (O2.9) untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi cadangan beras di masyarakat.

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Cadangan Bems Masyarakat di Sentra Produlsi Padi
a. Cadangan beras petani
Pola cadangan beras atau gabah petani
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata fuas

pemilikan lahan petani satu sampaitigahaper keluarga
dengan jumlah aruggota keluarga 3 sampai 4 orang-
Para petani umumnya memiliki modal usahatani
sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00.
Produktivitas tata-rata sebesar 4,50 sampai 6,75
ton gabah kering panen per ha. Hasil produksi padi
dijual oleh para petari kepada pedagang pengumpul
desa dengan harga sebesar Rp 2.000,00 sampai Rp
2.200,00/kg gabah kering panen.

Umumnya parapetari melakukan cadangan gabah
satu sampai dua kali dalam setahun yakni pada saat
panen musim hujan (Juni - Juli) dan panen musim
kemarau (Desember - Januari). Hanya sebagian kecil
(6,670/o) petani tidak melakukan cadangan gabah
karena petani membutuhkan uang tunai, atau lebih
menguntungkan membeli gabah dari pihak lain/
petani lain, dan karena melakukan sistem tebas dalam
menjual hasil panen.

Petani yang melakukan cadangan gabah sekali
setahun adalah petani yang menggarap sawah di
lahan tadah hujan, setelah panen padi para petani
menanam palawija. Jumlah cadangan gabah petani
sebesar 1 - 5 ton dengan rata-rata 1,9 ton gabahkering
panen (GKP) atau setara dengan 1.235 kgberas per
tahun. Jumlah tercebut digunakan untuk memenuhi
konsumsi empat anggota keluarga dengan jumlah
konsumsi beras rata-rata 1,47 kilogram per hari
per keluarga. Jumlah beras itu mampu mencukupi
kebutuhan konsumsi pangan keluarga dalam setahun.
Grafik perkembangan cadanganberas petani per bulan
tertera pada Gambar 1.

Gambar I memperlihatkan jumlah beras yang
diperoleh dari stok gabah sebanyak 0,5 ton gabai
per panen atau setara dengan 275 krlogram beras,
sudah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi
pangan keluarga sampai masa panen berikutnya,
dengan asumsi bahwa tidak ada cadangan gabahyang
digunakan untuk membayar hutang atau keperluan

Akreditasi: No. I 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

lainnya di luar konsumsi parlgan keluarga.
Petani yang melakukan cadangan beras sebanyak

2 kali per tahun merupakan petani yang menggarap
sawah pada lahan beririgasi. Cadangan beras
dilakukan pada saat panen musim hujan dan panen
musim kemarau. Jumlah gabahyang disimpan petani
sebanyak 1 - 2ton gabah kering panen (GKP) atau
rata4ata 7,36yo dari hasil panen (10,53 ton GKP/
Kel). Cadangan tersebut digunakan untuk konsumsi
ruta-rata tiga anggota keluarga dengan konsumsi beras
rata-rata sebesar 1,25 kilogram per hari. Jika cadangan
gabah petani kurang dari 500 kg gabah setiap kali
panen maka keluarga petani tersebut akan mengalami
kekurangan cadangan berasnya.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags s€p Ok Nov Des Buhn

Gambar 1. Grafik perkembangan cadangan beras petani Per bulan, Tahun
2008

Umumnya petani tidak memiliki gudang atau tempat
penyimpanan lhusus sehingga cadangan gabah atau
beras petani disimpan di karung-karung dan diletakkan
di dapur atau di atas papan curah atau dititipkan pada
pengusaha penggilingan padi terdekat. Para petani yang
tidak memiliki cadangan gabah atau beras atau hanya
menyiapkan cadangan sekali dalam setahun, berusaha
memenuhi kekurangan beras melalui progmm Raskin
(beras untuk ralcyat miskin) yangdidapatsetiap bulan
atau dengan membeli beras dari penggilingan padi-
beras atau dat'r pedagangpengecer (warung) terdekat
dengan harga Rp 3.800,00 - Rp 4.500,00/kgberas. .

Faktor-faktot yang mempengaruhi cadangan beras
petani

Hasil analisis faktor-yang mempengaruhi cadangan
beras di tingkat petani tertera pada Tabel l.

Tabel 1. Hasil analisis regresi faktor-faktor yang mempengaruhi
cadangan beras petani

Keterangan :
"' : Signifikan pada taraf 99%
" : Signifikan pada taraf 90%
' : Signifikan pada taraf 80%

Tabel 1 menunjukkan bahwa model regresi yang
digunakan belum mampu mer{elaskan secara utuh
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Variabel Koefisien
Resrcsi t-hitung Signifikan

Konstanta 0,656 1,544 0,t27
Jumlah anssota keluarpa tani (JAKtl o.\77- 1.737 0.087
Harm sabah di petani (HGft) 4.O27 4,267 0.790
Produksi sabah oetani (PGPI) -0,166' -t.298 0.199
Modal usaha nadi lMUftl 0.720 o.9M 0,349
Kaoasitas sudanB netani IKGRII 0,518-" 5,O47 0.000
F-hituns = 5.910+*i 0.000
R2 adiusted = 0-249

R souare = 0.300
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perilaku cadatgatberas di tingkat petani @ sangat
kecil). Meski demikian dilihat dari nilai F-hirung dan
t hitung tampak bdrwa beberapa informasi penting
bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku cadangan
beras di tingkat petani.

Jumlah arrggota keluarga tani (JAKI) berpegaruh
nyata dan positif terhadap cadangan beras petani,
jika jumlah arrggota keluarga tani bertambah satu
orang maka cadangatberas petani meningkat sebesar
0,177 ton (177 kg) per musim. Penambahan jumlah
anggota keluarga tani menyebabkan cadangan beras
petani meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat
Nazara (2008). Namun pada jumlah anggota keluarga
tertentu, cadangan beras petani akan menurun.
Kondisi ini terlihat dari petani yang memiliki jumlah
anggota keluarga arLtara I - 2 orang, cadangan beras
cenderung meningkat sampai pada batasan jumlah
anggota keluarga 5 - 6 orang kemudian-cadangan
beras menurun pada jumlah arrgota keluarga 7 - 8
orang.

Harya gabahtingkat petani GIGPT) tidak berpengaruh
nyata terhadap cadangan beras petani. Namun dari
segi tandanya tampak bahwa ada kecenderungan
jika harga beras naik maka cadangan beras petani
berkurang. Hal ini berarti petani cenderung menjual
hasil produlsi lebih banyak jika terjadi kenaikan harga
beras. Hal ini wajar karena petani lebih cenderung
menjual hasi padinya untuk memenuhi kebutuhan
keperluan keluarga dari pada menyimpannya lebih
banyak lagi untuk cadanganberas petani. Di samping
itu adanya program raskin menyebabkan petani tidak
l*rawatir terhadap kekurangan cadangan berasnya.

Produlsi gabah petani (PGPQ berpengaruh nyata
dan negatif terhadap cadangat beras peiani. Jika
produlsi gabahnaik sebesar satu ton, maka cadangan
beras petani akan turun sebesar 0,166 ton (166 kg
beras), ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan produlsi padi/beras yang cukup besar di
tingkat petani produsen memberi peluang lebih besar
bagi Pemerintah dan pengusaha untuk meningkatkan
cadangan berasnya baik untuk keperluan program
raskin maupun untuk komersial. Kondisi ini membuat
para petani tidak khawatir terhadap kekurangan
cadangan beras keluarganya. Adapun modal usahatani
padi (MUPI) tidak berpengaruh nyata terhadap
cadangan beras petani.

Kapasitas gudang (KGBQ berpengaruh nyata
secara positif terhadap cadanganberas petani dengan
tingkat kepercayaan 99 persen. Jika kapasitas gudang
untuk tempat menyimpan gabah atau luas gudang
penyimpanan bertambah sebesar 1 m2, maka cadangan
beras petani akan meningkat sebesar 0,518 ton (518
kg beras). Saat ini, cadangan gabah di tingkat petani
sedikit karena petani tidak memiliki tempat atau
gudang penyimpanatyang bisa digunakan untuk
menyimpan cadangan gabah mereka dalam jumlah
yang lebih banyak. Selama ini, petani menyimpan
gabah mereka di dapur atau dititipkan di penggilingan
padi.

Analisis Cadangan Beras Masyarakat di Provinsi Lampung . Wan Abbas Zakaria

Berdasarkan uraian terdahulu disimpulkan bahwa
penyediaan gudang atau silo merupakan upaya yang
sangat penting dan strategis dalam meningkatkan
cadangan gabah/beras di petani. Oleh karena itu
pengembangan sarana gudang/silo keluarga petani
perlu dilakukan.

x
a. Cadangan beras di pedagangpengumpul
Pedagang pengumpul gabah di Kecamatan Palas

terdiri daipedagang pengumpul kecil dan pedagatg
pengumpul besar (penggilingan padi). Pedagang
pengumpul kecil tidak melakukan cadangan beras
atau gabah. Hal ini karena modal untuk membeli
gabahberasaldaipedagangbesardanparupedagang
pengumpul kecil harus segera menyerahkan seluruh
gabah atau beras yang berhasil dibelinya kepada
padagang pengumpul besar (penggilingan padi).

Pedagarypengumpul kecil hanya menguasai gabah
pada vrakhr tertentu yakni pada saat panen Juni -
Juli atau pada saat panen bulan Desember - Januari,
selanjutnya gabah tersebut langsung diserahkan kqada
pemilik modal atau penggilingan padi.

b. Cadangan beras di penggilingan padi
Cadangan beras atau gabah yang ada di penggilingan

padi merupakan cadangan gabah milik sendiri
dan cadangan gabah milik petani yang menitipkan
gabahnya untuk digilingkan menjadi beras dengan
upah jasa bagi hasil (bawon) dengan perbandingpn
hasil 10 : 1. Hal ini berarti setiap petani menggilingkan
gabah sebanyak 10 kilogram beras maka sebanyak 1

kilogram merupakan upah yang harus dibayarkan
atau yang meqjadi hak penggilingan padi, sehingga
petani hanya memperoleh jumlah bersih sebanyak 9
kilogram beras.

Penggilingan padi melakukan pengadamt cadangan
gabah untuk operasional pabriknya pada waktu-waktu
panen padi bulan Maret - Juni dan bulan Desember
- Januari. Cadangan gabah berkurang atau hampir
tidak ada pada masa paceklik yang terjadi pada bulan
September - Oktober.

Penggilingan padi mengerahkai terLaga pembeli
.gabah (pedagang pengumpul kecil) pada saat panen.
Satu orang pedagang bisa mendapat modal Rp 15
juta atau setara dengan 20 ton gabah kering panen
(harga gabah berkisar antara Rp 2.000 - Rp 2.100).
Penggilingan padi melakukan cadangan gabah dengan
waktu sekitar enam bulan (periode Maret - Juni dan
periode Desember - Januari) dalam setahun, sehingga
cadangan gabah yang diperoleh antara 75 - 120 ton
gabah kering panen per tahun.

Cadangan Beras di Pedagang Grosir di Bandar
Lampung

a.Sistem cadangan di pedagang grosir
Pedagang grosir beras pada pasar tradisional di

kota Bandar Lampung melakukan cadangan beras
guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan
beras yang semakin meningkat setiap hari dan guna
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meminimalkan resiko keterlambatan datangnya beras
dari para pemasok/suplier serta untuk berjaga-jaga
jika terjadi kelangkaaa (scarcit) beras akibat adartya
pengaruh iklim, musim tanam, dan faktor lain. Ca-
dangan beras di tingkat pedagangbermanfaat untuk
memonitor dan menentukan tingkat cadangan yang
harus dijaga oleh pedagang, sehingga pedagang
mengetahui kapan beras harus disediakan danberapa
pesirnan yang harus dilakukan.

Sistem cadangan, beras di tingkat pedagang grosir
memiliki pola yang sama Nutarapedagalgberas. Hal ini
menyebabkan tidak terlihat perbedaan yang signifikan
dalam sistem cadangan dari masing-masing pedagang
padaberbagai pasar tradisional di Bandar Lampung.
Cadangan di tingkat pedaganggrosir ditentukan oleh:
harga, suplier, pembelian barang dagang, penjualan
barang dagang, cadangan baratg dagang, biaya
penyimpanan, waktu tanam (panen raya) -dan lain-
lain. Faktor lain, yang secara tidak langsung dapat
mempengaruhi cadangan adalah kebijakan pemerintah
dalam menjaga kestabilan harga.

Sistem cadangan yang dilakukan
pedagang beras grosir di pasar
tradisional Bandar Lampung meliputi
subsistem pembelian dan penjualan
yang melibatkan suplier, pedagang beras
yang ada di pasar, dan konsumen beras
seperti yang terlihat pada Gambr 2.

Gambar 2 menunjukkan alur
kegiatan traksaksi jual-beli beras
yang dilakukan oleh pedagang grosir
di Bandar Lampung. Pengelolaan
cadangat beras yang ada di tingkat
grosir dilaksanakan dengan sistem
yang sederhana. Pedagang memperoleh
beras dari suplier yang ada disekitar
Kota Bandar Lampung, dan dikelola
sebagai cadangan untuk kemudian
dijual kembali kepada masyarakat.

Cadangan beras pada pedagatg
merupakan jumlah per{ualan beras ke
konsumen dikurangi jumlah pembelian
beras dari suplier bulan lalu selisihnya
ditambahkan dengan pembelian
bulan ini. Selain itu, dapat diketahui
bahwa beras yang berasal dari Talang
Padang mampu diterima oleh sumua
pasar tradisional yang ada di Bandar
Lampung, hal ini karena kualitas dan
rasa beras Ta1ang Padang yang sudah
terkenal enak dibandingkan beras dari
daerah lainnya.

Cadangan beras di pedagang
diHasifikasikan berdasarkan 4 (empat)
jenis kualitas beras berdasarkan kdteria

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

Lampung. Kualitas beras yang dljual tersebut adalah:
baik (kualitas 1), sedang (kualitas 2), kurang baik
(kualitas 3), danberas asalan (kualitas 4), secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel2 menunjukkan bahwa beras kualitas satu
sampai dengan tiga merupakan beras hasil olahan
pabrik sedangk&n untuk kualitas empat merupakan
beras asalan yang belum memiliki merk dagang
dengan kemasan karung hanya diiahit menggunakan
tali plastik.

Dalam menjalankan usaha dagangnya, pedagang
grosir beras di pasar tradisional kota Bandar Lampung
melakukan hubungan kerjasama dengan para suplier
yang ada di sentra-senffa produksi beras yang ada di
Propinsi Lampung terutama yarg berada disekitar
kota Bandar Lampung seperti Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Metro,
sedangkan untuk kabupaten/kota lain yang menjadi
sentra peduksi tetapi lokasinya jauh dari Kota Bandar
Lampung, biasanya menjual produknya keluar Propinsi
Lampung.

Asal Suplier Pedagang dimasing-
masing pasar

warna, rasa, aroma (wangi), dan
kemasan. Pedagang grosir menjual
beras dengat berbagai merk dagang
dari beberapa suplier di Propinsi

Psr. Panjang

Keterangan :

Gambar 2.Alur pengadaan cadangan beras di tingkat pedagang beras grosir pada pasar
tradisional di Kota Bandar Lampung
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Semakin banyak suplier tidak berarti semakin
besar cadanganberas yang dimiliki pedagang. Jumlah
cadangan beras di pedagang grosir ditentukan oleh
kuantitas beras yang dipasok masing-masing suplier.
Secara rinci jumlah suplier pada pasar tradisional yang
ada di Bandar Lampung tertera padaTabel3.

Tabel 2. Pembagian merk dagang beras yang dijual oleh pedagang beras
grosir berdasarkan mutu beras di Bandar Lampung 2008

Rahmalia (2007)

Tabel 3 menunjukkan bahwa suplier dari Talang
Padang memasok berasnya ke semua pasar tradisional
yang ada di Bandar Lampung. Umumnya pedagang
beras grosir di pasar tradisional Bandar Lampung
menerima pasokan beras dari 3-5 suplier. Banyaknya
suplier yang memasok beras ke pedagang grosir
dipengaruhi oleh lama berdagang dan besarnya modal
yang dimiliki

Tabel 3. Jumlah suplier dan asal suplier yang menyuplai beras ke pasar-
pasar tradisional di Bandar Lampung

Pasar
Jumlah

9cdaoano
lumlat
Suplier

AsalSuplier

Pasar Way Halim I 4 Talang padang, Pringsewu, Metrq
dan Gadinsreio

Pasar Tugu 2 3-5 Pagelaran, Talang Padang-Metro,
Wates. dan Gedons Tataan.

Pasar Bawah 1 3 Wates, Talang Padang, Gadingrejo
dan Metro.

Pasar Pasir Gintung 1 5 Talang Padang, Pagelaran, Wates,
Kota Agune, dan. Kalianda.

Pasar Tamin 2 3-5 Wates, Kalianda, Metro, dan Ta-
lane Padans-

Pasar Smep 3 3-4 Talang Padang, Degong Tataan,
Kalianda. dan Metro.

Pasar Panjang 2 3-4 Talang Padang, Pringsewu, Ka-
lianda, dan Kota Asuns.

Jumlah 13

Pedagang mendapat barang dagangannya dari
suplier perorangan (agen) atau pabdk. Nama
perusahaan dagang suplier/agen beras sama dengan
nama merk dagangberas tersebut. Untuk menentukan
suplier yang akan bennifa, pedagang tidak mempunyai
syarat khusus. Hubungan yang terbentuk merupakan
hubungan kerjasama yang saling membutuhkan. Boleh
jadi beberapa suplier menawarkan sendfui berasnya
langsung ke lokasi usaha, pada saat pedagan1 sedang
berdagang. Kecuali pada awal merintis usahanya,
pedagalg turun langsung ke sentra-sentra produksi
untuk mencari beras. Tidak semua pedagarLg
melakukan survei seperti ini untuk mendapatkanberas,
karena ada juga pedagang yang hanya meneruskan
usaha orangtua (usaha keluarga).

Suplier yang memasok beras ke pedagang grosir di
pasar tradisional Kota Bandar Lampung merupakan
agen-agen pemasaran dari merk-merk dagang beras
yang dijual di pasar. Beberapa merk dagang tersebut
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antaralarn: Jaya Indah, Dua Koki, Rojolele, Mutiara,
Kijang, GMS, Slyp Super, dan Super Slyp.

Pemesanan barurg dagang (beras) yang dilakukan
oleh pedagang beras grosir di pasar tradisional kota
Bandar Lampung biasanya dilakukan melalui alat
komunikasi telepon atau handpon. Akan tetapi ada
juga beberapa3uplier yang rutin dxatgsetiap beberapa
periode (I - 2 mlnggu sekali) untuk mengantarkan
beras dan mengecek jumlah cadangan yang ada
pedagarlg atau mencari informasi apakah pedagarlg
mau melakukan pemesanan kembali atau tidak.
Suplier tidak membebankan biaya pengiriman beras
kepada pedagarlg, pedagang cukup membayar sesuai
dengan harga beras yang mereka beli. Keterituan ini
berlaku untuk semua cara pemesanan, baik melalui
telepon atat di survei oleh suplier.

Pola pemesanan beras yang dilakukan oleh pedagmug
grosir di pasar tradisional kota Bandar Lampung
relatif'.homogen yaitu secara order point system yak:ti
pemesanan dilakukan bila cadangan yang ada telah
mencapai titik atau tingkat tertentu. Para pedagang
mengaku tidak memiliki standar khusus mengenai
tingkat cadangarl minimum dalam melakukan
pemesanan kembali. Tingkat cadangan minimum
dalam melakukan pemesanan sangat fleksibel. Semua
sesuai dengan kondisi penjualan saat itu, bila tingkat
penjualan naik maka responden akan melakukan
pemesanan kembali, meskipun jumlah cadangan beras
di tempat penyimpanan masih banyak. Pemesanan
kembali dilakukan bila beras yang tersedia di dalam
gudang berkisar antata l0 - 20 karung untuk setiap
merk dagang beras yang dimiliki oleh responden.
Umumnya cadanganberas di pedagang grosir sebesar
2 sampai 4 ton setiap bulannya.

Cara pembayaran kepada para suplier bervariasi
sesuai kemampuan pedagatg saat itu, adapedagatg
yang membeli beras tunai, kredit, tempo titipan, dan
lainJain. Bagi pedagang yang tidak memiliki modal
besar pembelian beras dilakukan dengan kredit, tempo,
dan titipan. Beras yang dibeli pedagang secara hutNtg/
titipan merupakan beras dengan merk pabrikan sebab
diperoleh dalam kapasitas yang besar.

Beras kualitas asalan yaitu beras yang berasal dari
penggilingan padi skala kecil (rumah tangga) yang
berada di sekitar pasar tradisional. Beras asalan tidak
bermerk dan dijual oleh petani pengusahapenggilingan
padi ke pasar dalam jumlah kecil guna memperoleh
tambahan modal untuk usaha tani padi atau untuk
membeli bahan kebutuhan pokok keluarga.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan beras
di pedagang grosir pada pasar tradisional di bandar
lampung
Hasil analisis regresi berganda tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi cadanganberas di tingkat
pedagang grosir di Bandar Lampung dapat dilihat
padaTabel4.

Tabel4menunjulftanbahwa Uji F untuk cadangan
beras kualitas satu sampai dengan empat di tingkat

Mutu/kualitas beras Merk dasane

Baik (kualitas 1)
Jaya lndah, Mutiara, Super Slyp, Marqisa
dan SJ.

Sedang (kualitas 2)
Kijang, Dua lkan Koki, Putri Solo, dan Slpy
Super.

Kurans baik (kualitas 3) Roiolele, Barokah. GMS. BSK. Rukun
Beras asalan (kualitas 4 - tidak bermerk dasans -
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maka jumlah cadangan beras di tingkat pedagang
grosir akan semakin banyak. Pada saat itu pedagang

menambah cadangan berasnya agar dapat memenuhi
permintaan pembeli yang meningkat pada hari-hari
besar keagamaan dan lainnya. Semakin banyak waktu-
waktu lfiusus dalam satu bulan tertentu maka jumlah
cadangarberas di tingkat p edagarg itga akan semakin
banyak.

Khusus untuk kualitas iga, pada hari-hari khusus
jumlah cadangannya justru meflurun. Hai ini karena
beras kualitas tiga banyak digemari oleh masyarakat,
llrususnya kelompok bawah y ang pada hari-hari kfruzus

mengurangi penggunaan beras kualitas empat untuk
kemudian beralih ke beras kualitas tigapada hari-hari
lfisusus tersebut. Sebagai contoh, padasaatmasa hari
besar keagamaan konsumen kelas bawah beralih dari
beras kualitas empat ke beras kualitas tiga yang lebih
baik dan enak rasanya dibandingkan dengan beras

kualitas empat dengan demikian jumlah penjualan
beras kualitas tiga oleh pedagangmeningkat sehingga

cadargan beras kualitas tiga menjadi berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan:

1. Cadangan beras pada masing-masing tingkat mulai
dari tingkat petani di sentra produksi beras hingga
ke pedagang grosir di sentra konsumen adalah
sebagai berikut:
a. Cadanganberas petani berasal dari hasil produlsi

usahatani padi yang diperoleh setiap musim
panen yaitu pada musim hujan (Juni * Juli) dan
pada musim kemarau (Juni - Juli). Cadangan
gabah p*ani rata-rata 1,9 ton gabah kering panen
yang setara dengan 1.235 kg beras per tahun.
Cadangan tersebut digunakan untuk konsumsi
pafigal empat anggota keluarga.

b.Pedagang pengumpul tidak memiliki cadangan
gabah.

c. Para pengusaha penggilingan padi rataqata
mampu menyerap 25 - 40% produksi gabah
petani. Penggilingan padi menyimpan gabah
pada bulan Maret - April dan Desember -
Januari sebanyak 75 sampai 120 ton gabah
kering panen per tahun yang digunakan sebagai
cadangan untuk keperluan operasional pabrik
selama beberapa bulan.

d. Cadangan beras di pedagang grosir sebesar 2
sampai 4 ton beras per bulan yang siap untuk
dijual. Pedagang grosir memperoleh beras
dari suplier yarg ada di sekitar Kota Bandar
Lampung. Pedagang grosir mengelompokkan
beras berdasarkan kualitas, merk dagang, dan
tanggal kedatangan

2. Cadatganberas di tingkat petani dipengaruhi oleh
jurnlah anggota keluarga petani (JAKt), produlsi
gabahyang dihasilkan petani (PGPQ, dan kapasitas
gudang penyimpanan (KGBI), ceteris paibus.
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Adapun jumlah cadangan beras di pedagang
grosir dipengaruhi oleh rasio harga pembelian
dan penjualan beras, jumlah pembelian, jumlah
penjualan, masa panen, dan waktu khusus.

Saran
Petani perlt melakukan cadangan gabah minimal

0,5 ton gabah kering panen (GKP) per musim panen

atau minimal satu ton GKP per tahun, agar kebutuhan
konsumsi parlgarL keluarga terpenuhi sepanjang
tahun.

Pedagang pengumpul gabah perlu mengusahakan
modal pinjaman dari pihak ketiga untuk pembelian
gabah petani agar mampu mencadangkan sebagian
gab ah hasil pembeliannya sebagai cadangan p anga;a

keluarga.
Penggilingan padi perlu mengusahakan adanya

pembukuan berkaitan dengan kegiatan operasional
pabrik. untuk mengetahui kecenderungan cadangan
beras di pengilingan dari waktu ke waktu.

Pemerintah perlu memberikan bantuan tempat
penyimpanan gabah dan atau beras yang bisa
digunakan untuk menyimpan cadangan pangan dalam
rangka meningkatkan ketahanan parLgafi keluarga.
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ABSTRACT

Shifting of agricultural land functions to non agricultural ones has been increasing from year to year in line
with the development in industry and trading sectors, causing in inequality of community incomes. To further find
out factors influencing shifting of agricultural land function and its effect to the inequality of community incomg
a survey method based-research has been conducted in Sabang city,. Province of Nanggoe Aceh Darussalam.
Result of this research indicates that number of family's dependants, income, education and land price, are
significantly affecting the changing of agricultural land function toinon agricultural land. Shifting in agricultural
land function also leads to inequality of community income indicated by Gini Ratio Value (GR) categorized
as a low level of inequality income

I{ryword: agricultural land shifiinC and inequality income

ABSTRAK

Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dari tahun ke tahun terus meningkat sesuai dengan
perkernbangan penduduk serta kemajuan di sektor industri dan perdagangan, sehingga menyebabkan ketimpangan
pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan peranian
dan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat, maka diadakan penelitian dengan menggunakan
metode survey di Kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil penelitian menunjul*an bahwa
faktor jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, pendidikan dan harga tanah /lahanberpengaruh nyataterhadap
penrbahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Perubahan fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan
terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat yang terindikasi dari ntlai GniRaab (GR) yang tergolong ke
dalam tingkat ketimpangan pendapatan rendah.

I{ata hnci: lahan pertanian dan kaimpangan pendapatan

PEI\DAIIuLUAN Dengan dibukanya kembali Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Sabang yang

LatarBelakang mulai sepi ditinggalkan sebagian penduduknyi iejak
Lahan merupakan sumberdaya alam yang tidak Tahun 1985 (2 Oktober 1985) dengan dicabutnya

dapat di perbaharui, kerenanya pemanfaatannya stafiis Free Port, kini Sabang mulai ramai kembili
harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. didatangi penduduk yang akan beraktifitas dalam
Pemanfaatan lahan secara optimal dengan berbagai bidang perdagangan dan industri maupun pariwisata.
r_nacam peruntukannya tetap dapat mempertahankan Akibat dari pertambahan penduduk dengan berbagai
dan menjaga kelestarian alam. Sebagai upaya menjaga ragam pola sosial akan henyebabkan perubahin
agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan lahan, pada penggunaanlahan,lahan-lahan pertanian bisa
maka dalam pembangunarL yarlg terus berkembang menjadi perumahan serta penggunaan iainnya, hutan
danbe*elanjutandiperlukan datadaninformasiyang bisa dirambah menjadi areal perladangarLbebas dan
akurat untuk pemanfaatan dan penggunaan lahan. penebangan kayu secara liar. Terjadinya perubahan
Oleh karena itu diperlukan Rencana Tata Ruang penggunaan lahan dari pertanian ke norr pertanian
Wilayah Kota (RTRWK) untuk menentukan rencana mengakibatkan lahan pertanian semakin menciut.
pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Hubungan antara lahan dan penduduk mulai

KotaSabangmempunyaipotensiuntukberkembang diperhatikan dengan adanya teori Maltus (1798) An
di masa depan. Asumsi ini didukung oleh keluarnya Essay on Population dalam Johannes dan Handoko
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 (1991), yaitu kecendrungan pertumbuhan penduduk
Tahun2000 Tbnggal 1 Septexnber2000TentangKawasan lebih cepat dari pertumbuhanbahan makanan, terutama
Perdagatgan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. disebabkan lahan yang tetap. Pernyataan tersebut
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berkaitan erat dengan daya dukung lahan. Konsep ini
meqjelaskan hubungan antara luas lahan dan jurnlah
penduduk. Kepadatan penduduk (population density)
merupakan ukuran daya dukung lahan secara kualitatif
dapat diukur dengan ratio manusia dan lahan(man land
rarro) @ekodiprodjo dan Pradono, 1998).

Karena kebutuhan lahan untuk berbagai sektor
penggunaan meningkat, pada kondisi demikian akan
terjadi konflik (perebutan) penggunaan lahan. Agar
lahan dapat digunakan secara optimal, maka sector
berkonflik tersebut harus dipilih agar dapat dialokasikan
penggunaan lahan yang terbaik (Hardjowigeno, dl&,
1999).

Di Indonesia dengan tingkat perhrmbuhan penduduk
yang besar (2,3 o/o per tahun) kebutuhan akan bahan
pangan dan tempat tinggal terus meningkat.. Lahan-
lahan yang oleh petani ditanami dengan tanaman
pangan (pertanian) benrbah fungsinya meqiadi rumah
tempat tinggal, lapangan olahraga, pabrik-pabrik atau
industry serta sarana-sarana lainnya (non pertanian).
Hal ini kemungkinan disebabkan pemikiran para
petani bahwa dengan mengalihkan fungsi lahan
pertanian atau menjualnya kepada pihak lain akan
lebih menguntungkan dari pada mgreka mengolah
lahan penanian dengan tanaman pmqan.

Kondisi ini umum dijumpai di kota dan di sekitar
pinggimn kota (daerah urban). Beralihnya fungsi lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian mungkin
disebabkan beberapa faktor antata lain jumlah
tanggungan keluarga, umur petani, harga tanah,
kekurangan modal petani untuk mengolah lahan
tersebut, rendahnya harga jual hasil pertanian kurangnya
ilmu pengetahuan (skilt) dai petani maupun tingkat
kesuburan. Kawasan perkotaan memiliki interaksi
dengan kawasan pedesaan, karenaberbagai kebutuhan
yang tidak dapat dipenuhi oleh kawasan perkotaan
dapat dipenuhi oleh kawasan pedesaan. Dengan
padatnya penduduk serta terbatasnya lahan, kawasan
perkotaan membu$hkan supply bahan makanan, bahan
rnentah dan lahan (untuk pemukiman dan industri) dari
kawasan pedesaan sekitamya @jajadinigrat, 2000).

Lokasi lahan merupakan aspek ruang karena
tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, sedangkan
surnberdaya la:rl' dapat dipindahkan. Dengan demikian
akan terdapat perhitungan untung rugi bagi suatu
lokasi. Untuk lokasi tertentu cukup menguntungkan
sedangkan lokasi lain mungftin kurang menguntungkan.
Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang
sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia
karena sumberdaya alam merupakan masukan yang
diperlukan untuk setiap bentuk aktifitas manusia seperti
untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman,
jalan untuk transportasi, daerah-daerah rekreasi atau
daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk
maksud ikniah (Suparmoko, 1997). Di negara-negaxa
maju biasanya penggunaan yang terbaik dan tertinggi
adalah untuk daerah industri dan perdagangal,
menyusul untuk daerah pemukiman, kemudian untuk
daerah pertanian dan yang terakhir untuk ladang

penggembalaan dan daerah liar yang tidak ditanami
(Suparmoko,1997)

Jalur transportasi dan titik simpul (pertemuan
beberapa jalur transportasi) dalam suatu sistem
transportasi, mempunyai peran yang cukup besar
terhadap perkembangan kota (Webber (1895) dalam
Yunus, 2000). Lahan merupakan sumberdaya alam
yang tidak dapat di perbaharui (tetap), sehingga dari
jumlah penawaran jumlah yang ditawarkan tetap,
tetapi dari segi permintaan selalu bertambah. Hal
ini disebabkan karena jumlah penduduk yang selalu
bertambah sehingga terjadinya peningkatan permintaan
terhadap tanah. Untuk dalam segi penggunaan lahan
harus selalu berpegang pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota (RTRWK) yang telah disusun.

Menurut Tedjojuwono (L987) dalam Reksodiprodjo
dan Pradono (1998), lahan sebagai sumberdaya
utama sebab mempunyai segala sifat dan pe$yaratan
sumbendaya karena lahan mempunyai produktivitas
untuk dapat menghasilkan bahan nabati dan dari
hasil nabati selanjutnya dihasilkan bahan hewani. Di
samping itu lahan mempunyai daya tumpu menjadi
bahan mentah pembuatan aneka kerajinan, berdaya
serap tinggi terhadap caltrran, serta dapat menyalurkan
sebagian air hujan untuk mengisi air tanah. Sehingga
lahan merupakan sumberdaya serbaguna yang mampu
memenuhi kebutuhan kebendaan dan kejiwaan sekaligus
menjadi penyangga sumbedaya lain.

Meningkatnya jumlah penduduk maupun kegiatan
penduduk perkotaan mengakibatkan meningkatnya
kebutuhan ruang kota. Oleh karena ketersediaan ruang
didalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya
kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kegiatan
lain selalu akan mengambil ruang didaerah pinggiran
kota (Yunus, 2000)

Perembetan lahan pertanian yang paling cepat terjadi
di sepanjang jalur transportasi yang ada, sehingga
membumbungnya harga tanah pada kawasan tersebut
serta menyebabkan pemilik lahan pertanian pada posisi
yang sulit (Yunus, 2000). Kondisi ini membuat para
pengambil keputusan (decbion maker) untuk menyuzun
rencana pemanfaatan lahan yang efektif, produktif dan
strategis.

Rencana Pemanfatan Ruang Wilayah adalah rencana
pengembangan kota yang disipakan secara teknis dan non
teknis yang ditetepkan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah yang merupakan kebijaksaaan
pemanfaatan muka bumi wilayah kota serta menjadi
pedoman pelaksanaan. Rencana Pemanfaatan Ruang
Wilayah berperan menciptakan pola tata ruang kota
yang serasi dan optimal dalam penyebaran fasilitas dan
utilitas secara tepat dan merata mewujudkan rencana
tata fitmlg yang sesuai dengan kegiatan dan stnrlcfur
kota. Perkiraan jumlah penduduk Kota Sabang tahun
2003 (24.525 jiwa) dengan pertambahan 1,43 oh per
tahun (Anonim, 2000) dapat dijadikan tolak ukur
bagi pemenuhan kebutuhan di masa datarg, sehingga
perlu penataan ruang yang optimal dengan lahanyang
tersedia.
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Pengarahan pengembangan penduduk dalam
pemukiman yang ideal dilakukan dengan pengatumn
jumlah penduduk yang sebanding dengan daya
dukung lahan dan proporsi penggunaannya. Sesuai
dengan Rencana Pemanfaatan Ruang yang telah
ditetapkan penggunaan lahan harus sesuai rencana
sehingga akan terjadi suatu koordinasi yang baik
arltara berbagai penggunaan. Akan tetapi walaupun
Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah telah ditetapkan
oleh pemerintah daerah ternyata dalam penggunaannya
banyak terjadi penyimpangan.

Penyimpangan wilayah dimaksudkan untuk
memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan
ketimpangan kesejahte raan afitar wilayah (Susilo,
2000). Pengembangan wilayah merupakan upaya
memberdayakan stakeholders di suatu wilayah dalam
memanfaatkan sumberd aya alam dengan teknologi
untuk memberikan nilai tambah atas apayang dimiliki
suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas
hidup rakyat disuatu wilayah.

Tujuan
Berdasarkan permasalahanyang telah diuraikan,

dilakukan penelitian tentang pe4garuh,perubahan fungsi
lahan pertanian terhadap ketimpangan pendapatan
masyarakat, melalui penelitian ini dapat dijelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi
lahan petani menjadi nonpertanian, dan pengaruhnya
terhadap ketimpangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

LokasidanWaktu
Penelitian dilakukan di Kota Sabang provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan lokasi penelitian
ini dengan pertimbangan kota Sabang merupakan salah
satu pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas
di Indonesia sehingga paubahan fungsi lahan pertaruan
terus berlaqjut yang pada gSlirannya memperbesar
ketimpangan pendapatarL antara masyarakat yang
bekerja disektor pertarian dengan masyarakat yang
bekerja di sektor industri dan perdagangan. penelitian
ini dilaksanakan pada bulan April-Desember 2007.

Metode dan Teknik Sampling
Penelitian ini menggunakan metode survey danyang

digunakan terdiri dali, data primer dan skunder. Data
primer diperoleh dari populasi dengan menggunakan
sampel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil
penelitian terdahulu, instansi terkait, dan literatur 1ain
yarrg erat kaitannya dengan penelitian ini.

Populasi dalampenelitian ini adalah petani yang telah
mengalihkan lahan pertaniannya kepada kegiatan non
pertanian ataupun telah mengalihkan haknya kepada
pihak lain yang digunakan diluar kegiatan pertanian.
Pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan
metode Two Stages Cluster Sampling (Nazir, 1938).
Pada tahap pertama pemilihan pimary sampling unit
(psu) dari 2 kecamatan dipilih acak masing-masing

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

10 % desa, sehingga yang menjadi psu adalah 4 desa,
dengan pertimbangan di desa yang menjadi contoh
banyak terjadi konversi lahan peranian meqjadi lahan
non perLanian. Sedangkanpada tahap kedua adalah
pemilihan unit elemen, dimana dai 4 desayangterpilih
diurutkan pet4ninya dan diambil secara acak 25 o/o

petani dari tiafr desa, sehingga jumlah petani contoh
yang terpith sebanyak 9a petaru. Pengambilan petani
contoh sebesar 25 o/o dengan pertimbangan ada desa
yang petaninya sangat banyak dan ada desa yang
jumlah pertaninya sedikit.

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa
data sekunder yafig diperoleh dari instansi terkait
serta data primer yang diperoleh dari wawancara
dengan responden. Wawancara dilakukan dengan
memakai kuisioner sebagai acuan pertanyaan kepada
masyarakat yang menjadi contoh ataupun masyarakat
yang m€ngetahui terrtang pengalihan lahan pertanian
menjadi lahan non pertanian.

Operasional Variabel
Untuk menghindari salah pengertian dalam

pemahaman terhadap variabel-variabel yang dianalisis
pada penelitian ini, maka diberikan batasan-
batasan terhadap variabel-variabel tersebut. Adapun
operasionalisasi dari variabel-variabel tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Petani adalah orang yang bercocok tanam atas

sebidang tanah untuk memperoleh produksi sebagai
tpaya memenuhi kebutuhan hidup.

2. L;aas lahan adalah luas lahan usahatani yang
telah beralih penggunaannya kepada kegiatan non
pertanian.

3. Jumlah tanggungan adalah jumlah anggota keluarga
yang menjadi tanggungan hidup dari petani yang
dipenuhi kebutuhan hidupnya (iwa).

4. P ondzpatmr adalah pend apatan yarrg diterima petani
dari usahatani ditambah dengan perdapatan diluax
usahatani (rupiah)

5. Pendidikan adalahjenjang pendidikan yang telah
ditempuh oleh petani (tahun).

6. Harga tanah adalah hargayang diterima petani
sewaktu ia mengalihkan lahan kepada pihak lain
@upiah/m).

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah peta Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota dan kuisioner sebagai daftar
pertarLyaan. Selain itu juga diperlukan data jumlah
penduduk, luas lahan pertanian, dan prasarana
pendukung lainnya sedangkan alat yang digunakan
adaalah alat tulis menulis.

Metode dan Teknik Analisis
Untuk melihat faktor-faktor yartg mempengaruhi

perubahan fungsi lahan pertanian dan pengaruhnya
digunakan analisis regresi linier bergmdadimana terda-
pat sejumlah variabel bebas yang dihubungkan dengan
satu variabel tak bebas. Jika variabel bebas X, Xt2,I'3,
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X4 dan variabel tak bebasnya Y maka bentuk umum
dari regresi linier berganda adalah (Sudjana, 1985):

no * 3t Xi+ arXr+ arXr+ anXn + e..(1)
dimana
Y = Luas lahan pertanian yang terkonversi (m2)
X, = Jumlah tanggungan (iwa)
X, = Pendapatan (Rp/bulan)
X, = Pendidikan (Tahun)
Xn = Harga tanah @p/m)
do, ?t,dz,dz.dq = parameter yang dicari
e = standar error

Dengan asumsi nilai rata-rata kesalahan pengganggu
no| varian sama untuk semua kesalahan pengganggu,
tidak ada otokorelasi antara kesalahan pengganggu,
variabel bebas konstan dalam sampling yang terulang
(repeated sampling) dan bebas terhadap kesalahan
pengganggu, tidak ada kolinearitas ganda (multbolinear-
ity) diantaravariabel bebas, dan kesalahan pengganggu
yang mengikuti distribusi normal (Supranto, 1984).

Untuk melihat keberartian koefisien regresi secara
simultan (bersama-sama) digunakan uji F dengan
formula sebagai berikut:

h, JK (regresi)R'= + (Sudjana, 1983).........(2)
JK (total)

p= R2/k
.....(Sudjana, 1983) ........... (3)

(1-R2) (n-k-1)

2. Ketimpangan pendapatan sedang, bila Gni Ratio
berkisar arfiara 0,35 - 0,5

3. Ketimpangan pendapatan tinggi,brla Gni Ratiolebrh
besar dan 0,5
Dengan menghubungkan persentase penerimaan

pendapataq dengan persentase pendapatan, didapat
Kurva Lorinz. Semakin jauh suatu kurva dengan
garis diagon al berarti distribusi pendapatan semakin
tidak merata, darr apabtla sebaliknya maka distribusi
pendapatan semakin merata. Bila penentase porerimaan
pendapatan dan persentase pendapatan berhimpit
dengan Kurva Lorenz maka distribusi pendapatan
telah merata.

IIASIL DANPEMBAIIASAN

Penyimpangan Penggunaan Lahan
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyimpangan

pen$gunaan lahan cagar alam menjadi kebun cilmpuran
sebesar 100 Ha (7,02o/o), cag;ar alam menjadi pariwisata
kebun campuran sebesar 96 Ha (6, 74o/o), hutan lindung
menjadi kebun sejenis sebesar 1104 Ha (77,53 %) dan
hutan lindung menjadi kebun campuran sebesar lZ4
Ha (8, 71 %), Terjadinya penyimpangan penggunaan
lahan tersebut dapat merusak dan RTRWK yang
telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan bila diihat
berdasarkan di daerah penelitian penyimpangan tersebut
meliputi Paya Seunara dan hutan lindung menjadi
kebun sejenis, Iboih dan cagar alam menjadi kebun
sejenis dan pariwisata, Jaboi dan hutan lindung menjadi
kebun sejenis, dan Paya dan hutan lindung menjadi
kebun sejenis/kebun campuran.

Karakteristik Responden
Umur rata-rata petani di Kecamatan Sukakarya

adalah 50, 60 tahun, ini berarti umur tersebut masih
sangat produktif (Soeharjo dan patong, 1973). Rata-
rata dngkat pendidikan 6,98 tahun (belum menamatkan
SLTP). Ini berarti petani agak kurang dalam menerima
inovasi-inovasi baru yang berkembang (Soeharjo dan
Patong,l973). Ditinjau dan segi pengalaman petani,
rata-rata telah berpengalaman selama 26,90 tahtn.
Jumlah tanggungan rata+ata 3,87 jiwa.

Rata-rata umur petani di Kecamatan Sukajaya adalab
47,00 tahun. Rata-rata tingkat pendidikan petani,7,l4
tahun (belum menamatkan SLfp). Ditinjau dari segi
pengalaman petani, rata-rata telah berpengalaman
selama 19,90 tahun. Jumlah tanggungan rata-rata 3,69
jiwa sehinggapetani lebih giat dalam berusahatani.

Sedangkan karakteristik petani secara keseluruhan di
Kota Sabang menunjulkan, r ata-r ata ffiw adalah 48,99
tahun. Rata-rata tingkat pendidikan 7,05 tahun (belum
menamatkan SLTP). Ditinjau dan segi pengalaman
petani, rata-rata telah berpengalaman selama 23,78
tahun sehingga dapat lebih tepat dalam pengambilan
keputusan usahatani bark dari pemilihan komoditas
tanaman yang diusahakan maupun dan waktu akan
mulai menanam. Jumlah taruggongan ruta-rata 3,7 9 jiwa
sehingga petani lebih giat dalam benrsahatani.

Bila Fnr*r, ) Ftub.l (o=o,s), berarti ada pengaruh
nyata

Sedangkan untuk mengAhui berapa besar rariasi nilai
variabel bebas (Xr, Xr, Xr, XJ secara individu terhadap
variabel tak bebas (Y) digunakan unji t yaitu:

x = ^+^ (Sudjana,
SE(a)

Dimana:
a, = koofuien regresi
SE (a) = Standar enor (i=1,2,3,4)

Bila tn,*r, ) t tubel (o=0,5)' berarti ada pengaruh
nyata

_- 
Untuk mengetahui besarnya variasi nilai y dapat

diterangkan oleh variabel bebas secara bersama-sama
dengan menghitung koofisien determinasi @).

Untuk melihat bagumNnketimpangan pendapatan
yang disebabkan perubahan fungsi lahan pertinian
menjadi lahan non pertanian dengan menggunakan
Gini Ratio (kawan dan Suparmoko,1995):

t1- 1 IPi (Q + Q-t)
10000

Dimana:
G = GniRaio
P, = Persentase Penduduk

Q = Persentase Pendapatan

Berdasarkan dari Gni Ratio maka ketimpangan
pendapatan dapat dijabarkan sebagai berikut (Muslim,
t9e2):
1. Ketimpangan pendapatan rendah, bila Gni Ratio

lebih kecil dan 0,35
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Analisis Variabel
Luas lahan milik petani berhubungan erat dengan

pendapatan Makin luas lahan yang dimiliki maka
pendapatan yang diperoleh akan lebih besar karena
tanaman yang diusahakan bisa lebih bervariasi dan
sebaliknya. Hal ini juga disebabkan petani dalarn
berusahatani belum bersifat intensif.

Ditinjau dan segi harga tanah, maka bila tingkat
hargatanah lebih tinggi maka petani akan terdorong
untuk menjual sebagian lahan yang mereka miliki karena
tekanan ekonorni. Terjadinya perubahan penggunaan
lahan kepada penggunaan yang non pertaruarrata-rata
sebesar 5.352,17 m2 135,16 %) di Desa Paya Seunara
dan dan segi pendapatan petani masih dapat mernenuhi
kebutuhan hidup yaitu sebesar Rp 522.934,78,- per
bulan. Sedangkan di Desa Iboih konversi lahan sebesar
5.4L6,67 m2 731,70 %) darrpetdapatan dan usahatani
juga masih dapat memenuhi kebutuhan hidup yaitu
sebesar Rp 408.333,33,- per bulan. Secara keseluruhan
di Kecamatan Sutat<arya terjadi konversi lahan sebesar
5.359,62 flP (34,72 %) darr, pendapatan dan usahatani
juga masih dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari yaitu sebesar Rp 509.71 1,54,- per bulan.

Adapun di Kecamatan Sukajaya teyjadi konversi
lahan sebesar 6.5 11,90 m2 131,99 %) meliputi Desa
Jaboi 6.136,36 n* (33,33 %) dar. Desa Paya 6.645,16
m2 (31,57 %) datl pendapatan dan usahatani juga
masih dapat memenuhi kebutuhan hidup yaitu sebesar
F;:p. 523.452,38,- per bulan; meliputi Desa Jaboi Rp
M5.909,09 per bulan dan Desa Paya Rp 550.967,74per
bulan dengan harga tanah berkisar arntaraRp 3.772,73
sampai dengan Rp 5.096,77,- per m2. Akibatnya dapat
menghambat petani untuk mengalihkan keseluruhan
lahan pertaniannya ke non pertanian. Sedangkan secara
rnenyeluruh konversi lahan pertanian kepada non
pertanian di Kota Sabang sebesar 5.874,47 m2 133,3 1

%) dengm pendapatan petani sebesar Rp 5 15.851,06
per bulan dan tingkat harga tanah yang berlaku sebesar
Rp 4.031,91 .per m2.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan
Pertanian

Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan
regresi linier berganda (formula 1). sebagai berikut:
Y = 4.396,1439 - 66,9094X, + 0,0011 X2 - 256,M76
x3 + 0,7339 x4

Berdasarkan hasil analisa (formula 2) menunjukkan
bahwa koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar
73,73 %.

Pengaruh secara serempak dengan rnenggunakan
uji F (formula 3), diperoleh nilai F sebesar = 26,5,
sedangkan F hb"lpada tingkat kepercayaan 95 % adalah
2,47.

Pengaruh secara parsial digunakan uji t (formula 4),
didapat t * untuk masingmasing variabel (X1), (X2),
(XJ, dan (X, adalah -4,61 8 untuk Xl, 1, 569 untuk Xr,
- 2,M9 untuk X3 dan 10,157 untuk Xn, sedangkan t 

"r.,pada tingkat kepercayaan 95 % adalah 1,67. Sehingga
t ,lebih besar dan t u* untuk Xn @arga tanah). Hal ini

Akreditasi: No. I 08/Dikti/Kep2007, Tanggal 23 Agustus 2007

berari hanya har ga tatah (X) yang berpengaruh nyata
terhadap konversi lahan pertanian kepada lahan non
pertanian, sedangkan faktor yang lainnya yaitu jumlah
tanggungan (Xr), Pandapatan (Xr) serta Pendidikan (Xr)
tidak berpengaruh terhadap konversi lahan pertanian
kepada lahan non pertanian.

1

Hubungan Konvbrsi Lahan dengan Pemerataan
Pendapatan

Rata-rata pendapatan petani sebelum terjadinya
konversi lahan pertanian menjadi lahan non perranian
adalah sebesar Rp.515.851,0S/bulan, sedangkan
jumlah pendapatan petani sesudah terjadinya konversi
lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah
sebesar Rp. 445.606,38/btlan sehingga terjadi
pennnrnan pendapatan petani sebesar Rp 72.244,70/
bdan (l4o/o\ dengan asumsi tidak terjadi inflasi. Bila
diasumsikan terjadinya inflasi sebesar 10 % sesudah
terjadinya,,konversi lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian, maka pendapatan petani sebelum terjadinya
konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
adalah sebesar Rp 567.436,19/btian, sehingga terjadi
penurunan pendapatan petani sebesar Rp 121.829,81/
bdan(21,47 oh).

Total pendapatan petani sebelum terjadi konversi
lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebesar Rp
48.490.000,- dan jumlah pendapatan yang diterima oleh
40%petant kelompok rendah sebesar Rp 11.120.000,-

Q29 yA sedangkan total pendapatan petani sesudah
terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian sebesar Rp 41.887.000,-dan jumlah total
pendapatan yang diterima oleh 40 o/opetati kelompok
rendah sebesar Rp. 8.472.000,- Q0,2o/o).

Dikaitkan konsep ketimpangan pendapatan dan
Bank Dunia, maka ketimpangan pendapatan petani
sebelum terjadi konversi lahan pertanian menjadi
lahan non pertanian dapat digolongkan kepada
tingkat ketimpangan renda"h. Sesudah terjadinya
konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
jrga dapat digolongkan kepada tingkat ketimpangan
rendah. Dan hasil perhitungan dengan menggunakan
formula 5 (Tabel 9) diperoleh rllai Gini Ratio petaru
sebelum terjadinya konversi lahan penanian kepada
non pertanian sebesar 0,2502. ini berarti ketimpangan
rendah. Besamya ntlai Gni Ratio sesudah teqadrnya
konversi lahan pertanian kepada non pertanian sebesar
0,2818, tetapi masih beradapada ketimpangan rendah,
Selain konsep ketimpangan pendapatan Bank Dunia
dan Gni Ratio, maka caralainyanglazim digunakan
untuk menganalisis ketimpangan pendapatan adalah
dengan menggunakan Kuna Lorenz.

Jika dibandingkan ketimpangan pendapatan petani
sebelum terjadinya konversi lahan pertanian menjadi
lahan non pertanian dengan ketimpangan pendapatan
sesudah terjadinya konversi lahan pertanian rnerfadi
lahan non pertanian, maka ketimpangan pendapalart
petani sebelum terjadinya konversi lahan pertanian
menjadi lahan non peranian lebih merata dibandingkan
ketimpangan pendapatan sezudah terjadinya konversi
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lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

KESIMPIJLANdan SARAN

Kesimpulan
Hasil pengujian melalui uji F menunjukkan bahwa

konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan,
pendidikan dan harga tanah. Berdasarkan koefisien de-
terminasi (P) menjelaskan bahwa jumlah tanggungan,
pendapatan, pendidikan darrhargatanah secara bersa-
ma-sama dapat menjelaskan terhadap konversi lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian sebesar 113,73o/o,

sedangkan 26,270/o lagi ditentukan oleh faktor lain di
luar model ini.

Berdasarkan hasil pengujian statistik atau uji secara
parsial didapat t untuk masing-masing variabel (Xr),
(X2), (XJ. dan (X, adalah sebesar --{,618 untuk X1,
1,569 untuk )(2, -2,469 untuk X, dan 10.1 5 untuk
X4 ini menjelaskan bahwa hanya harga tanah (Xn)
yang berpengaruh nyata terhadap konversi lahan
pertanian kepada lahan non pertanian, sedangkan
faktor yang lainnya yaitu jumlah tanggungan keluarga
(X,), pendapatan (X2) serta pendi{ikan (Xr) tidak
berpengaruh terhadap konversi lahan pertanian kepada
lahan non pertanian.

Proporsi pendapatan yang diterima 40o/o petani
berpenghasilan rendah sebelum terjadinya konversi
lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan
sesudah terjadinya konversi lahan pertanian menjadi
lahan non pertanian masing-masing sebesar 22,9% dan
20,2Vo dmrberada pada tingkat ketimpangan rendah.

Dari perhitungan diperoleh niTai Gni Ratio petant
sebelum terjadinya konversi lahan pertanian kepada
non pertanian sebesar 0,2502. Sedangkan besarnya
nilai Gini Rario sesudah terjadinya konversi lahan
pertanian kepada non pertanian sebesar 0,2818 dan
dikiasifikasikan pada tingkat ketimpangan rendah.
Namun demikian nilai Gini Ratio petani sesudah
(terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non
pertanian lebih besar dibandingkan sebelum terjadinya
konversi lahan peranian kepada non per[anian. Jadi
jelasnya bahwa sesudah terjadinya konversi lahan
pertanian kepada non pertaman akan menyebabkan
terjadinya ketimpangan pendapatan yang lebih besar
pada pendapatan petani.

Saran
Perlu ikut serta peran pemerintah agar dalam konversi

lahan penanian meqjadi lahan non pertanian jangan
dikorbankan lahan pertanian yang potensial tetapi lebih
diarahkan pada lahan-lahan marginal.

Apabila konversi lahan pertanian yang potensial
tidak dapat dihindari pemerintah perlu mengarahkan
kepada pertanian yang lebih intensif agar pendapatarr
petani tidak menurun karena pengurangan lahan.

Perlu dikembangkanlahan-lahanlang terlantarsebagai
pengganti dan lahan pertanian yang berkurang.

Diharapkan adarrya penelitian lebih lanjut untuk

melihat faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti
dalam model penelitian ini.
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ABSTRACT

In general, increase in income per capita will increase demand for beef either in quality or quantity.
The purpose of this research is to identiff factors affecting beef demand in Bali province approached by
consumption and production measurement and then to predict beef demand consumption for the next five
year Q007-201l).Time series data fuom 1992-2005 from Provincial Livestock Services, Bali Statistical Bureau
and other institutions were used in this research. Parameters used are beef production and consumption,
present and last year, income per capita, chicken meat price, pork price, substitutions and complementary of
beef. Analysis method used an Ordinary Least Square (OLS). Result of the research showed that beef price,
chicken meat price, fork price and last year beef consumption sigpificantly b<0.05) influenced beef demand
in Bali province. It is predicted ttrat demand for beef in the next five years (2007-2011) increase steadily.

Keywords : demand, beef Bali Province

Meningkatnyapendapatanp erkapita*, --;:;H, merryebabkan meningkatnyapermintaan daging
sapi secara umum baik dari segi kuantitas maupun kualitas Penelitian ini bertujuan untuk menidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi sistem permintaan dagng sapi di Provinsi Bali yang didekati melalui pengukuran
konsumsi dan produlsi serta mempredilsi tingkat kebutuhan konsumsi dagrng sapi di Provinsi Baliuntuk lima
tahun kedepan(2007-2011). Penelitian ini menggunakan data deret berkala dari tahun 1992-2005 berdasarkan
laporan tahunan dari Dinas Peternakan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Parameter yang digunakan
meliputi produlsi dan konsumsi jumah dagrng sapi pada tahun berjalan dan beda kala, perkembangan harga
eceran daging sapi beserta substitusinya, pendapatan per kapita serta harga barangkomplementernyi. Analisis
pendugaan dengan metode pendekatan OLS digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis minunjukkan
bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan Gr<0.05) terhadap ringkat permintaan dagirrlgsapi adalah
harga dagng sapi itu sendiri, dagng ayam, dagng babi dan dan konsumsi daging sapi tahun seb.lo-ryu.
Dipredilsikan tahun 2007-2011permintaan dagsng sapi menunjukkan trends yang tiruJ meningkat.

Kata kunci: permintaan, daging sapi, Provinsi Bali

PENDAHITLUAN daging dan susu bagi masyarakat, penyediaan bahan

pembangunan peremakan merupakan bagian dari'jlff#'Xlt:A* ?#lffi*fffiHHff'ff#
pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai peluang ekonomi (Anonim, 2OO4).
strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani Tingginya permintaan daging sapi merangsang
asal ternak, di mana kebutuhan tersebut semakin meningkatnyJ harga }ual, sehirrgga merangsang pe-
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ningkatanpenjualantermasukternitbetinaprodiktif.
penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pemotonganbetinaproduktif iniberakibatmenurunkan
Proses pembangunan nasional berdampak pada populasi dasar sebagai unit-unit produksi biologis yang
perubahan konsumsi masyarakat yang semula lebih mampu meningkatkan produksi/populasi y*E t..*i
banyak mengkonsumsi karbohidrat ke arah konsumsi kumulatif terus akan men.r*ok* pot*ri p.ou**ur.
protein hewani asal ternak, seperti : daging, telur, dan Dengandemikian, saatinimasalahmendasaryangperlu
susu. Permintaan telur dan daging ayam dalam negeri diatasi adalah meningkatkan populasi dasar sibagai
saat ini telah dapat dipenuhi oleh produksi lokal, unit-unit industribiologis. Dalam jangkapendek, hal
tetapi permintaan susu dan daging sapi sepenuhnya ini hanya dapat dilakukan melalui impoi sapi bibit.
masih memerlukan pasokan dari luar negeri .Berbagai Dari sisi kesenjangan permintaan yangierjadi, dalam
usahapembangunanpeternakantelahdiupayakanoleh jangka tertentu dapat dipenuhi dari meningkatkan
pemerintah sampai ke pelosok daerah namun hal itu volume impor sapi bakalan dan dagSng sapi. Khusus
masih belum mampu memenuhi kekurangan produksi impor sapi bakalan, tidak hanya mengharapkan usaha
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swasta, tetapi dapat juga melalui program pemerintah
yang kemudian dikembangkan di masyarakat . Upaya
impor ini tetap menrperhatikan kelangsungan usaha
dalam negeri (Ilham et aI,2002a).

Permintaan da*rgsapi cenderung terus meningkat
setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah
penduduk. Pergeseran pola konsumsi masyarakat
dari bahan pangan sumber protein nabati ke bahan
pangan sumber protein hewani ikut mendorong laju
kenaikan permintaan terhadap daging sapi. Fenomena
ini diperkirakan akan tenrs berlanjut kedepan. Volume
permintaan dagng sapi tidak hanya dipengaruhi oleh
harga dagqng sapi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi
oleh harga barang$arang lain seperti harga daging
ayam, harga ikan, harga telur ayam ras, jumlah
penduduk, dan tingkat pendapatan konsumen yang
mencerminkan daya beli. Faktor ekonomi dan non
ekonomi tersebut secaxa bereama-sama mempengaruhi
perilaku konsumen.

Sapi Bali merupakan salah satu komoditas unggulan
Provinsi Bali. Pada tahun 2005 jumlah populasi sapi
Bali tercatat 590.949 ekor dengan lokasi tersebar
di berbagai kabtpaten/kota. Di Indonesia lokasi
sumber bibit utama untuk ternak quminansia besar
lebih terkonsentrasi di 14 provinsi yang salah satu
diantaranya adalah Bali. Dibandingkan dengan
populasi sapi potong nasional maka populasi sapi
Bali di Provinsi Bali menduduki peringkat keenam
atau lima persen dari populasi sapi potong nasional.
Sebagai salah satu komoditas unggulan daerah Bali,
sapi Bali memberikan kontribusi terhadap penyediaan
dagng, di mana pada tahun 2005 produlsi daging sapi
Bali adalah 6.896,86 ton atau 6,&yo dari total produksi
dagng. Sebagai komoditas perdagarrgan maka sapi
Bali juga merupakan salah satu komoditas unggulan
di mana setiap tahun rata-rata pengeluaran sapi Bali
sebagai temak potong untuk mensuplai kebutuhan
DKI Jakarta adalah 74.042 ekor pada tahun 2005
(Anonim,2005).

Laju pernrmbuhan penduduk Provinsi Bali selama
kurun waktu dua tahun teralhir Q001,-2002) cenderung
meningkat, dengan rata-ratapertumbuhan l,92oh per
tahun. Konsumsi daglr;rs sapi dan bahan asal ternak
lain selama periode tersebut juga menunjukkan
peningkatan. Konsumsi daghg mencapai 35,55o/o
dari total konsumsi bahan asal ternak. Perkembangan
konsumsi bahan asal ternak selama kurun waktu
tersebut yang menunjukkan peningkatan paling tajam
terjadi pada daglng kambing dengan pertumbuhaan
1.089,290/0, daging sapi 117,L9o/o dan daging babi
t,560/0 (Anonim, 2003).

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan sapi potong
(sapi Bali) sebagai komoditas unggulan daerah,
maka sapi Bali mendapat pdoritas utama untuk
dikembangkan. Dasar kebijakan ini adalah fakta bahwa
selama beherapa tahun terakhir, sapi potong telah
memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap
perekonomian daerah, baik dalam bentuk pendapatan
asli daerah (PAD) dan pendapatan firasyamkat maupun

dari sisi penyediaan dagrng secara regional.
Agar permasalahan tersebut dapat diatasi, maka

pada makalah ini akan dicari faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan dagng sapi di Provinsi Bali
serta mempredilsi tingkat kebutuhan konsumsi da$ng
sapi di Provinsi Bali untuk lima tahun kedepan.

x

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dergan
pendekatan didasarkan pada analisis data time series
selama kurun waktu 14 tahun dari tahan 1992
sd 2005 terhadap kebutuhan permintaan daging
sapi dan didukung dengan desk study dari berbagai
penelitian yang pernah dilakukan mengenai analisis
permintaan daging sapi yang akan mendukung
terhadap hasil analisis yang dilakukan. Pelaksanaan
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
analisiq deslaiptif, yaitu suatu metode penelitian yang
memusatkan perhatian pada masalah yang aktual.
D ata yang dikumpulkan pertama-tama ditabulasi,
dijelaskan kemudian dianalisis baik secara kualitatif
maupun kuantitatif dengan statistik sebagai alat uji.

Jenis dan SumberData
Adapun data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi : (1) jumlah penduduk; (2)
pendapatan perkapita; (3) harga dagng sapi; (4) harga
dagng ayam; (5) harga dagng babi; (6) permintaan
daging sapi; (7) harga minyak goreng; (8) indeks
harga konsumen, dan; (9) datalain yang berhubungan
dengan penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh
dari berbagai sumber yaitu : Badan Pusat Statistik
(BPS) Pusat maupun Provinsi Bali, Dirjen Peternakan,
Dinas Peternakan Provinsi Bali, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dan sumber lain yang berkaitan
dengan penelitian pada peiode yang sama.

Definisi dan Pengukuran Variabel
Jumlah pengamatan dalam hal ini b.enrpa periode

waktu, yaitu tahun pengamatan sehingga n=L4.
Untuk memperoleh kesamaan persepsi dalam
menginterpretas rkar:. data atau variabel yang digunakan
dalam penelitian ini, maka digunakan definisi dan
pengukuran variabel yaitu: (1) permintaan daging
sapi adalah jumlah daging sapi yang dikonsumsi
masyarakat Bali secara agregat pada tahun tertentu,
diukur dalam satuan kg per kapita per tahun (kgl
kap/th); (2) jumlah penduduk adalah banyaknya
penduduk Bali pada tahun tertentu, diukur dalam
satuan jiwa (orang); (3) pendapatan riil masyarakat
adalah pendapatan rata-rata masyarakat Bali yang
didekati dengan pendapatan regional per kapita Bali,
yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah
penduduk pada tahun tertentu, diukur dalam satuan
rupiah per kapita per tahun (Rp/kaplth); (4) harga
riil daging sapi adalah harga ecerantata-rata tahunan
dagng sapi ditingkat konsumen yang diperoleh pada
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pasar kabupaten/kota di Bali, diukur dalam satuan
rupiah per kilogram (Rp/kg); (5) harga riil daging
ayam adalah harga eeran rata{ata tahunan dagSng
ayam ditingkat konsumen yang diperoleh pada pasar
kabupaten/kota di Bali, diukur dalam satuan rupiah
per kilogram (Rp/kg); (6) harga riil daging babi adalah
harga eceran rata-rata tahunan dagrng babi ditingkat
konsumen yang diperoleh pada pasar kabapaten /kota
di Bali diukur dalam satuan rupiah per kilogram @p/
kg); (7) harga riil minyak goreng adaLahharga eceran
rata-rata tahunan minyak goreng ditingkat konsumen
yang diperoleh pada pasar kabupaten/kota di Bali,
diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg),
dan; (8) indeks harga konsumen adalah indeks harga
konsumen di Bali.

Pola konsumsi masyarakat terhadap beberapa jenis
daging bukan hanya dipengaruhi oleh kandungan
gizinya, tetapijuga dapat disebabkan oleh selera, adat
istiadat, dan aksesibilitas komoditas tersebut di daerah
konsumen (Ilham et a|,2002b). Oleh karena, itu harga
daging babi dan harga minyak goreng dimasukkan
sebagai peubah penjelas pada persamaan permintaan
daging.

SpesifikasiModel
Berdasarkan uraian di atas model permintaan

dagtng sapi secara umum diformulasikan sebagai:

Qdit = b0.+ blPDSt + brPDBt + b3pDAt + b4yt +
brJPt + buPMUt + bTQdr-l * €z ...........................(l)

Keterangan ;

Qdit = permintaan daging sapi pada tahun t (ton)
PDSt - harga riil daging sapi pada tahun t (Rp/kg)
pDBl = harga riil daging babi pada tahun t (Rp/kg)
pDAl = harga riil daging ayam ras pedaging tahun t (Rp/

ks)
Yt = perdapatan masyarakat Bali pada tahun t (PDRB-jua

rupiah)
JP!, = jumlah penduduk Bali pada tahun t (000 orang)
PMGt - harga minyak gorengpada tahun t (Rp/kgll) -

Qdt-l = permintaan daging sapi pada tahun t-l (ton)
ez = peubah gangguan stokastik persamaan permintaan

dagrng

Untuk mengeahui seberapa besar variabel dependen
dijelaskan oleh variabel independen yang adadalam
model dapat diketahui dengan menghitung koefisien
determinasi B). Apabila nilai koefisien determinasi
diperoleh sama dengan satu atau mendekati satu, maka
variabel independen dalam model semakin mampu
menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Gujarati,
1999). Untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen sec.ra simultan digunakan
uji F (overall test). Untuk mengetahui pengaruh
variabel independen secara parsial terhadap variabel
dependen (Qd) digunakan $i t (individual tes). Paket
komputer ekonometri Shazam ver 6.2. digunakan
untuk membantu analisis ini, berikut uji untuk tingkat
kesalahan asumsi penggunaan metode ini (White er
a|,1990).

Untuk menghitung predilsi kebutuhan konsumsi
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dagu;;e sapi di Bali untuk lima tahun kedepan (2007
sd 2011) menggunakan perangkat komputer prognm
Minitab Versi 14, dengan memakai analisis trend.
Persamaan trend dapat ditulis sebagai :

Qt =a + b*t
Keterangan :

at = nilai preditsi permintaan daging sapi
a = konstanta ',

b* = slope waktu
t = periode waktu (tahun)

IIASIL DAN PEMBAIIASAN

Hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab
variabel dominan yang mempengaruhi permintaan
dagng sapi di Bali akan diuraikan pada subbab berilart.
Adapun hasil penelitian yang akan dibahas mencakup:
(1) keragaan produksi, harga dan tingkat konsumsi
beberapa jenis daing di Bali; (2) analisis permintaan
daeing sapi di Bali, dan; (3) predilsi kebutuhan daging
sapi di Bali selama tahun 2007 sd 2011.

Keragaan Produlsi, Harga dan Tingkat Beberapa Jenis
DagngdiBali

Selama kurun waktu sepuluh tahun (1995 sd
2000) beberapa jenis protein hewani yang dominan
dikonsumsi masyarakat Bali adalah dagingbabi, sapi,
broiler, dan telur. Dari keempat produk ternak tersebut
produksi daging babi, broiler, dan telur cenderung
relatif meningkat dari tahun ke tahun dan trends
peningkatan tertinggi terlihat pada jenis daging babi.
Sedangkan, produksi daging sapi selama sepuluh
tahun terakhir menunjukkan trends yang cenderung
menurun dari tahun ketahun. Adanya kecenderungan
penurunan produksi daging sapi diduga disebabkan
oleh berbagai hal antara lain masih belum optimalnya
teknologi produksi ditingkat peternak terutama
teknologi reproduksi dan semakin tingginya tingkat
pemotongan sapi betina produktif. Pemotongan sapi
betina produktif kemungkinan dilakukan melalui
pemotongan liar (tanpa masuk rumah potong hewan)
dikarenakan harga daging sapi yang relatif tinggi
dibandingkan dengan harya dagSngjenis temak lain.

Sebagaimana dinyatakan Yusdja dan Ilham (2006)
bahwa hampir semua jenis ternak lokal diindikasikan
mengalami pengurasan sehingga pertumbuhan populasi
negatif. Pada sisi lain, sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi konsumsi hasil ternak dalam negeri terus
meningkat. Sebagian kebutuhan konsumsi telah diisi
oleh hasil ternak impor yang terus meningkat.

Pada kurun waktu yang sama hargabeberapa jenis
daging seperti sapi, babi, broiler, dan harga telur
menunjukkan trends peningkatan harya darlr tahun
ketahun. Peningkatan harga yang drastis terladi pada
dagngbroiler dan telur ayam ras yang melebihi dari
50%. Peningkatan harga tersebut terjadi pada awal
terjadinya laisis moneter di Indonesia yaitu pada tahun
1998 sd 1999. Namun hal sebaliknya, terjadi pada jenis
dagng sapi dan babi yang menunjuktan penurunan
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Gambar 2. Harga beberapa jenis daging dan telur di Bali periode 1995
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harga walaupun relatif kecil, namun setelah periode
tercebut meningkat tajam dari tahun ketahun. Daging
sapi merupakan jenis produkternak yang meiliki harga
jual tertinggi per berat dibanding jenis produk ternak
lainnya.

Tingkat konsumsi protein hewani selama periode
tahun 2000 sd 2005 untuk beberapa jenis produk ternak
cenderung berfluktuatif dari tahun ketahun. Untuk
dagirrg sapi tingkat konsumsi per kapita per tahun
tertinggi pada tahun 2001 yang mencapai2,32kg/kap,
namun secara keseluruhan tingkat konsumsi dagng
sapi di Bali di atas l kg/kaplthn. Sedangkan, tingkat
konsumsi yang menunjukkan trends meningkat dari
tahun ketahun selama kurun waktu lima tahun adalah
konsumsi telur ayam ras. Daging babi merupakan
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jenis produk ternak yang paling banyak dikonsumsi
masyarakat Bali dengan tingkat rata-rata konsumsi
per.tahun yang mendekati 20 kg/kap /thn. Tingginya
tingkat konsumsi dagtCbabi di Bali tentunya sangat
dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya, yarLg
umumnya banyak dikonsumsi pada saat upacara
keagamaan seftingga permintaan untuk produk ini juga
meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan
harga jual dagng babi ditingkat konsumen.

Analisis Pernintaan Dagrng Sapi di Provinsi Bali
Analisis dinamis dalam penelitian ini dimalsudkan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu
jumlah penduduk, pendapatan, harga daging sapi,
harga daging ayam, harga dagingbabi, danharga
minyak goreng terhadap permintaan daging sapi
dalam jangka panjang dengan menambah variabel lag
(Q4-,) yaitu konsumsi daging sapi tahun sebelumnya
sebagqi variabel independen. Hasil analisis regresi
diperoleh koefisien regresi dari masing-masing variabel
independen seperti terlihat pada Tabel 2.

Uji ketepatan model diperoleh nilai koefisien
determinasi @) sebesar 0,8412. Angka ini mengandung
pengertian b ahwa U,l2o/ovariasi dari variabel dependen
dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri
dari jumlah penduduk, pendapatan perkapita, harga
daging sapi, harga daging ayam,harga dagrngbabi
danharga minyak goreng. Sedangkan sisanya sebesar
15,88o/o variasi variabel independen dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan uji F, variabel jumlah penduduk, pendapatan
perkapita, harga daging sapi, harga daging ayam, harga
daging babi, harga minyak goreng, dan konsumsi daging
sapi tahun lalu secara simultan berpengaruh sangat nyata
terhadap variabel permintaan daging sapi pada tingkat
kesalahan lo/o.Hal ini terlihat dari hasil uji F pada tingkat
kesalahan l% (a 0,01) diperoleh nilai F tabel sebesar
8,26, sedang nilai F hitung hasil analisis regresi diperoleh
sebesar 16,122.

Berdasarkan uji t, secara individu (parsial) dari tujuh
variabel independen terdapat tiga variabel yang tidak
memperlihatkan pengaruh nyata terhadap permintaan
daging sapi yaitu variabeljumlah penduduk, pendapatan

Tabel 1. Tingkat konsumsi beberapa jenis protein hewani (daging, telur, dan susu) di Bali periode 2000 sd
2005

perkapita, dan harga
minyak goreng. Sedangkan,
empat variabel independen
lainnya yaitu variabel harga
daging sapi, harga daging
ayam, harga daging babi
dan konsumsi daging sapi
tahun lalu masing-masing
memperlihatkan pengaruh
nyata pada tingkat kesa-
lahan 5oh.

Dengan memperha-
tikan tanda dan besarrrya
nilai koefisien regresi,
maka variabel independen
yang berpengaruh terha-

Jenis Bahan 2000 2001 2002 2003 2004 2005

sr/hr er/hr arlhr erlhr srlhr er/hr
Dasine saoi 1.82 4.99 2.32 6.36 L.77 4.86 1.45 3.98 1.5 4.to L.94 5.32

Daging Kerbau 0.00 0.10 0.01 o.o2 0.00 0.00 0.00 0.01 o.o0 o.o1 0.oo 0.01

Daeine kambine 0.M 1.10 0.32 0.85 0.51 1.39 o.37 1.01 0.28 o.77 0.32 0.88

Dasine Babi 19.3 s2.87 18.57 50.88 18.58 sl.17 79.75 54.7 77.92 49.7 19.81 54.27

Daging avam buras 0.86 2.36 0.94 2.57 0.79 2.t6 o.77 t2 0.68 1.82 0.88 2.41

Daeins avam ras oetelur 3.53 9.68 0.38 1.03 o.26 o.72 0.35 0.96 0.45 t.23 0.34 0.93

Daging avam ras pedaging 2.83 7.76 2.58 7.O5 2.78 7.6t 3.74 10.4 4.5 72.34 s.79 15.85

Daeins itik 0.04 0.10 0.04 0.11 0.07 0.19 0.07 o.2 0.04 o.t2 0.09 o.23

Telur avam buras o.70 1.92 0.59 t.9 0.s8 1.59 0.39 7.O7 0.54 t.47 o.7t t.94

Telur avam ras 6.49 L75.9 3.27 8.96 4.33 77.47 5.41 14.8 a.t7 22.39 a.a7 24.29

Telur itik o.70 1.91 0.69 1.89 1.15 3.15 1.19 3.28 0.8 2.t8 1.05 2.47

Susu produsi DN 0.03 0.o8 0.03 o.09 0.09 0.25 0.02 19.2 0.09 0.25 0.0s o.t2

Sumber: Neraca Bahan Makanan. BPS Provinsi Bali
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Tabel 2. Hasil Analisis Model Dinamis Fungsi permintaan Daging
Sapi di Bali Tahun 1992 - 2005

Variabel lndependen 'Koefisien
Regresi

t-hitung t-tabel

Konstanta
Jumlah penduduk
Pendapatan perkapita
Harga daging sapi
Harga daging ayam
Harga daging babi
Harga minyak goreng
Konsumsi tahun lalu

-2,1301
o,42t8
-o,2L84
-3,3119
5,120s
o,5172

-L,19L6
o 61nl

-0,2135ns

0,8318ns
-0,5134ns

-3,1208**
3,0286it
2,1L78**
-0,7168ns
2.4217**

a 0,10 = 1,2140
q 0,05 = 1,943
a 0,01 = 3,143

Koefisien Determinasi (R2)

F-hitung
F-tabel
Durbin Watson (DW)
N

o,8472
16,122**
8,26
2,28L9
t4

Keterangan :*** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99%** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

' = signifikan pada tingkat kepercayaan 90%
ns = non signifikan

dap permintaan daging sapi di Bali dapat dijelaskan
sebagai berikut :

Variabel harga dagrng sapi memiliki nilai koefisien
regresi (b1) sebesar -3,3119 yang merupakan pengaruh
perubahan harga daging sapi terhadap permintaan
jangka. pendek. Angka ini mengandung pengertian
bahwa apabila harga daging sapi naik lo/o, maka
akan menyebabkan jumlah daging sapi yang diminta
berkurang sebesar 3,31o/o untuk jangka pendek.
Demikian pula sebaliknya apabia harga daging sapi
turun 1% maka akan menyebabkan jurnlah daging sapi
yang diminta bertambah sebesar 3,3lyo untuk jangka
pendek. Variabel ini mempunyai hubungan negatif
terhadap permintaan dagng sapi dan memperlihatkan
pengaruh secara nyatapada tingkat kesalahan 5%.

Variabel harga dagsngayam mbmiliki nilai koefisien
regresi (b) sebesar 5,1205 yang merupakan pengaruh
perubahan harga dagtrng ayam untuk jangka pendek.
Angka ini mengandung pengertian bahwa apabila
harga dagSng ayam naik lYo, maka akan merryebabkan
jumlah dagng sapi yang diminta bertambah sebesar
5,l2oh untuk jangka pendek. Demikian pula sebaliknya
apabila harga daging ayam turun l%, maka akan
menyebabkan jumlah daging sapi yang diminta
berkurang sebesar 5,12% untukjangka pendek. Variabel
ini mempunyai hubungan positif dengan permintaan
dagrng sapi dan memperlihatkan pengarulr-yang nyata
pada tingkat kesalahan 5%.

Variabel harga dagSngbabi memiliki nilai koefisien
regresi (b2) sebesar 0,5172 yang merupakan pengaruh
perubahan harga dagrng babi untuk jangka pendek.
Angka ini mengandung pengertian bahwa apabila
terjadi kenaikan harga dagrngbabi loh, maka akan
menyebabkan jumlah daging sapi yang diminta
meningkat sebesar 0,51% untuk jangka pendek. Variabel
harga daging babi mempunyai hubungan positif
dengan permintaan daging sapi dan memperlihatkan
pengaruh secara nyatapadatingkat kesalahan S% dan
hasil uji t.

Variabel konsumsi dagrng sapi tahun lalu memiliki
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koefisien regresi sebesar 0,6103 yang merupakan
pengaruh perubahan konsumsi daging sapi untuk
jangka pendek. Angka ini menuqjult<an bahwa apabtla
konsumsi tahun lalu bertambah 1To, maka jumlah
dagtng sapi yang diminta bertambah sebesar 6,l}oh
untuk jangka pQndek. Variabel ini memperlihatkan
pengaruh nyata ftada tingkat kesalahan 5%.

Prediksi Kebutuhan Daging Sapi di Provinsi B alt}007
sd 2011

Pada Gambar 3 diperoleh hasil predilsi kebutuhan
konsumsi daging sapi di Bali untuk lima tahun
kedepan, yaitu tahun 2007 sd20Il.

Gambar 3. Prediki kebutuhan konsumsi daging sapi setama lima tahun
kedepan (2007 sd 2011) di Provinsi Bali

Dari Gambar 3 prediksi kebutuhan konsumsi
dae:me sapi di Bali untuk lima tahun kedepan (2007
sd 2011) cenderung menunjukkan peningkatan dai
tahun ketahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pola
konsumsi dagng sapi di Bali selain dipengaruhi oleh
tingkat harga dan nilai kandungan gizinya tetapi
ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya
sebagaimana dinyatakan oleh (Ilham et at, 2002b)
pola konsumsi masyarakat terhadap beberapa jenis
daging bukan hanya dipengaruhi oleh kandungan
gizinya, tetapijuga dapat disebabkan oleh selera, adat
istiadat dan aksesibilitas komoditas tersebut di daerah
konsumen.

KESIMPI,LAN DAN SARAN

Kesimpulan
Parameter-parameter dalam fenomena ekonomi

seperti harga daging sapi, harga daging ayam,harga
daging babi, dan konsumsi daging sapi tahun lalu
memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah
daging sapi yang dikonsumsi. Sedangkan, prediksi
kebutuhan konsumsi daging sapi di Bali untuk lima
tahun ke dqan Q007 sd 201 1) cenderung menuqjukkan
peningkatan dari tahun ketahun. Permitaan daging sapi
yang diperoleh menunjukftan bahwa masyarakat Bali
cukup responsif dalam mengantisipasi perubahan harga
daging sapi, di lain pihak Provinsi Bali merupakan
wilayah yang cukup strategis untuk pengembangan
peternakan sapi potong di Indonesia.
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Saran
Untuk menghindari meningkatnya pemotongan

liar dalam kaitannp dengan pemasaran diperlukan
beberapa kebijakan antara lain: (l) mempertegas
kembali adanya peratuan yang melarang pemotongan
terhadap sapi betina produktif; (2) deregulasi dari
pemerintah daerah untuk mencegah dan menertibkan
pungutan ganda, dan; (3) peninjauan kembali
pungutan-pungutan tertentlr, sekalipun telah memiliki
kekuatan hukum,karena tidak jelas pemanfaatannya
bagi pengembarrgat usaha ternak, demi terciptanya
iHim pemasaran yang sehat.
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ASSTRACT

Economic crisis has led to worsening income distribution, widening the gaps between high income earners
and the low ones. Economic crisis has also increased the number of the poor. This research was aimed to
develop West Kalimantan Social Accounting Matrix of 2000. It was then used to analyze distribution of
income and poverty in West Kalimantan

Findings of this research show that (1) income distribution in West Kalimantan relatively spread evenly
between the lower class (farming labors) and the higher class (urban people) that is, about 1.00 : 19.52, the
low Gini index amounts to 0.24, and the income percentage of the lowest 40o/o groap is25.82o/o, far above
17 o/o of the World Bank Criteria; (2) the number of poor people in West Kalimantan in 2000 was 727,248
or 19 .4oh of the total population . Compared to that n 1999 that rpached 26 .2o/o , this number of poor was far
lower. In addition, this number of poverty almost equaled the number of national poverty reported by BPS
in 2000 that is, 18.95% of the whole population.

Keywords: income distibution, poverty, Social Accounting Matrix, West Kalimantan

ABSTRAK

Krisis ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan semakin memburuk, dimana jurang pendapatan
antata yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah amat lebar. Krisis ekonomi juga telah
menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem
Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000 lalu kemudian menggunakannya
untuk menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Distribusi pendapatan di KalimantanBarat relatif merata
karena ketimpangan pendapatan antara golongan bawah (buruh tani) dan golongan atas perkotaan relatif
rendah yaitu sekitar 1,00 : 19,52, indek Gini yang rendah yaitu sebesar 0,24, danpersentase pendapatanpada
kelompok 40 persen terendah sebesar 25,82 persen jauh diatas 17 persen (kriteria Bank D;nia); (Z; frrntatr
penduduk miskin di Kalimantan Barat pada tahun 2000 sekitar 727.248 jiwa atau 19,4 persen dari seluruh
jumlah penduduk. Dibanding keadaan tahun 1999 yang mencapai 26,2 persen, ang$a kemiskinan tersebut
jauh lebih rendah. Disamping itu, Angka kemiskinan hasil studi ini hampir sama dengan angka kemiskinan
nasional temuan BPS pada tahun 2000 yang besarnya 18,95 persen dari total jumlah penduduk.

Kata kunci: distribusi pendapatan, kemiskinan, sistern neraca sosial ekonomi

PENDAHULUAN

LatarBelakang
Krisis ekonomi yang terjadi tahun I9g8

mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian
Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonominya
pada tahun 1998 menjadi minus  ,7|o/o,jauh lebih
rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun
1997 sebesar 7,53oh. Distribusi pendapatan semakin
memburuk, dimana jurang pendapatan antara ymtg
berpendapatan tinggi dan yang berpend apatafirendah
amat lebar. Hal ini tampak dari besarnya perbedaan
arfiNarata-rata pendapatan bagi mereka yang bekerja
di sektor formal dan mereka yang di sektor informal.
Rata-rata pendapatan mereka yangberada di sektor
formal ternyata 110% lebih tinggi dari rata-rata

pendapatan mereka yangberada di sektor informal
@PS Kalimantan Barat,l998). Padahal sebagian besar
(75,5%) jumlah tenaga kerja di daerah ini berada di
sektor informal.

Krisis ekonomi juga telah menyebabkan mening-
katnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1999
angka kemisir:inan di Provinsi ini sebesar 26,20/o, jauh
mengalami kenaikan dibanding tahun 1996 (sebelum
krisis) yang hanya sekitar 18,7o/o (BPS Kalimantan
Barat,2000). Disamping itu, angka kemiskinan ter-
sebut masih lebih besar dibanding angka kemiskinan
nasional untuk tahun yang sama (1999) yaitu sebesar
23%.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini berrujuan untuk membangun Sistem
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Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2000 lalu kemudian menggunakannya
untuk menganalisis distribusi pendapatan dan
kemiskinan di Kalimantan Barat.

TINJAUAN TEORITIS

KerangkaDasar SNSE
SNSE merupakan sebuah matrils yang merangkum

neraca sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Kumpul-
an-kumpulan neraca (account) tersebut dikelompokkan
meqjadi dua kelompok, yakni kelompok rleraca-letaca
endogen dan kelompok neraca-neraca eksogen. Secara
garis besar kelompok netaca-rrctaca endogen dibagi
dalam tiga blok blok neraca-rLeraca faktor produksi,
blok neraca-neraca institusi dan blok neraca-neraca
aktivitas (kegiatan) produlsi. Untuk menyingkat penu-
lisan, ketiga blok tersebut selanjutnya akan disebut
sebagai blok faktor produksi, blok institusi dan blok
kegiatan produksi.

Setiap neraca dalam SNSE disusun dalam bentuk
baris dan kolom. Vektor baris menunjukkan perincian
penerimaan, sedangkan vektor kolom menunjukkan
perincian pengeluaran. Untuk kegiatan yang sama,
jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dengan kata
lain jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran.
Susunan SNSE secara sederhana dapat dthhat pada
Tabel 1. Untuk setiap baris, kolom 5 merupakan
penjumlahan dari kolom l, 2, 3, dan 4. Demikian pula
untuk setiap kolom, baris 5 merupakan penjumlahan
dari baris t, 2, 3, dan 4. Karena jumlah penerimaan
sama dengan pengeluaran, maka baris 5 merupakan
transpose dari kolom 5.

Di dalam tabel SNSE di atas terdapat beberapa
matrils. Matriks Imerupakan matrils transalsi antar

Tabel 1. Kerangka Dasar SNSE

blok dalam neraca endogen. Matrils Xmenunjuk*an
pendapatan neraca endogen dari neraca eksogen.
Matriks Z menunjukkan pengeluaran neraca endogen
untuk ruetaca elsogen, disebut jaga leakages. Matrils
Ymerupakan pendapatan total dari neraca endogen:
Sedangkan matriks I' merupakan pengeluaran total
daA neraca &rdogen.

Dari tabel SNSE tersebut, distribusi pendapatan
neraca endogen dapat dirinci menjadi:
1. Jumlah pendapatan faktor produlsi =

Y,=7,.r+X,
2. Jumlah pendapatan institusi =

Yz=Tz.t+Tz.z+Xz
3. Jumlah pendapatan kegiatan produksi =

Ys=Ts.z+Tfi+X
Sedangkan distribusi pengeluaran neraca endogen

dapat dirinci menjadi:
4. Jumlah pengeluaran faktor produksi =

Ytr=Tr.r+L,
5. Jumlah pengeluaran institusi =

Y'z=Tz.z+Ts,+Lz
6. Jumlah pengeluaran kegiatan produksi =

Y's=Tt.s+T3s+Lt
Matriirs T sebagai matrils transaksi antar blok di

dalam neraca endogen dapat ditulis sebagai berikut:

Io o r,.l'l
' =l'r., Tr., o 

1... . .. ........(7)
L o Tn Trrl

Sebagai salah satu submatrils dari SNSE, matrils
T jt:.ga menggambarkan transaksi penerimaan dan
pengeluaran, dengan lingkup yang lebih sempit, yakni
di dalam rteraca endogen.

Ditinjau dari sama tidaknya blok yang bertransaksi,
maka di dalam matriks transaksi 7 diatas terdapat
transaksi yang terjadi antar blok yang berbeda seperti
7,., Tr.n Tr., dan yang terjadi di dalam blok yang
sama seperti Tr., dan {rr. Hubungan tersebut bisa
dilihat pada Gambar 1. Tanda patah dalam Gambar
1. menunjukkan aliran uang.

Sumber: Thorbecke (1988)

Gambar 1. Transaki Antar Blok dalam SNSE

Matriks transaksi I di atas menunjukkan aliran
penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam
satuan moneter. Apabila setiap sel dalam matriks
T dibagi dengan jumlah kolomnya, maka akan
didapatkan sebuah matriks baru yang menunjukkan
besarnya kecenderungan pengeluaran rata-rata (average
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expenditure propensi$ yang dinyatakan dalam proporsi
(perbandingan). Matriks baru tersebut, katakanlah
matrils r4, nnsur-unsufiIya adalah A,, yang merupakan
hasil pembagian nilai Tpada baris fre i dan kolom ke
j (Ir) oleh jumlah kolom ke j, yang dapat dirumuskan
sebigai:

a -l
Ai =7, Y, """'(8)

 
dalam hal ini Y, adalahmatrils diagonal darinilai-

nilai jumlah koloin.
Sehingga :

Io o l,rl
e=l e^. e^^ o I

t ;' o',,', r,, 1"""""' """"'(9)

Oleh karena itu, maka : " .

(10) Y=AY+X,ata.u
(11) Y=(I-A)tx
Kalau Mr= (I - A)t , maka
(12) Y = M/
Dalam hal ini A berisi koefisien-koefisien yang

menunjulftan pengaruh langsung dari pqrubahan yang
terjadi pada sebuah sektor terhadap sektor yang lain.
Sedangkan MoyanE dinamakan pengganda neraca
(accounting multipier) merupakan pengganda yang
menunjukkan pengaruh perub ahat pada sebuah sektor
terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan
sistem SNSE.

Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan
Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa

indikator penting yang dapat dipergunakan untuk
mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling
sering dipergunakan adalah head-count ratio (Ps).
Head-+ount ratio ini memberikan gambaran tentang
proporsi penduduk yang hidup dibawah garis
kemiskinan. Namun demikian, indikator ini tidak dapat
mengindikasikan seberapa dalam tingkat kemiskinan
yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidakberubah
jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh
karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang
lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap
index, P ) dan tingkat keparahan kemiskinan Qtoverty
severity index, P2). Tingkat kedalaman kemiskinan
(Pr) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup
dari penduduk miskin dengan garis kemiskinm, ymg
dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun
demikian, indels ini tidak sensitif terhadap distribusi
pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga
dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat
keparahan kemiskinan yaitu Pr. Penurunan pada P,
mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata
pada kesenjangan antara standar hidup penduduk
miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan.
Hal ini juga berarti bahwa rata-tata pengeluaran
dari penduduk miskin cenderung mendekati garis
kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan
pada P rmengindikasikan berkurangnya ketimpangan
kemiskinan.

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak
dilakukan oleh berbagai pihak. Penelitian kemiskinan
tersebut biasanya menelaah kemiskinan dalam
pengertian absoolut (absolute poverty) dan dalam
pengertian relatif atau ketidakm erataai pendapatan
(income inequality). Kedua pengertian kemiskinan
tersebut merupakan dua konsep yang berbeda, dmr
dengan demikian ukuran kemiskinan yang digunakan
juga berbeda.

Kemiskinan dalirm pengertian absolut (seperti P6)

dapat dikaitkan dengan harta atau penghasilan, atau
kecukupan pada tingkat tertentu dalam konsumsi
pangan. Misalnya, World Bank menggunakan pen-
dapatan perkapita sebesar US $ 75 per tahun sebagai
ukuran kemiskinan atau yang biasa juga disebut
sebagai, garis kemiskinan Qtoverty line). Sayogyo
menggunakan ukuran ekivalen beras 240 kilogram
dan 360 kilogram per kapita per tahun sebagai garis
kemiskinan untuk masing-masing daerah pedesaan
dan perkotaan. Sedangkan BPS menggunakan ukuran
konsumsi energ minimum sebanyak 2100 kilokalori
per kapita per 1u1i sgfagai batas miskin. Seseorang yang
berada dibawah batas tersebut dikelompokkan sebagai
penduduk miskin atau rumah tangga miskin.

Sementara itu, kemiskinan dalam ukuran relatif
lebih mendekati kepada permasalahan ketidakmerataan
pendapatan, yaitu suatu ukuran yang membandingkan
pendapatan seseorang atau sekelompok orang dengan
orang atau kelompok yang lain (Atkinson, 1975 dart
1987). Ukuran yang biasa digunakan adalah ratio
Gini (disebut juga sebagai koefisien atau indek Gini)
dan ukuran World Bank (Todaro, 1987). Ratio Gini
dirumuskan sebagai berikut:

.:= .; Pt(Yt+Y,-,)
li 1o.ooo

dimana:
G = Ratio Gini yaitu rasio antara persentase kumulatif jurnlah

golongan rumah tangga dengan persentase kumulatif
jumlah pendapatan golongan rumah tangga.

P; = Persentase kumulatif jumlah golongan rumah tangga
kelas ke-i.

Ii = Persentase kumulatif jumlah pendapatan golongan
rumah tangga kelas ke-i.

Ratio Gini mempunyai nilai diantara 0 dan 1. Bila
ratio Gini bernilai 0 berarti distribusi pendaparan
berada pada tingkat yang sangat merata, sebaliknya
bila bernilai 1 berarti distribusi pendapatan berada
pada tingkat yang sangat tidak merata. Dalam kaitan
ini Todaro (1987) mengatakan bahwa:
1. Bila ratio Gini berada diarrtaru 0,2 sampai dengan

0,35, maka distribusi pendapatan disebut relatif
merata.

2. Btla ratio Gini berada diantara 0,35 sampai dengan
0,50, maka distribusi pendapatan disebut tidak
merata.
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3. Bila ratio Gini berada diarfiaraO,S0 sampai dengan
atau lebih dai 0,70, maka distribusi pendapatan
disebut sangat tidak merata.

Sedangkan ukuran World B ank manganahsa masalah
ketidakmerataan pendapatan dengan membagi
penduduk menjadi tiga kelompok, yairu: 40 persen
berpendapatan rendah; 40 persen berpendapatan
menengah; dan 20 persen berpendapatan tinggi.
Apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah:
Menerima kurang darilzpersen dari total pendapatan,
maka ketidakmerataan pendapatan disebut tinggi;
Menerima attara 12 persen sampai dengan 17
persen dari total pendapatan, maka ketidakmerataan
pendapatan disebut sedang; Menerima lebih dari 17
persen dari total pendapatan, maka ketidakmerataan
pendapatan disebut rendah.

METODE PENELITIAN .

Prosedur Penyusunan Tabel SNSE
Metodologi yang digunakan dalam menyusun

tabel SNSE Kalimantan Barat mengikuti cara yang
dilakukan oleh Keuning dan Ruijter (1988) ketika
membangun SNSE Indonesia (L982) dan SNSE
Srilangka (1986), serta Resosudarmo dan kawan-
kawan (1999) ketika membangun SNSE DKI Jakarta.
Adapun tahapan prosedur yang akan dilakukan dapat
dilihat pada Gambar 1.

SumberData
Sumber datayarrg dibutuhkan dalam membangun

SNSE berbeda-beda, tergantung dari rancangarr
keseluruhan SNSE yang akan dibangun. Untuk
pembuatan SNSE Provinsi Kalimantan Barat, data

yang akan digunakan bersumber dari buku-buku
statistik berikut: (1) Input-Output Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2A00; (2) Sensus Penduduk provinsi
Kalimantan Barat tahun 2000; (3) SNSE Indonesia
2000; ( ) Inter-regional Input-Output Indonesia 2000;
(5) Survei Pen{uduk Provinsi Kalimantan Barutl995;
(6) Pengelua/an Konsumsi Penduduk Indonesia
1996 dan 1999; (7) Statistik Keuangan Provinsi
Kalimantan Barat 1999/2000; (8) Keadaan Sosial
Budaya Penduduk Provinsi Kalimantan Barat 2000; (9)
Indikator kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan
Barat 2000; dan (10) Keadaan Sosial Ekonomi Rumah
Tangga Provinsi Kalimantan Barat 2000.

Setelah SNSE Kalimantan Barat berhasil dibangun,
maka selanjutnya dapat dianalisis hubungan antara
satu neraca dengan neraca lainnya. Misalnya, analisis
distribusi pendapatan falftorial (tenaga kerja dan modal)
dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara
neraca'sektor produksi dengan neraca faktor produksi;
analisis distribusi pendapatan rumah tangga dapat
dilakukan dengan melihat hubungan antara neraca
faktor produksi dengan neraca institusi; demikian
halnya dengan hubungan neraca lainnya. Dalam
studi ini metode analisis yang akan dilakukan antara
lain: analisis distribusi pendapatan rumah tanggadart
analisis kemiskinan.

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga
Kerangka SNSE Provinsi Kalimantan Barat

tahun 2000 ukuran 51X51 merinci rumah tangga
meqjadi 8 golongan, yaitu: (1) Rumah tanggaburuh
pertanian; (2) Rumah tarLga pengusaha pertanian;
(3) Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah

di pedesaan; (4) Rumah tangga bukan
pertanian penerima pendapatan di
pedesaan; (5) Rumah tarrgga bukan
pertanian golongan atas di pedesaan; (6)
Rumah tangga bukan pertanian golongan
rendah di perkotaan; (7) Rumah tarlgga
bukan pertanian penerima pendapatan di
perkotaan, dan (8) Rumah talggabukan
pertanian golongan atas di perkotaan.

Rumah tangga nomor I dan 2
adalah rumah tarLgga dimana kepala
rumah tangga bekerja atau menerima
pendapatan terbesar dari hasil balas
jasa bekerja di sektor pertanian, yaitu
sebagai buruh pertanian dan sebagai
pengusaha pertanian. Rumah tarugga
nomor 3 sampai dengan 8 adalah rumah
tarrgga bukan pertanian dimana kepala
rumah tangga bekerja di sektor bukan
pertanian atau menerima pendapatan
terbesar dari hasil balas jasa bekerja di
sektor bukan pertanian. Termasuk dalam
golongan rumah tangga golongan rendah
adalah rumah tangga yang memperoleh

PEMILIHAN TAHUNDASAR IDENTIFIKASI SUMBER DATA

PERSIAPAN PERENCANAAN TABULASI

PENENTUAN ESTIMASI DATA AWAL
DAN

PENGISIAN TABULASI

KOREKSI KESALAHAN ESTIMASI DATA
DAN

TABULASI ULANG

REKONSILIASI AKHIR

Gambar 1. Bagan Prosedur Pembuatan SNSE
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,
Golongan Rumahtangga

Jumlah
penduduk

(Jiwa)

Total
Pendapatan
Disposabel
(Ro Juta)

Disposabel
per Kapita
(Ro Ribul

Rumahtanssa buruh tani 222.586 267 082,7 1 199,9
Rumahtangga pengusaha pertaniar 1.835.713 | 976 381,3 2166.7
Rumahtangga bukan pertanian
golongan bawah di pedesaan 50/..562 7L1 196,4 1 409,3

Rumahtangga bukan pertanian
Penerima Dendaoatan di oedesaan 148.456 301 155,7 2028,6

Rumahtangga bukan pertanian
golongan atas di oedesaan

206.898 447 773,5 2 764,2

Rumahtangga bukan pertanian
solonsan bawah di oerkotaan 590.702 251 001,9 2117,8

Rumahtangga bukan pertanian
oenerima oendaoatan di oerkotaar 136.357 375 07t,2 2750,

Rumahtangga bukan pertanian
golongan atas di perkotaan 1o5.42l 468750,t 23 4I8,O

lumlah 3 750 795 798 4t2,3 2 6t2,4
Sumber: Diolah dari 5N5E Kalbar Tahun 2OOO
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Tabel 2. Distribusi Pendapatan Disposabel per Kapita provinsi
Kalimantan Barat Menurut Golongan Rumah tangga, 2000

pendapatan sebagai balas jasa dari bekerja sebagai
pengusaha bebas golongan rendah, tenagatata-usaha
golongan rendah, pedagang keliling, pekerja bebas
sektor angkutan (seperti supir bis, kondektur bis),
pekerja bebas sektor jasa perorangan, pekerja kasar,
atau yang sejenis; Sedangkan yang termasuk sebagai
rumah tarLgga golongan atas adalah rumah tangga
yang memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari
bekerja sebagai manajer, profesional (seperti akuntan,
dokter), militer, guru/dosen/guru besar, pekerja tata
usaha dan penjualan golongan atas. Sedangkan rumah
tangga penerima pendapatan adalah rumah tangga
dengan pendapatan kepala rumah tangiyang utama
berasal dari transfer seperti pensiunan, transfer dari
anak atau menerima balas jasa kapital dari kekayaan
yang dimilikinya.

Distribusi pendapatan menurut golongan rumah
tangga disajikan oleh Tabel2. Distribusi pendapatan
ini disajikan dalam bentuk pendapatan disposabel
(disposable income) per kapita. Dari tabel Z dapatdilihat
bahwa:
a. Secara rata-rata, pendapatan disposabel per kapita

di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2000

Catatan:
- Diolah dari SNSE Kalbar Tahun 2OOO dan Tabel 2

P.(Y. + Y. -l
lndeksGini :G= t . | '- 10.000

7595.s373
= 1 - - t_0.76=O,24- 10.000

Akreditasi: No. 't 08/Dikti/Kep 12007, Tanggal 23 Agustus 2OO7

berjumlah Rp 2.612,4 ribu per tahun;
b. Rata-rata pendapatan disposabel rumah tangga

buruh tani berjumlah Rp 1.199,9 ribu per tahun
dan merupakan rumah tangga berpendapatan
paling rendah. Sedangkan rumah tangga bukan
pertanian golongan atas di perkotaan, dengan
pendapatan tisposabel sebesar Rp 23.4 1 8,0 ribu
per tahun, merupakan golongan rumah tangga
dengan pendapatan disposabel tertinggi.

Dari Tabel 2 jugadapat dilihat bahwa rumah tangga
pertanian yang proporsinya sebesar 55 persen dari
seluruh rumah tarrgga yang ada, dapat menikmati
43,31 persen pendapatan disposabel yang tercipta
di Kalimantan Barat yang besarnya mencapai Rp
9 798,41 milyar. Ketimpangan pendapatafi afitata
golongan bawah (buruh tani) dan golongan atas
perkotaan sekitar 1,00 : 19,52. Keadaan ini secara
tidak langsung memberi gambaran bahwa distribusi
pendap4tan di Kalimantan Barat relatif merata.
Bandingkan dengan keadaan DKI Jakarta hasil SNSE
tahun 2000, dimana 50 persen penduduk golongan
bawah hanya menikmati 14,61 persen dari seluruh
pendapatan disposable yang tercipta. Disamping itu,
ketimpangan antara golongan bawah dan golongan
atas di DKI Jakarta mencapai 1,00 ;49,39.

Untuk mengetahui secara jelas apakah benar
distribusi pendapatan di Kalimantarr Barat relatif
r,nerata, maka indek Gini akan dihitung dengan
menggunakan informasi yang terdapat pada Tabel
2. Prosedur perhitungan tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disim-
pulkan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan
BNatberadadalam keadaan yang relatif merata karena
indek Gini yang sebesar 0,24. Hasrl ini tampaknya
logis karena pendapatan tertinggi sebesar 40,58 persen
diterima oleh penduduk terbanyak sebesar 48,17 persen
dari total rumah tangga; dan pendapatan terendah
sebanyak 2,72 persen hanya diterima oleh persentase
penduduk sebesar 6,61 persen.

Angka indek Gini hasil perhitungan di atas ternyata
masih lebih rendah dibandingkan dengan indek Gini

nasional tahun 2000 hasil perhitungan BpS
yaitu sebesar 0,29. Bahkan indek Gini hasil
perhitungan ini juga lebih rendah dibandingkan
indek Gini Kalimantan Barat tahun 2000 hasil
perhitungan BPS yang besarnya 0,28 (BPS,
2001). Namun demikian, perbedaan indek
Gini ini masih berada pada kisarafl yarrg
sama, sehingga menghasilkan kesimpulan yang
sama.

Disamping indek Gini, Kriteria Bank Dunia
adalah salah satu indikator ekonomi untuk
menilai tingkat ketidakmerataan pendapatan
penduduk suatu negara atau daerah. (BPS,
2001). Berdasarkan kriteria ini juga dapat
disimpulkan bahwa distribusi pendapatan di
Kalimantan Barat relatif merata. Hal ini tampak
dari persentase pendapatatpada kelompok 40

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kalimantan Barat Tahun 2000

Golongan
Rumah
tangga

Pendapatan
Disposible
(Rp. Juta)

Yi

Jumlah
Rumah
tangga
(Unit)

P.

'(o/ol

P.

Pll (KJh) Yr+Yr-r Pr (Yr + Yr-1)

1
2
3
4
5
5
7
8

267.O82,L
3.976,38t,3

7Lt.t96,4
301.155,7
447.773,5

1.251.001,9
375.07L,2

2.468.750.7

53.035
386.424
t06.222
35.593
45.462

120.615
3L.737
23.150

2,72
40,58

7,26
3,07
5,57

L2,77
3,83

25,20

6,67
48,17
13,24
4,44
5,67

15,03
3,9s
)aq

2,72
43,30
50,56
53,63
58,20
70,97
74,80

100.00

2,72
46,O2
93,86

t04,L9
111,83
129,77
t45,77
774.4O

17,9792
22L6,7834
7242,7064

462,6063
634,0767

1947,4257
575,7975
505,7720

Total ).798.4L2,3 802,232 100 100 7596.5373

202



Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi o EddySuratman

persen terendah sebesar 25,82 persen, ja:uh diatas 17
pe6en.1

Meskipun distribusi pendapatan di Kalimantan
Barat saat ini relatif merata, namun langkah-langkah
untuk menjaga agar ketimpangan tidak kembali muncul
harus terus dilakukan. Apalagi methat kecenderungan
masih adanya ketimpangan perekonomian antar
kabtpaten/ kota di Kalimantan Barat. Ketimpangan
perekonomian tersebut terlihat dari a.darrya dua daemh
yaitu kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak yang
kontribusinya terhadap perekonomian Kalimantan
Barat diatas 20 persen, sementara terdapat satu daerah
yaitu kabupaten Kapuas Hulu yang kontribusinya
hanya 3,84 persen serta kabupaten Sintang dan
Bengkayang yang kontribusinya harrya sekitar 6
persen. Dalam kaitan ini salah satu langkah yang
perlu dilakukan adalah reorientasi investasi baik swasta
maupun pemerintah yang selama ini terpusat di kota
Pontianak dan kabupaten Pontianak ke wilayah lain
di Kalimantan Barat. Mengingat daerah ini berbatasan
langsung dengan Negara bagian Serawak Malaysia,
maka kebijakan pengemb arLgan kawasan perbatasan
yang mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat
baran$<ali menjadi salah satu pilih4n yarLgtepat.

Kemiskinan Rumah Tangga
Golongan rumah tatgga yang secara relatif

mempunyai pendapatan disposabel terendah di
Kalimantan Barat adalah golongan rumah tangga
buruh tani (lihat juga Tabel 2). Dengan kata lain,
golongan rumah tangga ini secara relatif merupakan
rumah tangga paling miskin di Kalimantan Barat. Akan
tetapi hasil ini belum dapat menjelaskan mengenai
rumah tangga miskin dalam ukuran absolut karena
hasil tersebut baru menjelaskan mengenai penyebaran
atau distribusi pendapatan diantara golongan rumah
tangga. Disamping itu, hasil tersebut juga belum
dapat diinterpretasikan bahwa semua penduduk pada
golongan rumah tan{Xa buruh tani yang jumlahnya
sebanyak 222.586 jiwa tergolong sebagai penduduk
miskin. Bisa saja terdapat sebagian penduduk pada
golongan rumah tanggaburuh tani yang tidaktermasuk
sebagai penduduk miskin, meskipun secara rata-rata
golongan rumah tangga ini memiliki pendapatan
per kapita terendah; atau sebaliknya. Hal ini terjadi
karena adanya variasi pendapatan antar penduduk
(antar-rumah tangga) dalam masing-masing golongan
rumah tangga.

Secara umum, penduduk miskin didefinisikan
sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati
dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatanyaflg
dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat
tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut
diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yangdapat

1 Dalam penelitian ini penduduk berpendapatan rendah terdiri dari rumah
tangga buruh tani, rumah tangga golongan bawah dan penerima pendapatan
di pedesaan, dan rumah tangga golongan bawah di perkotaan. Jumlah
mereka sebanyak t.466,40G orang atau sekitar 40 persen dari seluruh
penduduk Kalimantan Barat.

memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100
kilokalori per kapita per hari, perumahan, pakaian,
kesehatan dan pendidikan. Jumlah uang tersebut
kemudian disebut sebagai garis kemiskinan (Indikator
Kesejahteraan Rakyat, Susenas, BPS, 2001).

P ada bagsan ini akan dilakukan pendugaan terhadap
banyaknya pehduduk miskin dan penentuan rumah
tarLgga miskin"dalam ukuran absolut di Kalimantan
Barat. Untuk keperluan itu, ukuran kemiskinan
yang berupa pendapatan minimum untuk dapat
mengkonsumsi 2100 kilokalori per kapita per hari
akan digunakan. Akan tetapi, karena ukuran ini
belum tersedia, ma^ka ukuran tersebut harus diduga
terlebih dahulu. Pendugaan dilakukan dengan cara
menghubungkan pendapatan dan konsumsi makanan
dengan menggunakan golongan rumah tatf#aburuh
tani sebagai obyek penelitian. Golongan rumah tangga
buruh tani dipilih dengan alasan, datayang tersedia
hanya,:diperoleh dari golongan rumah tangga ini.

Hasil yang ditemukan adalah, pada tahun 2000
ternyata golongan rumah tar.gga buruh tani di
Kalimantan Barat masih belum dapat mengkonsumsi
makanan secara cukup yaitu sebanyak 2100 kiiokalori
per kapita per hari. Dengan rata-rata pendapatan
disposabel per kapita sebesar Rp 1.199,91 ribu,
golongan rumah tangga buruh tani hanya dapat
mengkonsumsi makanan per kapita per hari sebanyak
1785,6 kilokalori (Susenas, BPS, 2000). Berdasarkan
hubungan ini berarti dapat dianalogikan bahwa untuk
dapat mengkonsumsi sebanyak 2100 kilokalori per
kapita per hari di Kalimantan Barat dibutuhkan
pendapatan minimal sebesar Rp 1.411,18 ribu pertahun
(yaiuu 2100/1785,6 dikali dengan Rp 1.199,91 ribu).
Besaran ini dapat dianggap sebagai batas atau
garis kemiskinan dalam ukuran absolut di provinsi
Kalimantan Barat.

Berpedoman padabatasangaris kemiskinan sebesar
Rp 1.411,18 ribu diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa golongan rumah tanggamiskin di Kalimantan
Barat adalah:
1. Rumah tangga buruh tani dengan pendapatan

perkapita sebesar Rp 1.199,91 ribu.
2. Rumah tangga golongan bawah di pedesaan dengan

pendapatan perkapita sebesar Rp 1.409,25 ribu.
Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di

provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2000 sekitar
727.248 jiwa atau 19,4 persen dari seluruh jumlah
penduduk. Akan tetapi dibanding keadaan tahun
1999 yang mencapai 26,2 persen, angka kemiskinan
tersebut jauh lebih rendah (BPS, 2000). Disamping itu,
Angka kemiskinan hasil studi ini hampir sama dengan
angka kemiskinan nasional temuan BPS pada tahun
2000 yang besarnya 18,95 persen dari totaljumlah
penduduk.

Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab
kemiskinan rumah taflgga di Kalimantan Barat yaitu;
pertama, pendapatan rumah taflgga relatif masih
rendah sehingga semua pendapatan habis digunakan
untuk konsumsi. Hampir tidak ada pendapatanyang
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dapat ditabung untuk malsud pembentukan modal;
kedun, tingkat pendidikan atau keterampilan mereka
yang relatif rendah sehingga menyebabkan marginal
product of labor (MPL) rendah yang berimplikasi
kepada rendahnya tingkat upah atau balas jasa yang
diterima oleh tenaga ke{a; Ketiga. banyak diantaru
mereka yang berctatus sebagai pekerja keluarga dengarr
tingkat upah yang rendah.

Temuan diatas memberikan pemahaman kepada
kita bahwa pada umumnya penyebab kemiskinan
rumah tangga di Kalimantan Barat adalah karena
rendahnya kualitas sumber daya manusia dansumber
daya modal yang dimiliki sehingga hasil yang diperoleh
oleh rumah taflflgajuga menjadi rendah yangpada
akhirnya menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan itu
kemudian menyebabkan rumah tarlgga tidak mampu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
kuantitas sumber daya modal. Akibatny"a, mereka
menganggur karena kualifikasi sumber daya manusia
yang dihasilkan oleh rumah tangga ini tidak dapat
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh pasar
kerja, atau karena ketidakmampuan rumah tangga
ini untuk mengembangkan usaha rumah tangga
sebagai akibat tidak tersedianya sumber daya modal,
dan sebagainya. Keadaan ini mencerminkan bahwa
kemiskinan rumah tangga merupakan efek sirkular
dari kemiskinan itu sendiri, kemiskinan menyebabkan
kemiskinan (vicio*s circle of poverty).

KESIMPTJLAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Distribusi pendapatan di Kalimantan Barat berada

dalam keadaanyang relatif merata karena ketimpangan
pendapatan arLtara golongan bawah (buruh tani) dan
golongan atas perkotaan relatif rendah yaitu sekitar 1,00
: 19,52 dan indek Gini yang sebesar O,24.Berdasarkan
kriteria Bank Dunia juga dapat disimpulkan bahwa
distribusi pendapatan di Kalimantan Barat relatif
merata. Hal ini tampak dari persentase pendapatan
pada kelompok 40 persen terendah sebesar 25,82
persen, jauh diatas 17 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kalimant anBarat pada
tahun 2000 sekitar 727.248jiwa atau 19,4 persen dari
seluruh jumlah penduduk. Akan tetapi dibanding
keadaan tahun 1999 yangmencapai 26,2 perset,angka
kemiskinan tersebut jauh lebih rendah. Disamping itu,
Angka kemiskinan hasil studi ini hampir sama dengan
angka kemiskinan nasional temuan BPS pada tahun
2000 yang besarnya 18,95 persen dari total jumlah
penduduk.

Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab
kemiskinan di Kalimantan Barat adalah; pertaftta,
pendapatan rumah tangga relatif masih rendah
sehingga semua pendapatan habis digunakan untuk
konsumsi. Hampir tidak ada pendapatan yang dapat
ditabung untuk malsud pembentukan modal; ktdua,
tingkat pendidikan atau keterampilan mereka yang
relatif rendah sehingga menyebabkan marginal produa

Akreditasi: No. I08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

of labor (MPL) rendah yang berimplikasi kepada
rendahnya tingkat upah atau balas jasa yang diterima
oleh tenaga kerja; Kaiga,banyak diarfiaramereka yang
berstatus sebagai pekerja keluarga dengan tingkat upah
yang rendah.

Rekomendasi X

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
antar kabup aten/kota, penting dilakukan reorientasi
investasi baik swasta maupun pemerintah yang selama
ini terpusat di kota Pontianak dan kabupaten Pontianak
ke wilayah lain di Kalimantan Barat. Mengingat
daerah ini berbatasan langsung dengan Negara bagian
Serawak Malaysia, maka kebijakan pengembangan
kawasan perbatasan yang mencakup lima kabupaten
di Kalimantan Barat menjadi pilihan yang tepat.

Temuan diatas memberikan pemahaman kepada
kita bahwa pada umumnya penyebab kemiskinan
rumalr'*angga di Kalimantan Barat adalah karena
rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber
daya modal. Oleh karena itu, prioritas kebijakan yang
harus dialakukan adalah meningkatkan kualitas torLalga
kerja baik melalui pendidikan maupun pelatihan dan
mendekatkan al6es tenaga kerja terhadap sumberdaya
modal.
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ABSTRACT

Diversification of processed coffee is needed to increase added value of Indonesian coffee. To build coffee
diversification-processed industry needs investrnent feasibility analysis. Feasibility analysis of coffee diversification-
processed industry investment usrngfuzzy approach is used to assess coffee processing industry which price is
fluctuated and dependent on the world market. The aims of this research were 1) to find out profit of powder
and instant coffee industry; 2) to analyze investment feasibility of powder and instant coffee industry. Data
used firstly to calculate initial investment, then decide discount factor with Ftzzy Logic Control (FLC) method
and finally analyze income statement to know the profit.

Results of the research shorved that: 1) discounted profit during l0-year for low, medium, and high condition
on powder coffee were 212.8; 243.1; and 266.9 in ten million rupiah respectively meanwhile for instant coffee
were 148.5; 188.8; and 220.0 in ten million rupiah respectively; and 2) F:uzzy Net Present Value (FNpV)
resulted NPV for powder and instant coffee industry were 1 8,4 and -5 ,6 . Ftzry Profitability Index (FpI)
were resulted PI for powder and instant coffee industry werel,g and -1,2 respectively. Because powder coffee
industry had NPV > 0 and PI > 1,,therefore, coffee industry that feasible in South Sumateri was powder
coffee with profit Rp184,000,000 during 10 years of project.

Keywords: cffie process, Fuzzy Logic Control, Fuzzy NPll Fuzzy pL

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui laba bersih dari indusri kopi bubuk dan kopi instant; dan 2)
mengetahui kelayakan investasi pendirian industri kopi bubuk dan kopi instant. Datayangdigunakan adalai
melakukan perkiraan awal untuk penentuan nilai investasi awal, menentukan tingkat diskonto?engan metode
Fuzy Ingic Control (FLC) dan menghitung analisis rugi laba untuk peirenruan liba bersih.

Berdasarkan hasil analisis diketahui: 1) laba bersih yang telah didiskonto selama 10 tahun untuk kondisi
rendah, sedang dan tinggi pada kopi bubuk adalah 212,8; 243,1; dan 266,9 dalam puluhan juta rupiah dan
kopi instant adalah 148,5; 188,8; dan 220,0 dalam puluhan juta rupiah; dan 2) perhitungan dengan metode
Fuzzy Net Present Value (FNPV) menghasilkan nilai NPV untuk industri pengolaharrkopi bubuk danlopi instant
sebesar 18,4 dan -5,6. Sedangkan perhitungan dengan metode Fuzzy Profitabitity Index (FPI) didapattan nilai
PI industri kopi bubuk.sebesar 7,9 dan kopi instant sebesar -1,2.Karena industri kopi bubuk mempunyai
nilai NPV > 0 dan nilai PI > 1, maka industri kopi yang layak dijalankan di Sumatera Selatan adalatr kopi
bubuk dengan keuntungan Rpi84.000.000 selama 10 tahun proyek.

Kata kunci : kopi olahan, Fuzzy Logic Control, Fuzzy Np( Fuzzy pL

PEI\DAHT'LUAN

Latar Belakang
Saat ini, industri pengolahan kopi di Indonesia

masih berorientasi pada pemenuhan konsumsi
domestik dan hanyi sebagian kecil (sekit ar l%)
yang berorientasi elspor. Karena itu diperlukan suatu
pengembangan industri pengolahan kopi Indonesia
untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan
pasar. Kopi hasil olahan yang umum di pasarkan di
luar negeri adalah berupa kopi instant dan liquid
cffie denganbeberapa jerus produk turunannya. Jenis
produk tersebut belum terlalu dikenal di Indonesia,

kecuali kopi instant (Herman, 2002).
Ekspor komoditas perkebunan Sumatera Selatan

hingga kini sebagian besar masih dilakukan dalam
bentuk bahan mentah atau bahan setengah jadi, seperli
kopi yang diekspor dalam bentuk kopi beras. Padahal,
apabila perlakuan pasca panennya diproses secara
baik maka kopi yang dihasilkan akan memiliki nilai
tambah yang tidak sedikit (BPS Sumsel,2007).

Untuk memproses biji kopi menjadi kopi olahan,
diperlukan biaya investasi untuk membangun pabrik-
pabrik pengolahan kopi. Pendirian pabrik-pabrik
pengolahan kopi ini merupakan keputusan investasi
jangka panjang yang membutuhkan anatsis kelayakan
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dengan tingkat keakuratan
tinggi. Maka, penelitian ini
menggunakan perldekatan
fu z4tuntukmengkajikelayakan
investasi karena komoditas
kopi olahan sangat tergantung
padaharga pasar dunia dan
kondisi perekonomian secara
global.

Penilaian kelayakan in-
vestasi dengan pendekatan

firzy telah diteliti sebelumnya,
diantar any a oleh Kahraman
(2001) yang mengembangkan
Fuzzy B/C untuk memilih
satu atau banyak proyek yang
memiliki keuntungan sama
maupun berbeda. Majlender
(2002) memperkenalkan
strategi perencanaan investasi
dengan menggunakan Qtnam-
ic Decision Trees sehingga jalur
nilai pilihan terbesar pada
akhir periode dapat diketahui
dengan informasi yang mini-
mum. Sedangkan Rosadi dan
Marimin (2000) mengimple-
mentasikan metode evaluasi
investasi dengan pendekatan

fuzzy pada kasus industri pulp
Indonesia sehingga dapat di-
indikasikan dalam kurun
waktu 23 tahun umur proyek, industri tersebut layak
untuk dilaksanakan.

Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1)

mengetahui laba bersih dari industri kopi bubuk dan
kopi instant; dan 2) mengetahui kelayakan investasi
pendirian industri kopi bubuk dan kopi instant.

METODE PENELITIAN

KerangkaPemikiran
Usaha meningkatkan nilai tambah kopi dengan

mendirikan pabrik-pabrik pengolahan kopi untuk
menghasilkan diversifikasi kopi olahan membutuhkan
danayang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan pula
kajian untuk dapat mempredilsikan bahwa usaha yang
akan dilakukan akan memberikan kzuntungan sehingga
keberlangsungan industri dapat dilakukan secara terus-
menerus. Kajian kelayakan investasi diversifikasi
agroindustri kopi olahan sangat diperlukan dalam
mengkaji pendirian pabrik kopi olahan di Sumatera
Selatan yang keberadaarnya saat ini masih relatif
tradisional dengan modal, peralatan dan teknologi
yang masih sangat sederhana. Kemudian, berdasarkan
pada kajian ini ditennrkan dari dua proses diversifikasi
pengolahan kopi, yaitu pengolahan kopi bubuk atau

Gambar 1. Kerangka pemikiran kelayakan investasi diversifikasi agroindustri kopi di Sumatera Selatan

dengan pendekatan fuzzy

kopi instant yang memberikan keuntungan paling
besar dan layak dikembangkan di daerah Sumatera
Selatan. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat
pada Gambar l.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengarnbil lokasi di Sumatera Selatan,

yaitu di Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering
IJlu, Kabupaten Muara Enim dan Kodya Palembang.
Lokasi ini dipilih karena ketersediaan bahan baku,
input dan dukungan masyarakat maupun pemerintah
daeruh tersebut sangat mendukung pendirian pabrik
pengolahan kopi.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan datayang digunakan dalam

penelitian ini adalah berdasarkan data primer, yaitu
wawancara maupun korespondensi terhadap pengurus
AEKI dan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan.
Pengumpulan data sekunder berdasarkan pada data-
data perusahaan kopi olahan yang ada di Sumatera
Selatan serta dari sumber lainnya.

MetodeAnalisis
l. Konsep Fazzy
Menurut Marimin (2005), sistemfuzzy merupakan

penduga numerik yang tersftuktur dan dinamik. Sistem

Identifikasi Tujuan

Meningkatkan nilai tambah komoditas

Pemilihan divenifikasi produk kopi

Membuat perkiren biaya
investasi berdasarkm kurs dollar

terhadap harga mesin-mesin

Membuat perkiraan laba bersih
berdasarkan analisis rugi laba

Membuat perkiraan tingkat
diskonto memakai metode FLC

Penentuan tingkat diskonto (rt)
(pesimis, modemt, optimis)

Penentuan laba bersih ({)
(rendah, sedang, tinggi)

Fuzifikapi (TFN) (flt)1
laba bersih yang telah

Kelayakan investasi dengan metode
FNPV dan FPI

Defuzzifikasi dengan metode CoG

Pemilihm jenis industri berdasrkan
kajian (elayakan investasi
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ini mempunyai kemampuan untuk mengembangkan
sistem intelejen dalam lingkungan yang tidak pasti
dan tidak tepat. ,

Sistem ini menduga suatu fungsi dengan logika
fuzzy. Logika Fuzzy mertpakan bagian dari logika
bolean, yang digunakan unfuk menangani konsep
derajat kebenaran antara benar dan salah. Alur
penyelesaian masalah dengan menggunakan metode
fir4t dapat digambarkan pada GambN 2.

Permasalahan
Nyata

Representasi Nafural

Fuzzifikasi

Komputasi secarafuzzy

Defuzzifikasi

Solusi

Gambar 2. Alur penyelesaian masalah dengan Metode fuzzy Mafimin
(200s)

Setiap nilai tunggal (crisp) pada Tiangular Fuzzy
Number (TFN)memiliki fungsi keanggotaan yang rerdid
dai tiga nilai yang masing-masing merepresentasikan
nilai bawah, nilai tengah dan nilai atas. Secara grafis
fungsi keanggotaan dengan TFN dapat digambarkan
seperti pada Garnbar 3.

Gambar 3. Triongular Fuzzy Nurnber (TFN) A = (a,, a, ar)

Fungsi keanggotaan untuk TEN pada Gambar 2
sebagai berikut:

Pa(x) = 0 untuk x(&r

- X-Bt 
untuk a, < x < a^dt-dz t - t

- a'-x 
untuk a^ < x < a^Z_ Js3 42

= 0 untuk xlil3
Pemrosesan brlaryan fu zzy pada representasi selang

(Marimin, 2005) adalah:

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

_Penjumlahan: la1,a37 (+) [b,bJ = lal + b, , a, +
bJ

lenglangan: [a,,a3l C) [b,b3] = [ar - b, , a, - brl
Perkalian: 1a,a3l (.) [b1,b3] = [al . b, , a, . bJ
Pembagian: [a,,a31 (+) [b1,b3] =

[". 
", 

I
Lc't,l 1

Fuzzifikasi merupakan pemrosesan suatu bilangan
secara matematik fuzzy berdasarkan metode representasi
yang digunakan (Kusumadewi dan Purnomo, 2004).
Metode representasi yang bisa digunakan diantararrya
adalah model TFN, model pi, model Z dan model
ft apezoidal. Masing-masing model tersebut mempunyai
formulasi matematis untuk mendefinisikan nnai fuza
dari bilangan yang diolah.

Marimin (2005) mengemukakan, definzifikasi adalah
proses pengubahan outryt fi.Ezy ke output yarLgbernilai
tunggal (Qzsp). Terdapat banyak metode defuzziftkasi,
namun yang biasa digunakan adalah metode Centroid
dan Maximum. Dalam metode Cmtroid, nilai tunggal
dari variabel output dihitung dengan menemukan
nilai variabel dari center of gravity suatu fungsi
keanggotaan untuk rulaifuzzy. Sedangkan di dalam
metode Maximum, satu dari nilai-nilai variabel yang
merupakan nilai kepercayaan maksimum gpglrs fuzzy
dipilih sebagai nilai tunggal untuk variabel output.

Penentuan tingkat diskonto dengian Fuzzy Logic Control
(FLc)

Metode ini menguraikan pengawasan masalah
dalam suatu lingkungan ketidakpastian dan
ketidaktepatan. Teknik ini sangat efektif ketika presisi
tinggi tidak dibutuhkan dan tujuan kontrol mempunyai
variabel yang dapat digunakan untuk pengukuran dan
perkiraan. Urutan kerja FLC sebagai berikut:
a.Pembentukantnmpnan fu za untuk mendeskripsikan

variabel (linguistic vaiabel described by fuza set)
b. Pembentukan aturan (if then rule)
c. Evaluasi Aturan (rulcs evaluation)
d. Agregasi kel:uaran fuzzy (agregation fuzzy output)
e. Penegasan (defuzzifimtion)

Penentuan kelayakan investasi dengan pendekatan
fiEzy
a. Net Present Value (NPV)

NPV (cr) = f, (o) - fo (cr)
Bila nilai NPV > 0, maka investasi dianggap
layak

b. Profitability Index (PI)
PI (cr) = f, (o) / fo (0)
Bila nilai PI > 1, maka investasi dianggap layak

Langkah terakhir pada pemrosesan hitungan
fuzzy adalah defuzzlfikasi. Fuzzy bertujuan untuk
mengevaluasi rules, tetapi hasil akhir pada sistemfuzzy
harus berbentuk nilai tunggal (ffisp). Input dari proses
defuzzifikasi adalah keseluruhan output fury dan
outputnya harus merupakan angka yang tunggal.
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Terdapat beberapa metode defuzzifikasi, salah
satu yang sering digunakan adalah metode centroid.
Metode ini bertujuall menentukan titik dimana garis
vertikal memotong jumlah keseluruhan menjadi dua
himpunan yang besar. Secara matematis, teknik yang
dapat disebut juga dengan Center of Gravity (CoG)
atau Center of Area Method (CAM) dapat dirumuskan
sebagai berikut (Bojadziev dan Bojadzian, 1997).

= _ Il=iroi "** 
(rn )'"- I:-=lL(^)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Nilai Investasi Awal
Nilai investasi awal adalah danayang dibutuhkan

untuk membangun proyek. Biaya investasiini meliputi
biaya purgadaan lahan, biaya pendirian pabrik, fasilitas,
biaya pengadaan mesin dan peralatan, serta biaya
pra-investasi. Nilai investasi awal sangat ditentukan
oleh kapasitas produksi yang akan dihasilkan setiap
tahunnya. Kapasitas produksi kopi bubuk 288.000
kg/tahun dan kopi instant 112.500 kgltahun. Nilai
investasi awal kopi bubuk dan kopi instant dibagi
menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggl.
Pembagian ini berdasarkan pada pembelian peralatan
yang mengikuti kurs dollar sedangkan untuk biaya
lainnya tetap.

Tabel 1. Nilai investasi awal pabrik pengolahan kopi bubuk dan kopi
instant

Rupiah per
1 USD

(ategori investas
Jenis kopi

(puluhan juta rupiah)
ffi

8.100
9.385

10.199

Rendah
Sedang
Tinspi

240,r
244,3
7qo s

284,3
29L,4
7qR R

Berdasarkan pada Tabel 1, diketahui nilai investasi
awal kopi bubuk untuk kategori rendah adalah 240,1,
sedang adalah 2M,3 dan tinggi adalah 250,5 dalam
puluhan juta rupiah.

Nilai ini kemudian dinyatakan dalam bentuk TFN
sebagai berikut:

Io = ((240,1) , (244,3), (250,5)) dalam puluhan juta
rupiah

Kemudian diubah ke dalam bilangan fuzzy
menjadi:

ro (cr) = 1240,1+4,2a,250,5-6,2a1
Sedangkan nilai investasi awal kopi instant untuk

kategori rendah adalah 284,3, sedang adalah 29t,4
dan tinggi adalah 298,8 dalam puluhan juta rupiah.
Nilai investasi awal ini kemudian dinyatakan dalam
bentuk TFN sebagai berikut:

Io= ((284,3), (291,4), (298,8) dalam puluhan juta
rupiah

Kemudian diubah ke dalam bilangan fuzzy
menjadi:

fo (c) = l(284,3+7,a), (298,8-7,4a)l

240,1 244,3 250,5 Nilai investasi awal

Gambar 4. TFN nilai investasi awal kopi bubuk dengan kapasitas produki
sebesar 288.000 kg/tahun

284,3 291,4 298,8 Nilai investasi

Gambar 5. TFN nilai investasi awal kopi instant dengan kapasitas produki
sebesar 112.500 kg/tahun

Penentuan Tingkat diskonto
Penentuan nilai diskonto didapatkan dengan

menghitung total penerimaan dan keuntungan industri
kopi olahan yang memprodulsi kopi bubuk dan kopi
instant dengan suku bunga bank tertentu. Urutan
kefia Fuzzy Logic Control (FLC) dalam Bojadziev dan
Bojadzian (1997) sebagai berikut:

Pembentukan himpnan fazzy (fazzy sen

Tujuan dari model penentuan tingkat diskonto
pada penelitian ini adalah untuk menemukan tingkat
toleransi resiko investor dari total penerimaan dan
keuntungan. Fuzzy sel untuk model tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:

- Total penerimaan t A={A,A2,,4r}= {RrS,T}
- Keuntungafl L B = {Br,B2,B3}= {RrSrT}
- Toleransi resiko LC = {C'C2,Cr) = {RrSrT}
Jumlah dari masing set adalah n= m= l= 3.

Masing-masing istilah mempunyai arti : R L, rendah,
S L, sedang,T A, tingi. Adapun bilangan Fuzy yang
dimiliki oleh U, = {r X1081 0 < * < 100}, Uz= U
X1081 0<y< 100), Ur= {zl0<zS 100}.

Variabel total penerimaan, keuntungan, dan toleransi
resiko investor dijabarkan dalam bentuk bilangan
tiangdar / tt apezoidal sebagai berikut:

Pembentukan afiran (if ad then rales)
Pakar yang dipilih ada 3 orang yang berasal yaitu

pakar dibidang peningkatan mutu kopi dari Direktorat
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian-Deptan
sebnayak 1 orang, serta pakar teknologi pengolahan
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for0<y<20

for20<v<50

for20<v<50

for50<v<80

for50<u<80

for80(vS100

Secara grafik ditunjukkan oleh gambar di bawah:

T[R S T

0 20 50 80 100

Gambar 6. lnput "Total Penerimaan"

RST

020 s0 80

Gambar 7. lnput "Keuntungan"

PR S T

0 20 50 '80 100

Gambar 8. lnput "Toleransi Resiko,,

kopiDeptarL 2 orang. Berdasarkan pertimbangan
pakar diperoleh aturan untuk menganalisa toleransi
resiko investor dalam menentukan tingkat diskonto
sebagai berikut.

Tabel 2. Aturan lif ond then rules) toleransi resiko investor.

Tabel keputusan pakar Keuntunsan (K)

R S T
Total Penerimaan

(TP)
R R R s
S R s T
T S T T

Berdasarkan Tabel2 tersebut, aturan (rules) wtuk
toleransi resiko investor dalam menentukan tingkat
diskonto sebagai berikut:

Aturan 1: Bila Total Penerimaan (TP) = Rendah
@) dan Keuntungan (K) = B.rr4* (R) maka Toleransi
Resiko (TR) adalah Rendah @)

Aturan 2: Brla TP=R dan K=S maka TR=R

Akreditasi: No. 108/DiktilKep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

Aturan 3: Bila TP=R dan K=T maka TR=S
Aturan 4: Bila TP=S dan K=R maka TR=R
Aturan 5: Bila TP =S dan K=S maka TR=S
Aturan 6: Brla TP=S dan K=T maka TR=T
Aturan 7: Brla TP=T dan K=R maka TR=S
Aturan 8: Bi[a TP=T dan K=S maka TR=T
Aturan 9. Bila TP=T dan K=T maka TR=T

(1) Industri Pengolahan Kopi Bubuk
Industri Pengolahan Kopi Bubuk dengan Suku Bunga
t0%

Evaluasi Aturan
Jumlah total penerimaan Rp7.488.000.000 dan

keuntungan Rp2.454.905.400 sehingga menjadi rn =
74 dan !s= 24 dalam puluhan juta rupiah (10). "

Inputfuzzy tersebut didapatkan: p,.Q4) = 5/6, ps(74)

= l/6, p,.Q4) = 5/6, ps?4) = l/6. Tabel dari fungsi
di atas adalah sebagai berikut.,, i,

Tabel 3. Fuzzy reading input untuk xo= 74 dan yo= 24

Dengan menggunakan metode MIN, diperoleh
perhitungan untuk nilai di atas sebagai berikut:

crlr = pR(74) A p*(24) = m1n(5/6, 5/6) = J16
aD= pR(74) A p.(24) = mrn(5/6,1/6) = 116
crn= ps(74) A p*(24) = min(l/6, 5/6) = 116
crll = ps(74) lt p"Qa) = mtn(1/6, l/6) = 116
dan bentuk tabel keputusannya adalah sebagai

berikut.

Tabel 4. Hasil perhitungan untukxo= 74 danyo=24

p*{,}= {ro'-,
L30
Iv-20

pr{r}=]m
t_l:o
I v-50

p,{r}={ ,Ir

x

100

I llO for0<z<24
l- ,rn

l'.1" for24<z<40
P"*,(r)= 1 'ri,- ror 4o<z<70

l-z+80
t , for70<z<80

n-1241 = 5/6 rr l)Al = 1|F- 0
u^.741 = 5/6 s/6 UG 0
ru-1741 = 116 L/6 1t6 0

0 0 0 0

Agregasi ouQrut
ttu*(4 = max{min(l/6, po@)), m:ril(5/6, ur(z))}

Defuzzifikasi

Maka di dapatkan: z = 50,4
Nilai z = S},Aberarti tingkat pengembalian investasi

industri pengolahan kopi bubuk dengan suku bunga
10% sebesar 50,4 persen.

Berdasarkan pada metode perhitungan di atas
maka dapat diketahui nilai diskonto industri kopi

rt l)41 = \16, u-(241 = 116 0
rt l74l = \16 u.(z) u^(z) 0
u lTAl = 'l lR u^(z) u-(z) 0

0 0 0 0

Center of Area Method (CAM)
Zz, 12 24 36 48 50 72 90

. llace
z,l u6 L/6 2/t s/s s/6 2/3 Ll6
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bubuk untuk suku bunga l0o/o,18% dan30% sebagai
berikut.

Tabel 7. Perhitungan laba bersih industri kopi bubuk di Sumatera
Selatan untuk kondisi pesimis, moderat dan optimis selama
10 tahun.

t

I
i

r
I
I

Tabel 5. Penerimaan, keuntungan dan diskonto industri kopi bubuk

Ket.
Suku Bunsa

t0% L8% 30%
R 7.488.000.000 7.488.000.000 7.488.000.000

P 2.454.905.400 2.237.628.920 2.r6L.774.200

D 50.4 49.4 48,4

Keterangan:
R : Penerimaan/Revanue (Rp)

P : Keuntungan/Prort (Rp)

D : Diskonto (%)

TingkatDiskonto GabungpnuntuklndustriPengolahan
KopiBubuk

Berdasarkan perhitungan tingkat diskonto industri
penglahan kopi bubuk dengan suku bunga 10%,
lSoh dan30oh, maka diperoleh nilai tingkat diskonto
gabungan \((48,4), (49,4), (50,4) dan apabtla diubah
ke dalam brlmgarrfuzzy menjadi:

r, (cr) = [(48,4+cr), (50,4-cr)] dalam persen;

dengan nilai r, diasumsikan tetap selama
investasi.

Industri Pengolahan Kopi Instant
Nilai diskonto dari industri pengolahan kopi instant

dapat diperoleh seperti pada industri pengolahan kopi
bubuk sehingga tingkat pengembalian investasi industri
kopi instant untuk suku bunga l0o/o, t8o/o dan 30oh

sebagai berikut.

Tabel 6. Penerimaan, keuntungan dan diskonto industri kopi instant

Ket.
Suku Bunea

LO% t8% 30%

R 8.550.000.000 8.550.000.000 8.550.000.000
P 2.152.905.400 2.O72.540324 1.802.771.8800

D 53,7 52,7 50,7

Keterangan:
R: Penerimaan/Revenue(Rp)
P : Keuntungan/Proft (Rp)
D : Diskonto (%)

Tingkat Diskonto Gabungan untuk Indusui Pengolahan
Kopilnstant

Berdasarkan perhitungan tingkat diskonto industri
penglahan kopi Instant dengan suku bunga 10%,
18% dm30Yo, maka diperoleh nilai tingkat diskonto
gabungan rt (50,7), (52,7), (53,7) dan apabrla diubah
ke dalam brlanganfuzzy menjadi:

r, (cr) = l(50,7+2a), (53,7-o) dalam persen
dengan nilai r, diasumsikan tetap selama

investasi.

Penentuan Laba Bersih
Laba bersih yang diterima perusahaan dihitung

dengan menggunakan analisis rrgi laba. Analisis
rugi laba memperkirakan aliran penerimaan, biaya
produksi, penyusutan, bunga bank pinjaman, pajak
penghasilan dan laba bersih yarrg didapal

Berdasarkan perhitungan analisis rugi laba dengan
perbandingan modal perusahaan 40% dan pinjaman
60Yo, kapasitas produksi pabrik kopi bubuk 288.000

kg per tahun dan kopi instant 261.000 kg per tahun,
rendemen kopi bubuk 650/o dar, kopi instant 25oh,

besarnya pajak keuntungan 30oh sesuai PP No. 10

tahun t994, umrr proyek 10 tahun dengan tingkat
produksi tahun pertama 70o/o, tahun kedua 80% dan
tahun ketiga sampai kesepuluh 100%. Laba bersih
didapatkan dengan tiga kondisi, yaitu optimis pada
suku bunga rendah (10%), moderat pada suku bunga
sedang (18%) dan pesimis pada suku bunga tinggi
(30%). Laba bersih dapat dlllhat pada Tabel 9 dan
laba bersih industri kopi instant pada Tabel 10.

Tabel 8. Perhitungan laba bersih industri kopi instant di Sumatera
Selatan untuk kondisi pesimis, moderat dan optimis selama
10 tahun.

Tahun ke-
Laba bersih (puluhan iuta rupiah)

Pesimis (f.-) Moderat (f^-) optimis (f.^)

L
2
3
4
5
6
7
8
9
10

48,7
67,7

106,6
LLz,7
tr8,7
723,8
t26,8
131,9
138,0
742,6

69,7
88,7

t22,6
128,7
L32,7
14r,8
155,8
162,9
L7L,9
180,6

83,7
to2,7
131,6
138,6
142,7
148,8
158,8
166,9
175,9
t84,6

Penentuan Laba Bersih yang telah Didiskonto
Berdasarkan data tingkat diskonto dalr- laba bersih,

maka selanjutnya dapat ditentukan besarnya jumlah
laba bersih yang telah didiskonto selama jangka waktu
10 tahun umur proyek

Laba bersih yang telah didiskonto selama 10 tahun
pada industri kopi bubuk di Sumatera Selatan

Tabel 9. Perhitungan laba bersih yang telah didiskonto selama L0 tahun
pada industri kopi bubuk di Sumatera Selatan.

Berdasarkan pada perhitungan pendiskontoan laba
bersih industri kopi bubuk di Sumatera Selatan, maka
didapatkan nilai-nilai untuk kondisi rendah, sedang

Tahun ke-
Laba bersih (ouluhan iuta ruoiah)

Pesimis (f"-) Moderat (1.) Optimis (f".)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

67,7
87,9

(29,0
132,2
t37,4
L40,6
145,8
155,0
t61,2
165.7

85,3
105,5
t46,6
155,8
160,5
170,6
L75,1
t82,6
188,8
1qq R

97,7
Lt7,2
L48,3
157,5
t66,7
L75,9
185,1
194,3
203,5
252,5

Thn Diskonto laba bersih (ouluhan iuta ruDiah)

ke- It/rl $/r1". lf /rl-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

45,0
38,9
37,9
25,8
t7,8
77,3
11,9
8,4
5,8
40

57,1
47,3
44,O
31,3
2t,6
15,3
10,5
7,4
5,1
3,5

65,4
53,2
45,4
32,5
23,2
16,5
t7,7
8,3
5,8
4,9

Tot. 272.4 243.1 266.9
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dan tinggi, yaitta, ((212,8), (243,1), (266,9)) dalam
puluhan juta rupiah. Bila dinyatakan dalam bentuk
TFN sebagai berikut: "

f,, = ((212,8), (243,1), (266,9)) dalam puluhan juta
rupiah

Kemudian diubah ke dalam bllangan fuzzy
menjadi:

f" (cr) = [212.8+30.3u, 266.9-23.8a]

212,8 243,1 266,9 Nilai Pendiskontoan
laba bersih

Gambar 9. TFN laba bersih yang telah didiskonto selama 10 tihun pada
industri kopi bubuk di Sumatera Selatan

Laba bersih yang telah didiskonto selama 10 tahun
pada Industri Kopi Instant di Sumatera Selatan

Tabel 10. Perhitungan laba bersih yang telah didiskonto selama L0 tahun
pada industri kopi instant di Sumatera Selatan.

Berdasarkan perhitungan pendiskontoan laba
bersih industri kopi instant di Sumatera Selatan,
maka didapatkan nilai-nilai untuk kondisi rendah,
sedang dan tinggi, yaitu ((148,5), (188,8), (220,0))
dalam puluhan juta rupiah. Bila dinyatakan dalam
bentuk TFN sebagai berikut:

f,, = ((148,5), (188,8), (220,0)) dalam puluhan juta
rupiah

Kemudian diubah ke dalam bilangan fuzzy
menjadi:

f" (cr) = l(148,5+40,3u), (220,0-31,2a)l

Penentuan Kelayakan Investasi
Kelayakan investasi int dapat dilihat pada kriteria

investasi yang pada penelitian ini dicari dengan dua
cara, yaittt sebagai berikut:
a. Fazzy N et P r esent Value (FNPV)

FNPV dapat ditentukan dengan menghitung selisih
nilai laba bersih yang telah didiskonto (f,, (cr)) dengan
nilai investasi awal (f0 (cr) Kemudian, defuzzifikasi
nilai NPV, dengan Center of Gravity method akan
menghasilkan nilai NPV.

Akreditasi: No. l08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

148,5 lgg,g 226,6 Nilai prcndiskontoan

Gambar 10. TFN laba bersih yang telah didiskonto selama 10 tahun pada
industri kopi instant di Sumatera Selatan

l. IndustriKopi Bubuk
ro (o) = l(240,1+4,2a), (250,5-6,2a)l
dan
f, (cr) = l(212,8+30,3a), Q66,9-23,8a)l
maka, FNIPV dapat ditentukan berikut:

FNPV (a) = l, (o) - fo (cr)

= [(212,8+30,3a), (266,9- 23,9a\]
- l(240,1 + 4,2a), (250,54,2a)l

= [(-27,3+36,5a), (26,8- 28u)l
= [(-27,3), (9,2), (36,5)lFI{PV"

2. Industri Kopi Instant
ro (cr) = l(284,3+7,u), (298,8-7,4a)l
dan
t, (cr) = [(148,5+40,3u), (220,0-31,2u)
maka, FNPV dapat ditentukan berikut:

FNPV (o) = f, (cr) - fo (c)
= [(148,5+40,3a), (220,0 -3l,2al

l(284,3 + 7,u), (298,8-7,4u)l
= [(-150,3+47,4d), (-64,3

38,3cr)l
FNPV, = [(-150,3), (197,7), (-64,3)l

Defuzzifikasi
Untuk menghasilkan nilai yang runggal (crisp),

maka nilai FNPV, ini dihitung dengan metode
Center of Graity dan menghasilkan NPV kopi bubuk
sebesar 18,4 puluhan juta rupiah. Nilai NPV kopi
bubuk > 0 mengindikasikan bahwa investasi ini
layak dijalankan dan dapat menghasilkan keuntungan
sebesar Rp184.000.000 selama 10 tahun umur proyek.
Sedangkan NPV kopi instant sebesar -5,6 puluhan juta
rupiah. Karena nilai NPV kopi instant < 0, maka
investasi ini tidak layak dijalankan. Dengan melihat
besarnya nilai NPY maka investasi yang layak untuk
dijalankan adalah industri kopi bubuk.

h. Fuzzy Profitability Indff(Ftl:S
FPI dihitung dari nilai laba bersih yang telah

didiskonto (f, (oD dibandingkan nilai investasi awal
6o (a)). Kemudian, defuzzlfikasi dengan Center of
Gravity method akan menghasilkan nilai PI.

1. Industri Kopi Bubuk
fo (cr) = [(240,1+4,2u), (250,54,2a)l
darr

p(r")

p(f")

Thn Diskonto laba bersih (puluhan iuta ruoiahl
ke- lilrl.. fflrl-- $lrl,.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3t,7
28,7
29,4
20,2
13,8
9,4
6,3
4,2
2,9
1,9

45,6
38,0
34,4
23,7
16,0
17,2
8,0
5,5
3,8
?.6

55,5
45,2
38,5
26,9
18,4
12,7
9,0
6,3
4,4
3.1

Tot. 148,5 188,8 220.O
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FPI (cr) = f, (c) 7 fo (61) Ahyari, 4.]99!.U!*ir** Prodyksi dan Perencanaan Sistem

1Q+O,t+l,Za1, QSO,S-(,Z',11 BPS Sumsel [Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan]. 2007.

= [(o,s+a,8o), (i,i+s,z*;1 " *{#{iWffi3ffi{H#ls:K#:xr*n
FPI, = [(0,8), (1'1)' (4'0)] nPS lBadan Pusat SB?Y]: 2007. Tabet Input output.Badart

fn (cr) = l(212,8+30,3a), (266.9-23,8o)
Maka, FNPV dapat ditentukan berikut:

2. Industri Kopi Instant
fo (cr) = l(284,3+7,u), (298,8-7,4u))
dan
r, (a) = [(148,5+40,3a), (220,0-31,2cr)
Maka, FPI dapat ditentukan berikut:

FPI (cr) = f,, (cr) / fo (cr)

= [(148,5+40,3a), (220,0- 31,2a)]/
l(284,3 +7,a), (298,8-7,4a)l

= [(0,5-5,4cr), (0,74,4u)l
FPI, = l(4,9), (0,5), (0,7)I

Defuzzifikasi
Melalui metode Cerxer of Graity akanmenghasilkan

PI kopi bubuk sebesar 1,9. Sedangkan PI kopi instant
sebesar -1,2 Berdasarkan nilai PI, maka investasi yang
layak untuk dijalankan adalah indr,rstri kopi bubuk
karena PI > 1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Laba bersih yang telah didiskonto (f/r), selama 10

tahun untuk kondisi rendah, sedang dan tinggi pada
kopi bubuk adalah 212,8; 243,1; dan 266,9 dalam
puluhan juta rupiah dan kopi instant adalah 148,5;
188,8; dan 220,0 dalam puluhan juta rupiah.

Perhitungan dengan metode Fuzzy Na Present Value
(FNPV) menghasilkan nilai NPV untuk industri
pengolahan kopi bubuk dan kopi instant sebesar 18,4
dan -5,6. Sedangkan perhitungan dengan metode Fuzzy
Profitability Index (FPI) didapatkan nilai PI industri
kopi bubuk sebesar 1,9 dan kopi instant sebesar -1,2.
Karena industri kopi bubuk mempunyai nilai NPV
> 0 dan nilai PI > 1, maka industri kopi yang layak
dijalankan di Sumatera Selatan adalah kopi bubuk
dengan keuntungan Rp184.000.000 selama 10 tahun
proyek.

Saran
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya penentuan

kategori nilai investasi awal bukan hanya berdasarkan
pada pembelian peralatan yang mengikuti kurs dollar,
tetapi juga pada kriteria pra-investasi lainnya sehingga
nilai investasi awal dapat dihasilkan secara lebih
akurat.

Penghinrngan kelayakan investasi dengan pendeka-
tanfuzzy ini perlu diHarifikasi dengan industri serupa
yang sudah berdiri untuk mendapatkan hasil yang
maksimal.
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TRUST BUILDING BEHAVIOR WITHIN
,THE BALINESE FRESH PRODUCE INDUSTRY

NYOMAN PARINING
Department of Agribusiness, Faculty of Agriculrure, Udayana tJniuersitg

ABSTRAK

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan ar*ara kepuasan komunikasi dan
tingkat kepercayaan di antara petani dan pedagang di Bali. Sementara tidak ada hubungan afitara kekuatan
ketergantungan dan kuatnya hubungan persaudaraan dengan tingkat kepercayaan. Sementara penanaman
investasi dan tingkat kepercayaan oleh pedagangkepada petani mempunyai hubungan yang negatif. Ini berarti
bahwa beberapa investasi yang diberikan oleh pedagang kepada petani mempunyai keuntungan yang sedikit
bagi petani.

Kata kunci: kepercayaan, ketergantungan, komunikasi, hubungan personal.

ABSTRACT

Regression analysis confirms that relational satisfaction communication and the availability of alternatives
have a significant positive relationship on the development of trust between vegetable farmers and traders
in Bali. While no relationship between power dependence and a strong personal relationship was found to
influence trust, the making of relational investments by traders had a significant negative relationship on frust,
suggesting that such investments provide farmers with few tangible benefits.

Keywords: trust, dependence, communication, personal relationship.

INTRODUCTION

In Indonesia, the number of tourist arrivals has
increased from 3,950,000 :r;,1994 to exceed 5,034,000
n 1994 (Hutabarat 1998; Luthfie et al 1995). As the
main tourist destination in Indonesia; the number of
tourist arrivals in Bali has increased from 436,000 in
1989 to more than 1,110,000 n1996 @iparda Tingkat
I Bali 1995). The marked increase in tourist numbers
has substantially increased the demand for fresh food
such as meat, fish, fruit and vegetables. Food is the
third most important item of tourist expenditure in
Bali, with most tourists spending 21,% of their total
expenditure on food (Erawan 1994). For the hotels,
Antara and Susrusa (1991) estimate the demand for
fresh vegetables to excee d 200 tonnes per month.
Institutions catering to the tourists buy most of their
produce locally. However, there is a perception that
the high class hotels may purchase greater qu4ntities
of produce from external sources @achmann 19SS).
This is believed to be because local farmers are unable
to meet the needs of these institutional buyers who
demand continuity of supply, consistent quality
and other value-added services. In most developing
countries, and Indonesia is no exception, local
farmers often find itdifficult to satis$, the customers
requirements, due to seasonal production, small land
holdings, traditional cultivation methods, capital
constraints and the lack of knowledge (Aksoy and
Kaynak 1993).

In Indonesia, most farms vary in size from 0.2 ha
to less than 5 ha (Soerojo et al 1991).In Bali, over 55%
of farmers have landholdings less than t ha, most of
who cultivatevegetable crops (Departemen Pertanian
Propinsi BaIi 1997). Vegetables are harvestedfrom
two major growing districts; Baturiti and Kintamani.
From these two productionareas, vegetables are
sold to institutional buyers and consumers in the
metropolitancentre (Denpasar) by collector agents
and wholesalers.

According to Menegay et al (1993), there are
two types of traders within the marketingsystem for
fresh vegetables in Indonesia; (1) the tengkulaE who
predominate in the vegetable production areas; and,
(2) the grosirs who distribute the vegetables within
the major metropolitan areas. The larger tengkulak
generally have a network of trustedfarmers with whom
they have regular input or cash support arrangements.
Invariably,they also maintain a guarantee to purchase
the crop at harvest.

Produce is sold to the tengkulak either via the
tebasan system, where the price is negotiated before
harvest, or the produce is delivered to the roadside
immediately after harvest. In either case, farmers
seldom bear the costs of transportation, grading or
packing. Furthermorg since payments are invariably in
cash, there is less chance of thefarmerbeing cheated by
unknown or unfamiliar traders. While farmers selling
produce to the tmgkulak often have well established
personal relationships , the tengkulok generally purchase
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only small quantities and are reknown as being tough
bargainers(Koster and Basuki L99l).

For the grosirs, Menegay et al (1993) describe
three kinds; (1) the specialist grosirs who purchase
only one kind of vegetable in large quantities from
the major production areas;(2) semi-specialist grosirs
who purchase two-three kind of vegetables in generally
smaller quantities and (3) the diversified grosirs
who buy several kinds of vegetables in moderate
quantities.

While farmers selling directly to the grosirs arc able
to sell larger volumes and often negotiate a higher
price, the grosirs often have strict quality criteria.
Furthermore, many do not pay immediately for the
produce they purchase and unlike the tengkulak, many
are irregular buyers. Consequently, unless the grosir
is well known to the farmer, there is a heightened
element of risk in the transaction (Koster and Basuki
t99t).

Trust
For any potential exchange, trust will be critical if

two situational factors are present;risk and incomplete
buyer information (Swan and Nolan 1985). Since
most transactions present some degree of risk and
uncertainty to the potential buyer, without some
degree of trust, the perceived risk may be too great
for the transaction to occur.

Trust provides a means of coping with risk and
uncertainty in exchange relationships (Lane 2000). Risk
arises because trusting behaviour potentially exposes
one parfy to the presumed opportunistic behaviour of
their exchange partner. In transaction cost economics
(Williamson 1985), an partner copes with the
risk of opportunism by employing control mechanisms
and by making opportunism costly. However, the
existence of trust between exchange partners enables
the transaction to occurwithouttherigidity and expense
of hierarchical organisation, while, at the same time,
minimising risk from opportunistic behaviour (Furlong
1996). Trust reduces transaction costs by enforcing
honest behaviour.

Trust focuses on the belief or the expectation that
the vulnerability arising from the acceptance of risk
will not be taken advantage of by an exchange partner
(Lane 2000). Hence, Anderson and Narus (1990)
define trust as the belief that an exchange partner will
perform actions that will rezult in positive outcomes for
the firm and will not take unexpected actions that may
result in negative outcomes. Moorman, Deshpande
and Zaltman (1993) define trust as the willingness
to rely on an exchange partner in whom one has
confidence.

While both of these definitions view trust as a
behavioural intention that reflectsreliance on the other
partner, both definitions, in part, capture quite different
aspects of the construct. Moorman, Deshpande and
Zaltmat (L993) describe trust as a belief, a sentiment
or an expectation about an exchange partner that

Trust Building Behavior Within The Balinese Fresh Produce lndustry o Nyoman Parining

results from the partner's expertise, reliability and
intentionality. This component of trust, which
Ganesan (1994) describes as credibiliry is based on
the extent to which the buyer believes that the supplier
has the necessary expertise to perform the activity
effectively and reliably. However, trust also relates to
the focal firm'$ intention to rely on their exchange
parfiler. Ganesah Ogg4) describis this component as

benevolence, because it is based on the extent to which
the focal firm believes that its partner has intentions
and motives beneficial to it. A benevolent partner will
subordinate immediate self-interest for the long-term
benefit of both parties and will not take actions that
may have a negative impact on the firm (Geyskens
et al 1998).

Plank, Reid and Pullins (1999) contest that trust can
be defined as a global belief on the part of the buyer
that a salesperson, product or company, willfulfil their
obligations as understood by the buyer. As such, trust
is not unidimensional, but rather, comprised of three
individual components; salesperson trust, product trust
and company trust.

A buyer's trust in their supplier reduces the
perception of risk associated with opportunistic
behaviour, it increases the buyer's confidence that
short-term inequities will be resolved over time
and it reduces the ftansaction costs in an exchange
relationship (Ganesan 1994). Trust is the critical
determinant of many factors related to performance
including the more open exchange of relevant ideas
and emotions; greater clarification of goals and
problems; more extensive search for alternative courses
of action; greater satisfaction with efforts; and, greater
motivation to implement decisions (Achrol 1997).
Buyers who trust their suppliers are less likely to use
alternative sources of supply and are more likely to
accept any short-term inequities that may arise in the
exchange relationship (Kumar t996).

Trust Building Behaviour
Satisfaction
According to the disconfirmation of expectations

model, customer satisfaction is the result of a
comparison between a partner's performance and
the focal firm's expectations (Oliver 1980). Whenever
performance exceeds expectations, satisfaction will
increase. Conversely, whenever perforrnance falls below
expectations, customers will become dissatisfied.

Between channel members, satisfaction has been
defined as a positive affective state resulting from an
appraisal of all aspects of a firm's working relationship
with another @razier et al 1989). Geyskens, Steenkamp
and Kumar (1999) propose that satisfaction should
capture both the economic and non-economic
(psychosocial) aspects of the exchange.

Economic satisfaction is defined as the channel
member's positive affective response to the economic
rewards that flow from the relationship (Geyskens et
al1999). An economically satisfied channel member
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considers the relationship a success when it is
satisfied with the effectiveness and productivity of the
relationship with its p'artner and the resulting positive
financial outcomes. Channel members thatarc highly
satisfied with the economic rewards that flow from
their relationship generally perceive their partner as
being more trustworthy. Furthermore, Mackenzie and
Hardy (1996) propose that as satisfaction increases so
also willtrust.

However, satisfaction with the exchange also
affects channel members moral and their incentive
to participate in collaborative activities (Geyskens et al
1999). Both Frazier (1983) and Anderson and Narus
(1990) suggest that satisfaction with past outcomes
indicates equity in the exchange. Equiry generally
refers to the fairness or rightness of something in
comparison to others (Halstead 1999). Equitable
outcomes provide confidence that neither,party has
been taken advantage of in the relationship and that
both parties are concerned about their mutual welfare
(Ganesan 1994).

Conflict is one of the fewconstructsthatis considered
to have a direct negative effect on satisfaction (Frazier
et al 1989). Firms that are able to lower the overall
level of conflict in their relationship experience greater
satisfaction (Anderson and Narus 1990).

Conflict in channel relationships most often occurs
over economic issues (Geyskens et al 1999). Channel
members that are satisfied with the economic rewards
that flow from their relationship generally perceive
their partner as advancing their goal attainment as
opposed to impeding or preventing it. Satisfactory
conflict resolution will increase mutual trust and
reinforce each members commitment and confidence
that mutually sadsrying outcomes will continue to be
obtained (Thorelli 1986)

However, not all conflict is negative, nor does a
relationship mean that all conflict has been resolved
(Hakansson and Snehota 1995). A small amount of
conflict may prove necessary to keep the relationship
befween fwo firms healthy. Occasional conflict can
reduce the inertia in a business relationship, reshaping
existing routines into new, potentially more effective
solutions (Tikkanen et al2000).

Communication and information exchange
Communication has been described as the glue that

holds together a channel of distribution (Mohr and
Nevin 1990). Communication in marketing channels
serves as the process by which persuasive information is
ransmitted (Frazier and Summers 1984), participative
decision-making is fostered, programs are coordinated
(Anderson and Narus 1990), power is exercised (Gaski
1984) and commitment and loyalty are encouraged
(Anderson and Weitz 1992). Communication enables
information to be exchanged that may reduce certain
types of risk perceived by either one of the parties
to the transaction (Cunningham and Turnbull 1982;
McQuiston 1989).

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

The more information a parry has and feels they
can obtain, the more likely they will be to trust their
exchange partner (Moore 1999). Trust develops from
the constant and detailed exchange of information that
reduces performance ambiguity (Han et al 1993).In
the contefi of the fresh fruit and vegetable industry,
buyers and seflbrs want to know the extent to which
their exchange partner has been buying or selling from
others and whether their partner has been reporting
the correct prices (Lyon 2000).

Tomkins (2001) defines trust as the adoption of a
belief by one party in an exchange relationship that the
other party will not act against their interests, where
this belief is held without undue doubt or suspicion in
the absence of detaiied information about the actions
of the other party. Trust implies adopting such a belief
without fulI information.

However, trust building is a dynamic process
dependqnt upon information. In the early stages of a
relationship, commitments are usually less extensive
and there will be little need for trust and information
(Wilson 1995). However, as the relationship matures,
there will be a positive association between trust
and information, for trust cannot increase without
information. Meaningful communication between
firms in a working relationship is therefore a necessary
antecedent of trust (Anderson and Narus 1990).

Personal relationshfuts
Interpersonal trust in business-to-business

relationships is rarely offered spontaneously; rather,
it results from an extended period of experience with
an exchange partner @wyer et d 1987; Lane 2000).
During this time, knowledge about the exchange
partner is accumulated, either through direct contact, or
indirectly through reliable third parties. Interpersonal
trust between individuals is based on familiariry
developed either from previous interactions or derived
from the membership of similar social groups. Zucker
(1986) describes how characteristics-based trust rests
on social similarities that assume cultural congruence
because both parties belong to the same social group
or community. They may share a common religion,
ethnic status, or family background.

In transitional economies, Fafchamps (1996)
describes how in the absence of any effective
mechanism by which information about bad payers
can be widely shared, firms must carefully screen
potential exchange partners. However, the costs of
this screening process add appreciably to the costs of
the transaction and may significantly reduce the frm's
reach. To reduce screening costs, firms may simply
infer things about one another from easily observed
characteristics including race, sex or ethnicity.

When contracts cannot be enforced, firms build up
personalised trust relationships. Moore (1999) describes
how trust is developed on the basis of personal
relationships within both narrow and specific social
and economic networks. An evaluation of a person's
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only small quantities arrd are reknown as being tough
bargainers(Koster and Basuki l99l).

For the grosirs, Menegay et al (1993) describe
three kinds; (1) the specialist grosirs who purchase
only one kind of vegetable in large quantities from
the major production areas;(2) semi-specialist grosirs
who purchase two-three kind of vegetables in generally
smaller quantities and (3) the diversified grosirs
who buy several kinds of vegetables in moderate
quantities.

While farmers selling directly to the grosirs are able
to sell larger volumes and often negotiate a higher
price, the grosirs often have strict quality criteria.
Furthermore, many do not pay immediately for the
produce they purchase and unlike the tengkulak many
are irregular buyers. Consequently, unless the grosir
is well known to the farmer, there is a heightened
element of risk in the ffansaction (Koster and Basuki
r99t).

Trust
For any potential exchange, trust will be critical if

two situational factors are present;risk and incomplete
buyer information (Swan and Nolan 1985). Since
most transactions present some degree of risk and
uncertainty to the potential buyer, without some
degree of trust, the perceived risk may be too great
for the transaction to occur.

Trust provides a means of coping with risk and
uncertainty in exchange relationships (Lane 2000). Risk
arises because trusting behaviour potentially exposes
one party to the presumed opporfunistic behaviour of
their exchange partner. In transaction cost economics
(Williamson 1985), an exchange partner copes with the
risk of opportunism by employing control mechanisms
and by making opportunism costly. However, the
existence of trust between exchange partnerc enables
the transaction to occurwithouttherigidity and expense
of hierarchical organisation, while, at the same time,
minimising risk from opportunistic behaviour (Furlong
1996). Trust reduces transaction costs by enforcing
honest behaviour.

Trust focuses on the belief or the expectation that
the vulnerability arising from the acceptance of risk
will not be taken advantage of by an exchange partner
(Lane 2000). Hence, Anderson and Narus (1990)
define trust as the belief that an exchange partner will
perform actions that will result in positive outcomes for
the firm and will not take unexpected actions that may
result in negative outcomes. Moorman, Deshpande
and Zaltman (1993) define trust as the willingness
to rely on an exchange partner in whom one has
confidence.

While both of these definitions view trust as a
behavioural intention that reflectsreliance on the other
parbler, bottr definitions, in part, capture quite different
aspects of the construct. Moorman, Deshpande and
Zaltnan (1993) describe trust as a belief, a sentiment
or an expectation about an exchange partner that
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results from the partner's expertise, reliability and
intentionality. This component of trust, which
Ganesan (1994) describes as credibiliry is based on
the extent to which the buyer believes that the supplier
has the necessary expertise to perform the activity
effectively and reliably. However, trust also relates to
the focal firm'$ intention to rely on their exchange
partner. Ganesah Q994) descr"ibes this component as

benevolence, because it is based on the extent to which
the focal firm believes that its partner has intentions
and motives beneficial to it. A benevolent partner will
subordinate immediate self-interest for the long-term
benefit of both parties and will not take actions that
may have a negative impact on the firm (Geyskens
et al 1998).

Plank, Reid and Pullins (1999) contest that trust can
be defined as a global belief on the part of the buyer
that a salesperson, product or company, will fulfiItheir
obligations as understood by the buyer. As such, trust
is not unidimensional, but rather, comprised of three
individual components; salesperson trust, product trust
and company trust.

A buyer's trust in their supplier reduces the
perception of risk associated with opportunistic
behaviour, it increases the buyer's confidence that
short-term inequities will be resolved over time
and it reduces the transaction costs in an exchange
relationship (Ganesan 1994). Trust is the critical
determinant of many factors related to performance
including the more open exchange of relevant ideas
and emotions; greater clarification of goals and
problems; more extensive search for alternative courses
of action; gteater satisfaction with efforts; and, greater
motivation to implement decisions (Achrol 1997).
Buyers who trust their suppliers are less likely to use
alternative sources of supply and are more likely to
accept any short-term inequities that may arise in the
exchange relationship (Kumar 1996).

Trust Building Behaviour
Satisfaction
According to the disconfirmation of expectations

model, customer satisfaction is the result of a
comparison between a partner's performance and
the focal firm's expectations (Oliver 1980). Whenever
performance exceeds expectations, satisfaction will
increase. Conversely, whenwer performance falls below
expectations, customers will become dissatisfied.

Befween channel members, satisfaction has been
defined as a positive affective state resulting from an
appraisal of all aspects of a firm's working relationship
with another (Frazier et aJ1989). Geyskens, Steenkamp
and Kumar (1999) propose that satisfaction should
capture both the economic and non-economic
(psychosocial) aspects of the exchange.

Economic satisfaction is defined as the channel
member's positive affective response to the economic
rewards that flow from the relationship (Geyskens et
al 1999). An economically satisfied channel member
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trustworthiness may be based upon the memberships
that each share in the same clan, the same village,
ethnic group or socibl group, or upon the membership
that only one party holds of a specific group, where
the process of acquiring and maintaining membership
of that group involves some rigorous evaluation of
personal character. In Ghana, Lyon (2000) describes
how many business relationships are referred to in
terms of personal friendships. These friendship ties
mean that the party providing the goods has greater
confidence that the exchange partner will repay the
money because of moral obligations to reciprocate.
Long-term friends are perceived as beingmore reliable.
Granovetter (1985) concludes how trust is embedded in
particular social relations and the obligations inherent
within them.

Anderson and Narus (1990) seek to differentiate
between trust as a construct in inter personal
relationships and trust within working relationships. In
interpersonal relations, participants expose themselves
and their resources to potential loss, whereas in inter
organisational relations it is the firm that potentially
incurs the loss. In small family farms, since it is seldom
possible to separate farm business activities from
household activities, interpersonal trust is anticipated
to assume greater importance.

The making of relationship+pecific investmmts
If a firm wishes to improve its relationship with

another, then in all probability, the firm will need to
commit various resources to the relationship, whether
expressed in terms of managerial or sales force time,
product or service development, process, financial or
administrative adaptations (Ford et al1996).

An investment is the process in which resources
are committed in order to create, build or acquire
resources that may be used in the future (Easton and
Araujo 1994). Through interacting with other firms
and committing resources to specific relationships,
firms have the opportunity to use relationships as a
resource for the creation of other resources, product
adaptations and innovations, process improvements,
or to provide access to third parties (Hakansson and
Snehota 1995).

Inter-firm adaptations imply considerable invesffnents
by one or both firms. Since these investments are
seldom transferable to other business relationships,
adaptations tend to bond buyers and suppliers together
in a closer relationship and to create barriers to entry
for potential competitors (Wilson 1995). Inter-firm
adaptations build trust by indicating one partner's
willingness to accommodate the needs of the other
(Athaide et al 1996). Firms adjust products and
processes to their partner's requirements, subject to
the various constraints imposed by technology and
economics @aston 1992).

Feder, Just and Zilberman (1985) indicate that a
farmer's technological choices are based primarily
upon their exposure to information regarding the

Trust Building Behavior Within The Balinese Fresh ProdLce lndustry . Nyoman Parining

new technology. After each growing period, the actual
yields, revenues and profits are realised and this added
information, as well as the experience accumulated
during the period and information gained from other
farmers, updates the parameters the farmer uses in
making the nnext decision. However, output prices are

often highly variable and their uncertainty may affect
the farmer's technological choices.

Where technological innovations are involved, firms
should consider how they can help their partner to
rationalise their decision making so as to achieve
the fulIbenefits from the innovation. Education and
training includes the broad set of activities thaT a{tm
undertakes to help its partner get an innovation up and
running (Athaide et al 1996). Farmers often need to
be educated about the potential applications of a new
technologybefore they can evaluate its appropriateness.
Often this education process revolves around managing
theirfexpectations, which may require providing
tangible evidence of product performance. Providing
tangible evidence of product performance will not only
reduce the farmer's perceived risk of adoption, but also
provide an opporrunity to gain the farmer's trust by
being honest about the product's performance.

However, many of these investments are limited to
ararrge of business opportunities and may be specific
to a potential tradtngpartner. The extent to which the
firm making the investrnent is exposed to potential loss

is dependent upon the asset specificity. Asset specificity
refers to the ease with which an investment can be
redeployed to alternative uses or alternative users
without incurring a significant loss in value @aston
and Araujo 1994). Many of these relationship specific
investments are not readily re-deployable, or at least,
have a substantially reduced value in an alternative
relationship, thus exposing the firm to the possibility
of exploitation by an opportunistic trading pafiner
(Williamson 1985).

Power-dependence
When the outcomes obtained from the relationship

are important or highly valued, the focal firm is said
to be more dependent (Heide and John 1988). The
same is also true when the magnitude of the exchange
is higher (Lohtia and Krapfel 1994). Ttre higher the
percentage of sales and profits that arise from handling
a particular product line and the greatff the expectations
of sales and profits in the future, the greater the focal
fi.rm's dependence (Frazier et al 1989). Thus, a firm is
considered more dependent upon another when the
exchange parmer provides a larger proportion of its
business.

However, it is the firm's perception of its dependence
relative to its partner that is of most interest in channel
relationships. Relative dependence determines the
extent to which a firm will have influence over or
be influenced by its exchange partner (Anderson and
Narus 1990). With increasing dependence comes
greater vulnerability making one firm more susceptible
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to the power and influence of another.
Dependence therefore refers to the firm's need to

maintain the channelrelationship in order to achieve
its desired goals (Frazier et al 1989). Dependence can
be regarded as the price the focal firm has to pay
for the benefits that it obtains from its relationships
with others (Easton 1992). As such, dependence
is partly a matter of choice and partly a matter of
circumstances.

The manner in which power is distributed in
the relationship will dictate the way in which the
relationship both operates and develops. The manner
in which the more powerful partner chooses to use its
power will have a significant impact on the relationship.
If the more powerful firm is perceived to be using its
power to achieve collective goals and does not impede
the other in attaining its desired rewards, a high level
of goal compatibility will exist. Conversely, if.the firm
is perceived to frequently pressure the other into taking
actions that are against its own interests, conflict will
inevitably result and trust will decline (Frazier and
Summers 1986). Parmers will resist further influence
attempts and try to enhance their power at the expense
of the other. Trust is reinforced by a problem solving
approach rather than those orientated towards control
(Achrol 1997).

Atailability of alternatives
Even when a dependent party does not ftust its

partner, it may maintain the relationship simply
because of the benefits it derives (Andaleeb 1996).In
such circumstances, dependence often arises because
of the difficulty firms experience in finding alternative
exchange partners; the more difficult it is to replace the
channel partner, the more the focal firm is dependent
on its partner (Heide and John 1988). The investrnent
the firm needs to put into dweloping a new relationship
in terms of time, effort and money, as well as the
perceived costs of switching to an alternative exchange
relationship can also contribute to its dependence on
another firm (Frazier 1983).

While exploiting a powerful position will make it
difficult for the firm to establish trust (McCutcheon
and Stuart 2000), agents are less likely to behave in a
detrimental mannerwhen they are aware of the ability
of the focal firm to readily find an alternative partner.
The ease with which buyers can switch to alternative
sources of supply gives them the ability to punish
untrustworthy suppliers by readily discontinuing their
relationship (Cannon and Perreault l9g9).

Research Objectives
This project sought to determine:

1. What are criteria they used in their decision to
select a particular trader and the nature of their
relationship with their most preferred trader.

2. Information was sought on the farmer's satisfaction
with the exchange, trust, power,/dependence,
communication and the various relationship specific
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investments the preferred trader made to maintain
the relationship.

RESEARCH METHODOLOGY

The total number of respondents were 200 full-
time vegetable fhrmers in Bedugul Bali were asked to
respond to a comprehensive questionnaire that soughi
to investigate the nature of the farmer's relationship
with their most preferred trader.

In the absence of any reliable list of farmers, contact
names and addresses of potential respondents were
provided by the head man of the village selected for
the survey. Farmers were fi.rst asked to respond to
a number of open-ended questions about the nature
of their farming enterprise and the means by which
they disposed of their crops. Farmers were then asked
to respond to a number of questions that sought to
describe'[he criteria they used in their decision to select
a particular frader and the nature of their relationship
with their most preferred trader. Information was sought
on the farmer's satisfaction with the exchange, trust,
power/dependence, communication and the various
relationship specific investments the preferred trader
made to maintain the relationship.

The various item measures were developed from
the literature reported by Anderson and Narus
(1990), Anderson and Weitz (1992), Athaide, Meyers
and Wilemon (1996), Doney and Cannon (1997),
Ford (1984), Frazier (1983), Frazier, Gill and Kale
(1989), Heide and John (1988), Ganesan (1994) and
Gundlach, Achrol and Mentzer (1995). The various
item measures were then analysed using principal
component analysis (with Kaiser normalisation and
varimax rotation). Those items with factor loadings
below 0.5 or with cross-loadings greater than 0.4 were
excluded (Nunnally 1978). Further clarification of the
conffibution each item made to the corresponding
factor was achieved by applying the reliability
coefficient (Cronbach 1951). The resultant factors were
then regressed against the dependent variable (trust)
in order to test the hypothesis.

Trust was assessed by seven item measures derived
Iiom Moorman, Deshpand e and Zalnnan (1992) and
Doney and Cannon (1997). Principal component
analysis produced a two factor solution that collectively
explained 53% of the variance (Table 1).

Table L. The trust dimension

Factor score
1 2

I have confidence in my preferred trader 0.877
I trust my preferred trader 0.859
I believe my preferred trader has the necessary expertise
to market the oroduce I srow+

0.639

Mv preferred trader alwavs keeos their oromises* 0.548 0.559
Mv preferred trader alwavs considers mv best interests* 0710
Mv preferred trader is not alwavs sinceret fR 0.594
I believe the information provided bv mv preferred trader* 0.563
Cronbach's aloha 0.818 0.325

However, after applying the reliability coefficient (Cronbach's alpha) only the first
factor was accepted.
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RESIII]TS

From the farmers responses to the rematning 2l
prepared statements, principal component analysis
produced six factors that collectively explained 69% of
the variance (Table 2). Factor 1 (power/dependence)
captured six iterirs ttrat collectively evaluatedthe extent
to which the preferred trader had all the power in
the relationship (Frazier, Gill and Kale 1989) and
controlled all the information. While most farmers
(62%) cropped fewer than 0.5 hectares, the majority
of farmers indicated that they were neither dependent,
nor did they have to comply with the traders demands.
With only 55o/o of farmers selling more rhan 80% of
their vegetable crop to traders, most farmers had one or
more alternative market outlets including direct sales to
village or adjacent markets, or the option of retaining
the produce they had grown for self consumption or
animal feed.

Factor 2 (relational investments) was a measure of
the extent to which traders were willing to provide
education and training programs, to provide advice
(derived from Athaide, Meyers and Wilemon 1996)
and the extent to which the trader sopght to coordinate
production plans (Ford 1984).

Most farmers indicated a somewhat neutral
approach, suggesting that while some traders readily
provided technical support, others were much less
forthcoming.

Factor 3 (communication) was a measure of the
extent to which the preferred trader advised the farmer
of potential market demand, product and service
requirements and the prevailing prices in the market
(derived from Anderson and Narus 1990, Anderson
and Weitz 1992 and Athaide, Meyers and Wilemon
1996). Most farmers indicated that their preferred
traders readily provided market information.

Factor 4 (relational satisfaction) was derived from
the farmer's perceptions of having been adequately
rewarded and treated fairly and equitably (Frazier
1983). Relational satisfaction was enhanced by the
speed with which the preferred trader responded to
the farmer's complaints (Ford 1984) and the extent
to which the trader met the farmer's expectations
(Anderson and Narus 1990). Most farmers indicated
that they were highly satisfied in their relationship
with their most preferred trader. Most farmers (60%)
indicated that they had been transacting with their
preferred trader for between one to five years, with
99% of farmers indicating that it was their intention
to continue to transact with their preferred trader.

Factor 5 (personal friendship) captured two items
that sought to measure the extent to which the farmer's
most preferred trader was a close personal friend
(derived from Achrol 1997). While most farmer's
indicated that personal friendships were involved in
their relationship with their most preferred trader,
the somewhat neutral position adopted by most
farmers suggested that a more arms-length business
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Table 2. Resqlts of principal component analysis

Mean SD
Factor
Score

Power/dependence

I am more dependent upon my preferred trader
than thev are uDon me

3.00 LA2 0.831

I have no choice other than to adhere to my
oreferred trader'sdemands

2.89 t.76 o.793

Over time I have BBcome more dependent upon my
oreferred trader

2.8L 1.93 0.790

My preferred trader has all the power in our
relationship

3.53 1.88 0.688

My preferred trader determines what I grow, when I

grow plant and when I harvest
2.67 L.77 0.550

My preferred trader controls all the information in
our relationshio

3.U 1.80 0.645

Cronbacht alpha 0.859
Relational investments

My preferred trader frequently provides education
and trainine orosrams

3.22 2.r9 o.477

My preferred trader often suggests that we should
aim to coordinate production schedules
I look to my preferred trader for advice on what
croos to prow

3.72 1.97 0.785

My preferred trader keeps me well informed on
technical matters

3.50 2.to o.757

Cronbacht aloha 0.834
Communication

My preferred trader often advises me of potential
market demand

5.46 1.69 0.855

My preferred trader frequently informs me of
oroduct oualitv and service reouirements

s.39 1.69 o.842

My preferred trader keeps me well informed of
prices in the market

5.53 1.59 0.755

Cronbach's aloha 0.815
Relational satisfaction

My preferred trader treats me fairlv and equitablv 6.03 1.11 o.761
My preferred trader is ouick to handle comolaints 5.23 1.56 o.719
I feel I am adequately rewarded by my most
oreferred trader

5.79 r.L2 0.708

Mv preferred trader often meets mv exDectations 5.51 1.36 0.685
Cronbacht aloha o.740
Pesonal friendship
My preferred trader is a close personal friend 4.23 2.O5 0.894
I have a close personal friendship with my preferred
trader

4.34 1.76 0.816

Cronbach's aloha 0.750
Alternative traders

I can choose between several traders 5.61 7.47 0.840
I am free to choose another trader at anv time 5.63 7.46 o.748
Cronbacht alpha o.655

where 1 is "l disagree a lot" and 7 is "l agree a lot"

relationship was more appropdate in their transacfions
with traders.

Factor 6 (availability of alternatives) was comprised
of two items (derived from Heide and John 1988)
that sought to evaluate the extent to which farmers
could readily choose an alternative trading partner.
Most farmers indicated that they could readily switch
between altemative traders should they find it necessary
or desirable to do so. The six principal components
were then regressed against the single dependent
variable (trust) using linear regression (Table 3).

A significant positive relationship between relational
satisfaction and trust, the availability of alternatives
and trust and communication and trust was confirmed.
However, no relationship between power/dependence
and trust or personal friendship and trust could be
confirmed. Quite contrary to expectations, a significant
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Table 3. Results of regression analysis

Beta t Sis. lvpothesis
Relational satisfaction 0.287 4.736 0.000 Acceoted
Alternatives o.242 4.OOS 0.000 Accepted
Communication 0.182 3.009 0.003 AcceDted
Power/deoendence 0.111 7.827 0.059 Reiected

Personal friendshin -o.o24 -0.078 1.294 Reiected

Relational investments -o.322 -5.320 0.000 A"r
Adiusted R2 = O.274

Standard error = 0.662

negative relationship between the trader's willingness
to make relational investments and the farmer's trust
in their preferred trader was identified.

DISCUSSION AIYD CONCLUSION

While there is much empirical support for a
significant positive relationship between relational
satisfaction and trust (Mackenzie and Hardy 1996,
Geyskens et al1999), the availability of alternatives and
trust (Cannon and Perreault 1999) mdcommunication
and trust (Han et al L993, Moore 1999), the finding of
a significant negative relationship between the trader's
willingness to make relational investr4ents and the
farmer's trust in that trader was quite unexpected.
While the majority of the literature anticipates a
significant positive relationship between the making of
relational investrnents and trust (Ganesan 1994), md
there is strong empirical support for this relationship in
the fresh produce industry in Western Australia (Batt
2002), it would seem that, at least from the Balinese
farmers perspective, accepting and adopting these
relational investments provides few tangible benefits.

In the fresh fruit and vegetable industry, farmers are
often reluctant to enter into any long-term agreements
with customers because such contracts inherently
exclude farmers from transacting in the open market
and taking advantage of the inordinately high prices
that arise from time to time. In the processing industry,
where product requirements are often quite dissimilar
to those required in the fresh market, produce may
not be able to readily change markets. Furthermore,
as corporate ownership of plant varieties becomes
more common, opting to grow a specific variety under
contract may by necessity infer that the farmer has only
one customer. Not unexpectedly, in such a situation,
farmers fear exploitation, In such a situation, trust will
assume far greater importance, however, the extent to
which farmers choose to trust or not to trust willbe
tempered by previous interactions.

In Bali, Parining (2001) conclude that under the
current system of marketing, where farmers are
encouraged to sell their produce ungraded to local
collector agents and traders, there is no financial
incentive for farmers to improve product quality.
Since the majority of relational incentives made by
the traders seek to improve product quahty or at least
to improve the traders capacity to better fuIfil their
customers needs, it is not surprising that the majority
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of farmers may choose not to adopt these innovations
or to enter into long-term agreements where farmers
believe they are less able to exploit opportunities in the
market. Lyon (2000) suggests *rat trust is calculative;
actors make rational conscious decisions that minimise
transaction costs in order to maximise their individual
gains. If farmersXcannot see any tangible benefits
arising from the adoption of improved technologies,
such investments may be perceived as simply an
unnecessary cost which will, understandably, result
in a significant reduction in trust.

There is abundant literature to support the
importance of previous interactions in both the
development and maintenance of trust. Prior
experience provides opporlunities to build credibility
and trust (Dwyer et al 1987, Anderson and Narus
1990). Zucker (1986) describes how trust is based on
first-hand experience; repeated transactions enable the
exchange parfilers to better understand each other's
motives and priorities. Luhmann (1979) argues that
trust involves a learning process that is only complete
when the person to be trusted has had the opportunity
to betray trust. Personal experience is therefore the
best indicator of the underlying trusfworthiness of
an exchange partner.

While Bradach and Eccles (1989) describe how
trust evolves between exchange partners where there
are common values and the relationship is embedded
in personal friendships, no significant relationship
between personal friendship and trust could be
found. Fafchamps (1996) describes ho'*, when firms
feel uncertain about the reliability of a customer, the
fir,^n will express an overwhelming desire to conduct
business with people they already know. However,
Fafchamps warns that non-business relationships
(with relatives, neighbours, church mates) play little
role in identifuing trustworthy clients, and goes as

far to suggest that, "selling on credit to relailves and
neighbours is as good as signing a death warrant for
the firm". Personal relationships often get in the way of
pressuring customers for non-payment. Consequently,
the inability to find a significant positive relationship
between personal relationships and trust is not entirely
unexpected.

Clearly, that factor which is most influential in
building trust between vegetable farmers and traders is
relational satisfaction. Farmers are most satisfied when
they beliwe they have been treated fairly and equitably,
when the farmer's expectations of what they think
they should receive have been met and when farmer's
feel adequately rewarded for their efforts. Whenever
economic outcomes are higher than expected, farmer's
may attribute a great deal of credit to their trading
partner. In doing so, the farmer's attraction to and trust
in their most preferred trader will increase (Geyskens
et al 1998).

Since satisfaction is also inversely related to channel
conflict (Frazier 1983), the speed with which the
trader addresses the farmer's complaints will lower
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the overall level of conflict in the relationship and
have a significant positive impact on trust.

With trust, outcomes can be more reliably predicted
which, in turn, makes both exchange partners feel
more secure in their relationship (Andaleeb 1996).
Conversely, when there is little trust between partne6,
the relationship becomes risky, costly arrd fuagrle and
the outcomes much more uncertain. In order to
operate with some degree of predictabitty, firms have
to be able to take and place orders, afiange for future
deliveries and to dissociate payment from the physical
delivery of goods and services @afchamps 1996). Poor
performance will have major implications through the
system, travelling both up-stream and down-stream
through the nefwork. Trust reduces complexities
and discloses possibilities for action that may have
otherwise remained improbable and unattractive.
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PROSPEK PENGEMBANGAN KOMODITAS BUAH NAGA
(Hw,ocnjREus urvDArus) or onse BUBUNAN, KECAMAIaN sERrRrr,

I(ABUPATEN BULELENG

I GUSTI AYU AGUNG LIES ANGGRENI, RAINA KOMATA DEWI,
I NYOMAN BAGUS WIRAWAN

Pro gram Studi Agnbisnis, Fakultas Pertanian, lJniu ersitas {.J day ana

ABSTRACT

Dragon fruit is one of plantation crops that newly cultivated in Indonesia. This fruit is also known as Pir
Strawberry or Pitaya. At the moment, the local -uiket is mostly occupied by the imported dragon fruit, and
this condition attracts the Indonesian farmers including the farmers of Bubunan village, District of Seririt,
Regenry of Buleleng to cultivate the fruit. This survey site was purposively selected.

This study analyzes the financial aspect of dragon fruit farming using investment criteria including NPV
analysis, Net B/C, IRR, Payback Period and sensitivity analysis.

Based on the financial analysis, the dragon fruit farm business at Bubunan village, district of Seririt, Regenry
of Buleleng was feasible, and thus can be suggested to farmets to extend their farm size and grow various
varieties.

Keywords : dragonfruit, financial analysb.

Buah naga merupakan satah satu jenr, or",*fl:X yang baru dikembangkan di Indonesia. Buah
naga sering juga disebut dengan nama Dragon Fruit, Pir Strawberry, dan Pitaya. Saat ini pasar lokal banyak diisi
oleh buah naga impor, sehingga banyak petani di Indonesia termasuk yang ada di Desa Bubunan, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng mulai tertarik untuk mengembangkan buah naga. Lokasi penelitian ini dipilih
secara sengaja (Purposr).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kriteria investasi yang meliputi analisis NPI|
Na B/C, IRR, Payback Periode, dan Analisis Sensitivitas untuk menganalisis aspek finansial usaha perkebunan
buah naga.

Berdasarkan hasil analisis finansial didapatkan bahwa usaha pengembangan komoditas buah naga di desa
Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah layak untuk diusahakan, sehingga bisa disarankan
kepada petani untuk memperluas tanamannya dan menanam berbagai varietas buah naga.

Kata kunci : buah naga, analisis finansial

PENDAHULUAN dan Vietnam. Meksiko merupakan negaraterbesar
pengekspor buah naga dengan nilai ekspor tidak

LatarBelakang kurang dari 140.000 ton setiap tahunnya. Thailand
Salah satu tanaman perkebunan yang baru danVietnammerupakanpemasokbuahnagaterbesar

dikembangkan di Indonesia adalah komoditas buah kedua di dunia. Namun permintaan buah naga yang
naga atalr sering disebut juga dengan nama dragonfruit, dapat dipenuhi masih kurang dan 50%. Saat ini buah
pir strawberry dan pitaya. Di Vietnam buah ini disebut naga sudah merambah pasar di Indonesia, dan dalam
thangloy, sedangkandiTaiwan adaymrgmenyebutnya pasar lokal masih banyak didominasi oleh produk
dengan hou lung luo (naga merah) atut Shien Mie Kuo, impor. Berdasarkan catatan,buah naga yang masuk ke
dalr Huang Cing Kuo (buah emas) untuk yang berkulit Indonesia dari Thailand dan Vietnam mencapai 200-
kuning. Di Australia, buah ini disebut Rhino Fruit, di 400 ton per tahun dan terus mengalami peningkatan
Cina disebut dengan Feuy Long l{wa. dan di Thailand setiap tahunnya (Winarsih, 2007:5).
buah naga ini disebut dengan Kaew Mangkorn. Buah Semakin banyaknya petani yang membudidayakan
nagamerupakantanamansejeniskaktusyangberasal buah naga, menyebabkanharga buah naga setiap
dari Melsiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan tahunnya terus mengalami penururuLn. Perkembangan
bagian utara seria mulai diperkenalkan dalam pameran harga jual buah naga di Desa Bubunan, Toko Buah
"Internasional Agritech" di Tokyo, Jepang pada tahun Moena Fresh, dan Supermarket Tiara Deurata dapat
1999 (Trubus, 2003:23). dilihat pada Tabel 1.

Sebelum tahun 2000, buah naga hanya dikembangkan Tabel 1 menunjulftan bahwa pada tahun 2005 harga
di negara Meksiko, Israel, Australia, Thailand, jual buah naga di Desa Bubunan (tingkat produsen)
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mencapai Rp 35.000,- per kg, namun tahun 200g
harga jual buah naga turun menjadi Rp 20.000,- per
kg. Begitu pula dengan toko buah dan supermarket
yang ada di Denpasar, harga jual buah naga terus
mengalami penurunan setiap tahunnya. Harga jual
buah naga di tingkat produsen di Desa Bubunan tidak
terkait dengan harga jual buah nagapada$ngkat retailer
tersebut, karena buah naga yang dijual di toko buah
dan supermark* (ruailer) tersebut bukan berasal dari
produsen buah naga di Desa Bubunan karena petani
belum mengadakan kerjasama dalam memasarkan
produksinya dengan pihak luas (ruailer).

Tabel 1. Perkembangan Harga Buah Naga di Desa Bubunan, Toko Buah
Moena Fresh dan Supermarket Tiara Dewata di Denpasar
Tahun 2005-20O8

Tahun Desa Bubunan
(Rp/Kc)

Moena Fresh
(Rp/Kc)

Tiara Dewata
(Rp/Kc)

2005 35.000,00 35.000,00 34.500,00

2006 30.000,00 31.000,00 30.000,0

2007 20.000,00 2s.000,00 23.250,00

2008 20.000,00 20.500,00 16.850,00

Sumber: Diolah dari data primer 2OO8

Namun turunnya harga jual buah naga juga diikuti
dengan naiknya jumlah penjualan setiap tahunnya baik
di Desa Bubunan maupun Toko Buah Moena Fresh.
Banyaknya penjualan buah naga di Desa Bubunan
dan Toko Buah Moena Fresh dapat ditihat pada Tabel
2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Penjualan Buah Naga Daging putih (Hylocereus undotus)
di Desa Bubunan dan Toko Buah Moena Fresh Tahun 2005-
2007

No. [empat Penjualan
Jumlah Peniualan Buah Nasa {ksl

Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007
1 Desa Bubunan 86,00 862.00 1.200,00
2 Moena Fresh 594,00 1.890.00 2.250.00

Akreditasi: No. 108/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

METODE PENELITIAN

Lokasi dan WaL1o r*.rdu,
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bubunan,

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dari bulan
Desember tahqn 2007 sampai dengan bulan Maret
tahun 2008. P&nilihan lokisi pen;litian dilakukan
secara sengaja (puryosive) dengan dasar pertimbangar_
sebagai berikut.

Di lokasi penelitian terdapat petani yang
membudidayakan tanaman buah naga.

Perkebunan buah naga yang diteliti sudah
berproduksi dan menghasilkan buah naga selama
tiga tahun.

Data Penelitian
Jenis data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data kuAntitanf (data dalambentuk angka) dandata
kualitatif (informasi verbal). Data kuantitatif berupa
data luas lahan, tahun produksi, jumlah produksi,
jumlah tenaga kerja, volume penjualan, harga, dan
biaya produlsi, serta umur produktif buah naga (satu
siklus) yaitu selama sepuluh tahun. Sedangkan data
kualitatif berupa keterangan atau informasi yang dapat
melengkapi penelitian.

Metode pengumpulan data
. Metode pengumpulan datayangdigunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
observasi dan wawancara mendalami (indepth
interview). Observasi dilakukan dengan cara kunjungan
secara langsung ke tempat penelitian dan melakukan
pengamatan secara langsung terhadap obyek yang
diteliti.

Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini ditentukan

secara sengaja (purposive) yaitu pemilihan responden
berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Responden penelitian berjumlah delapan orarrg
untuk mengetahui aspek finansial pengembangan
komoditas buah naga meliputi pemilik dan para
pekerja perkebunan buah naga.

MetodeAnalisis Data
Aspek finansial pengembangankomoditas buah

naga dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan
mempergunakan kriteria investasi yaitu metode net
present value ${PY), net benefit cost ratio (net B/C ratio),
internal rate of return QKR), payback period dan sensivity
analysis dengan jangka waktu investasi selama sepuluh
tahun yang dimulai pada tahun 2004 dan dihitung
sampai tahun 2013. Sedangkan aspek pemasarannya
dan kendala pengembangan komoditas buah naga
dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

1. Net presmt valae (NPY)
Netpresentvalue(NPV)adalahselisihantarabmefi t

T abel 2 menunjukkan adanya peningkatan jumlah
penjualan buahnaga di Desa Bubunan dan toko buah
Moena Fresh dari tahun 2005 sampai 2007. pada
tahun 2005 penjualan buah naga di Desa Bububan
sebanyak 86,00 kg dan meningkat menjadi 1.200,00 kg
pada tahun 2007. Pada toko buah Moena Fresh juga
terjadi peningkatan penjualan yaitu sebanyak S?4,OO
kgpada tahun 2005 mdadi 2.250,00 kg pada tahun
2007.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,
prosek pengembangan komoditas buah naga perlu
diteliti lebih lanjut. Dalam penelitian ini akan diba-
has prospek pengembangan komoditas buah naga
berdasarkan analisis kriteria investasi unfuk aspek
finansial.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek
pengembangan komoditas buah naga ditinjau dari
aspek finansial.
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(penerimaan) dengan cosl (pengeluaran) yang telah
'present value'kan. 

,
Rumus :NPV=ya -C

7* (t+i\
Kriteria:
a. Jika NPV > 0 maka usaha pengembangan

komoditas buah naga layak untuk diusahakan
b. JikaNPV < 0 makausaha pengembangankomoditas

bluahnaga tidak layak untuk diusahakan, karena
manfaat yang diperoleh lebih kecil dari padabiaya
yang dikorbankan oleh petani buah naga.

2, Benefit cost ratio (Net B/C)
Net B/C Ratio adalah perbandingan attara benefit

bersih dari tahun-tahun yang bersangkutan yang telah
dipresenwaluekan (pembilang bersifat positif) dengan
biaya bersih dalam tahun bersangkutan, di:nana Bt-Ct
(penyebut bersifat negatifl telah di'presennalue'kan.

Rumus: g Bt-C) 
- 

untukB -C >0
Net B/C Ratio = 

fr (1+i)

i ?t-9 untukB -c >o
fr (+i)

Kriteria:
a. Jika Net B/C Ratio > 1 maka usaha pengembangan

komoditas buah naga layak untuk diusahakan.
b. Jika Net B/C ratio < I maka usaha pengembangan

komoditas buah naga tidak layak untuk
diusahakan.

Keterangan:
a. Bt adalah bmefit (penerimaan) kotor pada tahun

t, yang terdiri dari segala jenis penerimaan atau
keuntungan non finansial yang diterima atau
dirasakan oleh usaha budidaya buah naga pada
tahun t

b. Ct adalah cost@iaya) pada tahun t, termasuk segala
jenis pengeluaran, baik yang bersifat modal maupun
rutin.

c. n adalah umur ekonomis proyek
d. i adalah social opportunity cost of capital yang

digunakan sebagai social discount rate.

3. Internal rete of return (IRF.)
Internnl rate of rearn (IRR) adalahtingkat bungayang

menggambarkan bahwa antara bmst (penanrnaan) dan
cosl (pengeluaran) yang telah di'presenyalue'kan sama
dengan nol, sehingga IRR menunjukkan kemampuan
suatu proyek untuk menghasilkan rettffit, atau tingkat
keuntungan yang dapat dicapai.

Rumus:

IRR =ir *
NPVr

NPVr -NPV2
Keterangan:
a. NPV, adalah jumlah NPV yang positif (terkecil)
b. NPV2 adalah jumlah NPV yang negatif

(terbesar)

c. i, adalah tahun bunga pada NPV positif
d. i, adalah tahun bunga pada NPV negatif.

4. Payback period
Menurut Kadirah (1999:98), payback period adalah

metode perhitungan kriteria investasi yang dilakukan
dengan cara rhembandingkan ar,rtara initial investment
terhadap cash flow. Dalam penganggatan modal,
payback period merupakan metode perhitungan yang
relatif sederhana dan menunjukkan perio{e waktu
yang didapatkan untuk menutupi kembali biayayang
telah dikeluarkan untuk investasi dengan hasil yang
akan diperoleh dari investasi yang telah dikeluarkan.
Menurut Syamsudin Q00l:32), perhitungan payback
periodunfiiksuatu proyek atau usaha dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut.

Initial investment
Payback period =

Cashinf low

Paybackperiod = t +!:9
d-c

Keterangan:
t = tahun terakfrir dimana jumlah cash inflow belum

menutupi initial investment
b = initial investment
c = komulatif cash inflow pada tahun ke t
d = jumlah komulatif cash flow pada tahun t + 1

5. Analisis sensitivitas (sensiity analysis)
Sensitivity analysis (analisis sensitivitas) adalah

analisis yang bertujuan untuk mengetahui apa yarrg
akan terjadi dengan hasil analisa suatu proyek jika
ada sesuatu perubahan dalam dasar perhitungan
biaya atau benefit atau analisis yang melibatkan faktor
ketidaktentuan. Dalam analisis ini digunakan asumsi
bahwa penurunan penerimaan berdasarkan penurunan
harga jual buah naga, kenaikan biayaberdasarkan
kerraikan biaya tenaga kerja dan produksi buah naga
per tiang adalah sesuai dengan perhitungan semula.
Beberapa asumsi yang digunakan yaitu.
1. Kemungkinan naiknya biaya tenagakerja (cost)

sebesar 235% seiap tahun, sedangkan harga jual
buah naga dianggap tetap.

2. Kemungkinan turunnya hargajual buah naga
sampai dengan 690/o setiap tahun, sedangkan biaya
tenaga kerja (cost) dianggap tetap.

3. Kemungkinan turunnya harga jual buah naga
sampai dengan 33% setiap tahun, danbiayatenaga
kerja naik sampai dengan 33o/o

HASIL DAN PEMBAIIASAN

AspekFinansial
Penerimaan (Benefit) perkebunan buah naga
Penerimaan (benefrt) adalatr hasil yang diperoleh dari

investasi yang telah dikeluarkan untuk suatu usaha.
Penerimaan (bmefit) yang diperoleh petani buah naga
berasal dari penjualan buah naga dafl bibit buah naga.

(i, -i, )
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Tabel 5. Perhitungan NPV Perkebunan Buah Naga di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng dengan DF 18%.

Tahun Benefit r Cost Net Benefit Dt 78% Present Value

0 0,00 14,170.000.00 -14.170.000.00 1.00 -1r 17n Onn nn

I 0.00 88.907.500.00 -88.907.500.00 0.85 -75.345,338.98

2 9.557.500.00 21.825.000.00 12.157.500.00 o.72 -8.738.509.05

3 68.845.000.00 22.722.500.O0 46.722.500.OO 0.61 28,436,755,95

4 50.26S.000.00 22.O74.700.OO 38.190.300.00 0.52 19.698.131.88

5 224.776,500.OO 22,092,670.00 202,683.830.00 o.44 88.594.970.07

6 352.209.000.00 23.873.520.00 338.335.480.00 o.37 125.330,L32.62

7 259.641.500.00 23,998.370.00 235.543.130.00 0.31 73.974.277.OO

8 232.074.000.00 24.t23.220.OO 207.950.780.00 o.27 ss,322,843.66

9 222.506.500.00 24,248,070.O0 198.258.430.00 0.23 44.698.565.56

10 203.939.000.00 24.372.920.OO 179.566.080.00 0.18 34.308.697.35

NPV 372.!LO.527.16

Perhitungan Kriteria Investasi
1. Net present value (NPD
Berdasarkan perhitungan NPV yang telah dilakukan

pada usaha perkebunan brahnaga di Desa Bubunan
dengan discount rate sebesar 18%, nilai NPV-nya adalah
Rp 372. I 10 .527,16. Hasil perhitungan menunjukkan
NPV yang didapatkan bernilai positif, dan hal ini
berarti usaha perkebunan ini mampu mengembalikan
modal yang telah dikeluarkan untuk investasi dan
memberikan keuntungan pada masa mendatang dan
layak untuk terus diusahakan.

2. Net benefit cost rstio (Net B/Q
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan,

didapatkan nllai Net Benefit Cost Ratio dengan nilai
discount rate 18% yaitu sebesar 3,16. Hal ini berarti
setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan oleh petani akan
menghasilkan benefit (penerimaan) sebesar Rp
3,16. Karena nilai net benefit cost ratio yang didapat
tersebut bernilai positif atau lebih besar dari 1, maka
usaha perkebunan buah naga ini masih layak untuk
diusahakan.

3. Internal rate of return (IRR)
Berdasarkan hasil p'erhitungan dengan menggunakan

discount rate sebesar l8oh, didapatkan nilai NPV1
positif sebesar Rp 372.110.527,56 dan nilai NPV2
negatif didapatkan sebesar Rp -1.771.315,99 dengan
discount rate sebesar 610/o.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai IRR lebih
besar dari discount rate selama umur ekonomis usaha
perkebunan yaitu sebesar 60,800/o sehingga usaha
perkebunan buah naga ini dapat mengembalikan
modal yang telah dikeluarkan untuk investasi dengan
tingkat bunga IRR tersebut dan dapat memperoleh
keuntungan. Dengan demikian usaha perkebunan
buah naga ini masih layak untuk diusahakan.

4. Payhack period
Pada tahun kelima, usaha perkebunan sudah

dapat membayar semua biaya yang dikeluarkan
untuk investasi karena pada tahun kelima benefit
komulatif yang dihasilkan sudah bernilai positif.
Petani baru dapat merasakan keuntungan apabila
payback peiod sudah tercapai, karena pada periode
sebelumnya keuntungan yang diperoleh digunakan
untuk mengembalikan semua biaya untuk investasi

usaha perkebunan buah naga.
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh

rulai payback period dari usaha perkebunan
buah naga ini lebih kecil dari umur ekonomis
usaha perkebunan buah naga, sehingga
usaha perkebunan ini masih layak untuk
diusbhakan. Usaha perkebunan buah naga
ini sudah dapat mengembalikan seluruh
investasi yang dikeluarkan selama 4 tahun
2bulan.

Analisis Sensitivitas
Hasil perhitungan analisis sensitivitas

pada usaha perkebunan buah naga di Desa
Bubunan dapat dilihat padaTabel6.

Tabel 6. Perhitungan Analisis Sensitivitas Usaha Perkebunan Buah Naga

di Desa Bubunan, Kecamatan Seriri! Kabupaten Buleleng

No. Asumsi
Kriteria Investasi

NPV
Net
EIC IRR

1

Biaya tenaga kerja
naik235%, harga jual
buah nasa tetap

Rp -236.419,91 0,88 t7,99Yo
Tidak layak
diusahakan

2.
Harga jual buah naga
turun 69%, biaya
tenasa keria tetaD

Rp -3.750.43&0s 0,97 77.27Yo
Tidak layak
diusahakan

3.

Biaya tenaga kerja
naik 33o/o, dan harga
jual buah naga turun
33%

Rp 140.063.917,16 1,62 34,930/o
Layak

diusahakar

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan data dari Tabel 6 diketahui bahwa
usaha perkebunan buah naga sensitif terhadap adanya
kenaikan biaya tenaga kerja sampai dengan 235oh dan
penurunan harlga }ual buah naga sampai dengan 69oh,
karerapada saat tersebut perkebunan buah naga zudah
tidak layak untuk diusahakan. Asumsi biaya tenaga
kerja naik sampai dengan 235o/o sedangkan harga jual
buah dianggap tetap didapatkan nilai NPV sebesar
Rp -236.419,19, Net B1C 0,99, dan IRR 17,99%, dan
asumsi harga jual buah naga turun sampai dengan
69oh danbiaya tefiaga kerja dianggap tetap dengan
nilai NPV sebesar Rp -3.750.438,05, Net B/C 0,97,
dan IRR 17,27o/o. Namun jkaharga jual buah naga
turun sampai dengan 33% danbiayaterngakerja naik
sampai dengan 33% perkebunan masih layak untuk
diusahakan karena didapatkan nilai NPV sebesar Rp
140.063.917,16, Net B/C 1,62 dan IRR 34,93o/o.

Perkebunan buah naga layak untuk diusahakan
apablla persentase kenaikan biaya tenaga kerja di
bawah 235oh denganharga jual buah naga dianggap
tetap dan persentase penurunan dari harga jual
buah naga di bawah 69oh dengan biaya tenaga keda
dianggap tetap. Jadi petani harus siap mengambil
langkah antisipasi jika terjadi penurunan harga jtnl
buah naga daging prttih (Hylocereus undatus) sebesar
Rp 13.800,00 dari Rp 20.000,00 per kg dan kenaikan
biaya tenaga kerja sebesar Rp 29.187.000,00 dari Rp
12.420.000,00 per tahun.
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KESIMPT'LAN DAI{ SAIIAN

Kesimpulan r
Dari hasil analisis dan pembahasan,dapat

disimpulkan bahwa prospek pengembangan
komoditas buah naga di Desa Bubunan, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek
finansial adalah layak untuk diusahakan. Hal ini
dapat dilihat dari hasil perhitungan kelayakan investasi
usaha perkebunan buah naga dengan net present value
(NPV) yang diperoleh bernilai positif yaitu sebesar
Rp.372.1 10.527 ,56, net bercft cost mtio Q{*B/C) sama
dengan 3,16, internal rate of return QP.F.) lebih besar
dari discount rate yaif:.t sebesar 60,800/o, jalo*a waktu
untuk mengembalikan biaya investasi (payback period)
yaitu4tahun2bulan.

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep2007, Tanggal 23 Agusrus 2007

Saran
Saranbagi petani adalah agar lebih mengembangftan

tanaman buah naga baik dengan menambah jumlah
tarramarL maupun mencoba menanam varietas
lainnya.
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PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE DALAM RANGKA
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERKELANJUTAN

DWI PUTRA DARMA\I/AN
Program Studi Agnbisnis, Fakultas Pertanian, Uniuersitas Udagana

ABSTRACT

Mangrove forest area in Denpasar City really has potency to be developed as ecotourism object. The variety
of mangrove types in this area has function as provider of life supporting services and conveniences and
mitigation of disasters. Development of forest mangroye ecotourism constitutes one system, which contains
several supporting elements which related to each other. This research aims to determine essential elements,
identifying keys element sub, and doing synthesis to determine criterion of the model of ecotourism mangrove
development.

This research was conducted at Mangrove Information Centre area, Suwung Kauh, Denpasar. Method
of Interpretative Structural Modeling (ISM) from Saxena was used to analyze the structure of mangrove
ecotourism development. Information gathering was done through expert meeting.

This research findings show that the key of sub elements drive forest mangrove ecotourism system is
society in territorial developmental (element of society sector that affected), empowerrnent of business agent,
enable public policy, company social responsibility (element of program need), inconsistent of government
poliry (main constraint element), improvement of product market shares (recreation, business, and science)
from mangrove ecotourism object (element of program objective), increasing of quality of human resources
(element of yardstick to assess every target), coordination between technical institution related in the effiort
guarantee to achieving the objective of integrated environment conservation program (element of activity
that required to action planning) and the region and center government (element of involved institute in
implementing program).

Criterion in development of mangrove ecotourism, covering jobs forte step-up and society welfare at
territorial developmental, environment sustainability, guarantee of amount, qualrry continuity, and price of
products (recreation, business, and science) from mangrove ecotourism object, improvement market accesses
and profitability optimal of ecotourisrn object and infrastructural supporter medium at mangrove ecotourism
Nea.

In conclusion, mangrove ecotourism development needs integrated management to guarantee zustainability
of resources utilization and environment protection, minimization and conflict resolution of varieties ,esorr"..
utilization, increasing coordination passes by sector in the plan and management, advancing functional poliry
integriry risk reduction to society and environment health, and pushing private sector investment in mangrovl
ecotourism infrastructure in a whole and comprehensive system.

Keywords: development of mangrove ecotouism, management of coastal area resoLffces, Interpretative Structural
Modeling (ISM).

ABSTRAK

Kawasan hutan mangrove di Denpasar, sangat potensial dikembangkan menjadi objek ekowisata. Beragamnya
jenis mangrove di kawasan ini memiliki fungsi sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan dan kenyimanan
dan mitigasi bencana. Pengembangan ekowisata hutan mangrove merupakan sebuah sistem yang mengandung
beberapa elemen pendukung yang saling terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan .G*.rr-p.rrtit j
mengidentifikasi sub elemen kunci, dan mensintesisnya untuk menentukan kriteria pengembangan moaei
ekowisata hutan mangrove.

Penelitian dilakukan di kawasan Pusat Informasi Mangrove, Suwung Kauh, Denpasar. Metode Interpretative
Structural Modeling (ISM) dari Saxena digunakan untuk menganalisis struktur pengembangan kawasan ekowisata
mangrove. Pengumpulan informasi dilakukan melalui expert meeting.

Temuan penelitian menuqjukkan bahwa sub-elemen kunci penggerak sistem ekowisata hutan mangrove adalah
masyarakat di wilayah pengembangan ekowisata mangrove (elemen sektor masyarakat yang terpengaruh),
pemberdayan pelaku bisnis ekowisata, kebijakan publik yang kondusif, tanggung jawab sosial peruiahaan

Artikel ini merupakan revisi dari makalah yang disampaikan pada Seminar Nasionai "Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove dalam Upaya pengelolaan Sumberdaya
Pesisir Berkelanjutan", diselenggarakan oleh POPMASEPI dan HIMAGRI, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, di Auditorium Monumen Bajra Sandi, Renon,
Denpasar, 13 Maret 2009.
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(elemen kebutuhan program), kebijakan pemerintah yang tidak konsisten (elemen kendala utama), peningkatan
pangsa pasar produk (rekreasi, bisnis, dan ilmiah) dari objek ekowisata mangrove (elemen tujuan dari
program), meningkatnya kualitas sumberdaya manusia ekowisata (elemen tolok ukur untuk menilai setiap
tujuan), koordinasi antar instansi teknis terkait dalam upaya menjamin tercapainya target prgram konservasi
lingkungan terpadu (elemen aktivitas yang dibutuhkan guna perencataantindakan) dan pemerintah daerah dan
pusat (elemen lembaga yang terlibat dalam pelaksanakan program). Kriteria dalam pengembangan ekowisata
mangrove, meliputi peningkatan keahlian kerja dan kesejahteraan mlsyarakat di wilayah pengembangan
ekowisata mangrove, pelestarian lingkungan, jaminan kuantitas, kualitas, kontunyuitas, dan harga produk
(rekreasi, bisnis, dan ilmiah) dari objek ekowisata mangrove, peningkatan akses pasar dan profitabilitas optimal
objek ekowisata, dan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang di kawasan ekowisata mangrove.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan ekowisata mangrove terpadu untuk menjamin keberlanjutan
pemanfaatan sumberdaya dan perlindungan lingkungan, meminimalkan dan meresolusi konflik beragam
pemanfaatan sumberdaya, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pengelolaan,
mengedepankan keterpaduan kebijakan fungsional, mereduksi resiko terhadap masyarakat dan kesehatan
lingkungan, serta mendorong investasi swasta dalam infrastruktur ekowisata mangrove dalam suatu sistem
yang utuh dan menyeluruh.

Kata kunci: pengembangan kawasan ekowisata mangrove, pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan, interpreta-
tive structural modeling (ISM).

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Wilayah pesisir Indonesia punya arti sangat penting

mengingat fakta bahwa sekitar 30% hutan mangrove
danlloh terumbu karangdunia ada di Indonesia, 85%
sumberdaya perikanan berasal dari perairan pesisir,
60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisk,42
kota dan 181 kabupaten terletak di kawasan pesisir,
kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional
sekitar 20,5o/o, dan sektor kelautan menyerap lebih
dar'i 16 juta tenaga kerja secara langsung.

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Indonesia
memiliki fungsi sebagai (a) penyedia jasa-jasa
pendukung kehidupan dan kenyamanan, seperti tempat
pemijahan, mencari makanan dan tumbuh besar biota
laut, penyuplai bahan organik, menjaga kestabilan
produktivitas, budidaya perikanan, kehutanan, nilai
estetika, rekreasi, wisata bahai, dan penyedia sekitar
70 macam produk langsung dan tak langsung, serta
(b) sebagai mitigasi bencana, yakni pelindung pantai,
penahan badai, tsunami, pencegah erosi pantai,
pengendali banjir, dan penyerap limbah sehingga
mampu menjaga dan melindungi keberad aan pantai,
perumahan, serta bangunan fisik lainnya (Sudarmadji,
200 1 ; Yayasan Mangrove, 200 1 ). Namun, belakangan
ini, ekosistem mangrove mengalami ancaman degradasi
akibat adanya konversi hutan mangrove, penambangan
terumbu karang, reklamasi pantai, sedimentasi, abrasi
pantai, pencemaran (rumah tmrgga, industri, tumpahan
minyak, dan pertanian), dan bencana alam.

Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berke-
lanjutan, fokus utamanya adalah tercapainya ke-
seimbangan antara pemanfaatan secara ekonomi
dengan upaya pelestarian lingkungan hidup yang
direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu oleh
berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,
dan masyarakat) (Shepherd, 1998; World Ba*,1.994;
Zamora,1996).

Sebagai daerah penyumbang devisa terbesar dari
pariwisata, Bali memiliki potensi alam yang indah dan
sangat potensial untuk dikembangkan. Belakangan ini,
wisatawan yang berkunjung ke Bali cenderung tidak
sekedar menikmati keunikan sosial budaya Bali, tetapi
juga ekowisatanya (Utama, 2005u; lJtama, 2005b;
Yoeti 2000). Kawasan hutan mangrove di Mangrove
Information Cmtre /Ptsat Informasi Mangrove (PIM)
Denpasar, yang memiliki i4 jenis mangrove asli dan 19
jenis peralihan, sangat potensial dikembangkan menjadi
kawasan ekowisata. Beragamnya jenis mangrove di
kawasan ini merupakan potensi sumberdaya alam yang
tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapijuga tempat
untuk belajar. Berbagai macam aktivitas dilakukan
oleh masyarakat di sekitarnya, seperti memancing,
mencari kepiting dan udang di sela-sela tumbuhan
mangrove, rekreasi, atau hanya sekedar melepas penat.
Hutan mangrove di kawasan ini juga berfungsi sebagai
wahana wisata alternatif berwawasan lingkungan
hidup yang menawarkan pesona alam dengan flora
dan faunanya yang unik.

Pengembangan hutan mangrove yang berkedudukan
di Suwung, Denpasar terwujud berkat adanya kerjasama
antara Dinas Kehutanan dan pemerintah Jepang
melalui Japan International Cooporation Agency (JICA),
sejak tahun 1992" Dalam perjalanannya, kerjasama
tersebut tidak lepas dari berbagai kendala, seperti
kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang
sumberdaya pesisir dan proses-proses yang terkait
dengan keberadaannya, undervaluasi sumberdaya
pesisir dan kelautan, lemahnya pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pengguna sumberdaya pesisir
dan kelautan, kurang jelasnya kewenangan legal
dan kerangka kerja perencar,aan manajemen pesisir
terpadu (integrated coastal management), lemahnya
kapasitas kelembagaan, serta kurangnya keterpaduan
antar program.

Pengembangan ekowisata hutan mangrove
merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat
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beberapa elemen pendukung yang saling terkait. Oleh
karena itu, menarik untuk melakukan penelitian yang
komprehensif dengan menganalisis struktur sistem
kawasan ekowisata mangrove di Denpasar melalui
suatu pola yang dirancang secara seksama.

Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan elemen

penting menyusun model struktural pengembangan
ekowisata hutan mangrove, mengidentifikasi sub
elemen kunci dan membuat diagram model struktural
pengembangan ekowisata hutan mangrove, dan
mensintesis sub elemen kunci untuk memperoleh
kriteria pengembangan model ekowisata hutan
mangrove di Denpasar, dengan menggunakan
pendekatan Interpretative Structural Modeling (ISM).

KERANGKA TEORITIS. .

Kesalahan dalam proses perencalaan jangka
panjang yang bersifat strategis adalah menerapkan
langsung teknik penelitian operasional dan atau
aplikasi statistik deskriptif. Kebiasaan para percncana
yang sulit dirubah tersebut dapat menjebak proses
perencanaan strategis menjadi recan.a operasional
jangka pendek tanpa arahan yang terprogram. Sejak
dahulu analisis kebijakan mempunyai kekurangan
dalam mendasarkan metodeloginya untuk memp e$art
sistem sosial secara menyeluruh. Hal ini disebabkan
tidak adanya metodelogi penelitian sistem yang
menyeluruh dimana komponen-komponennya tidak
bisa dipisahkan. Suatu sistem yang kompleks tidak
bisa disederhanakan menjadi jumlah dari setiap
bagSanrrya. Suatu totalitas sistem tidak bisa dianalisis
pada bagian-bagiannya, tetapi harus dimengerti
sebagai keseluruhan. Apabila dilakukan perubahan,
maka akan berdampak pada sistem, jika tidak maka
hanya perubahan kecil dan tidak efektif yatgterladi
(Eriyatno, 1998; Simatupang, 1995; Winardi, 1986).
Metodelogi holistik telah berkembang untuk penelitian
sistem sosial dan dimulai dengan mendefinisikan
elemen dalam bentuk struktur dan keterkaitannya
dengan sistem lainnya. Model struktur menjabarkan
format dan struktur dari pengukuran hasil kuantitatif
sehingga dapat dipandang sebagai proses permodelan
deskriptif dan holistik. Salah satu metode yang
dipergunakan adalah Interpretative Structural Modeling
(ISM). Melalui kajian dalam expert mettingmaka model
diskriptif yang holistik dapat dihasilkan.

Kebijakan pemerintah dan strategi operasionalnya
diaplikasikan dalam bentuk pengembangan kawasan
ekowisata hutan mangrove. Guna mencari model
pengembangan ekowisata mangrovg dilakukan analisis
struktur sistem untuk mengetahui hubungan kontelstual
antar sub elemen pada setiap elemen dan memperoleh
sub elemen kunci (key element) yang merupakan
prioritas dari setiap elemen. Selanjutnya, dibuat
diagram model struktural dan menetapkan driverpower-
dqendence rnntrices pengembangan ekowisata mangrove

dan sintesis sub elemen-sub elemen kunci untuk
memperoleh kriteria pengembangan model ekowisata
mangrove. Berdasarkan kriteria pengembangan model
yang telah ditetapkan dalam expert meeting, para
pengguna model dapat meningkatkan pendalaman
yang lebih utuh dalam mengembangkan ekowisata
mangrove (Gambar 1).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tahun 2007 di kawasan
Pusat Informasi Mangrove (PIM), Jl. By Pass Ngurah
Rai km 21, Suwung Kauh, Denpasar. PIM berada
di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dengan
luas 100,5 ha. Pemilihan lokasi dilakukan secara
sengaja dengan pertimbangan bahwa di kawasan
tersebut terdapathutan mangrove yang potensial untuk
dikembangkan sebagai kawasan ekowisata karena
keindahan dan keaslian alamnya. Pihak pengelola
PIM, masyarakat di sekitar hutan mangrove, serta
instansi pernerintah diambil sebagai responden awal
karena dianggap layak memberikan informasi untuk
dirujuk pada expert meeting.

Sebanyak l0 orang responden ahli (expert) yang
dipilih secara purposif, berasal dai pakar akademik
berbagai perguruan tinggi, para praktisi, dan instansi
pemerintah terkait, dengan pertimbangan (a) efisiensi
dalam menyelesaikan masalah, (b) kompetensi dari
pakar/praktisi, (c) pengakuan objektif atas kemampuan
profesional yang dimiliki, (d) produktivitas yang tinggi
di bidang ilmiah yang ditekuni, sefta (e) mempunyai
reputasi, kedudukan dan kredibelitas sebagai ahli.

Pengumpulan informasi dalam rangka struklurisasi
progmm sistem pengembangan ekowisata mangrove
dilakukan melalui expert meetiltg. Metode ini dilakukan
untuk menggali informasi berdasarkan musyawarah-

Siut .i! Sub-daa <E.i
unrL Krit?rE

?*3elugil Elqe'i5rr:
f iaSrolc

:{atiltsiElsa
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Gambar 1. Kerangka Teoritis
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mufakat terhadap daft.ar rujukan yang ditetapkan.
Metode ISM dari Saxena yang dikembangkan oleh
Eriyatno (1998), digunakan untuk memotret masalah
yang kompleks menggunakan grafis dan kalimat,
sehingga model yang tak jelas meqjadi model sistem
yang tampak. Hubungan contsxual stb elemen (berupa
keterkaitan comparative, definith,e influence, spatial, dan
temporal/time scale) dan penyusttnan Structural Self
Interaction Matrix (SSIM) menggunakan teknik simbul
V A, X, dan Q di mana: V jika erj =1 dan eji=0; A
jika eij=g dan eji=l; X jika e1j=1 dan eji=l, serta O
jika satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan
konstekstual (erj=0 dan eji=0).

Setelah SSIM dibentuk selanjutnya dibuat tabel
Reachibilty Matix (RM) dengan mengganti simbul
V,A,X,dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Bilangan
ini menunjukkan tingkat keeratan hubungan (nilai
1 menyatakan ada hubungan kontekstual dan nilai
0 bila tidak ada hubungan kontekstual). Pengolahan
lebih lanjut dari tatel RM yang telah memenuhi
aturan transitivitas adalah penetapan pilihan jenjang.
Pengolahannya bersifat tabulatif dengan pengisian
format dengan bantuan komputer.

Berdasarkan pilihan jenjang Qevel / hierarchy) maka
dapat digambarkan skema setiap elemen menurut
jenjang vertikal dan horizontal. Untuk beragam
sub-elemen dalam satu elemen berdasarkan tabel
RM disusun matriks diver power-dependence soat:o
bentuk hubungan antara kekuatan penggerak dan
tingkat ketergantungan antar sub elemen. Klasifikasi
sub-elemen dipaparkan dalam empat sektor, yakni
autonarnous, dqmdent, linkage, dan indipmdmt. Diagram
alur ISM disajikan pada Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAIIASAN

ElemenPenting Sistem
Berdasarkan hasil expert m.eeting, secara normatif

teridentifikasi tujuh elemen sistem yang mempunyai
hubungan kontekstual dengan sistem ekowisata hutan
mangrove, yakni elemen (1) sektor masyarakat yang
terpengaruh, (2) kebutuhan dari program, (3) kendala
utama, (4) tujuan dari program, (5) tolok ukur untuk
menilai setiap tujuan, (6) aktivitas yang dibutuhkan
guna perencanaan tindakan, dan (7) lembaga yang
terlibat dalam pelaksanakan program. Walaupun
elemen-elemen tersebut mempunyai hubungan
kontekstual dengan sistem, tetapi penekanannya
diberikan pada unsur yang mempunyai hubungan
fungsional dan keterkaitan kinerja antar sub elemen
dari sistem. Dengan demikian, diperlukan pendalaman
lebih lanjut terhadap sub-elemen dari masing-masing
elemen dalam sistem ekowisata hutan mangrove.

Sub Elemen Kunci Penggerak Sistem
Sub-elemen kunci penggerak sistem ekowisata hutan

mangrove yang teridentifikasi dari pembandingan
antar sub-elemen dari semua elemen sistem
secara keseluruhan, yakni masyarakat di wilayah

Akreditasi: No. I08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

Gambar 2. Diagram Alur ISM

pengembangan ekowisata hutan mangrove (elemen
sektor masyarakat yang terpengaruh), pemberdayan
pelaku bisnis ekowisata, kebijakan publik yang
kondusif, tanggung jawab sosial penrsaha an (Cotporate

Social Resporcibility, CSR) setempat (elemen kebutuhan
program), kebijakan pemerintah yang tidak konsisten
(elemen kendala utama), peningkatan pangsa pasar
produk (rekreasi, bisnis, dan scientifc) dari objek
ekowisata mangrove (elemen tujuan dari program),
meningkatnya kualitas SDM ekowisata (elemen
tolok ukur untuk menilai setiap tujuan), koordinasi
antar instansi teknis terkait dalam upaya menjamin
tercapaiay a Integrated Conservation Developmmt Program
(elemen aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaat
tindakan) dan pemerintah derah dan pusat (elemen
lembaga yang terlibat dalam pelaksanakan pro-
$am).

Analisis Struktur Sistern
Sektor masyarakat yang terpengaruh

Hasil pembandingan antar sub-elemen dari elemen
sektor masyarakat yang terpengaruh mengindikasikan
bahwa sub-elemen masyarakat di wilayah
pengembangan ekowisata hutan mangrove merupakan
sub elemen kunci dari sistem. Masyarakat di wilayah
pengembangan mempunyai tingkat hubungan
fungsional yang tertinggi, dibandingkan masyarakat
lain yang terlibat, seperti pedagang souvmir, pedagang
makanan dan minuman, pengusaha jasa tours &
travel, pengosaha atralsi ekowisata, dan wisatawan.
Sub elemen masyarakat di wilayah pengembangan
mempunyai kekuatan penggerak (diver power) yang
terbesar terhadap sistem dan diHasifikasikan ke dalam
sektor independent, serta diprioritaskan, baik dalam
pemberdayaan, layanan dan pemenuhan kebutuhannya,

Uraikaa setiap elemen mrnj a di :ub elemer

Tenn:limhubmgmkmtek:truluts ilb elemen pada retiap elemen

SSItrl utuL setiap elemen

Ili lvlatrir dengen atuan Trreiritr'

llengorek:i R.l! mmj adi
Fomat Lorver Triaguler

tu\I Fmal

I{:nentr:liu Ranlc den
Iliedihi dari iub demcn

llenetapkan Drirer
!o$?r- Deprndlnca
llruilil ieriap elemen

Klasifiliasikan sf, clrrun
pada empat peubah kategori
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dalam upaya memperbaiki efektivitas kinerja sistem
ekowisata mangrove. Sub elemen pedagang souvenir,
pedagang makanan dan minuman, pengusaha jasatours

& travel, pengusaha atraksi ekowisata, dan wisatawan
mempunyai keterkaitan yang diklasifikasikan ke
dalam sektor linkage, yang menunjukkan adarrya
hubungan timbal-balik yang erat antar sub-elemen
tersebut. Sub-elemen dengan klasifikasi seperti ini
harus dikaji secara hati-hati karena setiap tindakan
pada sub elemen tersebut akan berdampak terhadap
yang lainnya danfeedback pengaruhnya bisa semakin
memperbesar dampak tersebut. Analisis struktur pada
sektor masyarakat yang terpengaruh menunjukkan
bahwa tidak ada satupun sub-elemen dari elemen
ini yang terklasifikasi ke dalam sektor dependent ata:u

autonoffious, yakni sektor dengan daya dorongyar:g
lebih lemah terhadap sistem ekowisata mangrove.

Kebutuhan program
Sub elemen pemberdayan pelaku bisnis ekowisata,

kebijakan publik yang kondusif, Corporate Social
Responsibility (CSR), seperti hotel dan restoran, serta

biro perjalanan wisata setempat merupakan kebutuhan
program penting yang perlu dip"rioritaskan oleh
para pemangku kepentingan. Sub-elemen tersebut
diklasifikasikan ke dalam sektor independent dan
mempunyai kekuatan penggerak yang besar. Sub elemen
akses pasar, pusat informasi bersama, pengembangan
teknologi kelautan, investasi infrastrukrur ekowisata,
dan pelestarian lingkungan ekowisata mangrove dapat
diklasifikasikan ke dalam sektor linkage sedangkan sub
elemen elsploitasi kawasan potensial, dan jaminan tata
ruarrgyangjelas, dan nota kesepakatan (MoU) yang
adil termasuk ke dalam sektdr tidak bebas. Pengaruh
sub elemen-sub elemen pada sektor bebas terhadap
kinerja sistem, utamanya sub elemen-sub elemen yang
termasuk sektor linkage dan tidak bebas perlu dikaji
secara cermat dan mendalam.

Kendalautama
Kendala utama yang mendasar danyarrgpertama

ditangani dalam pengembangan sistem (sub elemen
kunci) adalah kebijakan pemerintah yang tidak
konsisten. Ketidakseriusan kebijakan pemerintah akan
melemahkan motivasi para pemangku kepentingan
ekowisata. Oleh karena itu, dalam pengembangan
ekowisata diperlukan kebijakan pemerintah yang
berpihak dan konsisten, seperti kebijakan yang
berkaitan dengan pelestarian lingkungan lahan
pantai dan alih fungsi lahan, investasi infrastruktur
ekowisata, sinergi pariwisata dan kehutanan, kelautan
dan perikanan. Sub elemen kebijakan pemerintah yang
tidak konsisten dan pengelola hutan mangrove yang
kurang profesional beruda pada sektor independent.
Kendala-kendala yang tak kalah pentingnya dalam
pengembangan ekowisata mangrove adalah investasi

infrastruktur ekowisata yar,g kurang memadai,
ketidakefektifan pemasaran produk ekowisata, SDM
ekowisata yang lemah, serta kerusakan lingkungan

dan alih fungsi lahan di wilayah pengembangan. Sub
elemen pada sektor linkage ini perlu dikaji dengan
seksama mengingat sifat hubungan timbal balik antar
sub elemen pada sektor ini.

Tujuan dariprogram
Hasil pemb&rdingan antar sub-elemen menuqjukkan

bahwa peningkatan pangsa pasar produk (rekreasi,
bisnis, dan scientific) dari objek ekowisata menjadi sub

elemen penentu yang menunjukkan prioritas penting
peningkatan pangsa pasar produk ekowisata. Sub

elemen meningkatkan pendidikan dan ketrampilan
SDM ekowisata dan mengefektifkan saluran
pemasaran produk ekowisata mempunyai kekuatan
pengerak yang besar, meski sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan sub elemen peningkatan pangsa

pasar. Ketiga sub elemen tersebut diklasifikasikan
ke dalam sektor independent Keseluruhan sub
elemen pada sektoi tersebut akan menggerakan sub

elemen lainnya, yang ternasuk ke dalam sektor
dqendent, seperti mengembangkan lingkungan bisnis
pariwisati alternatif (berwawasan lingkungan hidup)
yang kondusif, memperluas lapangan kerja, dan
meningkatkan Pendapatan Asli DaErah (PAD) kota
Denpasar. Dampak perubahan sektor independent
terhadap sektor dependmt ditentukan juga oleh peran

sub elemen-sub elemen yang terklasifikasi ke dalam
sektor linkage yang bersifat saling mempengaruhi,
seperti menjadi pusat penelitian dan pengembangan
mangrove serta menjadi kawasan ekowisata hutan
mangrove.

Tolok ukur untuk menilai setiap tujuan
Untuk mencapai tujuan' pengembangan sistem

ekowisata, sebagai tolok ukur kunci adalah
meningkatnya kualitas SDM ekowisata, dan
berdampak terhadap meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatnya
produktivitas sumberdaya di sentra produksi hutan
mangrove. Ketiga tolak ukur tersebut berada pada
sektor bebas. Selanjutnya sub-elemen tersebut akan
mempengaruhi kelompok sub elemen yangberada
pada sektor linkage, seperti meningkatnya jumlah,
mutu dan ragam produk, profitabilitas, akses pasar
dan kelangsungan bisnis, meningkatnya kepercayaan
terhadap mitra bisnis, meningkatnya penyerapan tenaga
kerja, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD),
bertambahnya kelompok masyarakat setempat yang
terlibat dalam bisnis produk ekowisata, berkemb arrgnya

usaha mikro, kecil menengah (IMKM) di wilayah
ekowisata, menguatnya dependensi mitra bisnis,
meningkatnya investasi infrastruktur penunjang
ekowisata, terbentuknya mekanisme komunikasi
teknlogi informasi bersama terkait dengan ekowisata
hutan mangrove, serta meningkatnya kelestarian
lingkungan. Sub-elemen tolak ukur yang mempunyai
pengaruh timbal balik antar sub-elemen ini harus
dikaji secara hati-hati karena setiap tindakan dapat
memberikan dampak timbal balik antar sub elemen
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yang memperbesar dampak terhadap perilaku sistem
secara keseluruhan.

,
Aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan
tindakan

Sub elemen aktivitas yang dibutuhkan terdistribusi
ke dalam dua sektor, yaitu independent dan linkage.
Sektor bebas ini terdiri atas dua sub elemen, yaitu
koordinasi antar instansi teknis terkait dalam :upaya
menjamin terc apatnya integrated conseration devetopmant
progratn yangberada pada level/hierarchy ketiga (sub
elemen kunci) pada diagram model struktur sistem
sedangkan pengembangan sistem insentif bagi pihak
swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur
ekowisata berada pada level kedua. Sektor linkage
terdiri atas tiga sub elemen, yaitu menjabarkan RTR'W,
utamanya tata ruarrg kawasan ekowisata ke dalam
rencana detail dan progmm pembangunan daerah,
pengembangan aktivitas masyarakat setempat di
sektor ekowisata (rekreasi, bisnis, dan ifuniah), regulasi
prosedur perijinan df 'paerah. Sub elemen yangberada
pada sektorbebas ini akan mempengaruhi sub elemen
lainnya pada sektor linkage.

Lanbagayatgyang terlibat dalam peiatsanat an pro-
gram.

Sub-elemen dari elemen lembaga yang terlibat
dalam pelaksanaan program pengembangan ini terbagi
kedalam tiga sektor, yaitu independent, linkage, dan
dependent. Pemerintah derah dan pusat selaku elemen
kunci dalam.sistem merupakan kekuatan penggerak
pengembangan wilayah ekowisata dan bersama-sama
dengan sub elemen lembaga keuangan dan bank serta
koperasi penyedia sarana produksi diklasifikasikan ke
dalam sektor indqmdent.Sub-elemen yang dikategorikan
sebagai variabel tergantung adalah pengusaha mitra
bisnis. Pengusaha mitra tersebut selanjutnya secara
fungsional sebagai saluran pemasaran dengan tingkat
dependensi yang tinggi pada sub elemen lainnya.
Prilaku sistem akan sangat dipengaruhi oleh sub
elemen yang mempunyai hubungan keterkaitan
yang tinggi terhadap sistem, seperti Dinas Kelautan
dan Perikanan serta Kehutanan, Dinas pU, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaai, Perguruan Tinggi,
Organisasi Non Pemerintah (LSM). Sub elemen
pada sektor ini mempunyai keterkaitan yang erat satu
dengan yang lainnya (linknge). Sub elemen pada sektor
ini karena bersrfat strongly diver power*trongly dqendence
seyogyanya dikaji secara hati-hati, sebab mempunyai
hubungan yang labil. Artinya, setiap tindakan pada
sub elemen dalam sektor ini akan memberikan dampak
multiplier terhadap sistem itu sendiri akibat pengaruh
balik dari sub elemen lainnya.

Sintesis terhadap Hasil Model Strukturat
Bertitik tolak dari sintesis hasil-hasil model

struktural, maka para pakar dan praktisi sepakat untuk
menentukan kriteria dalam pengembangan ekowisata
mangrove, meliputi peningkatan keahlian kerja dan
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kesejahteraan masyarakat di wilayah pengembangan
ekowisata mangrove, pelestarian lingkungan kawasan
ekowisata mangrove, terjaminnya kuantitas, kualitas,
kontunyuitas, dan harga produk (rekreasi, bisnis, dan
ilmiah) dari objek ekowisata mangrove, peningkatan
akses pasar dan profitabilitas optimal objek ekowisata,
serta ketersediabn prasarana dan sarana penunjang di
kawasan ekowisaia mangrove. Pemiliha-n kriteria-ini
penting sebagai acuan untuk pengembangan sistem
melalui mekanisme perbaikan kinerja sistem. Kriteria
pengembangan wilayah ekowisata hutan mangrove.

KESIMPI]LAN DAN SARAN

Kesimpulan
Secara normatif teridentifikasi ada tujuh elemen

sistem yang mempunyai hubungan kontekstual dengan
sistem ekowisata hutan mangrove, yakni sektor
masyantftat yang terpengaruhi, kebutuhan dari program,
kendala utama, tujuan dari program, tolok ukur untuk
menilai setiap tujuan, aktivitas yang dibutuhkan guna
perencanaan tindakan, dan lembaga yang yangterlibat
dalam pelaksanakan program. Walaupun elemen-
elemen tersebut mempunyai hubungan kontekstual
terhadap sistem, tetapi penekanannya lebih diberikan
pada unsur yang mempunyai hubungan fungsional dan
keterkaitan kinerja antar sub elemen dari sistem.

Sub-elemen kunci penggerak sistem ekowisata hutan
mangrove yang teridentifikasi dari pembandingan
antar sub-elemen dari semua elemen sistem
secara keseluruhan, yakni masyarakat di wilayah
pengembangan ekowisata hutan mangrove (elemen
sektor masyarakat yang terpengaruh), pemberdayan
pelaku bisnis ekowisata, kebijakan publik yang
kondusif, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
(elemen kebutuhan program), kebijakan pemerintah
yang tidak konsisten (elemen kendala utama),
peningkatan pangsa pasar produk (rekreasi, bisnis,
dan scientific) dari objek ekowisata mangrove (elemen
tujuan dari program), meningkatnya kualitas SDM
ekowisata (elemen tolok ukur untuk menilai setiap
tujuan), koordinasi antar instansi teknis terkait dalam
upaya menjamin tercapainya target prgram konservasi
lingkungan terpadu (elemen aktivitas yang dibutuhkan
guna perencat:raan tindakan) dan pemerintah derah
dan pusat (elemen lembaga yang terlib at dalam
pelalsanakan program).

Kriteria dalam pengembangan ekowisata mang-
rove, meliputi peningkatan keahlian kerja dan kese-
jahteraan masyarakat di wilayah pengembangan
ekowisata mangrove, pelestarian lingkungan kawasan
ekowisata mangrove, terjaminnya kuantitas, kualitas,
kontunyuitas, dan harga produk (rekreasi, bisnis, dan
ilmiah) dari objek ekowisata mangrove, peningkatan
akses pasar dan profitabilitas optimal objek ekowisata,
dan ketersediaanprasarana dan sarana penunjang di
kawasan ekowisata mangrove.
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Saran
Pola pengembangan sistem ekowisata hutan

mangrove perlu diimplementasikan setelah dilakukan
pengkajian yang lebih mendalam disertai itikad baik
dan keseriusan pma pemangku kepentingan. Dalam
implementasinya diperlukan kebijakan proteksi dari
pemerintah daerah dalam bentuk regulasi pemerintah,
dengan memberikan perhatian mendalam dan
menyeluruh pada sumberdaya alam yang unik,
optimalisasi pemanfaatan serbaneka ekosistem dan
sumberdaya pesisir dan kelautan, dan integrasi ekologis,
sosial ekonomi, dan budaya dalam pengelolaannya.

Dibutuhkan pengelolaan ekowisata mangrove
terpadu untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan
sumberdaya dan perlindungan lingkungan mangrove,
meminimalkan dan meresolusi konflik beragam
pemanfaatan sumberdaya mangrove, meningkatkan
koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan
pengelolaan, mengedepankan keterpaduan ktbijakan
fungsional, mereduksi resiko terhadap masyarakat
dan kesehatan lingkungan, serta mendorong investasi
swasta dalam infrastrukrur penunjang ekowisata dalam
suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh.

Keberhasilan pelalsanaan pengembangan kawasan
ekowisata hutan mangrove ditentukan oleh tersedianya
sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, utamanya
ekowisata hutan mangrove yang berkelanjutan.
Penyiapan sumberdaya manusia dengan kualifikasi
tersebut, perlu dirancang secara terencana, terarah,
terpadu, dan berkesinambungan. Di samping itu,
sosialisasi dan penataan kawasan ekowisata hutan
mangrove juga penting dilakukan kepada segenap
pemangku kepentingan agar semua kegiatan dapat
terintegrasi.
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ABSTRACT i
Bali economic development is still dominated by tourism sector. In fact, tourism is a vulnerable economic

sector. Consequently, agricultural sector especially fishery sub sector should have more contribution and more
rule in developing a balance for Bali economiy in the future.

Fishery sub sector, especially 'Nila fuh' production is very important in supporting Bali economic development
since it becomes one of the nineteen main Bali economic cnmmodities. For Bangh Regenry, 'Nila fish' beiomes
a main commodity to be developed. It is supported by the fact that Bangli has the biggest lake (Batur Lake) for
production. However, there is no local-based strategy on how to develop and to expand this fish production.
Hence, the research is necessarily to be conducted.

The aims of this research are to asses (i) Nila fish production and development srrategy; and (ii) Nila fish
production and development policy.

This research was conducted in Batur Lake, Bangli Regency which was chosen based on purposive sampling
method. Thirty respondents were selected using incidental random sampling technique by assuming tha-t the
population is homogenous. In addition, the number of respondents meets statistical requirements and can be
assumed has a normal distribution.

Research data were collected from literatwes, field research by using interview guide, and questionnaire.
Furthermore, data were also collected through observation, in-depth interview, and focus group discussion
with informants.

The study results suggest that (1) ttre competitive strategy should be applied in developing Nila fish production.
It can be achieved through maximizing the strength factors and minimizing the threit factors; (2) the policies
in developing Nila fish production should be: (a) increasing community's motivation in productio, p.ocesser;
(b) giving loan with interest subsidy; (c) empowering farmer groups; (d) conducting "fish consirmption,;
campaign.

The research recommends: (a) the banking sector provides a low interest loan for farmers; (b) an intensive
farmer groups empowerment; (c) local-based policy, program, and action plan in developing Nila fish production.
Those recommendations aim to maximize Batur Lake potenry to increase farmer wel-fare condiion and in
general to contribute agriculrural sector in Bali economic growth.

Kqtwords: Nila fish, production, development strategjt

ABSTRAK

Saat ini perekonomian Baii didominasi oleh sektor pariwisata. Sementara itu, secara empirik dibuktikan
,sektor pariwisata kondisinya sangat rapuh. Oleh karenanya, perekonomian Bali perlu diseimbangkan dengan
pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian, kfiususnya subsektor perikanan. Subsektor perikanai, khususiya
pengembangan ikan nila sangat penting artinya bagi pembangunan perekonomian Bali. Hal itu disebabkan
karena perikanan merupakan salah satu dai 19 komoditas unggulan dari potensi ekonomi Bali. Sementara
itu, untuk Kabupaten Bangli komoditas yang diunggulkan adalih ikan nila. Hal itu berkait dengan eksistensi
Danau Batur yang sangal potensial untuk pengembangan ikan nila. Oleh karenanyalah diperlukanltudi tentang
strategi pengembangan budidaya ikan nila, yang pelalsanaannya dilakukan di tawasan Danau Batur.

Tujuan pokok dari studi tentang pengembangan ikan nila ini adalah : (i) memberi informasi tentang
Itrategt pengembangan budidaya ikan nila; dan (ii) merumuskan kebijakan untuk pengembanganbrtdidayi
ikan nila.

Penelitian ini dilakukan di kawasan Danau Batur, Kabupaten Bangli. Lokasi ini dipilih dengan sengaja
Qturposive), dengan pertimbangan bahwa selama ini pengembangafi ikan nila hanya dilakukan di kawasin
ini. Responden dipilih dengan teknik incidental random sampling sebanyak 30 orang. Pertimbangannya adalah
bahwa kondisi populasi yang cukup homogen, dan jumlah tersebui sudah memenuhi ryurui staiistik dan
mendekati distribusi normal.

Selar{utrya data penettian didapatkan dari studi kepwtakaan, dan penelitian lapangan dengan memanfaatkan
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk menjaring data dari petani. Disamping itu, data juga didapatkan
melalui observasi lapangan, keglatan partisipatif, dan wawancara mendalam dengan informin yang iutu-
tentang pengembangan ikan nila. Wawancara juga dilakukan dengan pihak perbankan, pejabatDinas pirikanan
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dan Kelautan Provinsi Bali, dan pqabat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bangli.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) strategi yang perlu dilalsanakan dalam pengembangan ikan nila

di Danau Batur adilah stmtegi kompetitif, yakni dengan kebijakan memaksimalkan kekuatan yang ada dan
mengatasi berbagai elemen ancaman. (ii) Kebijakan untuk pengembangan budidaya ikan nila antara lain:
memelihara dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengembangkan ikan nila; fasilitas penyediaan
modal dan subsidi bunga kredit; peningkatan pemberdayaan berbagai*kelompok tani; melakukan kampanye
tentang kualitas ikan air tawar yang sejatinya tidak berbau lumpur. I

Selanjutnya disarankan: agar prhak perbankan dapat segera membantu pengembangan budidaya ikan nila
di kawasan Danau Batur; perlu dilakukan usaha pemberdayaan kelompok petani yangtelah ada di kawasan
Danau Batur; perlu segera disusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, dalam rangka pengembangan
ikan nila di kawasan Danau Batur. Hal ini penting agar arealpengembangan ikan nila seluas 2l hel*ar dapat
dimaksimalkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, serta meningkatkan sumbangan sektor
pertanian pada perekonomian Bali.

Kata kunci: ikan nila, produksi, strategi pengembangan

PENDAHULUAN

LatarBelakang
Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah Bali

Dalam Rangka Pengembangan Komodite Unggulan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tahun 2006,
menyimpulkan bahwa daerah Bali memiliki 19 jenis
komodite unggulan. Khusus untuk Kabupaten Bangli,
komoditas yang diunggulkan adalah ikan nila. Hal ini
terladi karena Kabupaten Bangli memiliki kawasan
danau (Danau Batur), yang merupakan kawasan alam
yang sangat cocok untuk pengembangan ikan nila.

Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Bali mencatat bahwa rata4ata konsumsi ikan
air tawar penduduk Bali lima tahun teralfit Q002-
2006) adalah 65.647.257,15 kg/th. Sedangkan yang
mampu disediakan dari produsen lokal hanya rata-rata
3.507.880 kg/th(rata-rata baru 5,33o/o dari kebutuhan
total) sehingga terjadi kekurang afi (gap) sebesar rata-rata
62.139.377,15 kg/th. Dengan demikian terlihat jelas
bahwa peluang pembudidayaan ikan air tawar sangat
besar karena potensi pasar yang terbuka lebar.

Selanjutnya, lebih spesifik dijelaskan, sumbangan
ikan nila terhadap total produksi budidaya ikan air
tawarrata-ratabant203.820kg/th(5.8 %).Sedangkan
dilihat dari kebutuhan konsumsi ikan air tawar
sumbangan ikan nila baru hanya sebesar rata-rata
0.31%. Data tersebut mencerminkan begrtu besarnya
potensi pengembangan ikan nila dalam memenuhi
kebutuhan konsumsi ikan di Provinsi Bali. Hal ini
belum memperhitungkan potensi ekspor yang tentunya
semakin memperluas potensi pasar.

Mencermati potensi sektor perikanan tersebut maka
diperlukan usaha-usaha untuk memaksimalkan potensi
perikanan. Pada dasarnya, pemerintah telah melakukan
beberapa program berkait dengan pengembangan
ikan nila di Kabupaten Bangli. Misalnya, pihak
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali telah
menyalurkan dana program penguatan sektor riil,
termasuk untuk pengembangan komoditas ikan nila.
Pengembangan ikan nila sepatutnya melibatkan pihak

pengusaha, pemerintah daerah dan perbankan yang
terkait dalam suatu kemiffaan usaha.

Dengan adarrya keterlibatan berbagai pihak dalam
pengembangan komoditas ikan nila, maka perlu
adanya penelitian strategi pengembangan budidaya
ikan nila. Penelitian tersebut dilaksanakan di kawasan
Danau Batur sebagai sentra pembudidayaan ikan nila.
Penelitian ini sangat penting dilatsanakan karena dai
strategi pengembangan akan dapat ditentukan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan
oleh berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya akan
dapat mendorong berkembangnya sektor riil yakni
peningkatan produktivitas usaha budidaya ikan nila
sehingga pendapatan perkapita Kabupaten Bangli
dan/atau Provinsi Bali akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan
masalah yang perlu dicarikan solusinya sehingga
budidaya ikan nila di Bali dapat berkembang, yakni:
(1) bagaimanakah strategi pengembangan budidaya
ikan nila?; dal,.(2) kebijakan apakah yang semestinya
dilaksanakan guna mendorong pengembangan usaha
di sektor perikanan khususnya dalam budidaya ikan
nila?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian strategi pengembangan budidaya

ikan nila adalah sebagai berikut.
1. Memberikan informasi strategi pengembangan budi

daya ikan nila kepada berbagai pihak yang terlibat
(pengusaha, pemerintah, perbankan)

2. Merumuskan kebijakan yang semestinya
dilaksanakan guna mendorong pengembangan
usaha budidaya ikan nila.
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat afitara

lain sebagai berikut:
1. Memberikan rekomendasi atau rujukan bagi

pemegang kebijakan dalam upaya mendorong
pengembangan ikan nila (khususnya di Danau
Batur) untuk memenuhi kebutuhan gyzi masyar akat
dan peningkatan pendapatan petani pada
khususnya.

237



SOCZ, . VOLUME 9 NOMOR 2 TAHUN 2OO9

2. Memberikan informasi sebagai tpaya pembinaan
bagi petani sehingga pengetahuan mereka tentang
usaha pembudidayaan ikan nila mengalami
peningkatan.

3. Memberikan pendalaman keilmuan yang berkaitan
dengan strategi pengembangan pembudidayaan
ikan nila

METODE PEIYELITIAN

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di sentra produksi ikan

nila Danau Batur, Kabupaten Bangli sebagai sentra
buddaya ikan nila dengan teknologi jaing kantong
terapung (akapung). Pemilihan lokasi penelitian
dilakukan dengan purposive (sengaja) berdasarkan
pertimbangan ikan nila dengan teknologi jakapung
hanya berkembang di kawasan Danau Batur.
Sedangkan di daerah lain di Bali nyaris belum
dikembangkan budidaya ikan nila di kolam, tambak
maupun danau.

Populasi 661$ampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani

pembudidaya ikan nila di sentra budidaya ikan nila
di Danau Batur, Kabupaten Bangli. Sampel diambil
dengan teknik incidental randarn sampling dengan azumsi
homogenitas populasi dalam pelaksanaan budidaya
ikan nila. Sampel diambil sebanyak 30 orang. Sannpel
sebesar ini dianggap sudah efektif untuk melakukan
uji statistik dan sudah mendekati distribusi normal
(Champion, 1981; Sancheti dan Kapoor, 1983).

Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan

data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan berdasarkan
sumbernya dapat berupa data primer dan data
sekunder.

Data primer diperoleh dengan metode wawancara
menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah
dipersiapkan sebelumnya . Dataprimer ini terdiri atas:
(a) karakteristik demografi responden (nama, umur,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anggota
keluarga, luas kepemilikan lahan budidaya ikan nila,
teknologi budidaya ikan nila, dan sebagainya);

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara
tidak langsung dari sumbernya namun mendukung
dalam penelitian yaitu: (a) hasil penelitian sebelumnyi
yang terkait dengan penelitian ini; (b) buku-buku yang
menunjang penelitian; (c) dokumentasi dari instansi
terkait; (d) internet, dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data
Peaelitian ini mengkombinasikan beberapa metode

pengumpulan data sebagai berikut.
l. Library research, yaitu dengan melakukan riset

kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian
ini termasuk di dalamnya investigasi data
sekunder.

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

2. Field researclt, yaitu cara pegumpulan data secara
langsung di lapangan baik melalui proses partisipasi
dan observasi berupa pengamatan langsung pada
objek penelitian, maupun dengan wawancara
berupa tanya jawab langsung dengan responden
melalui kuesioner. Disamping inr juga dilakukan
wawancafu mendalara dingan inf6rman yang
paham dalam budidaya ikan nila, pejabat pada
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bangli serta
pejabat perbankan.

Metode Analisis Data
Analisis strategi pengembangan budidaya ikan nila

menggunakan analisis SWOT (Streight= kekuatan,
Weakrusses = kzlemahnn, Apportunity = peluang and Treath

= anca?nan). Pela*sanaan analisis didahului dengan
penentuan elemen kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancan\an. Semua elemen itu akan diberikan rating dan
bobot. Selaqjutnya, dilakukan proses perkalian antara
rating dan bobot, dan dilakukan penjumlahan dari skor
semua elemen kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman. Dengan demikian akan dapat ditentukan
kesimpulan analisis SWOT tersebut. Artinya, pada
kuadran yaflgmana kesimpulan SWOT itu ada. Hal
itu berkait dengan strategr yangbagaimana yang harus
dilakukan dalam proses pengembangan budidaya ikan
nila di Danau Batur. Kalau kesimpulan strateginya
sudah diketahui, maka dilanjutkan dengan penentuan
kebijakan pengembangan budidaya ikan nila.

Patut diketahui bahwa rating terhadap semua
elemen kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan,
dilaksanakan dengan nilai rating seperti terlihat pada
Tabel 1. Sementara itu, bobot untuk faktor internal
adalah 100%. Selanjutnya dibagi rata untuk faktor
kelemahan dan kekuatan masing-masing sebesar 50%.
Demikian juga untuk bobot faktor eksternal adalah
juga 100%. Selanjutnya dibagi rata untuk faktor
peluang dan ancaman, masing-maing diberikan bobot
sejumlah 50%.

Tabel 1. Nilai rating pada setiap elemen kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman.

Ratins Katesori Faktor lnternal Faktor Ekternal
-3 Sansat buruk Kelemahan Ancaman
-2 Buruk Kelemahan Ancaman
-1 Aeak buruk Kelemahan Ancaman
7 Aeak baik Kekuatan Peluane

2 Baik Kekuatan Peluane
3 Sansat baik Kekuatan Peluans

Nilai bobot yang masing-masing 50% itulah yang
akan dibagi secara proporsional untuk masing-masing
elemen, sesuai dengan penganth/ keterkaitan elemen
itu dengan proses pengembangan budidaya ikan nila
di Danau Batur.

IIASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

Strategi Pengembangan
Strategi pengembangan sering disebutkan sebagai
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No. rFaktor dan Elemen

t. KEKUATAN

1. Nelayan dan budidaya ikan (nila) sudah menjadi budaya masya-
rakat di sekitar kawasan Danau Batur

2. Keberadaan Danau Batur sangat potensial bagi pengembangan
ikan nila.

3. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sudah sangat
baik, yang menghubungkan kawasan tepian Danau Batur dengan
daerah sekitarnva.

4. Sudah banvak muncul restoran dengan menu ikan nila

5. Masvarakat sudah terampil dalam budidaya ikan nila.

6. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengem-
banean ikan nila sudah dirasakan cukup baik.

7. Masyarakat memiliki motivasi untuk membudidayakan ikan
nila.

il. KELEMAHAN

1. I)inspan mengsanssu kesiatan wisata di Danau Batur.

2. Petani tidak disiplin dalam mengikuti teknik budidaya ikan nila
vang baik (sesuai aniuran petugas pemerintah).

3. Belum berkembang kegiatan untuk mengolah ikan nila segar
menjadi produk lainnya yang memiliki nilai tambah yang lebih
tinggi.

5. Benih sulit
5. Kualitas benih dirasakan cendruns menurun

ilt. PELUANG

7 Ada oeluans ekspor.

2. Masih ada oeluang oasar di sekitar kawasan Danau Batur.

3. Budava makan ikan sudah mulai tumbuh.
4. Konsumsi ikan masyarakat masih rendah'dan dapat ditingkat-

kan.

5. Potensi kawasan Danau Batur untuk pengembangan ikan nila
masih besar.

6. lkan nila meruoakan oroduk unssulan di Kabupaten Bangli.

7. sumber Drotein dari ikan nila oaline aman.

8. lkan nila merupakan penyedia asam lemak tak jenuh yang cu-
kuo baik

9. lkan nila memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi (ter-
masuk di lingkungan Danau Batur).

10. lkan nila tumbuh cukuo ceoat (di kawasan Danau Batur),

11 lkan nila cukup resisten terhadap penyakit.

IV ANCAMAN

1. Masih ada persepsi masyarakat bahwa ikan air tawar pada umum-
nva berbau lumpur/tanah.

2. Kalau musim huian banvak benih ikan vans mati.
3. Kalau teriadi semoa bumi banvak benih ikan vans mati.
4. Kuransnva permodalan.

5. Harsa oakan ikan cendruns terus naik.

Strategi Pengembangan Budidaya lkan Nila di Provinsi Bali o Ketut Suamba, Wayan Windia, I Ketut Surya Diarta, Made Sarjana

Tabel 2. Berbagaielemen hktor kekuatan dan kelemahan, serta elemen
faktor peluang dan ancaman.

rencana strategik (strategic planning), atau rencana
jangka panjarug (long-range planning), untuk mencapai
tujuan tertentu. Strategi pengembangan ikan nila di
kawasan Danau Batur Kab. Bangli, pada dasarnya
terkait dengan rencana pengembangan sesuai dengan
misi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan
di kawasan itu. Penyrsunan strategi pengembangan
dimulai dari analisis situasi, guna menemukan strategi
yang tepat afltara peluang eksternal dan kekuatan
internal yang ada, dengan mempertimbangkan
ancaman eksternal dan kelemahan internal.

Analisis situasi inteaml dan ekstemal
Analisis situasi internal adalah berupa penentuan

berbagaielemen dari faktor kekuatan dan kelemahan.
Sementara itu, analisis situasi elsternal adalahberupa
penentuan berbagai elemen dari faktor peluang dan
ancaman. Penentuan berbagai elemen itu didasarkan
pada hasil kajian pustaka, hasil diskusi mendalam

dengan kalangan pimpinan kelompok nelayan
kajapwg/jakapung(aring keramba apung), dan
pemuka masyarakat di kawasan Danau Batur.

Faktor- faktor yang termasuk dalam situasi internal
adalah faktor yang dapat dipengaruhi, yang termasuk
dalam situasi eksternal adalah faktor-faktor yang tak
dapat dipeng&uhi. Adapun berbagai elemen dari
faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Matriks analisis faktor strategik
Berdasarkan analisis situasi internal dan elsternal

disusun matrik analisis faktor strategik dengan
memberikan rating dan bobot pada masing-masing
elemen dari setiap faktor. Perkalian antaranilai rating
danbobot adalah merupakan skor dari setiap elemen.

Nilai bobot berkisar arfiara 1-100 untuk seluruh elemen
dari faktor kekuatan dan kelemahan. Demikian juga
untuk semua faktor peluang dan ancaman. Sementara
itu, untuk nilai rating ditentukan, sesuai dengan Tabel
i (di depan).

Selanjutnya, analisis situasi internal dan eksternal
setelah memperhitungkan nilai rating dan bobot, dapat
dilihat dengan lebih rinci padaTabel3.

Dengan memperhatikan Tabel 3. maka dapat
dihitung bahwa selisih total skor faktor kekuatan
dan kelemahan adalah 21, dan selisih total skor
faktor peluang dan ancaman adalah -34. Dengan
demikian, maka kuadaran lokasi strategi dalam rangka
pengembangan ikan nila di kawasan Danau Batur
dapat digambarkan dalam analisis SWOT seperti
terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Gambar kuadran analisis SWOT.

Selanjutnya, dari kuadran analisis SWOT dapat
disebutkan bahwa strategi yang harus dikembangkan
adalah stmtegi ST atau disebut pula sebagai strategi
kompetitif. Hal ini bermakna bahwa dalam pengem-

bangan ikan nila di kawasan Danau Batur, harus
dibuatkan berbagai kebijakan dengan memaksimal
aktivitas /pe manfaatarl seluruh elemen kekuatan
yarlg ada (ihat Tabel 2.). Pemanfaatan secara mak-
simal berbagai elemen kekuatan itu, adalah juga

Pelmg
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Tabel 3. Hasil analisis situasi internal dan eksternal.

Uralan

Nilai
@c.E
@
d,

o
!
co

ulE

#EE

t. KEKUATAN

1. Nelayan dan budidaya ikan (nila) sudah menjadi budaya
masyarakat di sekitar kawasan Danau Batur

3 9 27

2. Keberadaan Danau Batur sangat potensial bagi peng-
embansan ikan nila.

3 9 27

3 Sanna dan prasarana transportasi dan komunikasi su-
dah sangat baik, yang menghubungan kawasan tepian
Danau Batur dengan daerah sekitarnva.

3 8 24

4. Sudah banyak muncul restoran dengan menu ikan
nila

2 5 10

5. Ieknologi pengembangan budidaya ikan nila sudah
likuasai oleh mawarakat.

3 7 27

6. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
pengembangan ikan nila sudah dirasakan cukup baik.

2 5 10

7. \4asyarakat memiliki motivasi untuk membudidayakan
kan nila.

3 7 27

Total skor hktor kekuatan : 140
lt. (ELEMAHAN

7 )ianggap mengganggu kegiatan wisata di Danau Ba-
:ur.

1 6 -6

2. Petani tidak disiplin dalam mengikuti teknik budidaya
ikan nila yang baik (sesuai anjuran petugas pemerin-
tah).

-2 7 -74

3. Belum berkembang kegiatan untuk mengolah ikan
nila segar menjadi produk lainnya yang memiliki nilai
tambah vang lebih tineei.

-T 6 -6

5. Benih sulit -3 16 48
6. Kualitas benih dirasakan cendrung menurun -3 15 -45

Total skor frkor kelemahan 119
il. PELUANG

1. Ada peluang ekport. 2 2 4
2. Masih ada peluang pasar di sekitar kawasan Danau

Batur.
3 6 18

3. 3udaya makan ikan sudah mulai tumbuh. 2 4 8
4. Konsumsi ikan mawarakat masih rendah_ 2 4 8
5. Potensi kawasan Danau Batur untuk pengembangan

ikan nila masih besar.
3 7 27

5. lkan nila merupakan produk unggulan di Kab. Baneli. 2 7 L4
7 Sumber protein dari ikan nila palins aman. 2 4 8
8. lkan nila merupakan penyedia asam lemak tak jenuh

yang cukup baik
1 4 4

9. lkan nila memiliki kemampuan yang baik untuk bera-
daptasi (termasuk di lingkunean Danau Batur).

2 4 8

t0 lkan nila tumbuh cukup cepat (di kawasan Danau
Batur).

2 4 8

11 lkan nila cqkup resisten terhadap penvakit. 2 4 8
Total skor faktor peluang 109

tv. {NCAMAN

L. \4asih adaipersepsi masyarakat bahwa ikan air tawar
rada umumnya berbau lumpur/tanah.

-2 7 -74

2. Kalau musim hujan banyak benih yang mati.
Kalau terjadi gempa bumi banyak benih vans mati.

-3 L7 -33
3 -3 11 33
4. rngnya permodalan. -3 11 33
5. Harga pakan ikan cendruns terus naik. -3 10 -30

Total skor faktor ancaman -L43
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dimaksudkan untuk dapat mengatasi berbagaielemen
ancaman ya/Jig ada.

Kebliakan untuk Pengembangan Budidaya Ikan Nila
Adapun berbagai kebijakan yang perlu dilaksanakan

untuk menunjang pengembanganikan nila di kawasan
Danau Batur adalah sebagai berikut.
1. Memelihara dafi bahkan meningkatkan motivasi

masyarakat untuk mengembangkan ikan nila.
Namun patut diperhatikan bahwa untuk dapat
memelihara dan meningkatkan motivasi itu
diperlukan syarat yang sangat penting yakni

Akreditasi: No.'l 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

pengembangan ikan nila harus tetap menguntungkan.
Untuk itu diperlukanadulya(i) jaminan pasar; (ii)
secara tehnis harus terus dikembangkan berbagai
teknologi baru dalam rungka pengembangan ikan
nila; (iii) adanyajaminan modal yang memadai
bagi pengembangarl ikan nila; (rv) pengembangan
ikan nila hafus tidak menimbulkan tonRit soiiat
antar komporr., 

^uryurukat 
yang memanfaatkan

kawasan danau; (v) secara ekonomi harus mampu
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat; dan (vr)
lingkungan kawasan Danau Batur harus mampu
tetap terjaga, sehingga cocok untuk pengembangan
ikan nila. Semua substansi yang disebutkan di atas,
telah dikaji dalam berbagi pembahasan dalam
berbagai bahasan di atas.
Selanjutnya, kebijakan pemerintah harus mampu
memberikan dukungan yang sepadan. Karena
tanpa ada dukungan kebijakan pemerintah,
maka. pengembangan sektor apapun tidak dapat
berkembang dengan optimal.

2. Dapat disediakan fasilitas penyediaan modal,
dengan subsidi bunga kredit. Kebijakan ini paling
tidak dapat dilaksanakan hingga batas maksimal
pemanfaatal Danau Batur untuk pengembangan
ikan nila telah hampir tercapai,yakrisebesar 2loh
dari luas kawasan danau.

3. Pemberdayaatberbagai kelompok tani yang sudah
ada, yakti mungkin dengan pembentukan koperasi
atau gabungan kelompok tani yang mampu
mengkoordinasikan seluruh kelompok tani yang
sudah ada. Tujuannya adalah agar merckamampu
mengantisipasi kecendrungan kenaikan pakan
ikan, kelangkaan ketersediaan bibit, atau bahkan
mampu mendorong pengembangan bibit ikan nila
yang lebih berkualitas (dengan kematian bibit yang
minimal, dan lebih tahan terhadap lingkungan
alam di kawasan Danau Batur).

4. Melakukan kampanye tentang kualitas ikan air
tawar, bahwa ikan air tawaryangdibudidayakan di
kawasan danau, sama sekali tidak berbau lumpur,
seperti dipersepsikan selama ini oleh masyarakat
tentang kualitas ikan air tawar. Hal seperti ini sudah
pernah dilakukan di kalangan pegawai negeri sipil
(PNS) di Kab. Bangli. Semua pNS diberikan ikan
nila secara gratis oleh Pemda Kab. Bangli. Dengan
demikian pihak PNS dapat memberikan penjelasan
kepada masyarakat tentang kualitas ikan nila di
Danau Batur. Kampanye seperti ini tampaknya
memiliki andil yang positif untuk mentransformasi
pandangan masyarakat tentang ikan air tawar
(ikan nila) yang kini sudah banyak disukai oleh
masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Strategi yang perlu dilaksanakan dalam pengem-
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bangan ikan nila di Danau Batur adalah stmtegi
kompetiti{ yakni dengan kebijakan memakimalkan
kekuatan yang ada dan mengatasi berbagai elemen
ancaman.

2. Kebijakan untuk pengembangan budidaya ikan nila
antara lain sebagai berikut.

a. Memelihara dan meningkatkan motivasi
masyarakat unttik mengembangkan ikan nila.

b. Disediakan fasilitas penyediaan modal dan
subsidi bunga kredit

c.. Peningkatan pemberdaya an berbagai kelompok
tani

d. Melakukan kampanye tentang kualitas ikan air
tawar yang sejatinya tidak berbau lumpur.

Rekomendasi
Berdasarkan berbagai kesimpulan seperti disebutkan

di atas, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai
berikut.
1. Pihakperbankan dapat segera membantu penyedia-

an modal bagi pengembanganbudidaya ikan nila
di kawasan Danau Batur. Diharapkan agar prhak
perbankan tidak hanya sekedar menyalurkan dana
dalam bentuk Dana Penguatan Modal @pM) yang
berasal dari Departemen Kelautan dan Perikanan
(DKP). Ha1 ini penting agar petani tidak terjerat
kaum rentenir, dan pengembangan ikan nila
dapat dimaksimalkan. Dengan demikian akan
dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan
meningkatkan sumbangan sektor pertanian pada
perekonomian Bali;

2. Perlu dilakukan usaha pemberdayaan kelompok
petani yang telah ada di kawasan Danau
Batur, dengan harapan dapat berperan untuk
menyediakan sarana produksi (bibit dan pakan
ikan). Bahkan dalam batas-batas tertentu dapat
membantu pemasaran ikan nila secara bersama.
Dengan demikian, petani akan lebih diuntungkan,
khususnya dalam hal proses kegsataan kemitraan
dengan pihak lainnya, yang terkait dengan kegiatan
petani dalam pembudidayaan ikan nila.

3. Berdasarkan strategi yang telah ada, maka perlu
segera disusun berbagai kebijakan, program, dan
kegiatan, dalam rangka pengembangan ikan nila
di kawasan Danau Batur. Dengan demikian areal
optimal bagi pengembangan ikan nila di Danau
Batur seluas 2l ha akan dapat dicapai.
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ABSTRACT

The objectives of the study were 1) to produce developed agroforestry models, which are the combination
of Bali indigenous forest tree species with existing models and 2) to socialize the models to the community
through farmer groups in six regencies in Bali. The study was conducted in collaboration of Bali provinciil
Forest Service, Regional Seed Center for Bali and Nusa Tenggara and Intemational Tropical Timber Organimtion
(ITTO) Project PD 386/05.Rev.1 (F). Six Bali indigenous forest tree species werc pangal buaya (Xaihoryttum
rhetsa), sawo kecik (Manilkara kauki), pulai (Alstonia scholaris), bentawas (Witingia pubeim), majegau (fosorytum
dmsiflorum) and putat (Planchonia sp.). The activities were done from 2006 until 2008. fhe stuay foi existing
agroforestry models was conducted in 2006 in a number of farmer groups using Tree Sampti Unit Method
QSUM) and Focus Group Discussion (FGD). Collected data were then analyzed using descriptive statistical
method. Socialization and extension activities were done from 2007 until 2008. The reiults of itudy indicated
that Bali indigenous forest tree-based agroforestry model consisted of four choises: Model I (Bali indigerrous
species as the main stands); Model II (Bali indigenous species as hedgerows or border of farmer ownedlands);
Model III (Bali indigenous species as inserted trees); Model IV (Bali indigenous species as contour hedgerows
on slopping lands). Farmers in the groups had started to plant the seedlings of Bali indigenous specils and
hadrcalized the objectives and benefits of the agroforestry models.

Key words: TSUM, FGD, ertension, Bali indigenous forest tree-based agroforestry model

ABSTRAK

Penelitian ini berrujuan untuk 1) menghasilkan suatu model agroforestri dengan mengkombinasikan jenis
tanaman hutan asli Bali dengan model agroforestri yang sudah ada dan 2) mensosialiasikan model terjebut
kepada masyarakat melalui kelompok tani di enam kabupaten di Bali (Karangasem, Buleleng, Bangli,
KJungkung, Tabanan dan Jembrana). Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama*antara Dinas Kehutanan
Provinsi Bali dan Balai Penelitian Tanaman Hutan Bali dan Nusa Tenggaraserta Intemational Tropical Timba
Organimtion (ITTO) Project PD 386/05.Rev.1 (F). Enam spesies tanamin hutan asli Bali yang dikembangkan
?4uh panggal buaya (Xanthoryllum rhetsa), sawo kecik (Manilkara kauki), ptilai (,Atstonii scnoU*1, bentiwas
(Writkgia pube.scen), majegau (Dysorytum dmsiflorum) dan putat (Pknchonia sp.). penelitian telah dilakukan
mulai 2006 sampai dengan 2008. Penelitian terhadap modeiagroforestri yang ieiah adadilakukan pada tahun
"n06 di sejumlah kelompok tani di Bali dengan menggunakin Tree Simpi Unit Method (TSUM and Focas
Group Discussion (FGD). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik
deskriptif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Lepada kelompok tani dilakukan-tuh.rr, 2007 sampai 200g.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Agroforestri Berbaiis Tanaman Hutan Asli Bali terdiri uiu, .*put
pilihan yaitu: Model I (tanaman hutan asli Bali sebagai tanaman pokok); Model II (tanaman hutan asli Bali
sebagai tanaman pembatas lahan milik); Model III (tanaman truLn asii Bali sebagai tanaman pengisi atau
sisipan); Model IV (tanaman hutan asli Bali sebagai tanaman penguat teras di lahin berlereng). KJlompok
tani di enam kabupaten tersebut sudah mulai menanam bibit spisieJ tanaman hutan asli Bali dan memahami
tujuan dan manfaat dari pelaksanaan model agroforestri tersebut.

Kata kunci: TSUM, FGD, penyuluhan, model agroforestri berbasis tanaman hutan asli Bali

PENDAHIJLUAN 
fa1 {enSan kualitas kayu yang baik. Sementara iru

LatarBerakang l'ffi1ffiT;'ffiT.ffiilffiXfff.::f,3ffi1*
_. ltdustri perpatungan dan kerajinan kayr lainnya punah sehingga tidak dapai memenuhi permintaan
di Bali merupakan salah satu industri yang unik industri pe.pitungan, kirajinan kayu serta untuk
dan sangat terkenal di Indonesia, Asia bahkan di konstruksi ai gAi iurg t.*utio meningkat.
seluruh dunia. Untuk mendukung industri ini secara Untuk -emerrrhi permintaan seban-yak 220 urut
berkelanjutandiperlukanbahanbalnrkayuyangbanyak pengolahan kayu (formal) dan sekitar 2400 unit
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pematung dan pengukir kayu, dibutuhkan kayu
sebanyak I 367 9 6 m3 /tahun, tetapi hany a 5 3 04 m3 yang
bant dapat dipenuhl. Kayu sejumlah itu berasal dari
kayu rakyat (2588 m3), hutan (196 m3) pohon kelapa
(2520 m3) di daerah Bali dan sisanya dari luar Bali.
Hutan produksi di provinsi Bali, yang meliputi luas
8626.36 ha, terdiri atas hutan tanaman seluas 6554.06
ha dengan pohon utama adalahjati, sonokeling dan
sawo kecik (Antara, 2006) . Di antara jenis,jenis kayu
asli Bali yang terancam punah adalahpanggal buaya
(Xanthoxyllum rhetsa), sawo kecik (Manilkara kauki),
ptilai (,Alstonia scholais), bentawas (Witingia pubeven),
majegau (Dy soxylum densiJlorum) dan putat (Planchonia

sp.) (Hardiyanto, 2005).
Dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat

melalui dukungan terhadap keberlanjutan industri
perpatungan serta kerajinan kayu di Bali, serta
memperbaiki kondisi lingkungan, pemerintah Provinsi
Bali melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali bekerja
sama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Bali
dan Nusa Tenggara dan organisasi kayu tropis dunia
Qntemational Tropical Timber Aganisation) melestarikan
ke enam jenis kayu asli Bali tersebut sejak tahun 2003.
Kegiatan menanam dan mengembangkan ke enam
jenis kayu asli Bali tersebut dengan sistem agroforestri
di lahanJahan petani dimulai sejak 2006 dengan
penentuan pohon sumber bibit serta pembuatan
bibit masing-masing jenis kayu tersebut. Sistem
Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan dengan
mengkombinasikan tanaman pertanian dan kehutanan.
Ternak juga dapat menjadi komponen kombinasi
dalam agroforestri. Kegiatan untuk mensosialisasikan
serta mengaplikasikan model agroforestri yang
berkembang di Bali ke seluruh masyarakat petani di
Bali juga telah dimulai dan pada akhir tahun 2007
diharapkan program tersebut sudah dilaksanakan di
enam kabupaten di Bali yaitu Tabanan, Jembrana,
Buleleng, Bangli, Karangasem dan Klungkung.

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menghasilkan

model agroforestri berbasis tanaman hutan asli Bali
dan 2) mensosialisasikan penanaman spesies tanaman
hutan asli Bali melalui model agroforestri kepada
masyarakat melalui kelompok-kelompok tani di enam
kabupaten di Bali.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian terhadap model agroforestri yang telah ada
(existing models) telah dilakukan pada tahun 2006 di
sejumlah kelompok tani di Bali dengan menggunakan
Tree SampleUnit Method and Focus Group Discussion
(FGD). Tree SampleUnit Method adalah suatu metode
pengrrmpulan databagi spesies dan kerapatan pohon
menggunakan transek garis sepanjang 40 cm. yang
dibagi dalam unit terkecil sebanyak 8 unit. Setiap FGD
terdiri atas 6-8 petani dengan dua ulangan di setiap
desa contoh (Harum dan Manurung,2006).

Pengambilan contoh secara purposif dilakukan
terhadap kelompok tani yang berminat untuk menanam
tanaman hutan asli Bali di masing-masing kabupaten.
Metode yang digunakan adalah wawancara terstruktur
dengan arLggota kelompok tani. Daftar pefianyaan
disediakan uqruk kegiatan diskusi dan wawancara.
Kegiatan disltusi dan model agroforestry yang ada
di masing-masing kelompok tani direkam dalam
foto-foto. Data yang telah dikumpulkan kemudian
dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif.
Kajian terhadap model agroforestri yang telah ada
dan telah dilakukan pada sejumlah tempat atau
desa dan kelompok tani di Bali, menggambarkan
beberapa model yang telah diadopsi petani (Harum
dan Manurung,2006).

Pengembangan model yang telah ada dilakukan tahun
2007 sampai tahun 2008 di enam kabupaten di Bali
(Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem
dan' Klungkung) dengan mempertimbangkan: 1)

Kondisi fisik lokasi dan kesesuaian lahan bagi ke enam
spesies di masing-masing kabupaten (Merit, 2006),
2) Kriteria desain agroforestri yang baik (Raintree,
1987 dalam Sarjono dkk,2007),3) Spesifikasi spesies
tanaman hutan asli Bali (Panggal Buaya, Majegau,
Sawo Kecik, Bentawas, Pulai dan Putat), 4) Klasifikasi
dan Pola Kombinasi Komponen Agroforestri (Sarjono
dkk, 2007). Model agroforestri berbasis tanaman hutan
asli Bali disosialisasikan dan disuluhkan kepada
kelompok-kelompok tani di sekitar hutan di enam
kabupaten (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli,
Karangasem dan Klungkung) di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Agroforestri yang Sudah Ada di Bati
Berdasarkan data observasi dan diskusi dengan

petani di enam kabupaten di Provinsi Bali, model
agroforestri yang dilaksanakan oleh petani adalah
bervariasi tergantung pada lokasi dan tanaman yang
tumbuh serta diusahakan petani di daerah tersebut.
Komponenyang terdapat di dalam model agroforesffi
yang sudah ada di masing-masing kabupaten tersebut
disajikan dalam Tabel 1.

Pada dasarnya petani di enam kabupaten telah
melaksanakan kegiatan agroforestri yang dikenal
dengan istilah tumpangsari, yaitu menanam lebih dari
satu jenis tanaman dalam suatu bidang tanah. Jenis
tanaman tersebut dapat berupa pohon kayu, tanaman
perkebunan atau buah-buahan serta tumpangsari
dengan tanaman setahun terutama di musim hujan.
Petani juga sudah menanam pohon-pohon kayu di
tanah-tanah berlereng untuk upaya konservasi lahan
dan mencegah erosi.

Dalam kawasan hutan produksi, model yang drprak-
tekkan kelompok tani di sekitar hutan adalah agro-
forestri modern (introduced agroforestry). Pembentukan-
nya adalah relatif baru dan karakterisasinya berbeda
dengan model tradisional (Sarjono dld<, 2007). Dalam
model ini hanya terdiri atas 2-3 kombinasi jenis dan
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Tabel L. Komponen dalam Model Agroforestri yang Sudah Ada di Bali

(abupaten fanaman Pokok
lanaman pengisi
rt.r r qi<ihrn

Tanaman Perta-
nian atau pakan

(arangasem

VI.AGF Berbasis
Mente dan
Vlangga; Model
\GF Kebun
lemnrrr

Vlente, kelapa,
'ontal, mangga
trummanis

Mahoni, waru,
runut gamal,
amtorq pisanB,

;melina, akasia
ian albisia

Palawija

Buleleng
M.AGF kebun
campur dan tum-
pang sari

Mangga, kelapa !imba, gamal,
rvaru. sonokeling,
amtorq srikaya
Jan buah-buahar
ain.

Jagung lokal, ka-
cang tanah lokal,
kacang tunggak
dan ketela pohon

Bangli
M.AGF Berbasis
Jeruk; M.AGF
Berbasis kakao
dan Kopi

Kakao, kopi, jeruk .lati, gamal,
mahoni, lam-
torq salak, duriar
dan nangka.
lenis-jenis pohon
bertajuk ringan
seperti sengon
Fr rralvntr r< <nn

Jagung, cabai

Klungkung
M.AGF Berbasis
Kelapa dan Kaka<

Kelapa, kakao Wani, duku,
pisang, rambutan
dan manssa lokal

Rumput dan
hijauan lain

Tabanan
M.AGF Berbasis
Kelapa, Kakao
dan Kopi; M.AGF
Kebun buah dan
Kakao; M.AGF
Padang Penggem.
balaan Sapi Bali
dan Kelaoa

Kakaqkelapa,
kopi,

Pisang, nangka,
sawo, rambutan,
mangga, asam
jawa, pisang,
kuanitan, waru,
sandat, putat.
cengkeh, kapuk,
dan jarak pagar.

Jagung, dan kete-
la pohon ditanam
secaG tumpangs-
ari. Rumput ga-
jah, gamal

Jembrana
M.AGF Berbasis
Pelestarian
Sumberdaya
Alam; M.AGF
Berbasis Kelapa
dan Kakao

Kakaq jeruk,
pisang

Manggis,gamal,
pandan wangi,
cendana dan
lamtoro
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Keterangan: M.AGF : singkatan dari Model Agroforestri

salah satunya merupakan komoditi yang diunggulkan
yaitu spesies tanaman hutan asli Bali, sedangkan tega-
kan lain adalahtanamarr pertanian semusim (biasanya
palawija, cabai dan lainnya). Struktur tegakan bersifat
sederhana, karena menggunakan pola lajur atau baris
yang bercelang seling dengan jaraktanamyang jelas (4
rnxZm atau 5 m x 2 m). Orientasi penggunaan lahan
bersifat komersial, dan secara umum tidak memiliki
keterkaitan dengat sosial budaya setempat.

Di luar kawasan hutan produksi di Bali, pada
dasarnya petani sudah melaksanakan agroforestri
sejak dulu, oleh karena itu model yang diadopsi petani
itu tergolong model tradisional (Sarjono dkk, 2007).
Ditinjau dari aspek kombinasi jenis, model tersebut
tersusun atas banyak jenis (Ttolycultur), dan hampir
keseluruhan dianggap penting. Komponennya banyak
merupakan jenis-jenis lokal. Stnrktur tegakan dalam
model tradisional tersebut adalah kompleks, karena
pola tanamnya tidak teratur, baik secara horizontal
maupun vertical. Orientasi penggunaan lahan adalah
umurlnya bersifat subsisten. Seperti umuflrnya model
tradisional, memiliki keterkaitan sangat erut derLgan
sosial-budaya lokal karena telah dipraktekkan secara
turun temurun oleh pemilik lahan.

Model agroforestri yang sudah dilaksanakan oleh
petani di luar kawasan hutan di masing-masing
kabupaten tersebut di atas pada dasarnya adalah
sama yaitu kebun campur dengan basis komoditas

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

pokok yang berbeda. Perbedaan komoditas pokok
dalam model agroforestri tersebut yaitu sesuai
dengan keinginan petani, memenuhi syarat tumbuh
dan peluang pasar masing-masing taflarnan tersebut.
Sebagian besar komoditas pokok di dalam model
tradisional terqebut adalah tanaman perkebunan
(industri) dan fiuah-buahan. Tanaman hutan yang
ada antara lain jati, mahoni, gmelina dan kuanitan,
sedangkan tanaman hutan asli Bali belum ditanam atau
dibudidayakan karena bibit baru selesai didistribusikan
pada akhir tahun 2007. Oleh karena petani kebanyakan
beorientasi menggunakan lahan secara subsisten ata.u
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pembudidayaan
tanaman perkebunan atau pertanian yang dimiliki
belum dilakukan secara optimal. Seperti di Dusun
Yeh Mampeh, Kabupaten Bangli, petani biasanya
memangkas hampir 90%tairJ/K pohon cemara gesang
dan jenis pohon lainnya hanya untuk pemenuhan
sumber pakan ternak sapi. Kondisi ini menyebabkan
pertumbuhan pohon cemara gesang dan jenis pohon
lainnya menjadi terhambat dengan pemangkasan
cabarrg tidak teratur dan struktur pohon yang buruk.
Dampak negatif lainnya sebagai akibat tingginya
intensitas pemangkasan cabatgpohon cemara gesang
dan jenis pohon lainnya adalah tingginya tingkat
evaporasi dari permukaan tanah selama periode
bulan kering dan rendahnya ketebalan humus (daun
dan ranting dari jenis-jenis pohon tersebut). Kondisi
tersebut menyebabkan rentan terhadap kebakaran
lahan dan pada akhirnya menurunkan kesuburan
tanah. Terbatasnya ketersediaan air, karena rendahnya
curah hujan dan pendeknya bulan basah, rendahnya
produktivitas dan kesuburan lahan serta lemahnya
pengetahuan petani dalam teknik penegelolaan pohon
dan tumpangsari menyebabkan kawasan ini dikelola
tanpa manajemen yang baik

Di daerah Jembrana, tingginya tingkat intensitas
pengkayaan jenis tanaman di dalam kebun, tidak
diiringt dengan upaya pemeliharaan dan pengendalian
terhadap hama-penyakit terutama pada kakao yang
telah diserang oleh Penggerek Buah Kakao (PBK)
secara intensif. Upaya pemeliharaan tanaman kakao
dan jeruk hampir tidak ada, hal ini terlihat dari
banyaknya cabang-cab arrg tidak produktif dalam satu
tegakan pohon. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan petani tentang pemangkasan cabang yang
tepatpada tanaman kakao dan jeruk.

Model Agroforestri Berbasis Tanaman Hutan Asli
Bali

Berdasarkan pengembangan agroforestri yang sudah
ada (existing agroforestr) di enam kabupaten di Bali
dan beberapa pertimbangan (kondisi fisik, kesesuaian
lahan bagi enam spesies tanaman asli Bali, kriteria
desain agroforestri yang baik, spesifikasi enam spesies
tersebut serta klasifikasi,dan pola kombinasi komponen
agroforestri), dihasilkan Model Agroforestri Berbasis
Tanaman Hutan Asli Bali (Bali Indigenous Forest Tree
Specia-Based Agroforaay Model) yaitu model agroforestri
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dengan mengkombinasikan ke enam spesies tanaman
hutan asli Bali.

Berdasarkan lokaSi dan perkembangan agroforestri,
Model Agroforestri Berbasis Tanaman Hutan Asli Bali
dapat dikelompokkan ke dalam: 1) Model Agroforestri
Modern di dalam kawasan hutan (disebut Model I)
(Gambar 1) dan 2) Model Agroforestri Tradisional di
luar kawasan hutan (di lahan milik masyarakat) (disebut
Model II, III dan IV) (Gambar 2,3 dan 4). Model
Agroforestri Tradisional Berbasis Tanaman Hutan Asli
Bali di luar kawasan hutan dapat dikelompokkan ke
dalam beberapa model (berdasarkan fungsi spesies
sebagai komponen agroforestri), yaitu: 1) Model
Agroforestri dengan spesies tanaman hutan asli Bali
sebagai tanaman pagar atau pembatas lahan milik
masyarakat (disebut Model II), 2) Model Agroforestri
dengan spesies tanaman hutan asli Bali sebagai
tanaman pengisi atau sisipan di attaru tanaman
pokok yang sudah ada (disebut Model III), 3) Model
Agroforestri dengan spesies tanaman hutan asli Bali
sebagai tanaman penguat teras sesuai kontur pada
lahan berlereng (disebut Model IV).

ModelI
Model agroforestri modern, dengan spesies

tanaman hutan asli Bali sebagai tanaman pokok
dengan tanaman sela terpilih sesuai minat kelompok
tani. Tanaman pokok ditanam berbaris dengan jarak
tanam teratur (5m x 2m). Model agroforestri ini juga
dapat diaplikasikan di lahan milik masyarakat jika
tersedia lahan yang luas (Gambar l).

Modeltr
Modei dengan spesies tanaman hutan asli Bali

sebagai tanaman pagar atau pembatas lahan milik
masyarakat, dikombinasikan dengan tanaman lain
yang diminati petani (Gambar 2).

ModelItr
Model dengan spesies tanaman hutan asli Bali

sebagai tanaman pengisi atau sisipan diantara tanaman
pokok yang sudah ada di lahan milik masyarakat
(Gambar 3).

ModeltV
Model Agroforestri dengan spesies tanaman hutan

asli Bali sebagai tanaman penguat teras sesuai kontur
pada lahan berlereng (Gambar 4).

Model Agroforestri Berbasis Tanaman Hutan
Asli Bali, merupakan pengembangan dari model-
model agroforestri yang sudah ada (existing models)
dan diharapkan dapat diadopsi oleh petani dan
disosialisasikan kepada petugas Dinas Kehutanan
Provinsi Bali dengan alasan dan pertimbangan sebagai
berikut: 1) memenuhi kriteria desain agoforestri yang
baik (aspek produktivitas, sustainabilitas dan taraf
adoptibilitas), karena a) meningkatkan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat baik yang bersumber
dari hasil kayr maupun hasil tumpangsari tanaman

t4't# i* I *t*l f"l"#ni*".]
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Gambar 1. Agroforestri Model I

Gambar 2. Agroforestri Model ll
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Gambar 3. Agroforestri Model lll
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Gambar 4. Agroforestri Model lV

pertanian semusim dan perkebunan serta ternak, b)
Berkelanjutan (sustainable), dengan mengkombinasikan
tanaman kayu berumur panjang dengan tanaman
pertanian berumur pendek; 2) melestarikan lingkungan
melalui pencegahan erosi, penyediaan oksigen,
pemeliharaan kesuburan tanah dan lain-lain sehingga
membantu program penghijauan dan reboisasi serta
mencegah terjadinya lahan kritis; 3) melestarikan
spesies tanaman hutan asli Bali yang semakin langka;
4) mengutamakan kearifan lokal (sesuai dengan
keinginan dan diterima masyarakat setempat).

Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Kelompok Tani
Hampir semua kelompok-kelompok tani di enam

kabupaten di Bali telah menerima bantuan bibit spesies
tanaman hutan asli Baii dari Dinas kehutanan Provinsi
Bali dan telah mulai menanam bibit-bibit tersebut di
lahan mereka sesuai dengan model agroforestri yang

u&.$w
s*%#
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mereka pilih dan sesuai pula dengan kondisi lahan
mereka. Sebagian besar kelompok tani menyadari dan
memahami tujuan dad manfaat pelaksanaan model
agroforestri tersebut serta pelestarian lingkungan.
Untuk keberlanjutan dan evaluasi manfaat dari
pelaksanaan agroforestri ini, maka perlu adanya
monitoring terhadap penerapan model agroforestri
yang telah dipilih oleh kelompok-kelompok tani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Model agroforestri yang sudah ada dan dipraktekkan

petani dan masyarakat di masing-masing kabupaten
tersebut pada dasarnya sama yaitu kebun campur
dengan basis komoditas pokok b erbeda. Perbedaan
komoditas pokok dalam model agroforestri tersebut
sesuai dengan syarat tumbuh dan peluang pasar
masing-masing tanaman tersebut.

2. Model agroforestri yang sudah ada di kawasan
hutan adalah tumpangsari tanaman hutan dengan
tanaman semusim.

3. Model Agroforestri Berbasis Tanaman Hutan
Asli Bali, merupakan pengembangan dari model-
model agroforestri yang sudah ada (existing models)
dikombinasikan dengan spesies Tanaman Hutan Asli
Bali. Model ini memenuhi kriteria desain agoforestri
yang baik (produktivitas, sustainabilitas dan taraf
adoptibilitas), karena meningkatkan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat, melestarikan
lingkungan dan spesies tanaman hutan asli Bali,
serta mengutamakan kearifan lokal (sesuai dengan
keinginan dan diterima masyarakat).

4. Model Agroforestri Berbasis Tanaman Hutan Asli
Bali, terdiri atas 4 (empat ) model pilihan yang
dapat diadopsi sesuai dengan kondisi lahan atau
kebun petani. Model I (tanaman hutan asli Bali
sebagai tanaman pokok untuk dikembangkan
di dalam kawasan hutan atau lahan luas milik
masyarakat yang belum ditanami tanaman lain);
Model II (tanaman hutan asli Bali sebagai tanaman
pagar ata:u pembatas lahan milik masyarakat);
Model III (tanaman hutan asli Bali sebagai
tanaman pengisi atau sisipan di antara tanaman
yang sudah ada); Model fV (tanaman hutan asli
Bali sebagai tanaman penguat teras sesuai kontur
di lahan berlereng).

5. Hampir semua kelompok tani di enam kabupaten
di Bali telah menerima bibit bantuan dan mulai
menanam spesies tanaman hutan asli Bali.
Penanaman tersebut dilakukan dengan model
agroforestri yang mereka pilih dan sesuai dengan
kondisi lahan mereka.

Saran
1. Bimbingan kepada kelompok rani tetap diberikan

baik melalui penyuluhan maupun pelatihan tentang
pentingnya pelestarian spesies langka dan sistem
agroforestri.

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

2. Evaluasi terhadap pertumbuhan bibit yang telah
diberikan kepada masing-masing kelompok di enam
kabupaten tersebut dilakukan secara reguler untuk
mengetahui persentase keberhasilan penanaman
dan kesesuaian model yang dilaksanakan.

3. Penyuluhan d4n pelatihan perlu diberikan kepada
petani tentang teknik budidaya baik tanaman
hutan maupun tanaman pertanian semusim dan
perkebunan sehingga hasil yang maksimal akan
dapat dicapal
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ABSTRACT

Supporting agribusiness partnership components which including farmer groups, government and firms
sometimes do not work well. Nowadays, agribusiness institutions are not depending, strengthening and benefiting

each other and let alone sustaining. It is not just because of weaknesses in technique and economic factors,

it is due to weaknesses in communication process among the agribusiness partners including communication
technique and negotiation contact.

In the communication process of agribusiness partnership, farmers or representative of farmer group must

be competent in communication either verbally or non-verbally, so then they can communicate with the

companies effectively. Communication techniques can be used to solve the problems such as informative
technique, persuasive technique, and human relation techni4u&. Combination of these techniques can support

communication effectively. It is expeeted the atritude, beliefs, and behaviors of the parfilers in business will
be improved.

Negotiation with the company management requires preparation covering knowing the partner, bargaining
position of farmer, and negotiation strategy. The available strategies can be used are: the structure of opinion
it wifl be speech must interesting, suitable place for meeting and a competent leader of meeting. The leader

must have strong character and do not compromise. He has to be tolerate to agree or disagree, stop the

negotiation and change to another plan. To solve a deadlock of negotiation, a technique of throw and sffong
communication can be applied.

The good result of negotiation is agreement for the beneficial for both farmers and companies. The
main important thing in negotiation is the golden rule of negotieition, negotiated the importance but not
personalities.

Key-word: agibusiness partnership, communication process, communication technique, negotiation

ABSTRAK

Komponen pendukung kemitraan agdbisnis seperti kelompok tani, pemerintah, dan pengusaha belum mampu
mendukung berjalannya kemitraan agibisnis dengan baik. Saat ini belum terbangun kelembagaan kemitraan
yang saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan, dan kemitraarlyang berkelanjutan.
Disamping karena kelemahan faktor teknis dan ekonomis, tampak juga kelemah pada aspek komunikasi yang
menyangkut: proses komunikasi arfiaraparaplhakdalamhlbungan kemitraan agribisnis; pemanfaatan teknik
komunikasi; dan negosiasipara pihak dalam mencapai kepepakatan bisnis.

Petani atau juru bicara yang mewakili kelompok tani harus terampil dalam komunikasi bisnis, baik verbal
maupun nonverbal, sehingga dapat berkomunikasi efektif dengan pihak pengusaha mitrabisnis. Teknik
komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang efektivitas komunikasi arrtara lain: teknik informatif,
teknik persuasif, dan teknik human relation. Mengombinasikan pemanfaatan ketiga teknik komunikasi tersebut

dapat menunjang kinerja proses komunikasi, sehingga perubahan sikap, kepercayaan, dan perilaku sasaran

bisa sesuai dengan harapan.
Bernegosiasi dengan pengusaha, perlu dilakukan persiapan-persiapan yang menyangkut: pengenalan pihak

pengusaha calon mitrabisnis, memastikan posisi tawar yang dimiliki oleh petani, dan menyiapkan strategi
negosiasi. Strategi yangdapat dimanfaatkan arrtata lain: penyampaian pernyataatsecara struktur, penentuan

tempat yang kondusif dan pimpinan yang kompeten, kukuh terhadap kepentingan dan tidak mau kompromi,
setuju tetapi mengrngkari kesepakatan, menghentikan negosiasi, dan beralih ke rencana lain. Untuk memecahkan

kebuntuan dan kevakuman dalam negosiasi, dapat diterapkan teknik yang mengandalkan dimensi anh dan
kekuatan komunikasi.

Hasil akhir negosiasi diupaya agar sampai mencapai kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan bagi

kedua belah pihak, sehingga petani dan pengusaha sama-sama merasa menang. Oleh karena itu, maka selama

Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Lokakarya Kewirausahaan Agribisnis P4Ml yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Departemen Pertanian Republik

lndonesia. Denpasar: 9 - 12 Juni 2008.
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pelaksanaan negosiasi hal penting yang harus selalu diperhatikan adalahprinsip kaidah kencana, yakni:negosiasikan kepentingan bukan pendiriin.
,

Kata kunci: kemitraan agribisnis, proses komunikasi, teknik komunikasi, negosiasi

PENDAHI.JLUAN

Latar Belakang Masalah

_ Kemitraan agribisnis diartikan sebagai bentuk
kerjasama saling menguntungkan antari dua atau
lebih pelaku-pelaku agribisnis dimana .ketentuannya
dituangkan dalam suatu perjanjian, sehingga kerjasama
tersebut terjamin keberlanjutannya. Secara legal_formal
kelembagaan kemitraan agribisnis telah diatur dalam
U;rdang-und ang dan Peraturan pemerintah, seperti:
(1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Kemitraan; 1i; ff
No. 44 Tahun 1997 tentangKemitraan; (3) Keputusan
Menteri Pertanian No. 940lKp ts / OT.Z|0-/ l0 / 97
tentang Pedoman Usaha pertanian; (4) Keputusan
Menteri Pertanian No.944lKpts/ OT.2t0 / l0 / 97
tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan
Kemitraan Usaha Pertanian; dan (5) Keputuian
Menteri Pertanian No.60/Kpts/KB.Sl}/ 2/9g
tentang Pembinaan dan pengendalian pengembangan
Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat @IR). 

-
Walaupun berbagai ketentuan formal telah

ditetapkan, namun dalam penerapan pola_pola
kemitraan agribisnis di lapang banyak muncul kasus
sebagai kendala pengembangan. Diantara kasus yang
pernah ada antaralajnmenyangkut: (1) pola kemitra;
p_-eternakan ayam ms NfiNapoultryshop dan peternak;
Q) pola kemitraan plR-Bun-Trans antira perusahaan
perkebunan dan pekebun; (3) pota kemitraan tembakau
arfiara pabrik rokok dan petani tembakau; dan (4) pola
kemitraan tambak udang arfiara pT Dipasena Citra
Darmaja dan petambak udang.

.Tersendatnya pengembangan kemitraan agribisnis
selama_ini tampaknya tidak terlepas dari lemahnya
pilar-pilar penyokong pelaksanaan kemitraan, yang
menyangkut petani/kelompok tani, pemerintah,- dan
pengusaha. Masing-masing komponen pendukung
tersebut belum mampu menunjukkan kondisi dan
peran yang memadai. Menurut Indraningsih (2009),
ko3disi yang belum mendukung berjalannya kemitraan
agibisnp dari sisi petani arrtara lain: (1) bDM petani
masih kurang dalam teknik budidaya terutama yarlg
memerlukan teknologi modern; (2) persangan tidak
sehat antara petani produsen dalam menjial hasil;
(3) konsolidasi kelembagaan di ringkar peiani masih
lemah; (4) kelembagaan ekonomi masyirakat masih
bersifat informal serta belum berbadan hukum; dan
(5) biaya investasi relatif mahal.

Pada sisi lain, perusahaan-perusahaan sebagai mitra
nampak masih setengah hati menjalankan komitmen.
Hal tersebut terlihat dari: (1) tidak memberikan jaminan
pemasaran terutama saat produksi melimpah; (2)
mempermainkan harga terutama saat panen raya; dart
(3) pembayaran relatif lambat terutama untuktujuan

hotel dan restorln. Pihak pemerintah yang semestinya
dapat mendorong bergairahnya pelaksanaan kemitraan,
ternyata memiliki berbagai kendala, diantaranya: (1)
lemahnya sistem pengawasan produk, sehingga produk
luar banyak masuk; (2) standardisasi mutu produk
belum memadai; (3) terbatasnya kredit dengan bunga
lunak; dan ( ) progmm yang dicanangkan pemerintah
cenderung menggunakan pendekatan proyek.

. Berdasarkan pengamatan Saptana (200g), saat
ini.belum terbangun kelembagain kemitraan yang
saling membutuhkan, saling memperkuat, s;lin!
menguntungkan, dan kemitraan yang berkelaqiutan.
Kelem"ahan mendasar pada kelemb iguun kemitraan
agribisnis arfiatalain: (l) rendahnya komiunen arrfiara
qrf{-nihak yang bermitr a; (2) bargaining position yang
tidak seimbang, dan (3) kurang transpaiinnya dalam
panetapanharga dan pembagian keuntungan. Beberapa
hal pokok yang perlu mendapat perhatian d,alam
kelembagaan kemitraan agribisnis: (l) pentingnya
panajemen yang bersifat transparan yang menyangkut
harga danpembagian keuntungan; (2) komitrnen yang
trnggl antaxa pihak yang bermitra, sehingga terbangun
rasa saling percaya mempercayai; (3) penyediian
instalasi penanganan pasca pane, du-r-pe-asaran
hasil yang memadai; (4) adanya pend-ampingan
dan pembinaan oleh ppl, ahli; dan-(S) konsolidasi
kelembagaan kelompok tani.

RumusanMasalah
Permasalahan serta kendala dalam pelaksanaan

kemitraan agribisnis seperti yang diuraikan di atas,
tampaknya perlu ditelaah secara komprehensif dari
berbagai sudutpandang, salah satunya dari kaca analisis
komunikasi sebagai salah satu alteinatif pendekataan
pemecahan masalah. Aspek komunikasi yang memiliki
keterkaitan dengan permasalahan tersebut antara lain:
(J)-BaeVimana proses komunikasi antara para pihak
dalam hubungan kemirraan agribisnis? iZ) fimik
komunikasi apa yang dimanfaitkan dalam kontels
hubungan kemitraan agribisnis? dan (3) Sejauhmana
para pihak melakukan negosiasi dalam irubungan
kemitraan agribisnis?

Ti{uan

_ Pendekatan pemecahan masalah dari sudut pandang
komunikasi merupakan salah safu alternatif solusi
ddry yp?yamengatasi permasalahan yang umumnya
menjadi hambatan serta kendala daiam hub.rrrgun
kemitraan agribisnis. Memperbaiki teknik komunikasi
dan negosiasi para petani utamanya yang mewakili
kelompoknya dalam menjalin tomunitasi disnis, dapat
meningkatkan kesetaraan komunikasi antara petini
dan pengusaha, sehingga akan mampu menciptakan
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komunikasi yang efektif. Upaya tersebut dapat
mendorong tumbuhnya kemitraan agribisnis yang
saling membutuhkarq menguatkan, menguntungkan,
dan berkelanjutan.

PENDEKATAN PEMECAIIAN MASALA}I :

KAJIAN ASPEK KOMTJNIKASI

Proses Komunikasi dalam Kemitraan Agribisnis
Hubungan kemitraan agribisnis antara petani/

kelompok tani dan perusahaan agribisnis merupakan
sebuah bentuk interaksi arrtara para pihak yang
dapat dianalogikan sebagai partisipan dalam proses
komunikasi. Dapat dipastikan bahwa aktivitas
komunikasi merupakan hal yang menonjol dalam
hubungan kerjasama tersebut. Oleh karena itu,
keberlanjutan hubungan kemitraan banyak ditentukan
oleh tingkat efektivitas komunikasi yang dilaksanakan.
Dengan demikian penataan aspek komunikasi
dalam konteks hubungan kemitraan agribisnis perlu
dilakukan secara cermat sejak perencanaan hingga
terjadinya perubahan perilaku para pihak sesuai
dengan kesepakatan-kesepakatan yNrg dapat dicapai
dalam proses komunikasi.

Efektivitas komunikasi tergantung dari proses
komunikasi yang berlangsung yang ditentukan oleh
peran dari unsur-unsur komunikasinya. Artinya
unsur-unsur komunikasi dapat dikondisikan
seoptimal mungkin, terutama yang berkaitan dengan
keterampilan komunikasi dari para pihak selaku
partisipan komunikasi kemitraan agribisnis. Dengan
keterampilan komunikasi yang dimiliki maka antara
petani dan pengusaha agribisnis dapat saling bertukar
informasi sehingga mereka saling memahami sampai
akhirnya terjadi kesepakatan-kesepakatan bisnis.

Petani yang mewakili dirinya atau mewakili
kelompoknya selaku komunikator memiliki peran
sentral dalam proses komunikasi kemitraan agribisnis.
Dia harus memiliki keterampilan komunikasi
(communication skill) yang menyangkut bergai aspek,
tidak saja terampil dalam komunikasi verbal tetapi
harus mampu juga memanfaatkan komunikasi
nonverbal dalam menguatkan pemyataan-p erny ataan
verbal. Masalah yang umum terjadi adalah lemahnya
keterampilan komunikasi dari pihak petani. Rata-
rata mereka tidak mampu mengimbangi kepiawaian
komunikasi dari pengusaha agribisnis, sehingga sering
terjadi ketidak seimbangan pasangan dalam interaksi
komunikasi. Padahal dalam proses komunikasi yang
bersifat transaksional tersebut mutlak diperlukan
adanya kesetaraan dari para pihak yang berunding
untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dari proses

inilah sesungguhnya penentuan posisi tawar petani
dalam pelalsanaan kemitraan agribisnis selanjutnya.

Guna tetap dapat terlaksananya komunikasi
kemitraan agribisnis tersebut, maka mau tidak mau
harus disiapkan komunikator-komuikator yang mampu
mengimbangi komunikator dari pihak pengusaha.
Dalam hal ini, untuk sementara petani/kelompok

Teknik Komunikasi dan Negosiasi dalam Kemitraan Agribisnis o lDP. Okasuardi

tani dapat saja diwakili oleh pihak ketrga yang dapat
dipercaya membantu sebagai'Juru bicara" agar dapat
berlangsung proses komunikasi yang setara sehingga
kesepakatan-kesepakatan bisnis yang menguntungkan
bagi petani dapat tercapai.

Kedepan, dalam upaya menguatkan posisi petanil
kelompok tan\, tampaknya mereka sangat perlu
diberikan pendidikan / pelatihan komunikasi, agar
keterampilan mereka padabidangini dapat melengkapi
keterampilan-keterampilan usahatani lainnya. Tennr hal
tersebut - terutama yang berkaitar, dengan materi serta

modul-modul pendidkan/pelatihan - dapat disiapkan,
disesuaikan, dan disisipkan dalam materi penyuluhan
yang berorientasi kepada pengembangan agribisnis,
seperti apa yaflgmungkin sudah dilaksanakan selama
ini oleh para penyuluh.

Pemanfaatan Teknik Komunikasi dalam Hubungan
Kemttraan Agribisnis

Dalam proses komunikasi antara petani dan
pengusaha agribisnis, mereka dapat memilih secara
selektif serta memanfaatkan teknik-teknik komunikasi
yang ada, diataranya:. teknik informatif, teknik persuasif,

dan teknik human relation. Untuk tujuan efektivitas
komunikasi pemanfaatan teknik komunikasi sebaiknya
dikombinasikan. Teknik satu dikombinasikan dengan
teknik yang lain, sehingga akafl dapat saling melengkapi
dan menguatkan informasi yang disampaikan.

Teknik Informatif
Teknik informatif dapat dimanfaatkan oleh kedua

belah pihak yang akan bermitra bisnis dalam Waya
saling memperkenalkan keberadaan mereka masing-
masing. Petani atau dalam kapasitasnya sebagai ketua
kelompok hendaknya mampu menyampaikan secara
jelas dan benar profil usahataninya - diantaranya:
kapasitas, kualitas, dan kontinyuitas produksi --,
permasalahan serta kendala yang dihadapi, dan
hubungan kemitraan yang diburuhkan.

Menurut DeVito (1997), beberapa hal prinsip
yang dapat diperhatikan didalam memanfaatkan
teknik informatif antara lainl. Pertama, batasi jumlah
informasi. Hal ini mengharuskan adarrya penetapan
fokus informasi yang hendak disampaikan. Sampaikan
pokok-pokok informasi yang penting dan upayakan
terstruktur dalam penyampaian. Hal ini dapat
menghindari informasi yang tidak penting, namun
dapat menyita waktu dan memiliki potensi untuk
mengalihkan perhatian pasangan bicara.

Kedua, tekankan manfaat. Dalam komunikasi
kemitraan agribisnis, yang menjadi pesan penting
adalah pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan
manfaat yang dapat diperoleh bagi kedua belah
pihak. Secara naluriah pengusaha akan sangat
tertarik membicarakan aspek-aspek bisnis yang dapat
memberikan keuntungan bagi dia. Yakinkan pihak
pengusaha bahwa bermitra bisnis dengan petani/
kelompok tani dapat memberikan keuntungan yang
memuaskan.
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Ketiga, kaitkan informasi yang baru dengan yang
lama. Dalam hal ini informasi tentang pemanfaatan
teknik usahatani yang telah mengadopsi berbagai
inovasi pertanian yang lebih menguntungkan perlu
dijelaskan kepada pengusaha, sehingga tidak timbul
kesan bahwa didalam proses produksi paru petani
masih bergumul dengan cara-cara yang tradisional.
Perlu juga diinformasikan bahwa para petani sudah
memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan teknologi pertanian.

Keempat, sajikan informasi yang dapat mengenai
beberapa alat indera. Perubahan sikap, kepercayaan,
dan perilaku dapat dipercepat melalui kelengkapan
informasi dari objek rangsang. Bila objek ransang itu
berupa benda, maka benda tersebut akan semakin
mudah dan cepat dipahami melalui pengenalan sifat-
sifat atau karakteristiknya. Pengenalan karakteristik
suatu objek/benda dapat melalui wujud/bentuk,
bau, rasa, kasar/halus, suara yang ditimbulkan.
Oleh karena itu, supaya informasi yang disampaikan
dapat mempercepat perubahan perilaku maka
penyampaiannya harus dikemas sedemikan rupa,
sehingga mampu menyentuh alat-alatindera sasaran.
Dalam kaitan dengan kemitraan ag4ibisnis, informasi
keberadaan usahatani tentunya tidak cukup dikenalkan
melalui penjelasan lisan semata, akan lebih komplit
informasinya bila pengusaha calon mitra bisnis dapat
mengenal secara langsung kondisi lapang usahatani
yang akan dimitrabisniskan.

Semua informasi keberadaan usahatani sebagai
pesan (message) dalam kontels komunikasi kemitraan
agribisnis merupakan data yang akan dianalisis
untuk mendapatkan simpulan-simpulan penting
dalam menetapkan keputusan yang disepakati kedua
belah pihak. Oleh karena itu, prinsip kerja teknik
informatif benar-benar harus dijaga, yakni kejujuran
menyampaikan informasi yang valid dan akurat.

TeknikPersuasif
Pemanfaatan teknik persuasif mensyaratkan petani"memiliki keterampilan menyampaikan informasi

usahatani hingga mampu menyentuh alam bawah
sadar dari pengusaha mitra bisnis. Cara bujuk-rayu
sering digunakan untuk mengoptimalkan kinerja teknik
ini. Namun, perlu dihindari kesan merengek minta
belas kasihan. Tujuan penerapan teknik ini adalah
agar pengusaha "terketuk hatinya" sehingga timbul
kesadarannya bahwa bermitra dengan kelompok tani
merupakan langkah yang tepat untuk mengembangkan
bisnis pada sektor pertanian.

Teknik persuasif pada dasarnya diarahkan untuk
mampu mengubah sikap (attitude), kepercayaan
(beliefs), dan perilaku (behailors) dari komunikan
(DeVito, 1997). Penerapan teknik persuasif dalam
konteks komunikasi kemitraan agribisnis diharapkan
dapat menimbulkan perubahan sikap, kepercayaan,
seta perilaku pihak pengusaha atas dasar kesadaran
dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Bukan
karena merasa dipaksa dan terpaksa, dan bukan
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juga semata-mata karena belas kasihan kepada
petani. Keterampilan berkomunikasi untuk mampu
menghasilkan dampak komunikas i (effea) seperti itulah
yang tampaknya masih sangat perlu dilatih padapara
juru bicara yang mewakili para petani/kelompok tani.
Karena teknik persuasif tidaklah sederhana, namun
merupakan attivitas komunikasi yang kompleks.

Agar terjadi perubahan sikap dan perilaku yang
diharapkan pada sasaran, maka komunikator
hendaknya mengemas proses komunikasi yang dapat
memberikan ruang seluas-luasnya bagi komunikan
untuk bisa terlibat secara aktif. Karena, seperti yang
diungkapkan oleh para ahli komunikasi (dalam Severin
dan Tankard, 2005) bahwa: model persuasi variabel
tunggal telah. digantikan oleh model-model yang
menekankan persuasi sebagai proses dan peran aktif
penerima. Model tersebut termasuk teori pemrosesan-
informasi (McGuire) dan model sistematik-heuristik
(Chailtgn, Liberman, dan Eagly).

Secara sederhana, upaya untuk meningkatkan
keterampilan komunikasi persuasif dapat dipandu
dengan berpegangan pada formula AIDDA (dalam
Effendy, 2003). Formula yang dirumuskan dari
berbagai pemikiran para ahli komunikasi ini dapat
menuntun aktivitas komunikasi persuasif hingga
dapat menimbulkan serangkaian perubah an pada diri
sasaran, yakni: perhatian (attention), minat (interest),
hasrat (desir), keputusan (decision), dan tindakan
(action).

Dalam konteks' kemitraan agribisnis, penerapan
teknik persuasif tentu akan lebih efektif apabila pesan-
pesan yang disampaikan tidak hanya berupa pesan
lisat semata (narrative-descriptive), tetapi hendaknya
dikuatkan dengan menunjukkan produk pertanian
yang telah dihasilkan, kondisi lahan dan kegiatan
usahatani, serta sarana dan ptasatana penunjang
untuk berproduksi. Bisa saja pembicaraan kemitraan
agribisnis tersebut dilakukan dengan mengambtl wuing
di kebun/lahan petanian yang akan dimitrakan.

Teknik Human Relation
Teknik human relation dapat menguatkan kesan

kedekatan antaryihak yang berinteraksi dalam
komunikasi, dimana aspek perhargaan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan benar-benar harus mampu
dimuculkan dalam konteks komunikasi. Mengemas
komunikasi dalam suasana "bermitra,, (berteman,
bersahabat) akan memberikan keleluasaan bagi pa:a
pihak untuk saling membuka diri, sehingga autata
petani dan pengusaha dapat saling memahi dan
masiirg-masing dapat berempati. Petani diharapkan
dapat secara terus terang mengemukakan keterbatasan-
keterbatasannya baik secara personal maupun dalam
skala kelompok serta upaya-upaya yang telah dilakukan
untuk mengatasi kedala-kend ala yang dihadapi.

Dalam teknik human relation, saling memahami
antarpihak menjadi tumpuan efektivitas komunikasi.
Pemahaman antarpihak dapat diawali dari hubungan
sosial secara antarpersonal. Dengan demikian interaksi
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yang teiadi harus dijaga agat tetap pada posisi
hubungan sosial yang konstruktif. Teori pertukaran
sosial yang mengarfalisis hubungan sosial dari aspek
keuntungan dan kerugian dapat dipakai sebagai
landasan hubungan kemitraan.

Sears, at al. (1994) - yang menyitir pendapat Blau,
Burgess & Huston, Kelley & Thibaut - mengungkapkan
bahwa dalam perspektif teori pernrkaran sosial (Social
Exchange Theory), keuntungan dan kerugian yang
ditimbulkan dapat diteima oleh kedua belah pihak
yang menjalin hubungan. Walaupun, masing-masing
memiliki kecenderungan untuk memilih pihak lain
yang dapat memberikan ganjaran sebesar-besarnya.
Lebih lanjut diungkapkan bahwa kedua belah pihak
akan selalu berusaha menciptakan interaksi yang dapat
memperbesar porsi ganjaran itu.

Relevansi teori pertukaran sosial dalam konteks
komunikasi kemitraan agribisnis adalah pada semangat
(spirit) untuk selalu menjaga hubungan baik yang
termotivasi oleh keuntungan (ganjaran) yang dapat
diperoleh. Hal ini dapat mendorong kedua belah pihak
untuk selalu berinteraksi dengan tatanan komunikasi
yang zubstansi pesannya berkaitan dengan peningkatan
kuantitas dan kualitas produksi serta upaya-upaya
memaksimalkan kzuntungan yang diterima oleh kedua
belah pihak.

Pihak petani hendaknya berkomunikasi secara
intens dengan pihak pengusaha dengan topik-topik
pembicaraan seputar perkembangan kegiatan usahatani.
Seperti informasi tentang: perkembangan komoditas
yang sedang ada dilapang, gangguan serangan hama/
penyakit, stok sarana produksi, keadaan gudang
penyimpanan, kondisi alat-alat pertanian (alsintan),
kinerja para petani, kas ser[a uang operasional, dan lain
sebagainya. Dengan menyampaikan informasi seperti
itu, secara psikologis pihak pengusaha mitrabisnis
merasa mendapat penghar gaan serta kepercayaan
untuk mengetahui permasalahan petani, walaupun
hal-hal tersebut memang wajib diketaui. Suasana
kejiwaan seperti inilah yang cenderung memunculkan
rasa simpati yang mendalam hingga pengusaha bisa
berempati dengan petani.

Melakukan Negosiasi
Keberlangsungan hubungan kemitraan agribisnis

sangat tergantung dari kesepakatan-kesepakatarL yarug
dibuat antara petani dan pengusaha mitrabisnis.
Melahirkan kesepakatan tersebut melalui suatu
proses, yaitu negosiasi. Manurut Ludlow dan Panton
(1996), negosiasi merupakan suatu perundingan untuk
mencapai kesepakatan yang dapat diterima serta
menguntun gkan bagi kedua belah pihak. Masalah-
masalah yang umumnya dinegosiasikan menyangkut
hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak,
dapat menimbulkan konflik arfiarakedua belah pihak,
dan mernbutuhkan kerjasama keduabelah pihak untuk
mencapai penyelesaian.

Dalam kemitraan agribisnis, negosiasi dilakukan
antara petani/kelompok tani dan pengusaha agribisnis.

Petani yang bertindak sebagai negosiator mutlak perlu
memahami aktivitas-aktivitas negosiasi, sehingga
dapat melakukan negosiasi dengan efekif. Efektivitas
negosiasi ditentukan oleh: (1) persiapan yangmatang,
(2) upaya untuk menciptakan suasana yang atl:rab, (3)
kemahiran ko-munikasi antrpibadi, dan(A) daya pikir
serta analisir kitir (Ludlow dan Panton, 1996).

Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh
negosiator yang mewakili kelompok tani sebelum
melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha antara
lain sebagai berikut. Pertama, mengetahui dengan baik
pihak pengusaha calon mitrabisnis. Banyak hal yang.
harus diketahui dari calon mitrabisnis tersebut antma
lain: idealisme keberpihakannya kepada petani dan
sektor pertanian, rekam jejak (track record) hubungan
kemitraan yang telah dilaksanakan, jejaring bisnisnya,
model kemitraan yang diterapkan, dan karakteristik
negosiator atau orang/staff yang mewakilinya.

Keilua, mengidentifikasi serta memastikan posisi
tawar yang dimiliki oleh petani/kelomok tani. Hal
ini berkaitan dengan potensi usahatani yang akan
dimitrabisniskan, terutama kepastian kuantitas,
kualitas, dan kontinyuitas produk yang dihasilkan,
konsistensi sikap dan perilaku petani dalam
berusahatani, kesiapan mengikuti atau tunduk kepada
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hubungan
kemitraan, dan antisipasi terhadap kondisi yang paling
buruk bila kemitraan tidak dapat terlaksana sesuai
dengan harapan.

Ketiga, menyiapkan strategi negosiasi. Hal yang
penting dari tahap ini adalah menentukan orang
sebagai negosiator yang dipercaya dapat mewikili
petani. Negosiator dapat berbentuk tim yang siap
bekerjasama dan rnemiliki keterampilan berkomunikasi
dalam negosiasi. Negosiator yang telah ditetapkan
diberikan bekal (pelatihan) yang memadai baik yang
bersifat teknis maupun strategi. Adabeberapa strategi
negosiasi yangdapat dipilih daiberbagai telaah yang
dilakukan para ahli komunikasi (Andrews dan Baird,
1990; Curtis, Floyd, dan Winsor, 2002; Lttdlow dan
Panton, 1996), diantaranya: menentukan struktur
penyampaian pernyataan, menentukan tempat
dan pimpinan pertemuan, sikap kukuh tidak mau
kompromi, setuju tetapi mengingkari kesepakatan,
menghentikan negosiasi, dan beralih ke rencana
lain.

Dalam pelaksanaan negosiasi, hal penting yang
mesti dipegang adalah "kaidah kencana" @oldmrul)
negosiasi, yaitu "negosiasikan kepentingan bukan
pendirian". Jangan memunculkan pendirian kecuali hal
itu bermanfa atbagi pencapaian kepentingan (Ludlow
dan Panton, 1996). Makna kaidah ini adalah terus dan
tetap perjuangkan pencapaian kepentingan walaupun
harus mengubah pendirian. Pendirian yang awalnya
kekeh -- kaku dan ngotot - tidak bisa dibelokkan,
harus diubah menjadi lentur dan lembut demi
tercapainya kepentingan yang lebih besar. Tentunya
dalam memperjuangkan kepentingan tersebut tetap
harus memperhatikan kepentingan pihak lain yang
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diajak bernegosiasi, karena pihak lainpun akan tetap
memperj uangkan p encap aian kepentingannya.

Disamping itu, sepa4iang pelaksanaan
negosiasi, kedua belah pihak hendaknya mampu
menjaga suasana yang kondusif bagi kemajuan
pencapaian kesepakatan-kesepakatan. Suasana
kondusif dapat ditunjang oleh: lokasi, permrtaantempat
duduk, tingkat formalitas, penggunaan komunikasi
verbal dan nonverbd yang santun. Yang tidak kalah
penting adalah lpaya mencairkan suasana ("ice
breaking") terutama saat-saat situasi beku dan vakum,
dengan menciptakan suasana hangat, bersahabat, dan
penuh kerjasama.

Guna menyiasati kebekuan dan kebuntuan (deadlock)

dalam negosiasi, maka negosiator dapat memanfaatkan
teknik negosiasi yang mengandalkan "dimensi arah
dan kekuatan komunikasi". Dimensi arah komunikasi
meliputi aktivitas "mendorong" dan "menaik" agar
berlangsung proses komunikasi, sedangkan dimensi
kekuatan komunikasi menyangkut "sikap keras" dan
"sikap lunak" dalam menyampaikan pernyataan.
Dalam dimensi arah komunikasi, negosiator dapat
memecahkan kebisuan dengan mendorong terjadinya
komunikasi, yakni dengan memberi informasi,
mengajukanusul, dan mengkritik. Atau menarik agar
terjadi komunikasi, yakni dengan minta informasi,
minta saran, dan minta penjelasan. Sedangkan dalam
dimensi kekuatan komunikasi, negosiator dapat
bersikap keras, yakni dengan pernyataarF-pernyataan:
tidak akan mengalah, tidak akan mundur, tidak
menerima ta'ilraran. Atau sebaliknya bersikap lunak,
dengan menggunakan ungkapan: menyesuaikan diri,
mengalah, rag&+ags, sulit mengatakan tidak.

Teknik tawar-menawar juga sangat menetukan
keberhasilan mencapai kesepakatan dalam negosiasi.
Dalam teknik tawar-menawar, negosiator dituntut untuk
cermat menetapkan nilai tawaran, dimana nilainya
tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah.
Penetapan ambang batas tawaran masing-masing
memiliki risiko. Tawaran yang tinggi, memberikan
ruang gerak yang leluasa, pihak lain mengetahui
keinginan kita, sedang risikonya adalah pihak lan dapat
melakukan tindak walkout karena ketidaksetujuannya
dengan nilai tawaran yang tinggi. Nilai tawaran
yang rendah, dapat menyelesaikan negosiasi dengan
cepat, pihak lawan menyukai kerjasama seperti ini,
dilain pihak ruang gerak kita untuk menghindar
sempit.Apabila persiapan dan pelaksanaan negosiasi
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang telah diuraikan, maka penyelesaian negosiasi
dapat diharapkan menghasilkan kesepakatan yarrg
dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak.
Secara umum ada empat alternatif hasil penyelesaian
negosiasi yakni: (1) kalah-kalah, (2) menang-kalah, (3)
seri, dan (4) menang-menang. Hasil negosiasi yang
harus dicapai adalah menang-menang (win-win),
sedangkan hasil menang-kalah dan kalah-kalah harus
dihindari dan jangan sampai terjadi. Hasil negosiasi
paling jelek yang masih dapat ditolerir adalah seri,

il

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

iniprn harus dengan catatan.

KESIMPI'LAN

Salah satu faktor penyebab hubungan kemitraan
agdbisnis tidakberkelanjutan adalah kurang optimalnya
peran komuniftasi, utamanya yang berkaitan dengart
proses komunikasi, pemanfaatan teknik komunikasi,
dan pelaksanaan negosiasi. Dalam menjalin hubungan
kemitraan agribisnis, petani atau juru bicara yatg
mewakili kelompok tani harus terampil berkomunikasi
secara verbal maupun nonverbal, sehingga dapat
berkomunikasi efektif dengan pihak pengusaha
mitrabisnis. Untuk menunjang efektivitas komunikasi
kemitraan agribisnis, teknik komunikasi yang dapat
dimanfaatkan antara lain: teknik informatif, teknik
persuasif, dan teknik human relation.

Negosiasi antata petani dan pihak pengusaha
diupayQkan agar dapat menghasilkan kesepakatan yang
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Persiapan-
persiapan negosiasi yang perlu dilakukan meliputi:
pengenalan pihak pengusaha calon mitrabisnis,
memastikan posisi tawar yang dimiliki oleh petani,
dan menyiapkan strategi negosiasi.

Dalam pelaksanaan negosiasi hal penting yang
harus diperhatikan adalah kaidah kencana, yaitu
negosiasikan kepentingan bukan pendirian. Strategi
yang dapat dimanfaatkan arLtara lain: penyampaian
pernyataan secara struktur, penentuan tempat yang
kondusif dan pimpinan yang kompeten, kukuh terhadap
kepentingan dan tidak mau kompromi, setuju tetapi
mengingkari kesepakatan, menghentikan negosiasi,
dan beralih ke rencana lain. Untuk memecahkan
kebuntuan dan kevakumat dapat diterapkan teknik
negosiasi yang mengandalkan dimensi arah dan
kekuatan komunikasi.
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PENERJU,N{ TRI HITA KARANA DI PERKOTAAN
(xesus suBAK ANG GABAyA' KELURAHAN pENATIH, KorA DENpASAR)

WAYAN SUDARTA
P3. Agnbisnis, Fakultas pertanian Uniuersitas Udayana

\,

ABSTRACT

The applicati on of Ti Hita Karana in subak means the ability of subak to use or implement the concepts
of Ti Hita Karana in subak in order to achieve the aims. It is believed that the application of Ti Hita l(arana
is to perfectuate welfare and happiness in the subak actlity so then harmony in material and spiritual worlds
will be achieved.

This research is aimed to describe the level of Ti Hita Karana application by the farmers who are members
of Subak Anggabaya. Data were collected from 30 respondents using random sampling method. Research
results pointed out that the Ti Hita Karana application at Subak Anggabayabelongs to a "iery good,, category.
In addition, the application of each elementJ in Tri Hita Karana ilricr.irr"t raig parhyangai, pawongai and
palemahan falls into "very good" category.

Key words : application, Tri Hita Karana, subak irrigation system.

ABSTRAK

Penerapan Tri Hita Karana dalam subak, berarti kemampuan subak untuk menggunakan atau
mengimplementasikan Ti Hita Karana dalam subak dalam vpayamencapai tujuan. Penerapan Ti Hin Karana
secara sempurna diyakini akan dapat menyebabkan kegiatan subak akan berlanjut dan pencapaian tujuannya
akan terwujud. Karena Ti Hita Karana bertujuan untuk mencapai kesejahteiaan dan kebahagiaan hidup
melalui proses harmoni dan kebersamaan.

Penelitian ini bernrjuan untuk mendeskripsikan tingkat penerapan Ti Hrta Karana oleh para petani yang
menjadi anggota Subak Anggabaya. Data dikumpulkan dari 30 orang responden yang ditentukan secara acak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapat Tri Hita Karana di Subak Angg abayalermasuk kategori sangat
baik. Begitu juga penerapan masing-masing unsur Ti Hita Karana yurg -..rculcttp failryangan, paiongan ian
Palemahan tergolong sangat baik.

Kata kunci: penerapan, Ti Hita Karana, sistem iigasi subak, perkotaan.

|SSN: l4ll-7177

dan menjiwai hampir semua lapangan hidup
masyarakat Hindu di Bali (Sudarma, 1985). Sebagai
suatu ilustrasi, wujud nyata dat'- penerapan Ti Hita
Karana dapat digambarkan seperti padaTabel l.

Penerapan Ti Hita Karana dalam subak, berarti
kemampuan subak untuk menggunakan atau
mengimplementasikan ketiga ansur Ti Hita Karana
dalam subak, untuk memecahkan persoalan yang
dihadapi atau dalam tpaya mencapai tujuan, baik
tujuan pribadi arrggota maupun tujuan subak.

Dikemukakan oleh Windia dan Dewi (2007),
tujuan Ti Hita Karanauntuk mencapai kesejahteraan
dan kebahagiaan hidup melalui proses harmoni
dan kebersamaan. Lebih lanjut dikemukakan
bahwa penerapan Ti Hita Karana bersumber pada
operasionalisasi kegiatan sebagai berikut.
1. Usaha yang tidak semata-mata mengejar efisiensi,

tetapi juga memperhitungkan efektivitas.
2. Usahayang tidak semata-mata mengejar profit atau

keuntungan, tetapi juga memperhitungkan benefit
atau manfaat bagi semua pihak yang terkait.

PENDA}IIJLUAN

Latar Belakang
Tri Hita Karana yang berakar pada religi Hindu

merupakan falsafah utama subak. Tri Hita Karana
artinya, tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan
atau kebahagiaan, yang berkaitan etat arLtara yang
satu dengan yang lainnya, mencakup (l) parhyangan
(hubungan afltara manusia dengan Tuhan yang
Maha Esa), (2) pawongan (hubungan antara manusia
dengan manusia), (3) palemahan (hubungafl antara
manusia dengan alam lingkungannya). Ini artinya,
untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan
material dan spiritual, manusia perlu menciptakan
dan membina keserasian dan keharmonisan hubungan
timbal balikantara manusia dengan Tuhan YangMaha
Esa, hubungan antara manusia dengan manusia dan
hubungan arfiara manusia dengan lingkungan alamnya
(Sutawan, dkk, 1983 dan Dinas Kebudayaan provinsi
Bah, 2002). Ti Hita Karana tidak saja diterapkan di
subak, akan tetapi telah mernasyarakat; membudaya
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Tabel 1. Wujud Nyata Penerapan Tri Hita Karana pada Berbagai
Lapangan Hidup Masyarakat Umat Hindu di Bali.

Keterangan:1) Kahyangan Tiga, adalah tiga unit Pura meliputi
a. Pura Desa/Pura Bale Agung, tempat pemuiaan Tuhan Yang Maha Esa dalam

manifestasi-Nya sebagai Brahma (Dewa Pencipta).
b. Pura Puseh, tempat pemuiaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi-Nya

sebagai wisnu (Dewa Pemelihara).
c. Pura Dalem, tempat pemuiaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi-Nya

sebagai Siwa (Dewa Pelebur).

3. Usaha yang tidak semata-mata mengejar
produktivitas, tetapi juga memperhitungkan
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yarLg

dimanfaatkan untuk proses produksi dan juga
dapat menj amin adaiya kualitas sumber daya pada
subak yang bersangkutan.

Rupanya, hal itulah yang menyeb abkmterciptanya
harmoni dan kebersamaan seperti yang dimaksudkan
tersebut. Akan tetapi, masalahnya bagaimana kesadaran
anggota subak untuk menerapkan Tri Hita Karana
dalam pengelolaan subak. Kesadaran dari semua pihak
yang terkait bahwa penerapan Ti Hita Karana secara
sempurna diyakini menyebabkan kegiatan subak akan
berlanjut dan pencapain tujuannya akan terwujud.

Tujuan
Berangkat dat', latar belakang pemikiran itulah,

kiranya menarik untuk dikaji penerapan Ti Hin l{arana
di perkotaan, dalam hal ini di Subak Anggabaya,
Kelurahan Penatih, Kota Denpasar, di bawah kondisi
pesatnya pembangunan di luar sektor pertanian.
Pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam kajian
ini, bagaimana tingkat penerapan Ti Hita Karana di
subak tersebut.

METODE PENELITIAN

Subak yang digunakan sebagai lokasi penelitian,
ditentukan dengan memperhatikan : (1) terletak di
perkotaan; (2) menerapkan Ti Hita Karana: dan (3)

akan dikembangkan sebagai tempat untuk melakukan
kegiatan yang berorientasi agribisnis dan agrowisata.
Berdasarkan kriteria itu, dipilih secara sengaja Subak
Anggabaya, Kawasan Kelurahan Penatih, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai lokasi
penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani
yang menjadi anggota aktif Subak Anggabaya yar,g
berjumlah 120-orang. Dari populasi ini dipilih secara
acak sebanyak 30 orang (25o/o) sebagai responden,
dengan asumii latar belakangsosial ekonomi anggota
subak relatif homogen. Data primer yang diperlukan,
dikumpulkan langsung dari responden melalui
wawancara dengan memakai daftar pernyataat yarLg

telah disiapkan sebelumnya.
Data mengenai penerapan Tri Hita Karana di

Subak Anggabaya, dirinci pada masing-masing unsur
Ti Hita l{arana yang mencakup: parhyangan (Iuhan
Yang Maha Esa), pawongaa (manusia) dan palemahan
(alam), diukur dengan memakai sistem skor (Skala
Likert). Untuk mendapatkan skor dari penerapan
parhyangan dan pawongan, masing-masing digunakan
endnt{ pernyataan, sedangkan untuk mendapatkan
skor dari penetapan palemahan digunakan sembilan
pernyataan. Setiap respons responden diberi skor
berupa angka sebagai berikut: (1) skor tertinggi lima
(100%) menunjukkan respons sangat baik; (2) skor
empat (80%) menunjukkan respons baik; (3) skor
tiga (600/o) menunjukkan respons sedang; (4) skor
dua @0%) menunjukkan respons tidak baik, dan; (5)
skor terendah satu (20%) menunjulkan respons sangat
tidak baik.

Dari data yang didapatkan, didistribusikan ke
dalam kelas-kelas atau kategori yang berbeda. Untuk
itu digunakan rumus interval kelas seperti yang
dinyatakan oleh Dayan (1993) berikut ini.

: - iarak
l-

lorrtuf, t tut
Keterangan:
i = interval kelas
jarak = selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah (%)
jumlah kelas = kategori yang diinginkan

Dengan memakai rumus interval kelas tersebut,
dapat diketahui nilai pada masing-masing kategori.
Akhirnya, dengan memakai kategori berjenjang lima
dapat diformulasikan seperti termaktub pada Tabel
2.

Tabel 2. Pencapaian Skor dan Kategori Penerapan Tri Hito Karona di
Subak Anggabaya, Kota Denpasar.

No. Pencaoaian Skor (%) Katesori Peneraoan

1.
2.
3.
4.
5.

> 84 s.d 100
> 68 s.d 84
> 52 s.d 68
> 36 s.d 52

20 s.d 36

Sangat baik
Baik
Sedang
Tidak baik
Saneat tidak baik

Dalam penelitian ini, analisisy'ata dilakukan secara
deskriptif-kualitatif, dengan bantuan alat tabulasi
silang.

Tempat
Penerapan

t Unsur-unsur Tri Hita Karana

Parhyangan
(Tuhan Yang
Maha Esa)

Pawongan
(Manusia)

Palemahan
(Alam)

Subak

Sawah
milik petani
perorangan

Desa adat/
Pakraman

Rumah tangga

Univenitas

Kantor

Pasar

Pura Ulun Suwi,
Pura Bedugul

Sanggah Catu/
Sanggah Uma

Kahyangan tigal)

Sanggah/
Pemerajan

Padmasana

Padmasana

Dr ra Molantino

Anggota subak

Petani dan
anggota rumah
tangganya

Warga Desa
adat/Pakraman

Anggota rumah
tangga

Dosen, karyawan
dan mahasiswa

Karyawan

Par{aoanp

Hampar sawah
wilayah subak

Areal sawah
milik pelani
perolilngan

Wilayah Desa
adat/Pakraman

Pekarangan
rumah

Areal kampus
universitas

Pekarangan
kantor

Arcal nasar
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IIASIL DAN PEMBAIIASAN

Ciri-ciri Responden '
Berdasarkan datayangtertuang pada Tabel 3 dapat

dipahami ciri-ciri responden di lokasi penelitian.
Data pada Tabel 3 menunjukkun bahwa rata-rata

umur responden 46,3 tahun yang tergolong usia
yang relatif muda. Hal ini secara fisik responden
masih potensial mengusahakan tanaman pangan
di lahan sawah. Rata-rata lama pendidikan formal
responden lebih dari enam tahun, yang berarti
melampaui tamat Sekolah Dasar. Seluruh responden
memiliki mata pencahagian pokok sebagai petani.
Dari 30 orang responden yang diwawancarai, hanya
11 orang (36,67%) menyatakan memiliki pekerjaan
sampingan seperti buruh tani, tukang bangunan dan
wiraswasta.

Selebihnya. yakni 19 orang (63,33%) menyatakan
tidak mempunyai pekerjaan sampingan, yang berarti
mereka terkonsentrasi mengusahakan budidaya
tanaman pangan di sawah. Rata-rata luas pemilikan
dan penguasaan lahan sawah responden 25 are, ini
artinya seluruh lahan sawahnya digarap sendiri tanpa
menggarup lahan sawah milik petapi lain. Rumah
tangga responden berdomisili di atas pekarangan
seluas 15 are, suatu areal yang tergolong luas untuk
ukuran di perkotaan.

Tabel 3. Ciri-ciri Responden di Subak Anggabaya, Kota Denpasar Tahun
2008

Uraian Keterangan
Umur

Lama pendidikan formal

Mata pencaharian
a. Pokok
b. Sampingan

Pemilikian dan penguasaan lahan
sawah

Pemilikian pekarangan

46,3 tahun (37 s.d 70 tahun)

6,4'.ahun (5 s.d 12 tahun)

Petani (1OO%)

11 orang petani memiliki pekerjaan
sampingan dan 19 orang (63,33%)ti-
dak memiliki pekerjaan sampingan.

25 are

15 are

Penempan Tri llita Karana
Hasil penelitian mengenai penerapan Tri Hita Karana

di Subak Anggabaya, Kota Denpasar, tertuang pada
Tabel 4. Penerapan Ti Hita l{arana di Subak Anggabaya
tergolong sangat baik, dengarL rata-rdta pencapaian
skor sebesar 87,03o/o. Begitu juga penerapan masing-
masing unsur Tri Hita Karana termas*kategori sangat
baik, tetapi dengan rata-rata pencapaian skor yang
berbeda. Rata-rata pencapaian skor unsur pa rhyangan
sebesar 86,660/o, unsur pawongan sebesar 90o/o dan
l;;nsx palemahan sebesar 84,44Yo.

Selanjutnya, jika dikaji distribusi responden
berdasarkan kategori pencapaian skor dan ursur Tri
Hita l(arana, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar
responden (63,30%) menyatakan penerapan Ti Hita
Karana di Subak tersebut termasuk kategori sangat
baik. Secara lebih rinci mengenai hal ini dapat diikuti
pada Tabel 5.

Akreditasi: No. 1 08/Dikti/Kep/2007, Tanggal 23 Agustus 2007

Parhyangan
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa

perLerapatr unsur parhyangan (keserasian dan
keharmonisan hubungan timbal balik antara manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa), termasuk kategori
sangat baik dengan pencapaian skor 86,66%. Hal ini
penting untuk &pertahankan dan bahkan jika mungkin
ditingkatkan, agar menjadi lebih baklagi. Dari enam
parameter yang dkajipadawsur parhyangan, ada dua
parametex yang termasuk kategori sangat baik, yaitu
(1) parameter mengenai subak mempunyai sejumlah
pura (tempat pemujaan), dan Q) parameter mengenai
subak melalsanakan kegiatan ritual secara kolektif.

Pura yang dimiliki oleh Subak Anggabaya meliputi
Pura Ulun Suwi atau Pura Subak untuk tempat
pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi-
Nya sebagai Dewa Air dan Pura Bedugul untuk
pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi-
Nya seb,pgai Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Selain itu
Subak Anggabaya juga memiliki plrra penyungsungan,
seperti Pura Ulun Danu Batur.

Tabel 4. Penerapan Tri Hita Karana di Subak Anggabaya, Kota Denpasar
Tahun 2008 1)

Keterangan.
u Data diolah dari hasil penelitian Ayu Ariani dan Sudarta tahun 2008.

Unsur dan Parameter Tri Hita Karana

Penca-
paian
Skor
l%l

Katagori

(1\ Parhyonqsn

Subak memiliki sejumlah pura (tempat pemujaan). 100 Sangat baik

Pura subak terpelihara sansat baik. 80 Baik
Subak memiliki pemangku (pemimpin kegiatan ri-
tual).

80 Baik

Subak menviapkan dana untuk kesiatan ritual. 80 Baik
Subak melaksanakan kegiatan ritual secara kolekiif. 100 Sansat baik
Anggota subak melalaanakan kegiatan ritual secara
perorangan.

80 Baik

Rata-rata (1) 86.56 Saneat baik
(21 Powongon

Subak melakanakan kesiatan potons rovons 80 Baik
Subak mengadakan rapat-raoat subak. 100 Sanst baik
Subak mengikuti kegiatan penyuluhan secara ko-
lektlf.

80 Baik

Anggota subak mentaati owia-owia subak. 100 Saneat baik
Anggota subak yang melanggar owig-owrg dikenakan
sanksi.

100 Sangat baik

Di subak tidak ada konfli( baik antara anggota mau-
pun antar angsota denean oensurus-

80 Baik

Rata-rata (2) 90 Sansat baik
(31 Polemohon

Subak mengadakan pendistribusian air irieasi. 80 Baik
Bendungan terpelihara densan baik. 80 Baik
Bangunan bagi air irigasi terpelihara denean baik. 80 Baik
Saluran air irisasi terDelihara densan baik. 80 Baik
Hamparan sawah wilayah subak bebas dari bangu-
nan rumah.

100 Sangat baik

Jalan usahatani terpelihara denean baik. 80 Baik
Balai subak dan balai timbang terpelihara dengan
baik.

80 Baik

Subak menerapkan sistem bertanam serempak dan
pola tanam yang dianjurkan (padi - padi - pala-
wiia).

100 Sangat baik

Subak menerapkan inovasi di bidang pertanian sesuai
densan aniuran.

80 Baik

Rata+ata (3) 84,M Sansat baik
Rata-rata (1) + (21 + (3) 87.03 Sanpat Baik
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Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Kategori Pencapaian Skor dan
Unsur fri Hito Korana dalam Penerapan Tri Hita Karana di
Subak Anggabaya, Kota Denpasar Tahun 2008.1).

[J nsu r
Tri Hita Karana

Katesori Pencaoaian Skor (Orans)

7 2 3 4 5

Porhyangon 0
(0)

0
(0)

0
(0)

24
(80)

6
(20)

Powongon 0
(0)

0
(0)

0
(0)

4
(11,40)

26
(88,60)

Polemohon 0
Inl

0
(ol

0
Iol

5
t83.601

25
(16.40)

Rata-rata 0
(o)

0
(ol

0
(0)

11
I35.70',1

19
t61 ?Ol2)

Keterangan.
1). Data diolah dari hasil penelitian Ayu Ariani dan Sudarta tahun 2008.
2). Angka dalam kurung menunjukkan persen.

Adapun upacara atau kegiatan ritual yang dilakukan
secara kolektif di Subak Anggabaya, Kota Denpasar
dapat dljelaskan sebagai berikut.
| . Llpacara magpag toya, yakni upacara menjemput air

irigasi menjelang pengolahan lahan untuk budidaya
tanamanpadi.

2.Upacaranyoeb,dlahtkarlpadawaktupadiberumur
sekitar satu bulan di lapangan, dengan tujtan agar
tanaman padi terhindat dari segala ganggoarL.

3. Upacara ngusaba, dilakukan di Pura Bedugul
menjelang panen. Upacara ini dilakukan oleh
masing-masing munduk/tempek, sebagai ungkapan
rasa syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya.

4. Upacara piodalan di Pura Ulun Suwi, upacara ini
dilakukan setiap enam bulan Bali (satu bulan sama
dengan 35 hari).

5. Nangluk merana, dilaktrkan hanya jika tanaman
padi terserang hama/penyakit yang dipandang
membahayakan atau merugikan secara ekonomis.
Nangluk merana im dtTakttkan dengan menghaturkan
sesajen tertentu kehadapan Tuhan Yang Maha
Esa, agar segala bentuk gangguan terkendali.
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh
Putera (1 984), bahwa nangluk merana adalah usaha
untuk memb atasi hama/penyakit tanaman dengan
sarana atau upacara tertentu, yang bernafaskan
agare Hindu. Dalam kaitan ini Sudarma (1986)
menyatakan, bahwa nangluk merana adalah salah
satu upacara nyata untuk menstabilkan dan
merahibittasi keserasian dan kesucian sawah atau
wilayah desa dari segala gangguan dan pencemaran.

Nangluk mnannbertujuanuntuk menghindari segala

bentuk perusak agar idak menjadi musuh, tetapi
menjadi netral (seimbang) sehingga tanaman bebas

daibahaya kerusakan dankegagalan. Selain itu,
juga bertujuan untuk mempertahankan kelestarian
lingkungan.

6. Nyepi, Llpacara ini dilakukan sebagai simbolis
dari pemberslh bhuana agung (maktokosmos) dan
bhuana alit (mitrokosmos) dengan unsur-unsur:
pertiwi, apah, teja, bayu dmt akan.
Secara rutin, subak menyiapkan dana untuk kegatan

ritual yang dilakukan secara kolektif. Sumber dana

Penerapan Tri Hita Karana di Perkotaan (Kasus Subak Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kota Denpasar) o Wayan Sudarta

Subak Anggabaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan
ritual dan keperluan subak yang lain, diantarurrya
dapat dljelaskan sebagai berikut.
I. Sarin tahun, iuran panen dalam bentuk natura

(gabah) dari setiap anggota subak, yang dlbayar
setiap habis panen padi dan banyaknya berdasarkan
kesepakahn subak dalam suatu rapat subak.

2. Peturunan, bersifat insidental sesuai dengan
kebutuhan subak, bisa berupa natura dan bisa juga
berupa uarrgyang dibayar oleh anggota subak.

3. Pengoot atau pengampel, yakni iuran ai iigasiyang
dlbayar oleh anggota subak yang pasif.

4. Kegiatan bisnis, yaitu hasil-hasil yang didapatkan
oleh subak melalui kegiatan bisnis, seperti
pungutan/sumbangan dari operasi traktor, dan
kontrakan dari pengembalaan itik.

5. Dedosan, adalah denda yang dibayar oleh anggota
subak yang berperilaku menyimpang atau

' rrlelanggar awig-awig (norma-norma atau peraturan)
subak. Dana da1. sumber ini relatif kecil, karena
umunrnya anggota subak mentaati awig-awig.

6. Bantuan Pemerintah, yaifu dana yang diterima
oleh subak dari pemerintah, baik yang bersifat
rutin maupun insedental .Yang bersifat rutin
sebanyak Rp 15.000.000,00 per tahun (tahun 2005,
2006,2007) dan tahun 2008 meningkat menjadi
Rp 20.000.000,00.
Di samping upacarakeagamaan atau kegiatan ritual

secara kolektif, seperti subak-subak lainnya di Bali,
di Subak Anggabayajuga dilakukan kegiatan ritual
oleh petani perorangan yang menjadi anggota subak
tersebut. Kegiatan ritual ini dilakukan sesuai dengan
tahap-tahap pekerjaan tanamanpadi dalam satu siklus
pertanaman.
I.Upacarangmdagin,statuupacarayangdlalsanakan

padasaatmulai pengolahan lahan sawah yang akan
ditanami padi.

2. Upacara ngurit, yaifliupacara yang dilakukan pada
saat penaburan benih padi di persemaian (di tempat
pembibitan).

3. Upacara nandur (menanam), yaitu vpacara
keagamaan atau kegiatan ritual yang dilaksanakan
pada saat penanaman bibit di lapangan (tempat
pertanaman).

4. Upacara biukukung, suatu upacara yang dilakukan
pada saat tanaman padi mulai keluar malai atat
bunting.

5. Upacara nyaupin atar nguntap sai, adalah kegiatan
ritual yang dilakukan menjelang panen. Dalam
npacara ini dibuat Nini dari tanaman padi yang
bermalai produktif sebagai simbul dari Dewi Sri.
Selain itu, ada juga kegiatan ritual yang dilakukan

setelah hasil panen tanaman padi disimpan di
lumbung, yang dinamakan upacara mantenin. Dalam
hal ini, Nini yang dibuat pada tpacara nyaupin
ditempatkan di tempat penyimpanan padi tersebut,
dengan menghaturkan sesajen tertentu kehadapan
Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi-Nya
sebagai Dewi Sri.
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Pada prisipnya, tujuan utama dari pelaksanaan
semua lupacara keagamaan itu untuk memohon
berkah dan keselamatdn serta pernyataan terimakasih
atau rasa bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha
Esa. Umumnya setiap anggota Subak Anggabaya
melaksanakan upacara-upa cara keagamaan tersebut,
dengan penuh kekhusukan.

Pemimpin kegiatan ritual secara kolektif di Subak
Anggabaya dijalankan oleh pemangku Pura Desa/
Puseh (Ttemangku ptxa Kahyangan Tiga). Pemangku
tersebut mendapat leluputan, artinya anggota subak
yang mendapat perlakuan khusus, yakni bebas dari
segala kegiatan subak, kecuali peranalrnya sebagai
pemangbu di subak tersebut.

Pawongan
Telah disebutkan sebelufltnya, bahwa penerapan

unsur pawongan (keserasian dan kehatmonisan
hubungan timbal balik antata arrggota dengan anggota
subak), termasuk kategori sangat baik dengan rata-
rata peTrcapaian skor sebesar 90o/o. Keadaan ini perlu
dipertahankan, demi eksistensi kebudayaan agraris
sistem subak.

Umumnya kegiatan atau pekerjaan Subak Anggabaya
dikerjakan dan diselesaikan secara gotong royong.
Ini artinya, gotong royong di subak ini masih hidup
dengan subur. Berkaitan dengan ini dikemukakan oleh
Sudarta (2004), dalam gotong royong terkandung jiwa
dan semangat kekerabatan yang erat, untuk bersama-
sama menyelesaikan pekerjaan yang menyangkut
kepentingan bersama secara sukarela.

Seperti umumnya subak-subak di Bali, Subak
Anggabaya juga mengadakan rapat (sangkep) baik
secara rutin atau berkala (nityakala) maupttn insidental
atau sewaktu-waktu (natkala). Rapat rutin di subak ini
biasanya dilakukan sehabis panen padi. Yang dibahas
diantaranya evaluasi terhadap kegiatan yang sudah
berjalan dan penyusunan rencana kerja, terutama
rencana kerja jangka pendek seperti mendak toya,
benih padi yang akan ditanam pada musim tarram
keberikutrya dan hari baik (dewasa ayu) mulaimenanam
bibit di lapangan. Rapat insidental dilakukan, jika
ada haL-hal prinsip dan sifatnya mendesak untuk
dimusyawarahkan bersama.

Menurut hasil penelitian dilapang, pada dasarnya
anggotaSubakAngabayaresponsterhadapperubahan.
Oleh karena itu setiap ada inovasi, besar kemungkinan
diadopsi oleh subak tersebut, terutama jika inovasi itu
secara ekonomis menguntungkan, secara teknis dapat
dilalsanakan dan secara sosial budaya dapat diterima
dalam arti tidak bertentangan dengan norma-norma
dan nilai-nilai sosial budaya setempat. Sejalan dengan
itu, Subak Anggabaya selalu mengikuti kegiatan
penyuluhan secara kolektif yang diselenggarakan oleh
instansi terkait. Asalkan, aktivitas itu diadakan sesuai
dengan waktu lowong petani yang menjadi anggota
subak tersebut.

IJmumnya anggota Subak Anggabaya
mentaati awig-awig (peraturan-peraturan) subak yang
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bersangkutan. Awig awig stbak baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis (Tterarem), dipandang
oleh anggota subak mempunyai nilai tinggi dalam
kehidupan subak, dalam mencapai tujuan bersama.
Wakaupun sanksi material tidak begitu tinggi, anggota
subak merasa 4nalu apabila melanggar awig-awig
subak. Kalaupun ada anggota subak yang berperilaku
menyimpang dari awig-awig subak, arrl{lgota tersebut
siap menerima sanksi.

Di dalam kehidupan subak, tidak selamanya terjadi
interaksi yang bersifat disosiatif seperti kerjasama,
tetapi tidak terfutup pula kemung(inan terjadi interaksi
yang bersifat disosiatif seperti konflik (pertikaian) di
antara anggota subak. Konflik bisa terjadi arLtara
aruggota subak, antata anggota dengan subak, antara
tempek atat munduk dalam satu subak dan antara
subak dengan pihak luar. Di Subak Anggabaya,
konflik seperti itu jarang sekali terjadi. Kalaupun
terjadi konflik, biasanya tidak begitu tajam dan bisa
diselesaikan secara kekeluargaan arrtara pihak-pihak
yang bertikai, sehingga tidak memerlukan mediator
baik dari Kelihan Tempek/Munduk maapun Pektseh.

Palemahan
Penerapan unsur palemahan (keserasian dan

keharmonisan hubungan tirnbal balik antara an{lgota
subak dengan alam lingkungannya) dari Tri Hita
Karana, termasuk kategori sangat baik dengan rata-rata
pencapaian skor sebesar 84,44o/o. Keadaan ini sangat
perlu dipertahankan, jika diinginkan elsistensi subak
atau kebudayaan agrais berlanjut.

Di bawah koalisi derasnya pembangunan fisik
dan relatif luasnya alifi fungsi lahan dari lahan
pertanian sawah ke lahan non pertanian setiap
tahun di Kota Denpasar, wilayah Subak Anggabaya
bebas dari kondisi tersebut dengan pencapaian skor
l00oh termasuk kategori sangat baik. Hal ini sangat
mengagumkan dan perlu dipertahankan eksistensinya.
Pencapaian skor yang sama, dijump ai padaparameter
"subak menerapkan sistem bertanam serempak dan
menerapkan pola tanam padi - padi - palawija sesuai
dengan anjuran". Apabila hal ini dapat diterapkan
secara berkesinambungan, sangat potensial dapat
menjaga kelestarian surnber daya alam, dapat memutus
siklus hama/penyakit tanaman tertentu dan dapat
mempertahankan produktivitas tanaman parrgan
khususnya padi. Berkaitan dengan itu, dikemukakan
oleh Winarno (1987) bahwa pengendalian hama
tanaman dengan kultur teknis (misalnya penggunaan
varietas unggul, sistem bertanam serempak, perrerapan
pola tanam yang sesuai dengan anjuran dan
sebagainya), merupakan langkah-langkah yang perlu
dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang tidak
atau kurang cocok untukkehidupan dan perkembangan
serangga hama, di samping untuk mempertahankan
atau meningkatkan produksi tafiaman pertanian.
Untuk parameter-parameter yang lain, selain kedua
parameter yang telah disebutkan tadi, masing-masing,
peflerapannya termasuk kategori ba7k, rata-rata
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pencapaian skor sebesar 80%. Keadaan ini paling
tidak perlu dipertahankan dan bahkan jika mungkin
ditingkatkan lagi penerapannya, agar menladi lategori
sangat baik. , 

l

KESIMPTJLAN DAN
IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penettian seperti telah dibahas

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa
penerapan Tri Hita Karana di Subak Anggabaya,
Kelurahan Penatih, Kota Denpasar, termasuk kategori
sangat baik dengan tata-rata pencapaian skor sebesar
87,03o/o. Demikian pula penerapan masing-masing
unstr Ti Hita Karana, termasuk kategori sangat baik,
tetapi dengan rata-ratapencapaian skor yang berbeda.
Rata-rata pencapaian skor unsur parhyangan sebesar
86,660/o, vnslil palryongan sebesar gO,OOyo dan unsur
palemalan sebesar 84,44o/o.

Implikasi Kebiiakan
Walaupun penerapan Ti Hita l{aranabeserta masing-

masing unsurnya terrmasuk kategori sangat baik,
masih ada sejumlah parameter dari masing-masing
unxr Ti Hita l{arana termasuk kategori baik. Artinya,
parameter-parameter tersebut penerapannya belum
sempmu atau masih perlu ditingkatkan. Ini membawa
implikasi kepada para pembina dan para pelaku di
lapang (di Subak Anggabaya), bahwa parameter-
parameter yang sudah termasuk kategori sangat baik
perlu dipertahankan, sedangkan parameter-parameter
yang termasuk kategori baik perlu diterapkan secara
lebih sempurna sehingga menjadi kategori sangat
baik.
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